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PENGANTAR HASIL MONITORING DAN EVALUASI PENERAPAN KETERBUKAAN 

INFORMASI DI JAWA BARAT TAHUN 2019 
 

Kegiatan monitoring dan evaluasi pada tahun 2019 ini berbeda dengan tahun 
sebelumnya.  Pada tahun ini Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat melakukan monitoring 
dan evaluasi bersama PPID Utama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini Biro Humas 
dan Protokol Sekretariat Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Koordinasi ini tentunya bukan 
tanpa maksud yang lebih luas. Keterlibatan Pemerintah  Provinsi Jawa Barat dilakukan untuk 
memenuhi amanah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2011 yang 
memerintahkan Pemerintah Daerah untuk memberikan penghargaan kepada OPD yang 
melaksanakan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah. Selain itu, monitoring dan evaluasi bersama Pemerintah Provinsi 
Jawa Barat diharapkan dapat mendorong peningkatan peran Pemerintah Provinsi Jawa 
Barat dalam melakukan pembinaan dan pengendalian penataan PLID Kabupaten/kota 
sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 
3 Tahun 2017.   

Dalam kerangka kerjasama tersebut, maka badan publik yang terlibat dalam 
monitoring dan evaluasi penerapan keterbukaan informasi pada tahun ini ditambahkan 
dengan perangkat daerah di  Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Badan Usaha Milik Daerah 
Provinsi Daerah. Monitoring dan evaluasi juga dikembangkan pada mekanisme pengaduan 
yang dimiliki badan publik sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.  

Sama halnya tahun sebelumnya pencapaian tertinggi adalah pemenuhan kewajiban 
untuk memberikan dukungan kelembagaan PPID yang mencapai angka rata-rata pencapaian 
88%. Meningkat dibandingkan tahun tahun 2018 yang mencapai rata-rata 82,29%. 
Sedangkan prosentase kelengkapan terendah terdapat pada kewajiban untuk penerapan 
standar pelayanan informasi publik di unit kerja pemerintah kabupaten/kota yang mencapai 
angka rata-rata pencapaian 39%. Juga mengalami peningkatan dibandingkan rata-rata tahun 
2018 yang mencapai 37,75%. 

Namun dilihat dari kualifikasi keterbukaan informasi publik di Jawa Barat, tidak 
terdapat peningkatan yang signifikan. Penerapan keterbukaan informasi di Badan Publik di 
Jawa Barat masih ada dalam kategori “Cukup Lengkap” dengan kelengkapan pemenuhan 
kewajiban antara 55-79 persen. Tidak ada satupun Badan Publik di Jawa Barat yang masuk 
dalam kategori “Lengkap” dengan kelengkapan pemenuhan kewajiban di atas 80 persen dari 
kewajiban yang diatur dalam peraturan perundangan mengenai keterbukaan informasi 
publik.  
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Selain melakukan monitoring dan evaluasi penerapan UU KIP, mulai Tahun 2018 
Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat memberikan apresiasi dan penghargaan kepada 
Badan Publik dan warga negara yang kami anggap telah melakukan inisiatif untuk 
mendorong keterbukaan informasi dan menggunakan informasi publik sesuai tujuan UU 
KIP. Pada tahun ini Komisi Informasi memberikan apresiasi khusus kepada Pemerintah Kota 
Bandung yang mengembangkan progam aplikasi monitoring dan evaluasi  perangkat daerah, 
kecamatan, dan sekolah. Inisiatif Pemerintah Kota Bandung ternyata telah mendorong 
pemerintah kabupaten/kota lain untuk melakukan monitoring dan evaluasi penerapan 
keterbukaan informasi di perangkat daerah pemerintah masing-masing. Tentunya apresiasi 
khusus ini ke depannya akan terus menerus diperbaiki dengan harapan dapat mendorong 
munculnya inisiatif badan publik dan warga untuk mempermudah akses dan memanfaatkan 
informasi publik sesuai dengan tujuan dari Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik.  

Hasil monitoring dan evaluasi setiap tahun pada dasarnya merupakan bahan untuk 
pengembangan program keterbukaan informasi di Jawa Barat secara sistematik. Untuk itu, 
setelah melakukan monitoring dan evaluasi 2019, Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat 
menyelenggarakan seminar dan kunjungan kepada Bupati dan Walikota untuk mendorong 
komitmen mereka menerapakn keterbukaan informasi publik dan memanfaatkan hasil 
monitoring dan evaluasi untuk mengembangkan program pengelolaan dan pelayanan 
informasi publik yang lebih sistematik.  

Komisi Informasi sangat mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas upaya 
keras yang telah dilakukan PPID di Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah 
Kabupaten/kota, serta semua kelompok masyarakat yang telah bersama-sama mendorong 
dan mengawal keterbukaan informasi publik di Jawa Barat. 

Terima kasih. 

 

Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat 

Dan Satriana 
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BAGIAN I 

PENDAHULUAN 

 

  

I. Latar Belakang 

Sejak tahun 2013 Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat secara rutin melakukan 

monitoring terhadap penerapan keterbukaan informasi pemerintah kabupaten dan kota di 

Jawa Barat. Kegiatan ini dilakukan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat untuk mendorong 

penerapan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dan keterbukaan 

informasi pada Badan Publik di Jawa Barat.  

Secara bertahap Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat melakukan monitoring 

terhadap penerapan 4 kewajiban yang diamanatkan peraturan perundangan terkait 

keterbukaan informasi publik, yaitu kewajiban mengumumkan informasi publik, kewajiban 

menyediakan informasi publik setiap saat, kewajiban membentuk dan mendukung 

keberadaan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID), serta kewajiban 

menyusun dan menerapkan standar operasional pelayanan informasi publik. 

Berbeda dengan sebelumnya, pada tahun 2019 penyelenggaraan monitoring dan 

evaluasi penerapan UU KIP dilaksanakan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat bersama 

Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Subbagian Pelayanan Informasi Biro Humas dan 

Keprotokolan Sekretariat Provinsi Jawa Barat sebagai PPID Utama Pemerintah Provinsi 

Jawa Barat (selanjutnya disebut PPID Pemerintah Provinsi Jawa Barat). Koordinasi ini 

untuk memenuhi amanah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2011 

yang memerintahkan Pemerintah Daerah unutk memberikan penghargaan kepada OPD 

yang melaksanakan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah1.  

                                                            
1 Pasal 35 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Transparansi, Partisipasi, dan 

Akuntabilitas  
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Selain itu, monitoring dan evaluasi bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat 

diharapkan dapat mendorong peningkatan peran Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam 

melakukan pembinaan dan pengendalian penataan PLID Kabupaten/kota sebagaimana 

disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 

2017.   

Selain itu, lewat monitoring dan evaluasi tahun ini, Komisi Informasi Provinsi Jawa 

Barat ingin memetakan bagaimana kondisi keterbukaan dan pelayanan informasi publik di 

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Jawa Barat. Hal ini tentunya demi 

meningkatkan komitmen dan keterlibatan seluas-luasnya Badan Publik sebagai 

penyelenggara negara. 

Melalui monitoring dan evaluasi tahun 2019 ini, Komisi Informasi Provinsi Jawa 

Barat berharap memperoleh gambaran penerapan UU KIP pada Badan Publik di Jawa 

Barat. Lebih jauh lagi, montioring dan evaluasi ini dapat memberikan gambaran mengenai 

potensi dan hambatan yang dihadapi Badan Publik dalam menerapkan keterbukaan 

informasi. Termasuk dukungan yang dibutuhkan untuk mengoptimalkan pelayanan 

informasi publik oleh Badan Publik. 

Hasil dari monitoring dan evaluasi ini merupakan bahan yang berharga bagi 

pemerintah maupun Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat untuk mengembangkan 

program dan kerjasama untuk mempercepat penerapan UU KIP dan keterbukaan informasi 

di kabupaten/kota maupun provinsi Jawa Barat pada umumnya. 

II. Maksud dan Tujuan  

Maksud kegiatan monitoring dan evaluasi Penerapan UU KIP di Kabupaten/kota di 

Jawa Barat ini adalah mendorong percepatan penerapan UU KIP di Badan Publik di Jawa 

Barat.  

Tujuan kegiatan monitoring dan evaluasi Penerapan UU KIP di Kabupaten/kota di 

Jawa Barat ini adalah: 

1. Memetakan penerapan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik oleh 

badan publik di Jawa Barat. 

2. Menyusun pemeringkatan terhadap kelengkapan pemenuhan kewajiban oleh 

badan publik di Jawa Barat. 
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Hasil dari monitoring dan evaluasi ini merupakan bahan yang berharga bagi 

pemerintah maupun Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat untuk mengembangkan 

program dan kerjasama untuk mempercepat penerapan UU KIP dan keterbukaan informasi 

di kabupaten/kota maupun provinsi Jawa Barat pada umumnya. 

II. Maksud dan Tujuan  

Maksud kegiatan monitoring dan evaluasi Penerapan UU KIP di Kabupaten/kota di 

Jawa Barat ini adalah mendorong percepatan penerapan UU KIP di Badan Publik di Jawa 

Barat.  

Tujuan kegiatan monitoring dan evaluasi Penerapan UU KIP di Kabupaten/kota di 

Jawa Barat ini adalah: 

1. Memetakan penerapan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik oleh 

badan publik di Jawa Barat. 

2. Menyusun pemeringkatan terhadap kelengkapan pemenuhan kewajiban oleh 

badan publik di Jawa Barat. 

3. Memberikan masukan bagi program percepatan penerapan keterbukaan 

informasi publik di Jawa Barat.  

4. Memberikan masukan bagi peningkatan peran Pemerintah Provinsi Jawa Barat 

dalam melakukan pembinaan dan pengendalian penataan PLID Kabupaten/kota 

maupun Badan Publik di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Barat. 

III. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup kegiatan monitoring dan evaluasi Penerapan UU KIP di Jawa Barat 

tahun 2019 meliputi: 

1. Badan Publik 

Badan Publik yang dimonitoring dan dievaluasi adalah: 

a. Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Jawa Barat 

b. Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat 

c.      Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Jawa Barat 

d. Kantor Wilayah/instansi vertikal di wilayah Provinsi Jawa Barat 

e. Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten/kota di Jawa Barat 

f.      Partai Politik tingkat Provinsi Jawa Barat 

Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat menilai penerapan UU KIP dan keterbukaan 

informasi oleh pemerintah kabupaten/kota memiliki nilai strategis. Dalam era otonomi 

daerah yang memberikan sebagian kewenangan penyelenggaraan pemerintah kepada 

pemerintah kabupaten dan kota, penerapan transparansi dan akuntabilitas diharapkan 

dapat meningkatkan kualitas peran serta masyarakat yang pada akhirnya dapat 

berkontribusi dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan 

peningkatan kualitas pelayanan publik yang dirasakan langsung oleh masyarakat luas. 

Monitoring dan evaluasi terhadap Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten/kota 

di Jawa Barat dan DPW dan Partai Politik tingkat Provinsi Jawa Barat merupakan tindak 

lanjut dari kerjasama Komisi Informasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa 

Barat untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas penyelenggara dan 

penyelenggaraan Pemilu. Salah satu kewajiban Komisi Pemilihan Umum yang menjadi 

kriteria monitoring dan evaluasi adalah membuat dan menyediakan laporan pelayanan 
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informasi publik paling lambat setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir yang 

salinannya disampaikan kepada Komisi Informasi Publik2.  

Sedangkan pada tahun ini Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dan PPID 

Pemerintah Provinsi Jawa Barat ingin memetakan penerapan keterbukaan dan pelayanan 

informasi publik di perangkat daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Jawa 

Barat. Hal ini tentunya demi meningkatkan komitmen dan keterlibatan seluas-luasnya 

Badan Publik sebagai penyelenggara negara. 

2. Materi Monitoring dan Evaluasi 

Monitoring dan evaluasi dilakukan terhadap penerapan 5 (lima) jenis kewajiban 

yang diamanatkan peraturan perundangan terkait keterbukaan informasi publik, yaitu: 

a. kewajiban menyediakan dan mengumumkan informasi publik yang wajib 

diumumkan secara berkala, 

b. kewajiban menyediakan informasi publik yang wajib disediakan setiap saat, 

c.     kewajiban membentuk dan mendukung keberadaan pejabat pengelola 

informasi dan dokumentasi (PPID), 

d. kewajiban menyusun dan menerapkan standar operasional pelayanan 

informasi publik, dan 

e. kewajiban menyusun Laporan Pelayanan Informasi Publik 

Setiap jenis kewajiban dinilai berdasarkan indikator-indikator berupa kewajiban 

yang harus dipenuhi oleh badan publik sebagaimana diamanahkan peraturan perundangan 

mengenai keterbukaan informasi publik. 

Berbeda dengan tahun sebelumnya, tahun ini terdapat 1 (satu) kriteria tambahan 

dari PPID Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait Koordinasi Pengelolaan Pengaduan 

Pelayanan Publik di pemerintah kabupaten/kota dan perangkat daerah.  

IV. Persiapan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi  

Pada Triwulan Pertama Tahun Anggaran 2019 telah dilakukan serangkaian 

persiapan di Komisi Informasi untuk melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Penerapan UU 

KIP di Jawa Barat. Beberapa persiapan yang dikoordinir oleh Bidang Program Advokasi 
                                                            
2 Lihat Pasal 46 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan 

Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan umum. 
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Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat beserta PPID Pemerintah Provinsi Jawa Barat antara 

lain: 

1. Membentuk tim penilai independen.  

2. Menyusun metode dan perangkat Monitoring dan Evaluasi. 

3. Menyusun rencana dan jadwal kegiatan  

4. Mempersiapkan dukungan administrasi dan anggaran  

Seluruh rangkaian kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penerapan UU KIP di 

Kabupaten/kota di Jawa Barat dilaksanakan pada bulan Maret – Agustus 2019 dengan 

tahapan kegiatan sebagai berikut: 

No. Tanggal Kegiatan Uraian Kegiatan 
1.  27 – 28 Maret 

2019 
Sosialisasi Kegiatan Monev 
TPA 

Badan Publik Provinsi Jawa Barat 
mengikuti kegiatan sosialisasi 
mengenai ruang lingkup dan 
tahapan kegiatan Monev TPA 

2.  28 Maret – 12 
April 2019 

Pengisian Formulir SAQ Badan Publik melakukan penilaian 
sendiri berdasarkan poin-poin 
penilaian dalam formulir SAQ  

3.  12 April 2019 Batas waktu 
pengembalian Formulir 
SAQ (Cap Pos) 

Badan Publik mengembalikan 
Formulir SAQ dilengkapi dokumen 
pendukung 

4.  23 April 2019 Tambahan batas waktu 
pengumpulan SAQ untuk 
Kabupaten/Kota 

Badan Publik mengembalikan 
Formulir SAQ dilengkapi dokumen 
pendukung 

5.  30 April Tambahan Batas waktu 
untuk pengumpulan SAQ 
BUMD dan Perangkat 
Daerah Provinsi 

Badan Publik mengembalikan 
Formulir SAQ dilengkapi dokumen 
pendukung 

6.  15 – 30 April 
2019 

Verifikasi SAQ, website, 
dan bukti pendukung 

Tim Verifikasi melakukan 
verifikasi terhadap SAQ, website, 
dan bukti pendukung  

7.  16 Mei 2019 Sosialisasi hasil sementara  Badan Publik mendapatkan  hasil 
sementara verifikasi SAQ, website 
dan bukti pendukung 

8.  16 – 23 Mei 2019 Tanggapan/ sanggahan 
PPID Badan Publik 

Badan Publik  melakukan 
klarifikasi dan memberikan 
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No. Tanggal Kegiatan Uraian Kegiatan 
dokumen pendukung tambahan 

9.  19 Juni – 9 Juli 
2019 

 

Verifikasi lapangan Tim Verifikasi melakukan 
pemeriksaan terhadap website dan 
kesesuaian dokumen kepada 
Badan Publik   

10.  24 Juni – 12 Juli 
2019 

Analisa data hasil 
verifikasi lapangan 

Tim Verifikasi dan Komite 
Pengarah melakukan analisa 
terhadap hasil verifikasi lapangan  

11.  15 Juli 2019 Presentasi Badan Publik 
Terpilih 

Verifikasi hasil lapangan dan 
rencana kerja Badan Publik 
mendatang 

12.  9 Agustus 2019 Penganugerahan Pengumuman hasil penilaian 
Monev TPA 

13.  29 Agustus 2019 Seminar “Hasil Monitoring 
dan Evaluasi Penerapan 
UU KIP terhadap Badan 
Publik se Jawa Barat tahun 
2019” 

Penjelasan Hasil Akhir Monev 
2019 

 

V. Pelaksana kegiatan  

Dalam tahapan persiapan, Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat PPID bersama 

Pemerintah Provinsi Jawa Barat membahas kriteria dan usulan anggota tim independen. 

Beberapa kriteria yang disepakati untuk menentukan    anggota tim independen adalah: 

1. Mempunyai pemahaman mengenai peraturan perundangan mengenai 

keterbukaan informasi publik.  

2. Mempunyai pemahaman atau pengalaman dalam badan publik dan 

pemerintahan. 

3. Mempunyai pemahaman dan pengalaman dalam kajian atau evaluasi kinerja 

badan publik.  

Selanjutnya Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dan PPID Pemerintah Provinsi 

Jawa Barat masing-masing mengusulkan calon untuk disepakati menjadi anggota tim 

penilai independen.    
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No. Tanggal Kegiatan Uraian Kegiatan 
dokumen pendukung tambahan 

9.  19 Juni – 9 Juli 
2019 

 

Verifikasi lapangan Tim Verifikasi melakukan 
pemeriksaan terhadap website dan 
kesesuaian dokumen kepada 
Badan Publik   

10.  24 Juni – 12 Juli 
2019 

Analisa data hasil 
verifikasi lapangan 

Tim Verifikasi dan Komite 
Pengarah melakukan analisa 
terhadap hasil verifikasi lapangan  

11.  15 Juli 2019 Presentasi Badan Publik 
Terpilih 

Verifikasi hasil lapangan dan 
rencana kerja Badan Publik 
mendatang 

12.  9 Agustus 2019 Penganugerahan Pengumuman hasil penilaian 
Monev TPA 

13.  29 Agustus 2019 Seminar “Hasil Monitoring 
dan Evaluasi Penerapan 
UU KIP terhadap Badan 
Publik se Jawa Barat tahun 
2019” 

Penjelasan Hasil Akhir Monev 
2019 

 

V. Pelaksana kegiatan  

Dalam tahapan persiapan, Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat PPID bersama 

Pemerintah Provinsi Jawa Barat membahas kriteria dan usulan anggota tim independen. 

Beberapa kriteria yang disepakati untuk menentukan    anggota tim independen adalah: 

1. Mempunyai pemahaman mengenai peraturan perundangan mengenai 

keterbukaan informasi publik.  

2. Mempunyai pemahaman atau pengalaman dalam badan publik dan 

pemerintahan. 

3. Mempunyai pemahaman dan pengalaman dalam kajian atau evaluasi kinerja 

badan publik.  

Selanjutnya Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dan PPID Pemerintah Provinsi 

Jawa Barat masing-masing mengusulkan calon untuk disepakati menjadi anggota tim 

penilai independen.    

Pada akhirnya disepakati kegiatan Monitoring dan evaluasi Penerapan UU KIP di 

Kabupaten/kota di Jawa Barat menunjuk Tim Independen yang terdiri dari perwakilan 

akademisi, perwakilan pemerintah, dan perwakilan kelompok masyarakat yang dianggap 

memenuhi kriteria tersebut. Tim Independen selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan 

Gubernur Nomor 100.05/Kep.454-Humaspro/2019 tentang Tim Penilai Independen 

Penilaian Transparansi, Partisipasi, dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah dengan susunan pelaksana sebagai berikut: 

a. Penanggung jawab : 1. Kepala Biro Humas dan Keprotokolan 

Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat 

2. Kepala Biro Organisasi Sekretariat 

Daerah Provinsi Jawa Barat 

3. Kepala Dinas Komunikasi dan 

Informatika Provinsi Jawa Barat 

4. Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa 

Barat 

b. Ketua merangkap 

Anggota Tim  

: Dr. Dedy Djamaluddin Malik, M.Si. (Ketua 

Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Bandung) 

c. Anggota Tim : 1. Prof. Dr. Hj. Atie Rachmiatie, M.Si. 

(Dewan Pakar Ikatan Sarjana 

Komunikasi Indonesia Pusat) 

2. Santi Indra Astuti, S.Sos., M.Si. (Dosen 

Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas 

Islam Bandung) 

3. Maulana Yudiman (Praktisi Komunikasi) 

4. Rizki Estrada (Biro Pengelolaan 

Pengetahuan dan Kampanye Publik 

Masyarakat Sipil – Perkumpulan 

Inisiatif) 

d. Ketua pelaksana : 1. Kepala Subbagian Pelayananan 

Informasi Biro Humas dan Keprotokolan 

Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat 

2. Komisioner Bidang Advokasi Komisi 

Informasi Provinsi Jawa Barat 
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e. Tim verifikasi  : 1. Asisten Komisioner Komisi Informasi 

Provinsi Jawa Barat 

2. Pelaksana Subbagian Pelayananan 

Informasi Biro Humas dan Keprotokolan 

Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat 

f. Sekretariat : 1. Biro Humas dan Keprotokolan 

Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat 

2. Sekretaris Komisi Informasi Provinsi 

Jawa Barat 

Tim Penilai Independen selanjutnya memiliki tugas dan tanggung jawab untuk: 

1. Mengawasi pelaksanaan program Monitoring dan Evaluasi agar berjalan sesuai 

dengan tujuan yang telah ditetapkan. 

2. Memberikan pertimbangan berupa masukan dan saran dalam penetapan hasil 

Monitoring dan Evaluasi. 

3. Memberikan catatan dan rekomendasi atas kegiatan Monitoring dan Evaluasi. 

VI. Tahapan Monitoring dan Evaluasi  

Monitoring dan Evaluasi dilakukan dalam dua tahapan, yaitu yang disebut dengan 

Tahapan Pengukuran dan Tahapan Penilaian.      

(1) Tahapan pengukuran adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian kepatuhan 

dan kelengkapan untuk setiap indikator yang dilakukan melalui membandingkan 

antara data hasil survei self assesment dengan realisasi dan atau  temuan di 

lapangan. Pengukuran tersebut dilakukan atas aspek regulasi, infratruktur dan 

substansi dalam rentang periodik Tahun anggaran sebelum tahun anggaran 

pelaksanaan Monev. 

(2) Tahapan Penilaian adalah proses interpretasi atas hasil yang diperoleh dari tahapan 

proses pengukuran untuk kemudian memasukannya ke dalam informasi yang 

menggambarkan kualitas Kepatuhan dan Kelengkapan pada UU KIP dan peraturan 

perundangan di bawahnya yang mencerminkan keberhasilan kebijakan, Program 

dan atau kegiatan Badan publik dalam Keterbukaan Informasi  Publik. Penilaian 

tersebut dilakukan dengan menghitung hasil pengukuran dengan pemberian bobot 

masing masing aspek berkenaan. Proses penilaian sendiri (self assessment) pada 
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Tim Penilai Independen selanjutnya memiliki tugas dan tanggung jawab untuk: 

1. Mengawasi pelaksanaan program Monitoring dan Evaluasi agar berjalan sesuai 

dengan tujuan yang telah ditetapkan. 

2. Memberikan pertimbangan berupa masukan dan saran dalam penetapan hasil 

Monitoring dan Evaluasi. 

3. Memberikan catatan dan rekomendasi atas kegiatan Monitoring dan Evaluasi. 

VI. Tahapan Monitoring dan Evaluasi  

Monitoring dan Evaluasi dilakukan dalam dua tahapan, yaitu yang disebut dengan 

Tahapan Pengukuran dan Tahapan Penilaian.      

(1) Tahapan pengukuran adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian kepatuhan 

dan kelengkapan untuk setiap indikator yang dilakukan melalui membandingkan 

antara data hasil survei self assesment dengan realisasi dan atau  temuan di 

lapangan. Pengukuran tersebut dilakukan atas aspek regulasi, infratruktur dan 

substansi dalam rentang periodik Tahun anggaran sebelum tahun anggaran 

pelaksanaan Monev. 

(2) Tahapan Penilaian adalah proses interpretasi atas hasil yang diperoleh dari tahapan 

proses pengukuran untuk kemudian memasukannya ke dalam informasi yang 

menggambarkan kualitas Kepatuhan dan Kelengkapan pada UU KIP dan peraturan 

perundangan di bawahnya yang mencerminkan keberhasilan kebijakan, Program 

dan atau kegiatan Badan publik dalam Keterbukaan Informasi  Publik. Penilaian 

tersebut dilakukan dengan menghitung hasil pengukuran dengan pemberian bobot 

masing masing aspek berkenaan. Proses penilaian sendiri (self assessment) pada 

Tahapan pengukuran dilakukan juga untuk mengetahui pemahaman dan koordinasi 

yang dilakukan oleh PPID Utama bersama PPID Pembantu di setiap Badan Publik.   
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BAGIAN II 

KRITERIA PENILAIAN MONITORING DAN EVALUASI  

Monitoring dan evaluasi Penerapan UU KIP di badan publik di Jawa Barat dilakukan 

terhadap kelengkapan pemenuhan kewajiban oleh badan publik sesuai dengan Undang-

undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan 

Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. 

Monitoring dan evaluasi  dilakukan terhadap pemenuhan 5 kriteria kewajiban dengan 1 

tambahan kuesioner terkait pelayanan pengaduan, yaitu: 

1. Kelengkapan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala. 

2. Kelengkapan informasi yang wajib disediakan setiap saat. 

3. Kelengkapan pembentukan dan dukungan Pejabat Pengelola Informasi dan 

Dokumentasi. 

4. Kelengkapan penyusunan Standar Prosedur Operasional pelayanan informasi 

publik. 

5. Kelengkapan penyusunan Laporan Pelayanan Informasi Publik. 

6. Koordinasi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik. 

Kriteria monitoring dan evaluasi tahun 2019 di setiap kategori Badan Publik 

berbeda-beda, seperti yang dijelaskan dalam tabel di bawah ini: 

 No Badan publik  Kriteria kewajiban  

1.  Pemerintah kabupaten/kota  1. Informasi yang wajib disediakan dan 

diumumkan secara berkala. 

2. Informasi yang wajib disediakan setiap saat. 

3. Pembentukan dan dukungan Pejabat Pengelola 

Informasi dan Dokumentasi. 

4. Penyusunan Standar Prosedur Operasional 

pelayanan informasi publik. 

5. Laporan Pelayanan Informasi Publik. 

6. Pengelolaan Pelayanan Pengaduan. 
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BAGIAN II 

KRITERIA PENILAIAN MONITORING DAN EVALUASI  

Monitoring dan evaluasi Penerapan UU KIP di badan publik di Jawa Barat dilakukan 

terhadap kelengkapan pemenuhan kewajiban oleh badan publik sesuai dengan Undang-

undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan 

Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. 

Monitoring dan evaluasi  dilakukan terhadap pemenuhan 5 kriteria kewajiban dengan 1 

tambahan kuesioner terkait pelayanan pengaduan, yaitu: 

1. Kelengkapan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala. 

2. Kelengkapan informasi yang wajib disediakan setiap saat. 

3. Kelengkapan pembentukan dan dukungan Pejabat Pengelola Informasi dan 

Dokumentasi. 

4. Kelengkapan penyusunan Standar Prosedur Operasional pelayanan informasi 

publik. 

5. Kelengkapan penyusunan Laporan Pelayanan Informasi Publik. 

6. Koordinasi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik. 

Kriteria monitoring dan evaluasi tahun 2019 di setiap kategori Badan Publik 

berbeda-beda, seperti yang dijelaskan dalam tabel di bawah ini: 

 No Badan publik  Kriteria kewajiban  

1.  Pemerintah kabupaten/kota  1. Informasi yang wajib disediakan dan 

diumumkan secara berkala. 

2. Informasi yang wajib disediakan setiap saat. 

3. Pembentukan dan dukungan Pejabat Pengelola 

Informasi dan Dokumentasi. 

4. Penyusunan Standar Prosedur Operasional 

pelayanan informasi publik. 

5. Laporan Pelayanan Informasi Publik. 

6. Pengelolaan Pelayanan Pengaduan. 

2.  Perangkat Daerah 

Pemerintah Provinsi Jawa 

Barat 

1. Penyusunan Standar Prosedur Operasional 
pelayanan informasi publik. 

2. Informasi yang wajib disediakan setiap saat. 

3. Pengelolaan Pelayanan Pengaduan. 

3.  Badan Usaha Milik Daerah di 

Provinsi Jawa Barat 

Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan 

secara berkala. 

4.  KPU Kabupaten/Kota di 

Provinsi Jawa Barat 

5.  DPW/DPD Partai politik di 

Provinsi Jawa Barat 

6.  Instansi vertikal di Provinsi 

Jawa Barat  

 

Kriteria monitoring dan evaluasi yang berbeda-beda untuk setiap jenis badan publik 

didasarkan pertimbangan terhadap prioritas kebutuhan pelayanan informasi publik dan 

perkembangan penerapan keterbukaan informasi publik pada masing-masing badan 

publik.   

Monitoring dan Evaluasi seluruhnya didasarkan pada kewajiban yang diamanahkan 

oleh UU KIP dan peraturan pejabaran mengenai penerapan keterbukaan informasi. Jumlah 

indikator yang digunakan untuk memeriksa kelengkapan pemenuhan kewajiban di setiap 

kriteria penilaian tersebut adalah3: 

No Kewajiban Jumlah indikator  

1.  kewajiban menyediakan dan mengumumkan informasi 
publik yang wajib diumumkan secara Berkala 

19 Indikator 

2.  kewajiban menyediakan informasi publik yang wajib 
disediakan Setiap Saat 

16 Indikator 

3.  kewajiban membentuk dan mendukung keberadaan 
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) 

6 Indikator 

4.  kewajiban menyusun dan menerapkan Standar 
Pelayanan Informasi Publik 

16 Indikator 

                                                            
3 Uraian setiap indikator berupa pernyataan dapat dilihat lengkap pada Kuesioner terlampir  
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5.  kewajiban menyusun Laporan Pelayanan Informasi 
Publik  

10 Indikator 

6.  Koordinasi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik 12 Indikator 
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5.  kewajiban menyusun Laporan Pelayanan Informasi 
Publik  

10 Indikator 

6.  Koordinasi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik 12 Indikator 

 

BAGIAN III 

PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI  

 

I.  Tahapan pengukuran  

Pelaksanaan tahapan pengukuran dilakukan dalam tahapan kegiatan sebagai 

berikut: 

1. Pemerintah kabupaten/kota melakukan penilaian sendiri melalui pengisian 

kuesioner  (self assessment) dan menyerahkan dokumen pendukung. 

2. Tim verifikasi Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat melakukan pemeriksaan 

terhadap kelengkapan pengisian kuesioner penilaian sendiri (self assessment) 

dan dokumen pendukung yang diserahkan Badan Publik. Pemeriksaan ini 

menghasilkan hasil pengukuran kelengkapan sementara di setiap kriteria 

penilaian. 

3. Penanggung jawab, Tim Penilai Independen dan Ketua Pelaksana mengadakan 

rapat membahas hasil penilaian sementara untuk diumumkan dan diberikan 

kepada masing-masing Badan Publik pada tahapan masa sanggah. 

4. Badan Publik diberikan kesempatan untuk melakukan klarifikasi dan melengkapi 

dokumen pendukung selama masa sanggah. 

5. Tim verifikasi melakukan pemeriksaan akhir terhadap kelengkapan hasil 

klarifikasi dan tambahan dokumen yang diberikan oleh Badan Publik pada masa 

sanggah. 

6. Tim Penilai Independen dan Ketua Pelaksana membahas hasil verifikasi 

penilaian diri dan kelengkapan dokumen sebagai acuan kunjungan dan verifikasi 

di lapangan.  

7. Tim Penilai Independen dan Ketua Pelaksana menetapkan 10 besar untuk 

peserta Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Perangkat Daerah Pemerintah 

Provinsi di wilayah Jawa Barat yang akan dikunjungi untuk melakukan verifikasi 

dokumen dan kondisi penerapan di lapangan.  
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8. Tim verifikasi melakukan kunjungan dan verifikasi lapangan untuk memeriksa 

secara lengkap dokumen dan bukti lain pada 10 pemerintah Kabupaten/Kota dan 

Perangkat Daerah Provinsi di wilayah Provinsi Jawa Barat. 

9. Untuk kunjungan dan verifikasi lapangan bagi Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota di Jawa Barat, tim verifikasi melakukan pemeriksaan terhadap 

penerapan Standar Pelayanan Informasi Publik dan kelengkapan Informasi 

Publik yang wajib disediakan setiap Saat di Unit Kerja/perangkat daerah terpilih 

selaku PPID Pembantu. 

10. Tim verifikasi Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat melakukan rekaptulasi hasil 

penilaian berdasarkan kesesuaian bukti pada saat kunjungan dan verifikasi 

lapangan. 

Sampai dengan tengat waktu dan tenggang  waktu perpanjangan pengembalian 

kuesioner penilaian diri (self assessment), kelengkapan kuesioner dan bukti dokumen yang 

dikirim oleh pemerintah kabupaten/kota pada tahapan penilaian sendiri (self assessment) 

dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

NO Pemerintah kabupaten/ kota  
Status Dokumen 

Kuisioner Dokumen 

1 Pemerintah Kota Bandung Ada Ada 

2 Pemerintah Kabupaten Bandung Ada Ada 

3 Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Ada Ada 

4 Pemerintah Kota Cimahi Ada Ada 

5 Pemerintah Kabupaten Subang Ada Ada 

6 Pemerintah Kabupaten Indramayu Ada Ada 

7 Pemerintah Kabupaten Cirebon* Ada Tidak Ada 

8 Pemerintah Kota Cirebon Ada Ada 

9 Pemerintah Kabupaten Kuningan Ada Ada 

10 Pemerintah Kabupaten Majalengka Ada Ada 

11 Pemerintah Kabupaten Sumedang Ada Ada 

12 Pemerintah Kabupaten Garut Ada Ada 
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8. Tim verifikasi melakukan kunjungan dan verifikasi lapangan untuk memeriksa 

secara lengkap dokumen dan bukti lain pada 10 pemerintah Kabupaten/Kota dan 

Perangkat Daerah Provinsi di wilayah Provinsi Jawa Barat. 

9. Untuk kunjungan dan verifikasi lapangan bagi Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota di Jawa Barat, tim verifikasi melakukan pemeriksaan terhadap 

penerapan Standar Pelayanan Informasi Publik dan kelengkapan Informasi 

Publik yang wajib disediakan setiap Saat di Unit Kerja/perangkat daerah terpilih 

selaku PPID Pembantu. 

10. Tim verifikasi Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat melakukan rekaptulasi hasil 

penilaian berdasarkan kesesuaian bukti pada saat kunjungan dan verifikasi 

lapangan. 

Sampai dengan tengat waktu dan tenggang  waktu perpanjangan pengembalian 

kuesioner penilaian diri (self assessment), kelengkapan kuesioner dan bukti dokumen yang 

dikirim oleh pemerintah kabupaten/kota pada tahapan penilaian sendiri (self assessment) 

dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

NO Pemerintah kabupaten/ kota  
Status Dokumen 

Kuisioner Dokumen 

1 Pemerintah Kota Bandung Ada Ada 

2 Pemerintah Kabupaten Bandung Ada Ada 

3 Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Ada Ada 

4 Pemerintah Kota Cimahi Ada Ada 

5 Pemerintah Kabupaten Subang Ada Ada 

6 Pemerintah Kabupaten Indramayu Ada Ada 

7 Pemerintah Kabupaten Cirebon* Ada Tidak Ada 

8 Pemerintah Kota Cirebon Ada Ada 

9 Pemerintah Kabupaten Kuningan Ada Ada 

10 Pemerintah Kabupaten Majalengka Ada Ada 

11 Pemerintah Kabupaten Sumedang Ada Ada 

12 Pemerintah Kabupaten Garut Ada Ada 

NO Pemerintah kabupaten/ kota  
Status Dokumen 

Kuisioner Dokumen 

13 Pemerintah Kota Tasikmalaya Ada Tidak Ada 

14 Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya  Ada Tidak Ada 

15 Pemerintah Kabupaten Ciamis Ada Ada 

16 Pemerintah Kota Banjar Ada Ada 

17 Pemerintah Kabupaten Pangandaran Ada Ada 

18 Pemerintah Kabupaten Purwakarta Ada Ada 

19 Pemerintah Kabupaten Cianjur* Ada Ada 

20 Pemerintah Kota Sukabumi Ada Ada 

21 Pemerintah Kabupaten Sukabumi Ada Ada 

22 Pemerintah Kabupaten Karawang Ada Ada 

23 Pemerintah Kabupaten Bekasi* Ada Ada 

24 Pemerintah Kota Bekasi Ada Ada 

25 Pemerintah Kota Bogor Ada Ada 

26 Pemerintah Kabupaten Bogor Ada Ada 

27 Pemerintah Kota Depok Ada Ada 

Keterangan: 

*   Pengembalian melewati tengat waktu, sehingga tidak diberikan penilaian 

Dari data di atas dapat dilihat bahwa seluruh pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa 

Barat telah mengirimkan kembali kuesioner, meskipun beberapa tanpa melampirkan bukti 

dokumen pendukung. Sementara dari total 27 seluruh pemerintah Kabupaten/Kota yang 

telah mengembalikan kuesioner, terdapat 3 Pemerintah Kabupaten/Kota yang terlambat 

mengembalikan kuesioner beserta bukti dokumen pendukung sesuai tengat waktu yang 

ditentukan, sehingga tidak dapat diberikan penilaian dalam Monitoring dan Evaluasi Tahun 

2019. Ketiga Kabupaten/Kota tersebut adalah Pemerintah Kabupaten Bekasi, Pemerintah 

Kabupaten Cianjur, dan Pemerintah Kabupaten Cirebon. 

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jumlah pemerintah Kabupaten/Kota di 

Jawa Barat yang mengembalikan kuesioner sesuai dengan tengat waktu yang ditentukan 
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mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 tercatat 16 Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa 

Barat yang mengembalikan kuesioner sesuai dengan tengat waktu yang ditentukan. Pada 

2018 meningkat menjadi 24, sebelum akhirnya tahun ini seluruh pemerintah 

Kabupaten/Kota berjumlah telah mengembalikan kuesioner, meskipun dengan catatan 

masih ada yang melewati batas waktu pengembalian. 

Pada tahun 2018, keikutsertaan Perangkat Daerah Provinsi dalam kegiatan 

monitoring dan evaluasi ini hanya digunakan sebagai pemetaan internal penerapan UU KIP 

oleh PemerintahProvinsi Jawa Barat. Tahun 2019, Perangkat Pemerintah Provinsi Jawa 

Barat kemudian diundang kembali untuk mengikuti seluruh proses penilaian. Dari total 34 

Perangkat Daerah yang diundang untuk menjadi peserta monitoring dan evaluasi ini, 

terhitung ada 19 Perangkat Daerah yang mengembalikan kuesioner dengan catatan 18 

mengembalikan kuesioner tepat waktu, sementara terdapat 1 Perangkat Daerah terlambat 

mengumpulkan hingga tengat waktu dan tenggang waktu perpanjangan pengembalian 

kuesioner penilaian diri. Berikut daftarnya: 

NO Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat  
Status Dokumen 

Kuisioner Dokumen 

1 Dinas Pemberdaan Perempuan Perlindungan Anak dan 

Keluarga Berencana Ada Ada 

2 Badan Kepegawaian Daerah  Ada Ada 

3 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Ada Ada 

4 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Ada Ada 

5 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Ada Tidak Ada 

6 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ada Tidak Ada 

7 Badan Pendapatan Daerah Ada Ada 

8 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Ada Ada 

9 Dinas Lingkungan Hidup Ada Tidak Ada 

10 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Ada Ada 

11 Dinas Pariwista dan Kebudayaan Ada Ada 

12 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Ada Tidak Ada 
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mengembalikan kuesioner tepat waktu, sementara terdapat 1 Perangkat Daerah terlambat 

mengumpulkan hingga tengat waktu dan tenggang waktu perpanjangan pengembalian 

kuesioner penilaian diri. Berikut daftarnya: 

NO Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat  
Status Dokumen 

Kuisioner Dokumen 

1 Dinas Pemberdaan Perempuan Perlindungan Anak dan 

Keluarga Berencana Ada Ada 

2 Badan Kepegawaian Daerah  Ada Ada 

3 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Ada Ada 

4 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Ada Ada 

5 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Ada Tidak Ada 

6 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ada Tidak Ada 

7 Badan Pendapatan Daerah Ada Ada 

8 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Ada Ada 

9 Dinas Lingkungan Hidup Ada Tidak Ada 

10 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Ada Ada 

11 Dinas Pariwista dan Kebudayaan Ada Ada 

12 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Ada Tidak Ada 

NO Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat  
Status Dokumen 

Kuisioner Dokumen 

13 Dinas Sosial Ada Ada 

14 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Ada Ada 

15 Dinas Perhubungan Ada Ada 

16 Badan Penelitian dan Pengembangan Ada Ada 

17 Dinas Perkebunan Ada Ada 

18 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Ada Ada 

19 Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan* Ada Ada 

Keterangan: 

*   Pengembalian melewati tengat waktu, sehingga tidak diberikan penilaian 

Sementara untuk penilaian terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Provinsi 

Jawa Barat baru pertama dilaksanakan pada tahun 2019. Ada pun penilaian hanya 

berdasarkan ketersediaan informasi berkala pada situs resmi. Namun berdasarkan 

kesepakatan, diputuskan bahwa untuk peserta BUMD tetap diberikan tenggat waktu 

pengumpulan kuesioner. Sehingga diputuskan bahwa penilaian dilakukan kepada BUMD 

yang mengembalikan kuesioner saja. Hal ini tentunya untuk melihat keseriusan BUMD 

dalam partisipasi dan pengimplementasian Keterbukaan Informasi Publik di Jawa Barat. 

Berikut daftar BUMD yang mengembalikan kuesioner beserta kelengkapan bukti dokumen 

pendukung: 

NO Badan Usaha Milik Daerah di Provinsi Jawa Barat   
Status Dokumen 

Kuisioner Dokumen 

1 PT Jamkrida Jawa Barat Ada Tidak Ada 

2 PT Jasa Sarana Jawa Barat Ada Ada 

3 Bank Jawa Barat Ada Ada 

4 PT Bandarudara Internasional Jawa Barat* Ada Ada 

5 PT Tirta Gemah Ripah* Ada Ada 

6 PT Agronesia* Ada Tidak Ada 

7 PT Jasa dan Kepariwisataan* Ada Ada 

Keterangan: 

*   Pengembalian melewati tengat waktu, sehingga tidak diberikan penilaian 
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Selain itu, Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat juga melakukan monitoring dan 

evaluasi terhadap informasi yang wajib diumumkan secara berkala oleh 27 Komisi 

Pemilihan Umum Daerah di Jawa Barat serta 16 DPD/DPW Partai Politik di Jawa Barat 

sebagai peserta pemilu 2019. Penilaian dilakukan langsung oleh tim verifikator tanpa 

pengembalian kuesioner oleh peserta. 

Dalam monitoring dan evaluasi KPUD di Jawa Barat, ditemukan bahwa dari 27 

KPUD, hanya 4 KPUD yang belum memiliki situs resmi. Sementara, 1 website tidak bisa 

diakses saat pemeriksaan.  

Untuk partai politik, dari total 16 partai, hanya 4 DPD/DPW partai politik di Jawa 

Barat yang memiliki situs khusus DPD/DPW partai politik Jawa Barat. Ditambah 2 Partai 

Politik yang, meskipun masih menginduk ke website resmi pusat, namun informasi 

mengenai DPD/DPW di Jabar masih tercantum. Sisanya, DPD/DPW partai politik di Jawa 

Barat belum memiliki situs resmi dan tidak tercantum informasinya di situs resmi pusat. 

Tahun ini tim melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Instansi 

Vertikal/Lembaga Tinggi yang mempunyai lingkup kerja Jawa Barat. Sama halnya dengan 

KPUD dan DPD/DPW Partai Poltik, kesediaan informasi berkala menjadi penilaian untuk 

Instansi Vertikal/Lembaga Tinggi di Jawa Barat. Sehingga prosesnya tanpa melalui 

pengembalian kuesioner sehingga penilaiannya langsung oleh tim verifikator. Sebagai 

gambaran, sudah dua tahun terakhir Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat melibatkan 

Instansi Vertikal/Lembaga Tinggi sebagai peserta melalui proses pengembalian kuesioner. 

Tahun 2017, 3 Instansi mengembalikan kuesioner sesuai tengat waktu. Sementara tahun 

2018 bertambah menjadi 5 Instansi Vertikal/Lembaga Tinggi yang mempunyai lingkup 

kerja di Jawa Barat. Dalam monitoring dan evaluasi tahun ini ditemukan dari 19 Instansi 

Vertikal/Lembaga Tinggi, beberapa masih belum memiliki situs resmi daerah dan masih 

menginduk kepada situs Pusat instansi/kantor tersebut. 

Setelah tahapan pengukuran ini selesai, Tim Penilai Independen dan Tim Pelaksana 

memutuskan untuk melakukan penilaian lebih lanjut terhadap 24 Pemerintah 

Kabupaten/kota, 18 Perangkat Daerah Provinsi, serta 3 BUMD. Sedangkan KPU 

kabupaten/kota, DPD/DPW partai politik, dan Instansi Vertikal/Lembaga Tinggi Jawa 

Barat penilaian dilanjutkan pada pemeriksaan pada kelengkapan informasi publik yang 
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pengembalian kuesioner sehingga penilaiannya langsung oleh tim verifikator. Sebagai 

gambaran, sudah dua tahun terakhir Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat melibatkan 

Instansi Vertikal/Lembaga Tinggi sebagai peserta melalui proses pengembalian kuesioner. 

Tahun 2017, 3 Instansi mengembalikan kuesioner sesuai tengat waktu. Sementara tahun 

2018 bertambah menjadi 5 Instansi Vertikal/Lembaga Tinggi yang mempunyai lingkup 

kerja di Jawa Barat. Dalam monitoring dan evaluasi tahun ini ditemukan dari 19 Instansi 

Vertikal/Lembaga Tinggi, beberapa masih belum memiliki situs resmi daerah dan masih 

menginduk kepada situs Pusat instansi/kantor tersebut. 

Setelah tahapan pengukuran ini selesai, Tim Penilai Independen dan Tim Pelaksana 

memutuskan untuk melakukan penilaian lebih lanjut terhadap 24 Pemerintah 

Kabupaten/kota, 18 Perangkat Daerah Provinsi, serta 3 BUMD. Sedangkan KPU 

kabupaten/kota, DPD/DPW partai politik, dan Instansi Vertikal/Lembaga Tinggi Jawa 

Barat penilaian dilanjutkan pada pemeriksaan pada kelengkapan informasi publik yang 

wajib disediakan dan diumumkan berkala melalui website badan publik yang 

bersangkutan.    

Tim Penilai Independen juga menentukan perangkat daerah di pemerintah 

kabupaten/kota untuk menilai penerapan standar pelayanan informasi publik dan 

ketersediaan informasi publik yang wajib disediakan setiap saat pada PPID Pembantu 

Pemerintah Kabupaten/kota. Pada monitoring dan evaluasi penerapan UU KIP tahun 2019 

Tim Verifikasi Lapangan akan mengunjungi dan menilai perangkat daerah Dinas Pekerjaan 

Umum dan Penataan Ruang/ Dinas Bina Marga di setiap kabupaten/kota.  

Adapun pertimbangan pemilihan perangkat daerah di kabupaten/kota didasarkan 

kecenderungan peningkatan jumlah sengketa pada tahun sebelumnya mengenai 

permintaan dokumen dan prosedur perizinan pembangunan fisik dan tata ruang, 

sementara di sisi lain ada kecenderungan peningkatan pembangunan di wilayah provinsi 

Jawa Barat. Diharapkan hasil monitoring dan evaluasi terhadp perangkat daerah yang 

bertugas mengurus pembangunan fisik dan tata ruang akan menjadi perhatian dan 

memperbaiki tat kelola dan pelayanan informasi.  

II. Tahapan Penilaian 

Tahapan penilaian dilaksanakan melalui rapat Tim Penilai Independen dan Ketua 

Pelaksana. Dalam rapat ditetapkan nilai pembobotan setiap kriteria.  Berdasarkan rapat 

tersebut ditetapkan bobot penilaian setiap kriteria sebagai berikut: 

No. Kriteria Penilaian Bobot 

1 Kelengkapan informasi yang wajib disediakan setiap saat 30% 

2 Kelengkapan penyusunan Standar Prosedur Operasional 
Pelayanan Infromasi Publik  

25% 

3 Kelengkapan informasi yang wajib disediakan dan 
diumumkan secara berkala 

20% 

4 Kelengkapan penyusunan Laporan Layanan Informasi 
Publik 

12% 

5 Hasil Penilaian atas Unit Kerja Terpilih (untuk Pemerintah 
Kabupaten/Kota) 

8% 

6 Kelengkapan pembentukan dan dukungan Pejabat Pengelola 
Informasi dan Dokumentasi 

5% 

Pertimbangan untuk mentapkan pembobotan setiap kriteria antara lain  

berdasarkan perkembangan dan pencapaian setiap kriteria dalam dua tahun terakhir. 

Pembobotan tertinggi diberikan kepada kriteria yang menjadi prioritas perbaikan yang 
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perlu menjadi perhatian Badan Publik. Seperti halnya tahun lalu, pembobotan yang cukup 

tinggi terhadap kelengkapan informasi publik yang wajib disediakan setiap saat untuk 

mendorong Badan Publik lebih memprioritaskan perbaikan koordinasi antara unit kerja 

yang menguasai informasi publik. Diharapkan pula hal ini akan mendorong Badan Publik 

untuk memperbaiki penyusunan daftar informasi publik dan penyediaan informasi publik 

yang lengkap.  

Adapun penilaian terhadap Pelayanan Pengaduan dilakukan terpisah atau tidak 

diakumulasikan dengan kriteria penilaian keterbukaan informasi publik.  

Hal kedua yang ditetapkan dalam tahapan penilaian ini adalah pemeringkatan 

Badan Publik berdasarkan:  

1. Akumulasi hasil penilaian seluruh kriteria untuk menentukan Peringkat Umum 1-3 

setiap kategori Badan Publik. 

2. Penilaian tertinggi pada masing-masing kriteria untuk menentukan Peringkat masing-

masing kriteria bagi setiap kategori Badan Publik.  

3. Laporan hasil status Badan Publik berdasarkan kualifikasi penilaian. 
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perlu menjadi perhatian Badan Publik. Seperti halnya tahun lalu, pembobotan yang cukup 

tinggi terhadap kelengkapan informasi publik yang wajib disediakan setiap saat untuk 
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Adapun penilaian terhadap Pelayanan Pengaduan dilakukan terpisah atau tidak 

diakumulasikan dengan kriteria penilaian keterbukaan informasi publik.  

Hal kedua yang ditetapkan dalam tahapan penilaian ini adalah pemeringkatan 

Badan Publik berdasarkan:  

1. Akumulasi hasil penilaian seluruh kriteria untuk menentukan Peringkat Umum 1-3 

setiap kategori Badan Publik. 

2. Penilaian tertinggi pada masing-masing kriteria untuk menentukan Peringkat masing-

masing kriteria bagi setiap kategori Badan Publik.  

3. Laporan hasil status Badan Publik berdasarkan kualifikasi penilaian. 

BAGIAN IV 

HASIL MONITORING DAN EVALUASI  

 

I. Hasil Pengukuran dan Penilaian  

1. Hasil pengukuran 

Hasil dari tahap penilaian sendiri (self-assessment) hanya menilai kelengkapan 

Badan Publik dalam menyerahkan kuesioner  dan dokumen pendukungnya.  

Pada tahap penilaian sendiri, Badan Publik diminta menilai sendiri penerapan UU 

KIP di Badan Publik mereka dengan memberikan nilai skala 1-5 untuk setiap indikator 

jenis kewajiban. Berbeda dengan tahun sebelumnya yang memiliki skala 1-3. Nilai 1 

diberikan jika informasi tidak tersedia/tidak ada. Nilai 2-4 jika informasi yang tersedia 

kurang lengkap. Sedangkan nilai 5 diberikan jika Badan Publik merasa informasi yang 

disediakan lengkap sesuai peraturan perundangan. Penambahan skala nilai tersebut atas 

pertimbangan dari Tim Penilai Independen agar penilaian memiliki gradasi terutama untuk 

informasi yang kurang lengkap. 

Berdasarkan kuesioner dan bukti pendukung yang diserahkan Badan PublikTim 

Verifikasi melakukan pemeriksaan terhadap kesesuaian penilaian sendiri dengan 

kelengkapan iserahkan sebagai bukti pendukung Badan Publik.  

Hasil pemeriksaan kemudian disampaikan ke Badan Publik unutk memberi 

kesempatan Badan Publik melakukan sanggahan terhadap hasil pemeriksaan dengan 

memberikan bukti tambahan ataupun klarifikasi terhadap hasil pemeriksaan.  

Selanjutnya Tim Verifikator kembali memeriksa kelengkapan bukti yang 

disampaikan Badan Publik pada masa sanggahan. Berdasarkan pemeriksaan tersebut 

diperoleh penilaian kelengkapan sementara dari kabupaten/kota sebagai berikut 
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No Badan Publik Berkala LLIP PPID SLIP Setiap Saat Nilai
1 Kota Bekasi 65,26% 88,89% 96,67% 62,50% 62,50% 75,16%
2 Kota Bandung 80,00% 62,22% 96,67% 66,25% 27,50% 66,53%
3 Kab. Bogor 61,05% 86,67% 93,33% 63,75% 25,00% 65,96%
4 Kab. Karawang 58,95% 66,67% 86,67% 65,00% 41,25% 63,71%
5 Kab. Bandung 74,74% 64,44% 83,33% 62,50% 25,00% 62,00%
6 Kota Depok 62,11% 84,44% 73,33% 37,50% 23,75% 56,23%
7 Kab. Garut 36,84% 71,11% 73,33% 58,75% 37,50% 55,51%
8 Kab. Sumedang 53,68% 64,44% 80,00% 57,50% 20,00% 55,13%
9 Kab. Subang 44,21% 82,22% 63,33% 45,00% 37,50% 54,45%

10 Kab. Kuningan 52,63% 35,56% 96,67% 40,00% 20,00% 48,97%
11 Kota Cimahi 62,11% 66,67% 40,00% 52,50% 20,00% 48,25%
12 Kab. Bandung Barat 37,89% 62,22% 50,00% 50,00% 37,50% 47,52%
13 Kota Bogor 40,00% 68,89% 70,00% 32,50% 21,25% 46,53%
14 Kab. Majalengka 34,74% 20,00% 93,33% 57,50% 25,00% 46,11%
15 Kota Cirebon 49,47% 60,00% 53,33% 33,75% 20,00% 43,31%
16 Kab. Ciamis 42,11% 68,89% 36,67% 30,00% 20,00% 39,53%
17 Kota Sukabumi 36,84% 71,11% 20,00% 42,50% 23,75% 38,84%
18 Kab. Purwakarta 32,63% 46,67% 50,00% 38,75% 23,75% 38,36%
19 Kab. Indramayu 48,42% 20,00% 40,00% 43,75% 20,00% 34,43%
20 Kab. Pangandaran 24,21% 71,11% 30,00% 25,00% 20,00% 34,06%
21 Kota Tasikmalaya 45,26% 20,00% 36,67% 26,25% 20,00% 29,64%
22 Kab. Sukabumi 28,42% 20,00% 20,00% 37,50% 20,00% 25,18%
23 Kab. Tasikmalaya 44,21% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 24,84%
24 Kota Banjar 38,95% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 23,79%  

Hasil penilaian pada tahap pengukuran ini diperlukan untuk dijadikan acuan dalam 

memutuskan pemerintah kabupaten/kota yang akan dikunjungi verifikasi lapangan. Selain 

itu, hasil penilaian sendiri juga dapat dijadikan gambaran pemahaman dari PPID Utama 

mengenai kewajiban yang harus dipenuhi dalam menerapkan UU KIP. 

Hasil pemeriksaan ini digunakan Tim Pelaksana dan Tim Penilai Independen untuk 

menentukan 10 Pemerintah Kabupaten/Kota yang akan dikunjungi untuk melakukan 

verifikasi lapangan. Dalam kunjungan lapangan Tim Verifikasi diperintahkan untuk 

melakukan pemeriksaan terhadap 3 (tiga) hal, yaitu:  

1. Klarifikasi isi website yang memuat informasi yang wajib disediakan dan 

diumumkan secara berkala 

2. Kelengkapan isi dan keabsahan dokumen pendukung. 

3. Daftar Informasi Publik dan Standar Layanan Informasi di unit kerja terpilih.  

Tahapan pemeriksaan juga dilakukan terhadap penilaian sendiri dan kelengkapan 

dokumen pendukung yang diserahkan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat 



23

No Badan Publik Berkala LLIP PPID SLIP Setiap Saat Nilai
1 Kota Bekasi 65,26% 88,89% 96,67% 62,50% 62,50% 75,16%
2 Kota Bandung 80,00% 62,22% 96,67% 66,25% 27,50% 66,53%
3 Kab. Bogor 61,05% 86,67% 93,33% 63,75% 25,00% 65,96%
4 Kab. Karawang 58,95% 66,67% 86,67% 65,00% 41,25% 63,71%
5 Kab. Bandung 74,74% 64,44% 83,33% 62,50% 25,00% 62,00%
6 Kota Depok 62,11% 84,44% 73,33% 37,50% 23,75% 56,23%
7 Kab. Garut 36,84% 71,11% 73,33% 58,75% 37,50% 55,51%
8 Kab. Sumedang 53,68% 64,44% 80,00% 57,50% 20,00% 55,13%
9 Kab. Subang 44,21% 82,22% 63,33% 45,00% 37,50% 54,45%

10 Kab. Kuningan 52,63% 35,56% 96,67% 40,00% 20,00% 48,97%
11 Kota Cimahi 62,11% 66,67% 40,00% 52,50% 20,00% 48,25%
12 Kab. Bandung Barat 37,89% 62,22% 50,00% 50,00% 37,50% 47,52%
13 Kota Bogor 40,00% 68,89% 70,00% 32,50% 21,25% 46,53%
14 Kab. Majalengka 34,74% 20,00% 93,33% 57,50% 25,00% 46,11%
15 Kota Cirebon 49,47% 60,00% 53,33% 33,75% 20,00% 43,31%
16 Kab. Ciamis 42,11% 68,89% 36,67% 30,00% 20,00% 39,53%
17 Kota Sukabumi 36,84% 71,11% 20,00% 42,50% 23,75% 38,84%
18 Kab. Purwakarta 32,63% 46,67% 50,00% 38,75% 23,75% 38,36%
19 Kab. Indramayu 48,42% 20,00% 40,00% 43,75% 20,00% 34,43%
20 Kab. Pangandaran 24,21% 71,11% 30,00% 25,00% 20,00% 34,06%
21 Kota Tasikmalaya 45,26% 20,00% 36,67% 26,25% 20,00% 29,64%
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Hasil penilaian pada tahap pengukuran ini diperlukan untuk dijadikan acuan dalam 

memutuskan pemerintah kabupaten/kota yang akan dikunjungi verifikasi lapangan. Selain 

itu, hasil penilaian sendiri juga dapat dijadikan gambaran pemahaman dari PPID Utama 

mengenai kewajiban yang harus dipenuhi dalam menerapkan UU KIP. 

Hasil pemeriksaan ini digunakan Tim Pelaksana dan Tim Penilai Independen untuk 

menentukan 10 Pemerintah Kabupaten/Kota yang akan dikunjungi untuk melakukan 

verifikasi lapangan. Dalam kunjungan lapangan Tim Verifikasi diperintahkan untuk 

melakukan pemeriksaan terhadap 3 (tiga) hal, yaitu:  

1. Klarifikasi isi website yang memuat informasi yang wajib disediakan dan 

diumumkan secara berkala 

2. Kelengkapan isi dan keabsahan dokumen pendukung. 

3. Daftar Informasi Publik dan Standar Layanan Informasi di unit kerja terpilih.  

Tahapan pemeriksaan juga dilakukan terhadap penilaian sendiri dan kelengkapan 

dokumen pendukung yang diserahkan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat 

dengan hasil pemeriksaan sementara sebagai berikut: 

No Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi SLIP Setiap Saat Nilai
1 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 82,86% 43,75% 63,30%
2 Dinas Perhubungan 67,14% 57,50% 62,32%
3 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 71,43% 52,50% 61,96%
4 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil 71,43% 45,00% 58,21%
5 Badan Pendapatan Daerah 82,86% 30,00% 56,43%
6 Dinas Sosial 58,57% 41,25% 49,91%
7 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 62,86% 36,25% 49,55%
8 Badan Kepegawaian Daerah 77,14% 20,00% 48,57%

9
Dinas Pemberdaan Perempuan Perlindungan Anak dan 
Keluarga Berencana 72,86% 22,50% 47,68%

10 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura 55,71% 20,00% 37,86%
11 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 48,57% 20,00% 34,29%
12 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 20,00% 46,25% 33,13%
13 DPRD 28,57% 20,00% 24,29%
14 Badan Penelitian dan Pengembangan 25,71% 20,00% 22,86%
15 Dinas Perkebunan 20,00% 21,25% 20,63%
16 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 20,00% 20,00% 20,00%
17 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 20,00% 20,00% 20,00%
18 Dinas Lingkungan Hidup 20,00% 20,00% 20,00%  

Hasil pemeriksaan sementara ini dijadikan acuan bagi tim untuk menentukan 10 

Perangkat Daerah Provinsi yang akan dikunjungi ke lapangan unutk melakukan verifikasi 

lapangan. 

Sedangkan untuk Badan Usaha Milik Daerah, Instansi Vertikal/Lembaga Tinggi, 

DPD/DPW Partai Politik, dan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten/kota di Jawa 

Barat tidak dilakukan verifikasi lapangan. Penilaian selanjutnya dilakukan pemeriksaan 

terhadap kelengkapan ketersediaan informasi berkala (situs resmi Badan Publik).  

2. Hasil Penilaian 

Pada tahapan penilaian ini, Tim verifikasi lapangan melakukan pemeriksaan 

kelengkapan isi dokumen yang menjadi bukti pendukung penilaian pada tahap 

sebelumnya. Adapun kategori peserta yang dikunjungi oleh tim verifikasi yaitu PPID 

kabupaten/kota dan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat untuk memeriksa isi setiap 

dokumen pendukung pernyataan pemenuhan. Dari hasil pemeriksaan akhir ini, tim 

verifikasi memberikan catatan sebagai masukan pembahasan hasil penilaian pada tahap 

sebelumnya.  

Khusus untuk pemerintah kabupaten/kota, pada tahapan ini tim verifikasi juga 

melakukan pemeriksaan penerapan UU KIP di unit kerja/perangkat daerah terpilih. Hasil 
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pemeriksaan terhadap penerapan standar pelayanan informasi publik di unit 

kerja/perangkat daerah dijadikan bagian dari penilaian kategori kelengkapan pemenuhan 

kewajiban Badan Publik dalam penerapan standar pelayanan informasi publik. Sedangkan 

kelengkapan informasi yang wajib disediakan setiap saat akan dijadikan penilaian 

penerapan UU KIP di unit kerja/perangkat daerah.  

Hasil dari pemeriksaan lapangan tersebut diserahkan kepada Tim Pelaksana untuk 

dilakukan pemeriksaan ulang bersama-sama, yang selanjutnya dibahas dan diperiksa 

bersama Tim Penilai Independen. Dalam pembahasan verifikasi untuk memastikan 

keakuratan hasil verifikasi lapangan sebagai bahan untuk diguhasil nakan acuan penilaian 

akhir dan pemeringkatan.  

Sedangkan untuk kategori peserta yang tidak melalui tahap verifikasi lapangan 

seperti Badan Usaha Milik Daerah, Instansi Vertikal/Lembaga Tinggi, DPD/DPW Partai 

Politik, dan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten/kota di Jawa Barat, hasil 

pemeriksaan dari tim verifikasi diserahkan kepada Tim Pelaksana lalu kepada Tim Penilai 

Independen untuk Bersama-sama dilakukan pembahasan terkait penilaiannya. 

Bagi peserta Pemerintah Kabupaten/Kota, tahap selanjutnya dilakukan pembobotan 

nilai yang sudah disepakati untuk menjadi dasar pemeringkatan Badan Publik. Berikut 

adalah hasil akhir pemeringkatan untuk penerapan UU KIP di Pemerintah 

Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut: 

Berkala LLIP PPID SLIP SS SS (PPID 
Pembantu)

20% 12% 5% 25% 30% 8%
1 Kota Bekasi 64,21% 88,89% 93,33% 80,00% 76,25% 20,00% 72,65% 70,45%
2 Kab. Bandung 74,74% 68,89% 100,00% 83,75% 25,00% 51,25% 60,75% 67,27%
3 Kota Bandung 75,79% 66,67% 100,00% 81,25% 27,50% 32,50% 59,32% 63,95%
4 Kab. Karawang 66,32% 66,67% 86,67% 57,50% 56,25% 20,00% 58,45% 58,90%
5 Kab. Bogor 62,11% 86,67% 100,00% 75,00% 33,75% 20,00% 58,30% 62,92%
6 Kota Depok 68,42% 88,89% 63,33% 65,00% 25,00% 20,00% 52,87% 55,11%
7 Kab. Subang 48,42% 82,22% 66,67% 55,00% 37,50% 20,00% 49,48% 51,63%
8 Kab. Garut 35,79% 77,78% 73,33% 61,25% 37,50% 20,00% 48,32% 50,94%
9 Kab. Kuningan 50,53% 40,00% 100,00% 67,50% 20,00% 20,00% 44,38% 49,67%

10 Kab. Sumedang 36,84% 68,89% 86,67% 58,75% 20,00% 20,00% 42,26% 48,52%

No Badan Publik Nilai (Pembobotan) Kualifikasi Penilaian 
(Rata-Rata)

 

Nilai setiap kategori kueisoner yang telah diberikan bobot penilaian dijumlahkan 

menjadi nilai keseluruhan Pemerintahan Kabupaten/kota yang menjadi acuan penyusunan 

peringkat pemerintah kabupaten/kota. Tim Pelaksana dan Tim Penilai Independen 

merumuskan angka rata-rata pencapaian seluruh kategori dijadikan untuk menentukan 

kualifikasi penilaian yang terdiri dari: 

 Lengkap: 80-100 
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Nilai setiap kategori kueisoner yang telah diberikan bobot penilaian dijumlahkan 

menjadi nilai keseluruhan Pemerintahan Kabupaten/kota yang menjadi acuan penyusunan 

peringkat pemerintah kabupaten/kota. Tim Pelaksana dan Tim Penilai Independen 

merumuskan angka rata-rata pencapaian seluruh kategori dijadikan untuk menentukan 

kualifikasi penilaian yang terdiri dari: 

 Lengkap: 80-100 

 Cukup Lengkap: 55-79 

 Tidak Lengkap: 40-54 

Namun dalam data peringkat 10 besar ini, belum ada satupun pemerintah 

kabupaten/kota di Jawa Barat yang masuk dalam kualifikasi Lengkap (80-100). 

Berdasarkan kualifikasi keterbukaan informasi tersebut, pada peringkat 10 besar 

monitoring dan evaluasi tahun 2019 ini belum ada satupun pemerintah kabupaten/kota di 

Jawa Barat yang masuk dalam kualifikasi “Lengkap” dengan kelengkapan pemenuhan 

kewajiban di atas 80 persen. Dari peringkat ini, terdapat 6 pemerintah kabupaten/kota 

yang dikualifikasikan “Cukup Lengkap” dengan kelengkapan pemenuhan kewajiban antara 

55-79 persen, serta 4 pemerintah kabupaten/kota yang dikualifikasikan “Kurang Lengkap” 

dengan kelengkapan pemenuhan kewajiban antara 40-54 persen. Adapun 14 pemerintah 

kabupaten/kota tidak dapat diberi catatan karena pemerintah daerah tersebut tidak masuk 

tahap verifikasi lapangan. Sementara terdapat 3 pemerintah kabupaten/kota lainnya tidak 

diberikan catatan karena terlambat memberikan data untuk diberikan penilaian, yaitu 

Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Cirebon.  

Untuk hasil pemeringkatan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat 

diputuskan peringkat ditentukan oleh nilai rata-rata. Berikut hasilnya: 

1 Badan Pendapatan Daerah 84,29% 43,75% 64,02%
2 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil 67,14% 60,00% 63,57%
3 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 78,57% 38,75% 58,66%

4
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu

82,86% 32,50% 57,68%

5 Dinas Sosial 65,71% 46,25% 55,98%

6
Dinas Pemberdaan Perempuan Perlindungan Anak 
dan Keluarga Berencana 

80,00% 31,25% 55,63%

7 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura 75,71% 20,00% 47,86%
8 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 71,43% 23,75% 47,59%
9 Badan Kepegawaian Daerah 71,43% 20,00% 45,72%

10 Dinas Perhubungan 52,86% 37,50% 45,18%

Badan PublikNo Nilai (Rata-Rata)SSSLIP

 

Sementara hasil akhir pemeringkatan untuk kategori peserta lainnya yang 

didasarkan penilaian pada kelengkapan informasi yang disediakan berkala pemeriksaan 

dilakukan langsung oleh Tim Verifikasi, kecuali peserta BUMD yang melewati tahap self-

assessment dan masa sanggah. Diputuskan hasilnya sebagai berikut: 
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 Peserta Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Jawa Barat 

1 PT. BPD Jawa Barat dan Banten 65,00%
2 PT. Jasa Sarana 41,25%
3 PT. Jamkrida Jabar 35,00%

NilaiNo. Badan Publik

 

 

 

 DPD/DPW Partai Politik di Jawa Barat 

1 Partai Demokrat 50,00% webiste warta DPW Jabar
2 PDI Perjuangan 35,00%
3 Partai NasDem 35,00% Website merujuk ke pusat
4 PKS 30,00%
5 Partai Kebangkitan Bangsa 25,00%
6 Partai Berkarya 25,00% Menginduk pada website DPP
7 Partai Gerindra 20,00% Tidak memiliki website DPD/DPW Jabar 
8 Partai Golkar 20,00% Tidak memiliki website DPD/DPW Jabar 
9 Partai Garuda 20,00% Tidak memiliki website DPD/DPW Jabar 

10 Partai Perindo 20,00% Tidak memiliki website DPD/DPW Jabar 
11 PPP 20,00% Tidak memiliki website DPD/DPW Jabar 
12 PSI 20,00% Tidak memiliki website DPD/DPW Jabar 
13 PAN 20,00% Tidak memiliki website DPD/DPW Jabar 
14 Partai Hanura 20,00% Tidak memiliki website DPD/DPW Jabar 
15 PBB 20,00% Tidak memiliki website DPD/DPW Jabar 
16 PKPI 20,00% Tidak memiliki website DPD/DPW Jabar 

KeteranganNo DPD/DPW Parpol Jabar Nilai
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 KPUD Kabupaten/Kota di Jawa Barat 

1 Kota Bekasi 50,53%
2 Kota Depok 42,11%
3 Kab. Garut 37,89%
4 Kab. Bogor 36,84%
5 Kota Bogor 36,84%
6 Kab. Cianjur 36,84%
7 Kota Cirebon 35,79%
8 Kab. Bandung 35,79%
9 Kota Sukabumi 33,68%

10 Kab. Cirebon 31,58%
11 Kab. Subang 31,58%
12 Kota Tasikmalaya 31,58%
13 Kab. Kuningan 30,53%
14 Kab. Majalengka 30,53%
15 Kab. Bandung Barat 30,53%
16 Kota Cimahi 30,53%
17 Kab. Indramayu 29,47%
18 Kota Banjar 29,47%
19 Kab. Ciamis 28,42%
20 Kab. Tasikmalaya 28,42%
21 Kab. Sumedang 26,32%
22 Kab. Pangandaran 25,26%
23 Kota Bandung 20,00% Tidak ditemukan website KPUD
24 Kab. Karawang 20,00% Tidak ditemukan website KPUD
25 Kab. Purwakarta 20,00% website KPUD tidak aktif
26 Kab. Bekasi 20,00% Tidak ditemukan website KPUD
27 Kab. Sukabumi 20,00% Tidak ditemukan website KPUD

KeteranganNo KPUD Nilai
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 Instansi Vertikal/Lembaga Tinggi di Jawa Barat 

1 Badan Pusat Statistik 72,63%

2
Kantor Wilayah Kementerian Agama 
Provinsi 61,05%

3
Badan Pemeriksa Keuangan Republik 
Indonesia Perwakilan Provinsi 46,32%

4
Kantor Wilayah Kementerian Hukum 
Dan HAM Provinsi 42,11%

5
Badan Pengawas Pemilihan Umum 
Provinsi 42,11%

6
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea 
Cukai 42,11%

7 Badan Kepegawaian Negara Regional III 36,84%
8 Komisi Penyiaran Indonesia Daerah 30,53%

9 Perwakilan Provinsi Badan Pengawasan 
Keuangan dan Pembangunan 30,53% Website menginduk ke Pusat

10
Kantor Wilayah Badan Pertanahan 
Nasional 29,47%

11 Komisi Pemilihan Umum Daerah 28,42%
12 Koni Provinsi 24,21%

13
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal 
Pajak Daerah 23,16% Website menginduk ke Pusat

14
Kepala Badan Koordinasi Keluarga 
Berencana Nasional 23,16% Website menginduk ke Pusat

15 Perum Bulog Regional Provinsi 23,16% Website menginduk ke Pusat
16 Ombudsman RI Perwakilan Daerah 21,05% Website menginduk ke Pusat

17
Kantor Pelayanan Perbendaharaan 
Negara 20,00%

Tidak dapat diakses saat 
pemeriksaan 

18 Badan Narkotika Nasional Provinsi 20,00% Tidak memiliki website provinsi
19 Kantor Imigrasi 20,00% Tidak memiliki website provinsi

KeteranganNo Badan Publik Nilai

 

II. Pemeringkatan kelengkapan  

Berdasarkan penilaian akhir setelah dilakukan pembobotan nilai oleh tim 

independen maka pemeringkatan penerapan keterbukaan informasi adalah sebagai 

berikut: 

1. Badan Publik Pemerintah Kabupaten Kota  

a. Kategori Kelengkapan Informasi yang wajib diumumkan berkala 

1. Kota Bandung 

2. Kabupaten Bandung  

3. Kota Depok 
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II. Pemeringkatan kelengkapan  

Berdasarkan penilaian akhir setelah dilakukan pembobotan nilai oleh tim 

independen maka pemeringkatan penerapan keterbukaan informasi adalah sebagai 

berikut: 

1. Badan Publik Pemerintah Kabupaten Kota  

a. Kategori Kelengkapan Informasi yang wajib diumumkan berkala 

1. Kota Bandung 

2. Kabupaten Bandung  

3. Kota Depok 

 

b. Kategori Kelengkapan Informasi yang wajib disediakan setiap saat 

1. Kota Bekasi  

2. Kabupaten Karawang  

3. Kabupaten Subang 

c. Kategori Kelengkapan Laporan Pelayanan Informasi Publik 

1. Kota Bekasi; Kota Depok 

2. Kabupaten Bogor 

3. Kabupaten Subang 

d. Kategori Kelengkapan Pembentukan dan Dukungan PPID  

1. Kabupaten Kuningan; Kabupaten Bandung; Kota Bandung; Kabupaten Bogor  

2. Kota Bekasi  

3. Kabupaten Karawang; Kabupaten Sumedang 

e. Kategori kelengkapan Standar Pelayanan Informasi Publik 

1. Kabupaten Bandung  

2. Kota Bandung  

3. Kota Bekasi  

Berdasarkan akumulasi penilaian kategori di atas, maka peringkat kelengkapan 

penerapan UU KIP Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat adalah: 

1. Kota Bekasi 

2. Kabupaten Bandung 

3. Kota Bandung 

Sementara untuk peringkat pelayanan pengaduan di Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota di Jawa Barat adalah sebagai berikut: 

f. Kategori Pelayanan Pengaduan  

1. Kota Bandung 

2. Kabupaten Karawang 
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3. Kabupaten Sumedang 

 

2. Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat   

a. Kategori kelengkapan Standar Pelayanan Informasi Publik 

1. Badan Pendapatan Daerah Jawa Barat 

2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jawa Barat 

3. Dinas Pemberdaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana 

Jawa Barat 

b. Kategori Kelengkapan Informasi yang wajib disediakan setiap saat 

1. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Jawa Barat 

2. Dinas Sosial Jawa Barat 

3. Badan Pendapatan Daerah Jawa Barat 

Berdasarkan akumulasi penilaian kategori di atas, maka peringkat kelengkapan 

penerapan UU KIP Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah: 

1. Badan Pendapatan Daerah Jawa Barat 

2. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Jawa Barat 

3. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jawa Barat 

Sementara untuk peringkat pelayanan pengaduan di Perangkat Daerah Provinsi 

Jawa Barat adalah sebagai berikut: 

c. Kategori Pelayanan Pengaduan 

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jawa Barat 

2. Badan Pendapatan Daerah Jawa Barat 

3. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Jawa Barat 
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3. Kabupaten Sumedang 

 

2. Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat   

a. Kategori kelengkapan Standar Pelayanan Informasi Publik 

1. Badan Pendapatan Daerah Jawa Barat 

2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jawa Barat 

3. Dinas Pemberdaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana 

Jawa Barat 

b. Kategori Kelengkapan Informasi yang wajib disediakan setiap saat 

1. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Jawa Barat 

2. Dinas Sosial Jawa Barat 

3. Badan Pendapatan Daerah Jawa Barat 

Berdasarkan akumulasi penilaian kategori di atas, maka peringkat kelengkapan 

penerapan UU KIP Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah: 

1. Badan Pendapatan Daerah Jawa Barat 

2. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Jawa Barat 

3. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jawa Barat 

Sementara untuk peringkat pelayanan pengaduan di Perangkat Daerah Provinsi 

Jawa Barat adalah sebagai berikut: 

c. Kategori Pelayanan Pengaduan 

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jawa Barat 

2. Badan Pendapatan Daerah Jawa Barat 

3. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Jawa Barat 

 

 

 

 

3. Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat   

a. Kategori Kelengkapan Informasi yang wajib diumumkan berkala 

1. PT. Bank Pembanguan Daerah Jawa Barat dan Banten 

2. PT. Jasa Sarana Jawa Barat 

3. PT. Jamkrida Jawa Barat 

 

4. Dewan Pengurus Daerah/Wilayah Partai Politik di Jawa Barat 

Kategori Kelengkapan Informasi yang wajib diumumkan berkala 

1. Partai Demokrat DPD Jawa Barat 

2. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPD Jawa Barat 

3. Partai Nasional Demokrat DPW Jawa Barat 

 

5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota di Jawa Barat 

Kategori Kelengkapan Informasi yang wajib diumumkan berkala 

1. KPUD Kota Bekasi 

2. KPUD Kota Depok  

3. KPUD Kabupaten Garut 

 

6. Instansi Vertikal di Jawa Barat 

Kategori Kelengkapan Informasi yang wajib diumumkan berkala 

1. Badan Pusat Statistik Jawa Barat 

2. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat 

3. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa 

Barat 

 

 



32

III. Penghargaan khusus 

Selain melakukan monitoring dan evaluasi penerapan UU KIP, tahun 2019 ini Tim 

Pelaksana memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Badan Publik yang dianggap 

telah melakukan inisiatif dan inovasi untuk mendorong keterbukaan informasi dan 

menggunakan informasi publik sesuai tujuan UU KIP. Pada tahun ini penghargaan dan 

apresiasi inovasi penerapan keterbukaan informasi publik diberikan kepada 

Pemerintah Daerah Kota Bandung untuk mengembangkan monitoring dan evaluasi unit 

kerja berbasis elektornik.  

Tentunya apresiasi khusus ini ke depannya akan terus menerus diperbaiki dengan 

harapan dapat mendorong munculnya inisiatif badan publik dan juga warga untuk 

mempermudah akses dan memanfaatkan informasi publik sesuai dengan tujuan dari 

Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik.  
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BAGIAN V 

PENUTUP 

I. Tindak lanjut 

Hasil monitoring dan evaluasi ini bukanlah akhir dari program Komisi Informasi 

Provinsi Jawa Barat. Hasil dari montioring dan evaluasi ini diharapkan dapat memberikan 

gambaran mengenai kewajiban terkait keterbukaan informasi publik yang harus dipenuhi 

berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Hasil monitoring dan evaluasi dapat 

dijadikan masukan bagi badan publik untuk merumuskan arah dan program peningkatan 

keterbukaan informasi secara sistematik. 

Lebih jauh lagi, kami berharap hasil monitoring dan evaluasi ini perlu didorong 

untuk digunakan sebagai pemetaan bagi pengembangan peningkatan kualitas pelayanan 

informasi oleh PLID Kabupaten/kota masing-masing, maupun menjadi acuan Gubernur 

melakukan pembinaan PLID Kabupaten/kota melalui Forum Komunikasi PPID 

Kabupaten/kota yang sudah terbentuk  pada tahun ini dengan ketua PPID Kota Bandung. 

Untuk itu Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dan PPID Pemerintah  Provinsi Jawa 

Barat melakukan kegiatan setelah kegiatan monitoring dan evaluasi, berupa: 

1. Seminar hasil monitoring dan evaluasi bersama Badan Publik yang mengikuti 

kegiatan monitoring dan evaluasi. Dalam seminar tersebut disampaikan hasil 

dari setiap Badan Publik dan dibagikan catatan monitoring dan evaluasi. 

Diharapkan setiap badan publik menjadikan hasil dan catatan monitoring dan 

evaluasi tersebut sebagai acuan pengembangan program penerapan UU KIP 

dan keterbukaan informasi pada tahun mendatang.  

2. Melakukan kunjungan khusus kepada bupati dan walikota dari kabupaten/kota 

yang di bawah peringkat 10 teratas. Tujuan dari kunjungan ini adalah untuk 

mendorong komitmen pimpinan daerah untuk menerapkan keterbukaan 

informasi dengan mendukung PPID dan pengelolaan serta pelayanan informasi 

publik yang lebih baik lagi.  

3. Melakukan refleksi penerapan keterbukaan informasi di Jawa Barat pada tahun 

2019 bersama perwakilan badan publik dan perwakilan kelompok masyarakat. 
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Pertemuan tersebut, selain menyampaikan catatan penerapan keterbukaan 

informasi di Jawa Barat pada tahun 2019, mendapatkan masukan terhadap 

percepatan penerapan keterbukaan informasi pada tahun mendatang.  

Beberapa catatan terhadap pelaksanaan monitoring dan evaluasi tahun 2019 antara 

lain: 

1. Jumlah Kabupaten/kota di Jawa Barat yang mengikuti Monitoring dan Evaluasi 

pada Tahun 2019 ini meningkat dibandingkan kegiatan Monitoring dan Evaluasi 

tahun 2018. Untuk pertama kalinya, seluruh pemerintah daerah kabupaten/kota 

yang berjumlah 27 kabupaten/kota mengembalikan kuesioner self-assessment, 

meskipun dengan catatan 3 kabupaten/kota terlambat mengembalikan.  

2. Jumlah perangkat daerah dan BUMD pemerintah Provinsi Jawa Barat yang 

mengikuti monitoring dan evaluasi jumlahnya masih rendah. Hanya 19 

perangkat daerah yang mengembalikan kuesioner self-assessment dan mengikuti 

kegiatan monitoring dan evaluasi. Padahal seluruh perangkat daerah sudah 

ditetapkan menjadi PPID Pembantu dan mempunyai tugas medukung penerapan 

UU KIP di Pemerintah Provinsi Jawa Barat.  

3. Secara keseluruhan berdasarkan kualifikasi keterbukaan informasi publik di 

Jawa Barat, penerapan keterbukaan informasi di Badan Publik di Jawa Barat 

masih ada dalam kategori “Cukup Lengkap” dengan kelengkapan pemenuhan 

kewajiban antara 55-79 persen. Tidak ada satupun Badan Publik di Jawa Barat 

yang masuk dalam kategori “Lengkap” dengan kelengkapan pemenuhan 

kewajiban di atas 80 persen dari kewajiban yang diatur dalam peraturan 

perundangan mengenai keterbukaan informasi publik.  

4. Kelengkapan pemenuhan kewajiban pemerintah kabupaten/kota yang nilai 

prosentase rata-ratanya tertinggi adalah pemenuhan kewajiban pembentukan 

PPID (88%). Artinya, kabupaten/kota sudah mempunyai peraturan mengenai 

penetapan PPID di lingkup pemerintah masing-masing.   

5. Kelengkapan pemenuhan kewajiban pemerintah kabupaten/kota yang nilai 

prosentase rata-ratanyaterendah adalah pemenuhan kewajiban untuk 

menyediakan informasi setiap saat berupa informasi publik yang lengkap (39%). 

Sebagian besar pemerintah kabupaten/kota masih belum sepenuhnya 

melakukan pengelolaan informasi publik yang dikuasainya, padahal penyediaan 



35

Pertemuan tersebut, selain menyampaikan catatan penerapan keterbukaan 

informasi di Jawa Barat pada tahun 2019, mendapatkan masukan terhadap 

percepatan penerapan keterbukaan informasi pada tahun mendatang.  

Beberapa catatan terhadap pelaksanaan monitoring dan evaluasi tahun 2019 antara 

lain: 

1. Jumlah Kabupaten/kota di Jawa Barat yang mengikuti Monitoring dan Evaluasi 

pada Tahun 2019 ini meningkat dibandingkan kegiatan Monitoring dan Evaluasi 

tahun 2018. Untuk pertama kalinya, seluruh pemerintah daerah kabupaten/kota 

yang berjumlah 27 kabupaten/kota mengembalikan kuesioner self-assessment, 

meskipun dengan catatan 3 kabupaten/kota terlambat mengembalikan.  

2. Jumlah perangkat daerah dan BUMD pemerintah Provinsi Jawa Barat yang 

mengikuti monitoring dan evaluasi jumlahnya masih rendah. Hanya 19 

perangkat daerah yang mengembalikan kuesioner self-assessment dan mengikuti 

kegiatan monitoring dan evaluasi. Padahal seluruh perangkat daerah sudah 

ditetapkan menjadi PPID Pembantu dan mempunyai tugas medukung penerapan 

UU KIP di Pemerintah Provinsi Jawa Barat.  

3. Secara keseluruhan berdasarkan kualifikasi keterbukaan informasi publik di 

Jawa Barat, penerapan keterbukaan informasi di Badan Publik di Jawa Barat 

masih ada dalam kategori “Cukup Lengkap” dengan kelengkapan pemenuhan 

kewajiban antara 55-79 persen. Tidak ada satupun Badan Publik di Jawa Barat 

yang masuk dalam kategori “Lengkap” dengan kelengkapan pemenuhan 

kewajiban di atas 80 persen dari kewajiban yang diatur dalam peraturan 

perundangan mengenai keterbukaan informasi publik.  

4. Kelengkapan pemenuhan kewajiban pemerintah kabupaten/kota yang nilai 
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PPID (88%). Artinya, kabupaten/kota sudah mempunyai peraturan mengenai 

penetapan PPID di lingkup pemerintah masing-masing.   

5. Kelengkapan pemenuhan kewajiban pemerintah kabupaten/kota yang nilai 

prosentase rata-ratanyaterendah adalah pemenuhan kewajiban untuk 

menyediakan informasi setiap saat berupa informasi publik yang lengkap (39%). 

Sebagian besar pemerintah kabupaten/kota masih belum sepenuhnya 

melakukan pengelolaan informasi publik yang dikuasainya, padahal penyediaan 

informasi publik ini merupakan kesiapan penting dalam memberikan layanan 

informasi publik.  

6. Prosentase rata-rata PPID Pembantu di unit kerja/perangkat daerah sangat 

rendah (25%). Hal ini dapat menunjukkan gambaran bahwa kegiatan penerapan 

UU KIP lebih banyak dibebankan kepada perangkat yang bertugas menjadi PPID 

Utama. Keberadaan PPID Pembantu di perangkat daerah rupanya belum menjadi 

tugas yang masuka dalam tugas pokok dan fungsi dari sekratris dinas/badan 

sehingga tidak medapat perhatian penting. Hal itu perlu menjadi perhatian 

karena perangkat daerah/badan seringkali menjadi pintu masuk permintaan 

informasi dari masyarakat yang akan mempengaruhi kualitas pelayanan 

informasi publik.   

7. Kelengkapan pemenuhan kewajiban belum sepenuhnya mencerminkan 

pelayanan informasi yang diajukan masyarakat. Hal itu dapat dilihat dari data 

bahwa sekira 89% permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang 

diterima Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat disebabkan Badan Publik tidak 

menanggapi keberatan yang diajukan Pemohon.  

8. Beberapa temuan kunci yang menyebabkan perangkat daerah di lingkungan 

pemerintah Jawa Barat badan publik mempunyai nilai kurang dari nilai rata-rata 

diantaranya:  

a. belum tersedianya standar operasional layanan informasi publik;  

b. pelaksanaan teknis uji konsekuensi;  

c. penentuan informasi yang dikecualikan;  

d. standar biaya perolehan informasi publik, serta  

e. jenis-jenis informasi yang secara wajib diumumkan, belum sepenuhnya 

dapat dipenuhi. 

f. di atas sengketa informasi yang diajukan kepada Komisi Informasi 

Provinsi Jawa Barat sepanjang tahun 2018.   

9. Hasil pengamatan Tim Penilai Independen masih terdapat kekurangan dalam hal 

pemenuhan kelengkapan guna mendukung pelayanan informasi publik yang 

lebih baik, beberapa temuan yang umum pada kabupaten/kota antara lain: 
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a. Pembaharuan kebijakan pada tataran pengelolaan data dan informasi, 

serta tupoksi setiap pelaksanaan pelayanan informasi belum 

termuktahirkan; 

b. Penetapan klasifikasi informasi yang belum tersedia; 

c. Sarana dan prasarana pendukung layanan informasi publik belum 

memadai; 

d. Daya dukung sumberdaya manusia yang terbatas; 

e. belum tersedianya standar operasional layanan informasi publik;  

f. pelaksanaan teknis uji konsekuensi;  

g. penentuan informasi yang dikecualikan;  

h. standar biaya perolehan informasi publik, serta  

i. jenis-jenis informasi yang secara wajib diumumkan, belum sepenuhnya 

dapat dipenuhi. 

j. Sistematika laporan pelayanan informasi publik yang beragam, dan 

berdiri sendiri, tidak menjadi bagian bahan masukan bagi laporan 

penyelenggaraan daerah maupun laporan kinerja pemerintahan daerah 

Kabupaten/Kota.  

10. Dari sejumlah temuan umum yang didapati, beberapa justifikasi / alasan umum 

adalah: 

a. Pergantian dan rotasi pejabat pengelola dan struktur pelaksana 

dibawahnya, menghambat berjalannya pengelolaan dan pelayanan 

informasi publik. 

b. Kebijakan terkait penentuan klasifikasi informasi dan informasi yang 

dikecualikan, membutuhkan waktu yang relatif panjang dan kebijakan 

bersama di setiap perangkat daerah di tingkat kabupaten/kota.  

c. Komitmen atas anggaran yang rendah mengakibatnya tidak tersedianya 

daya dukung sarana dan prasarana layanan informasi publik, termasuk 

untuk merekrut dan peningkatan sumberdaya manusia dalam 

mendukung manajemen pengelolaan pelayanan informasi publik.  
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mendukung manajemen pengelolaan pelayanan informasi publik.  

d. Jenis informasi berkala dan setiap saat hanya dipenuhi pada saat diminta 

dan dilaporkan, tidak menjadi rutinitas dari setiak rencana kerja setiap 

badan publik dalam penyelenggaraan daerah secara umum.  

e. Standar perolehan informasi publik dan standar operasional lainnya, 

terlambat disusun diakibatkan alokasi anggaran yang terbatas, belum 

adanya prioritas layanan informasi mana yang hendak diperkuat, jumlah 

pemohon yang sedikit, dan koordinasi lintas OPD di tingkat 

kabupaten/kota yang belum memiliki kesepahaman yang sama, serta 

tugas dan wewenangan yang berbeda. 

f. Terkait laporan pelayanan informasi publik (LLIP) yang beragam, serta 

belum menjadi bagian dari laporan penyelenggaran daerah atau kinerja 

penyelenggaraan daerah, disebabkan karena tidak adanya 

pedoman/acuan yang mengatur tentang tatacara penyusunan. 

g. Hampir sebagian besar kabupaten/kota telah menggunakan teknologi 

informasi berbasis telepon seluler, yang bertujuan tidak semata-mata 

pada layanan informasi, melainkan terkait dengan pelayanan publik, 

salah satunya terkait dengan pelayanan pengaduan masyarakat dan 

respon cepat, dan telah terintegrasi dengan system berbasis teknologi 

digital lain pada tingkatan provinsi maupun pemerintahan pusat, seperti 

LAPOR, SP4N, dan lainnya. 

11. Terhadap pelaksanaan monitoring dan evaluasi penerapan keterbukaan 

informasi terdapat masukan dan catatan sebagai berikut:  

a. Sosialisasi perangkat monitoring dan evaluasi dilakukan secara lebih 

rinci dan dimungkinkan konsultasi selama proses pengisian kuesioner. 

b. Dilakukan verifikasi terhadap seluruh peserta monitoring dan evaluasi 

unutk mendapatkan gambaran yang menyeluruh terhadap penerapan 

keterbukaan informasi publik.  

c. Tahapan presentasi dapat dikembangkan untuk presentasi inovasi 

badan publik dalam mempercepat penerapan keterbukaan informasi 

publik.  
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d. Apresiasi terhadap inovasi dapat dikembangkan dengan indikator yang 

lebih rinci.  

e. Perlu dikembangkan perangkat untuk menilai kualitas pelayanan 

informasi publik dari kacamata masyarakat atau pengguna informasi.  
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d. Apresiasi terhadap inovasi dapat dikembangkan dengan indikator yang 

lebih rinci.  

e. Perlu dikembangkan perangkat untuk menilai kualitas pelayanan 

informasi publik dari kacamata masyarakat atau pengguna informasi.  

 

LAMPIRAN I 
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LAMPIRAN II 

 

POIN-POIN TEMUAN DAN PANDANGAN 

TERKAIT STANDAR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK (SLIP) DAN LAPORAN 
LAYANAN INFORMASI PUBLIK (LLIP) TINGKAT PEMERINTAHAN DAERAH 

KAB/KOTA DAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI  
PEMPROV JAWA BARAT TAHUN 2019 

 

Oleh: Rizki Estrada 

 
 

Berikut ini disampaikan hasil analisis beserta temuan kunci berkaitan pada hasil 

penilaian mandiri PPID tingkat Kabupaten/Kota tahun 2019. 

Adapun lingkup pengamatan berfokus pada Laporan Layanan Informasi Publik 

(LLIP) dan Standar Layanan Informasi Publik (SLIP) di tingkat Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota. Pengamatan/pendalaman informasi lebih di fokuskan Perangkat 

Daerah/PPD kab/kota dan OPD di lingkungan Pemerintahan Provinsi dengan dengan 

skor terendah yaitu 1 (satu), yang diberikan dalam penilaian mandiri Pemerintahan 

Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat yang mengikuti monitoring dan evaluasi 2019. 

Adapun temuan-temuan kunci yang didapat antara lain; 

A. Laporan Layanan Informasi Publik ( LLIP) 

1. Sebanyak 16 PPID1, yang terdiri dari 6 Kota, dan 10 Kabupaten, melebihi batas 

waktu penyampaian laporan pelayanan informasi serta tidak menyampaikannya 

ke KPID Jawa Barat. Tanpa ada keterangan atau justifikasi yang menerangkan alasan 

mengapa terjadi keterlambatan. 

2. Sebanyak 6 (enam) kabupaten/kota2 tidak memberikan keterangan gambaran 

umum kebijakan pelayanan informasi publik disertai bukti yang berupa 

kelengkapan tentang peraturan tentang SOP terkait pelayanan publik, penunjukkan 

dan pengangkatan PPID; penetapan tentang standar biaya layanan informasi publik 

                                                            
1 Kota Depok, Cimahi, Bandung, Cirebon , Banjar dan Tasikmalaya; Kabupaten: Tasikmalaya, Sukabumi, Majalengka, 
Indramayu, Kuningan, Purwakarta, Garut, Pangandaran, Bandung, dan Bandung Barat. 

2 Kabupaten Indramayu, Tasikmalaya, Majalengka, Sukabumi, dan Kota Banjar serta Tasikmalaya. 
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serta terkait dengan pembangunan system informasi dan dokumentasi. 

3. Sebanyak 7 (tujuh) kabupaten/kota3 tidak memberikan keterangan gambaran 

umum pelaksanaan pelayanan informasi publik disertai bukti berkaitan dengan 

kelengkapan tentang (i) kondisi sarana dan prasarana layanan informasi publik 

yang dimiliki; (ii) keberdaan jumlah SDM yang menangani pelayanan informasi 

publik berikut dengan kualifikasinya; dan (iii) anggaran pelayanan informasi publik 

dan laporan penggunaan anggarannya. 

4. Sebanyak 6 (enam) kabupaten/kota4 tidak memberikan keterangan rincian 

pelayanan informasi publik disertai bukti berkaitan dengan kelengkapan tentang (i) 

jumlah permohonan informasi publik;(ii) waktu yang diperlukan dalam memenuhi 

setiap permohonan informasi publik; dengan klasifikasi tertentu; (iii) jumlah 

permohonan informasi publik yang dikabulkan seluruhnya atau sebagian; (iv) 

jumlah permohonan informasi publik yang ditolak disertai alasannya, dan jenis 

informasi yang dimohonkan termasuk tujuan dari tiap-tiap pemohon dalam 

permohonan informasi publik. 

5. Sebanyak 12 kabupaten/kota5 tidak memberikan keterangan rincian 

penyelesaian sengketa informasi publik disertai bukti berkaitan dengan 

kelengkapan tentang (i) Jumlah keberatan yang diterima; (ii) Tanggapan atas 

keberatan yang diberikan dan pelaksanaanya oleh Badan Publik; (iii) Jumlah 

permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi; (iv) Hasil mediasi 

dan/atau keputusan ajudikasi Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dan 

pelaksanaannya oleh Badan Publik; (v) Hasil putusan pengadilan dan pelaksanaan 

oleh Badan Publik. 

6. Sebanyak 8 Kabupatan/kota menilai tidak memiliki kendala internal dalam 

pelaksanaan pelayanan publik, dan 18 kab/kota menilai tidak mempunyai kendala 

ekternal yang dihadapi dalam pelaksanakan pelayanan informasi publik. Sebanyak 

11 kab/kota tidak memberikan rekomendasi atas kendala internal dan ekternal 

dalam pelakasanaan layanan, dan 7 kabupaten/kota tidak mempunyai rencana 

                                                            
3 Kabupaten Bandung Barat, Indramayu, Tasikmalaya, Majalengka, Sukabumi, dan Kota Banjar serta 
Tasikmalaya. 

4 Kabupaten Indramayu, Tasikmalaya, Majalengka, Sukabumi, dan Kota Banjar serta Tasikmalaya. 

5 Kota Bogor, Cimahi, Bandung, Banjar dan Tasikmalaya; Kabupaten: Bandung, Purwakarta, Kuningan, 
Indramayu, Tasikmalaya, Majalengka dan Sukabumi. 
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dan/atau keputusan ajudikasi Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dan 

pelaksanaannya oleh Badan Publik; (v) Hasil putusan pengadilan dan pelaksanaan 

oleh Badan Publik. 

6. Sebanyak 8 Kabupatan/kota menilai tidak memiliki kendala internal dalam 

pelaksanaan pelayanan publik, dan 18 kab/kota menilai tidak mempunyai kendala 

ekternal yang dihadapi dalam pelaksanakan pelayanan informasi publik. Sebanyak 

11 kab/kota tidak memberikan rekomendasi atas kendala internal dan ekternal 

dalam pelakasanaan layanan, dan 7 kabupaten/kota tidak mempunyai rencana 

                                                            
3 Kabupaten Bandung Barat, Indramayu, Tasikmalaya, Majalengka, Sukabumi, dan Kota Banjar serta 
Tasikmalaya. 

4 Kabupaten Indramayu, Tasikmalaya, Majalengka, Sukabumi, dan Kota Banjar serta Tasikmalaya. 

5 Kota Bogor, Cimahi, Bandung, Banjar dan Tasikmalaya; Kabupaten: Bandung, Purwakarta, Kuningan, 
Indramayu, Tasikmalaya, Majalengka dan Sukabumi. 

tindak lanjut atas rekomendasi yang dihasilkan untuk mengatasi kendala internal 

dan ekternal dalam pelaksanaan pelayanan publik. 

 

B. Standar Layanan Informasi Publik ( SLIP) 
1. Sebanyak 7 Kab/kota6 yang menilai telah memiliki standar operasional prosedur 

tentang pelayanan informasi publik. 

2. Terdapat 4 (empat) aspek sarana layanan informasi yang belum terpenuhi 

kelengkapannya, berikut keterangan tentang kondisi ekistingnya oleh sebagian PPID 

di kab/kota. Diantaranya (1) Sarana Khusus; (2) Ruangan untuk melihat informasi 

publik; (3) Papan pengumuman di kantor dan (4) Meja Layanan informasi di badan 

publik. 

3. Terdapat 5 (lima) aspek layanan permohonan informasi publik yang belum 

terpenuhi kelengkapannya, berikut keterangan tentang kondisi ekistingnya oleh 

sebagian PPID di kab/kota. Diantaranya (1) Uji Konsekuensi; (2) Tanggapan 

Keberatan; (3) Tanda Bukti Permohonan (4) Registrasi Keberatan dan (5) Registasi 

Pencatatan Pemohon Informasi Publik. 

4. Sebanyak 5 Kab/kota7 yang menilai telah memiliki Standar Biaya Perolehan 

Informasi Publik 

5. Sebanyak 11 Kab/kota yang menilai belum mempunyai Maklumat Pelayanan 

Informasi Publik 

6. Sebanyak 6 Kab/kota8 yang menilai belum mempunyai system informasi dan 

dokumentasi publik. 

Adapun lingkup pengamatan berfokus pada Standar Layanan Informasi Publik (SLIP) 

pada 18 organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi. 

 

C. Standar Layanan Informasi Publik ( SLIP) 

1. Sebanyak 10 organisasi perangkat daerah9 di Pemprov Jawa Barat belum 
                                                            
6 Kota Depok, Banjar, dan bogor; Kabupaten Sumedang, Sukabumi, Tasikmalaya, dan Ciamis 

7 Kota Bandung dan Cimahi, Kabupaten Sumedang, Majalengka dan Bandung Barat 

8 Kota Depok, Tasikmalaya dan Banjar; Kabupaten: Ciamis, Pangandaran dan Tasikmalaya 

9 Badan Kesatuan Bangsa & Politik; Dinas Pariwisata; poin 8-18 
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memiliki 

standar operasional prosedur tentang pelayanan informasi publik. 

2. Terdapat 7 (tujuh)10 organisasi perangkat daerah belum memenuhi sarana 

layanan informasi dan kelengkapannya, berikut keterangan tentang kondisi 

ekistingnya oleh sebagian PPID di kab/kota. Diantaranya (1) Sarana Khusus; (2) 

Ruangan untuk melihat informasi publik; (3) Papan pengumuman di kantor dan (4) 

Meja Layanan informasi di badan publik. 

3. Terdapat 11 perangkat daerah layanan permohonan informasi publik yang belum 

terpenuhi kelengkapannya. Diantaranya (1) Uji Konsekuensi; (2) Tanggapan 

Keberatan; (3) Tanda Bukti Permohonan (4) Registrasi Keberatan dan (5) Registasi 

Pencatatan Pemohon Informasi Publik. 

4. Sebanyak 18 OPD Pemprov Jabar yang menilai belum memiliki Standar Biaya 

Perolehan Informasi Publik 

5. Sebanyak 14 OPD Pemprov Jabar yang menilai belum mempunyai Maklumat 

Pelayanan Informasi Publik 

6. Sebanyak 16 OPD Pemprov Jabar yang menilai belum mempunyai system 

informasi dan dokumentasi publik. 

Poin kunci; Sebagian besar mengabaikan ketentuan didalam Permendagri No 3 

tahun 3017 dan Peraturan Daerah Pemerintah Jawa Barat Nomor 11 tahun 2011, 

pasal 5 tentang Transparansi ayat 1-2, dan Pasal 6, s.d pasal 11. 

Adapun rekomendasi pemerintahan kabupaten/kota yang perlu didalami perlu 

fokuskan pada aspek apa yang hendak didalami dari komponen-komponen pelayanan yang 

ada/lengkap atau tidak, mengingat beragamnya kekurangan kelengkapan dari setiap 

PPID/Pemerintah Kabupaten/Kota. 

Sedangkan untuk organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan 

Pemerintahan Provinsi Jawa Barat antara lain; 

                                                            
10 Badan Pendapatan Daerah; poin 13-18 
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memiliki 

standar operasional prosedur tentang pelayanan informasi publik. 

2. Terdapat 7 (tujuh)10 organisasi perangkat daerah belum memenuhi sarana 

layanan informasi dan kelengkapannya, berikut keterangan tentang kondisi 

ekistingnya oleh sebagian PPID di kab/kota. Diantaranya (1) Sarana Khusus; (2) 

Ruangan untuk melihat informasi publik; (3) Papan pengumuman di kantor dan (4) 

Meja Layanan informasi di badan publik. 

3. Terdapat 11 perangkat daerah layanan permohonan informasi publik yang belum 

terpenuhi kelengkapannya. Diantaranya (1) Uji Konsekuensi; (2) Tanggapan 

Keberatan; (3) Tanda Bukti Permohonan (4) Registrasi Keberatan dan (5) Registasi 

Pencatatan Pemohon Informasi Publik. 

4. Sebanyak 18 OPD Pemprov Jabar yang menilai belum memiliki Standar Biaya 

Perolehan Informasi Publik 

5. Sebanyak 14 OPD Pemprov Jabar yang menilai belum mempunyai Maklumat 

Pelayanan Informasi Publik 

6. Sebanyak 16 OPD Pemprov Jabar yang menilai belum mempunyai system 

informasi dan dokumentasi publik. 

Poin kunci; Sebagian besar mengabaikan ketentuan didalam Permendagri No 3 

tahun 3017 dan Peraturan Daerah Pemerintah Jawa Barat Nomor 11 tahun 2011, 

pasal 5 tentang Transparansi ayat 1-2, dan Pasal 6, s.d pasal 11. 

Adapun rekomendasi pemerintahan kabupaten/kota yang perlu didalami perlu 

fokuskan pada aspek apa yang hendak didalami dari komponen-komponen pelayanan yang 

ada/lengkap atau tidak, mengingat beragamnya kekurangan kelengkapan dari setiap 

PPID/Pemerintah Kabupaten/Kota. 

Sedangkan untuk organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan 

Pemerintahan Provinsi Jawa Barat antara lain; 

                                                            
10 Badan Pendapatan Daerah; poin 13-18 

 
 

 

 

 
1 Badan Penelitian dan Pengembangan 
2 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 
3 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
4 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
5 Dinas Perkebunan 
6 Dinas Lingkungan Hidup 
7 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil 

 
Bandung, 22 Mei 2019. 
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LAMPIRAN III 
 

POIN-POIN PANDANGAN TERKAIT PERAN DAN FUNGSI PEJABAT PENGELOLA 

INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KAB/KOTA DAN PERANGKAT DAERAH 

PROVINSI DI JAWA BARAT  

 

Oleh: Maulana Yudiman 

 
A. SAQ Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat. 

1. Sebanyak sembilan Perangkat Daerah (PD), tidak dapat menunjukan struktur PPID 

yang sesuai dengan Permendagri No 3 Tahun 2017. Beberapa PD malah tidak 

mengisi dengan sesuai nama PPID pembantu yang seharusnya mengisi lembar SAQ 

dengan jabatannya: 

- Bapenda, 

- Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 

- Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 

- DP3AKB, 

- Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, 

- Dinas Sosial, 

- Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, 

- Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu, 

- Sekretariat Dewan, 

2. Sebanyak sembilan Perangkat Daerah tidak melampirkan bukti pendukung terkait 

Sarana Layanan Informasi Publik (SLIP) (meja pelayanan, ruangan untuk 

mengakses informasi publik, papan informasi, petugas yang ditunjuk untuk 

melayani pengaduan, hingga ketersediaan formulir pengaduan: 

- BPKAD, 

- Dinas ESDM, 

- Dinas Koperasi dan UKM, 
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LAMPIRAN III 
 

POIN-POIN PANDANGAN TERKAIT PERAN DAN FUNGSI PEJABAT PENGELOLA 

INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KAB/KOTA DAN PERANGKAT DAERAH 

PROVINSI DI JAWA BARAT  

 

Oleh: Maulana Yudiman 

 
A. SAQ Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat. 

1. Sebanyak sembilan Perangkat Daerah (PD), tidak dapat menunjukan struktur PPID 

yang sesuai dengan Permendagri No 3 Tahun 2017. Beberapa PD malah tidak 

mengisi dengan sesuai nama PPID pembantu yang seharusnya mengisi lembar SAQ 

dengan jabatannya: 

- Bapenda, 

- Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 

- Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 

- DP3AKB, 

- Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, 

- Dinas Sosial, 

- Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, 

- Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu, 

- Sekretariat Dewan, 

2. Sebanyak sembilan Perangkat Daerah tidak melampirkan bukti pendukung terkait 

Sarana Layanan Informasi Publik (SLIP) (meja pelayanan, ruangan untuk 

mengakses informasi publik, papan informasi, petugas yang ditunjuk untuk 

melayani pengaduan, hingga ketersediaan formulir pengaduan: 

- BPKAD, 

- Dinas ESDM, 

- Dinas Koperasi dan UKM, 

 
 

 

- Dinas Lingkungan Hidup, 

- Dinas Perhubungan, 

- Dinas Perkebunan, 

- Dinas Sosial, 

- Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, 

- Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu 

3. Beberapa Perangkat Daerah (DP3AKB, Sekretariat Dewan) mampu menunjukan 

ketersediaan SLIP seperti “meja informasi”. Namun masih tidak jelas apakah fungsi 

meja tersebut benar sebagai “desk informasi” atau juga berfungsi sebagai meja 

resepsionis untuk menerima tamu. DP3AKB malah menujukan foto sebuah ruangan 

yang disebut sebagai Ruangan untuk mendapatkan informasi publik, tempat 

parkir khusus untuk penyandang disabilitas hingga kursi taman yang tidak jelas 

peruntukannya untuk apa 

4. Hanya satu PD yang menuliskan secara benar nama PPID Pembantu dan Pengelola 

Pengaduan (Dinas Perkebunan).  

Catatan: 

1. Diperlukan pemahaman dan peningkatan wawasan terkait kelembagaan 

PPID dari para pejabat eselon dua (Kepala Perangkat Daerah) untuk 

mendorong terealisasinya UU No 18 tahun 2008 keterbukaan Informasi 

Publik dan Permendagri no 3 tahun 2017 tentang PPID, terkait SOP, sarana 

penunjang (SLIP) PPID, dan papan informasi/ web yang berisi informasi 

2. Diperlukan peningkatkan dan penyadartahuan tentang pentingnya 

keberadaan PPID Pembantu di lingkup perangkat daerah Prov. Jawa Barat 

untuk menjamin terlaksananya UU Keterbukaan Informasi Publik dan 

Pemendagri No. 3 Tahun 2017. 
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B. SAQ Kabupaten Kota 

1. Sebanyak 7 Kab./Kota tidak dapat menunjukan dokumen terkait penunjukan dan 

pengangkatan PPID oleh Kepala Daerah, termasuk; Struktur PPID, SOP PPID, 

Penetapan PPID Pembantu, Tupoksi PPID Pembantu, RKA PPID Tahun berjalan, 

Hingga laporan khusus untuk peningkatkan kapasitas Layanan Informasi Publik: 

- Kab. Bandung 

- Kab. Bandung Barat 

- Kab. Sukabumi (Isi link/dokumen pendukung tidak sesuai) 

- Kab. Tasikmalaya 

- Kota Cimahi 

- Kota Sukabumi 

- Kota Tasikmalaya 

2. Kabupaten Kota yang mampu menunjukan dokumen terkait penunjukkan dan 

Pengangkatan PPID sebagai berikut, (meskipun dokumen pendukung lain tidak 

lengkap): 

- Kab. Bogor 

- Kab. Ciamis, (Namun tidak dapat menunjukan nama-nama dan struktur PPID 
Pembantu dan atasan PPID, hingga RKA) 

- Kab. Garut 

- Kab. Indramayu (Namun, tidak dapat menunjukan bukti pendukung terkait 
SOP, Surat penunjukan petugas PPID, hingga RKA) 

- Kab. Karawang 

- Kab. Kuningan 

- Kab.Majalengka 

- Kab. Pangandaran (Hanya saja tidak melampirkan bukti pendukung terkait, 
SK penunjukan PPID Pembantu, SOP, Penunjukan Pejabat Fungsional, dan 
RKA) 

- Kab. Purwakarta (Hanya saja tidak melampirkan bukti pendukung terkait, SK 
penunjukan PPID Pembantu, SOP, Penunjukan Pejabat Fungsional, dan RKA) 

- Kab. Subang 
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B. SAQ Kabupaten Kota 

1. Sebanyak 7 Kab./Kota tidak dapat menunjukan dokumen terkait penunjukan dan 

pengangkatan PPID oleh Kepala Daerah, termasuk; Struktur PPID, SOP PPID, 

Penetapan PPID Pembantu, Tupoksi PPID Pembantu, RKA PPID Tahun berjalan, 

Hingga laporan khusus untuk peningkatkan kapasitas Layanan Informasi Publik: 

- Kab. Bandung 

- Kab. Bandung Barat 

- Kab. Sukabumi (Isi link/dokumen pendukung tidak sesuai) 

- Kab. Tasikmalaya 

- Kota Cimahi 

- Kota Sukabumi 

- Kota Tasikmalaya 

2. Kabupaten Kota yang mampu menunjukan dokumen terkait penunjukkan dan 

Pengangkatan PPID sebagai berikut, (meskipun dokumen pendukung lain tidak 

lengkap): 

- Kab. Bogor 

- Kab. Ciamis, (Namun tidak dapat menunjukan nama-nama dan struktur PPID 
Pembantu dan atasan PPID, hingga RKA) 

- Kab. Garut 

- Kab. Indramayu (Namun, tidak dapat menunjukan bukti pendukung terkait 
SOP, Surat penunjukan petugas PPID, hingga RKA) 

- Kab. Karawang 

- Kab. Kuningan 

- Kab.Majalengka 

- Kab. Pangandaran (Hanya saja tidak melampirkan bukti pendukung terkait, 
SK penunjukan PPID Pembantu, SOP, Penunjukan Pejabat Fungsional, dan 
RKA) 

- Kab. Purwakarta (Hanya saja tidak melampirkan bukti pendukung terkait, SK 
penunjukan PPID Pembantu, SOP, Penunjukan Pejabat Fungsional, dan RKA) 

- Kab. Subang 
 
 

 

- Kab. Sumedang (Perlu diberi catatan/apresiasi khusus, karena 
sepertinya mempersiapkan pengisian SAQ dengan baik dan 
melampirkan dokumen dalam sebuah bundel yang rapi dan masing-
masing diberi tanda mengikuti petunjuk pengisian kuesioner) 

- Kota Bandung 

- Kota Bekasi (Namun, RKA-nya tidak tersedia) 

- Kota Bogor (Hanya saja tidak melampirkan bukti pendukung terkait, SK 
penunjukan PPID Pembantu, SOP, Penunjukan Pejabat Fungsional, dan RKA) 

- Kota Cirebon (Hanya saja tidak melampirkan bukti pendukung terkait, SK 
penunjukan PPID Pembantu, SOP, Penunjukan Pejabat Fungsional, dan RKA) 

- Kota Depok (Hanya saja tidak melampirkan bukti pendukung terkait 
Penunjukan Pejabat Fungsional, dan RKA) 

3. Terkait dukungan Sarana dan Layanan Informasi Publik (SLIP), sebanyak 17 

Kabupaten Kota telah melengkapi, namun perlu verifikasi lapangan untuk 

pembuktiannya : 

- Kab. Bandung 

- Kab. Bandung Barat 

- Kab. Bogor 

- Kab. Garut 

- Kab. Indramayu (Hanya di PPID Utama) 

- Kab. Karawang (Bukti komplit di 30 OPD dan 30 Kecamatan) 

- Kab. Majalengka (Hanya di PPID Utama – Tidak lengkap) 

- Kab. Purwakarta 

- Kab. Subang (Hanya di PPID Utama – Tidak Lengkap) 

- Kab. Sukabumi (tidak melampirkan bukti SOP, foto-foto yang dilampirkan 
perlu diverifikasi lanjutan) 

- Kab. Sumedang (perlu diverifikasi lanjutan) 

- Kota Bandung (Bukti komplit) 

- Kota Bekasi (Perlu diberi catatan/apresiasi khusus, karena membuat 
laporan dengan rapi, dibundel dengan dukungan foto-foto pendukung) 

- Kota Bogor (Hanya di PPID Utama – perlu verifikasi lanjutan) 
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- Kota Cimahi (Bukti Komplit – hanya di PPID Utama) 

- Kota Cirebon (Hanya di PPID Utama – Tidak Lengkap) 

- Kota Depok (Perlu verifikasi lanjutan) 

4. Kab. Kota yang tidak mampu menunjukan bukti pendukung ketersediaan Sarana 
Layanan Informasi Publik: 

- Kab. Ciamis 

- Kab. Kuningan 

- Kab. Pangandaran 

- Kab. Tasikmalaya 

- Kota Banjar 

- Kota Sukabumi 

- Kota Tasikmalaya (Hanya SOP - KIP di website JDIH) 

 

C. Catatan untuk SAQ Kabupaten/Kota : 

1. Masih banyak Pemerintah Kabupaten/Kota yang belum memahami 
pentingnya keberadaan PPID dan PPID Pembantu sebagai perwujudan 
pelaksanaan UU No 18 tahun 2008 tentang KIP 

2. Pemerintah Kabupaten/Kota perlu mendapatkan upragding pengetahuan 
dan pemahaman terkait keberadaan PPID di daerah 

3. Masih banyak Pemerintah Kab/Kota yang tidak mampu menunjukan bukti 
dan dokumen pendukung kehadiran PPID di daerahnya masing-masing 

4. Sebagian pemerintah Kab/Kota merasa cukup dengan keberadaan PPID 
Utama di dinas teknis terkait sosialisasi, komunikasi dan Informasi 
(Diskominfo/Bag. Humas), dan tidak perlu membuat PPID Pembantu di 
perangkat daerah 

5. Catatan khusus untuk Kab. Karawang, Kab. Sumedang dan Kota Bekasi untuk 
kesungguhan dalam pelaksanaan SAQ KIP tahun 2019 ini. 

 

 

Bandung, 23 Mei 2019 

LAMPIRAN IV 
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- Kota Cimahi (Bukti Komplit – hanya di PPID Utama) 

- Kota Cirebon (Hanya di PPID Utama – Tidak Lengkap) 

- Kota Depok (Perlu verifikasi lanjutan) 

4. Kab. Kota yang tidak mampu menunjukan bukti pendukung ketersediaan Sarana 
Layanan Informasi Publik: 

- Kab. Ciamis 

- Kab. Kuningan 

- Kab. Pangandaran 

- Kab. Tasikmalaya 

- Kota Banjar 

- Kota Sukabumi 

- Kota Tasikmalaya (Hanya SOP - KIP di website JDIH) 

 

C. Catatan untuk SAQ Kabupaten/Kota : 

1. Masih banyak Pemerintah Kabupaten/Kota yang belum memahami 
pentingnya keberadaan PPID dan PPID Pembantu sebagai perwujudan 
pelaksanaan UU No 18 tahun 2008 tentang KIP 

2. Pemerintah Kabupaten/Kota perlu mendapatkan upragding pengetahuan 
dan pemahaman terkait keberadaan PPID di daerah 

3. Masih banyak Pemerintah Kab/Kota yang tidak mampu menunjukan bukti 
dan dokumen pendukung kehadiran PPID di daerahnya masing-masing 

4. Sebagian pemerintah Kab/Kota merasa cukup dengan keberadaan PPID 
Utama di dinas teknis terkait sosialisasi, komunikasi dan Informasi 
(Diskominfo/Bag. Humas), dan tidak perlu membuat PPID Pembantu di 
perangkat daerah 

5. Catatan khusus untuk Kab. Karawang, Kab. Sumedang dan Kota Bekasi untuk 
kesungguhan dalam pelaksanaan SAQ KIP tahun 2019 ini. 

 

 

Bandung, 23 Mei 2019 

LAMPIRAN IV 

 
 

 

 

LAPORAN PRA-EVALUASI PENILAIAN BADAN PUBLIK DALAM PENERAPAN STANDAR 
LAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS DAN 

PARTISIPASI DI PROVINSI JAWA BARAT. 

 

 

Disusun Oleh: 

TIM PENILAI INDEPENDEN 

 

Prof. Dr. Hj. Atie Rachmiatie, M.Si. 

Dr. Dedy Djamaluddin Malik, M.Si. 

Santi Indra, S.Sos., M.Si. 

Maulana Yudiman 

Rizki Estrada 

 
 

 

- Kota Cimahi (Bukti Komplit – hanya di PPID Utama) 

- Kota Cirebon (Hanya di PPID Utama – Tidak Lengkap) 

- Kota Depok (Perlu verifikasi lanjutan) 

4. Kab. Kota yang tidak mampu menunjukan bukti pendukung ketersediaan Sarana 
Layanan Informasi Publik: 

- Kab. Ciamis 

- Kab. Kuningan 

- Kab. Pangandaran 

- Kab. Tasikmalaya 

- Kota Banjar 

- Kota Sukabumi 

- Kota Tasikmalaya (Hanya SOP - KIP di website JDIH) 

 

C. Catatan untuk SAQ Kabupaten/Kota : 

1. Masih banyak Pemerintah Kabupaten/Kota yang belum memahami 
pentingnya keberadaan PPID dan PPID Pembantu sebagai perwujudan 
pelaksanaan UU No 18 tahun 2008 tentang KIP 

2. Pemerintah Kabupaten/Kota perlu mendapatkan upragding pengetahuan 
dan pemahaman terkait keberadaan PPID di daerah 

3. Masih banyak Pemerintah Kab/Kota yang tidak mampu menunjukan bukti 
dan dokumen pendukung kehadiran PPID di daerahnya masing-masing 

4. Sebagian pemerintah Kab/Kota merasa cukup dengan keberadaan PPID 
Utama di dinas teknis terkait sosialisasi, komunikasi dan Informasi 
(Diskominfo/Bag. Humas), dan tidak perlu membuat PPID Pembantu di 
perangkat daerah 

5. Catatan khusus untuk Kab. Karawang, Kab. Sumedang dan Kota Bekasi untuk 
kesungguhan dalam pelaksanaan SAQ KIP tahun 2019 ini. 

 

 

Bandung, 23 Mei 2019 

LAMPIRAN IV 
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BAB I. PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

Kegiatan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik, merupakan 

serangkaian kegiatan pengamatan secara berkesinambungan yang bertujuan untuk 

mengukur secara objektif kemajuan dan hasil yang telah dicapai dalam penerapan 

Undang-Undang No. 14/ 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 

Merujuk pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Komisi Informasi 

Nomor 1 tahun 2010, pasal 37 ayat (1) dan (2) tahun 2010, menyebutkan bahwa 

Komisi Informasi dapat melakukan evaluasi pelaksanaan layanan informasi publik 

oleh Badan Publik 1 (satu) kali dalam setahun, dan disampaikan kepada badan publik, 

serta diumumkan kepada publik. 

Pada kontek daerah, khususnya Provinsi Jawa Barat. Sejak tahun 2013, Komisi 

Informasi Provinsi Jawa Barat telah melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi 

terhadap keterbukaan informasi pada tiap –tiap badan publik pada tingkatan 

perangkat daerah tingkat Provinsi maupun tingkatan Kabupaten/Kota, untuk menilai 

implementasi layanan keterbukaan informasi . 

Di tahun 2019, Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat bekerjasama dengan 

Sub-bagian pelayanan Informasi Biro Humas dan Keprotokolan Pemerintah Provinsi 

Jawa Barat, untuk melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi untuk menilai 

penerapan transparansi, akuntabilitas dan partisipasi di tingkat pemerintah provinsi 

maupun kabupaten/kota dalam rangka mengukur sejauhmana penyelenggaraan 

pemerintahan dalam mendorong pelayanan publik yang dapat dirasakan secara 

langsung oleh masyarakat di era otonomi daerah. 

Kolaborasi kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut, berlandaskan pada 

komitmen pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat dalam mengakomodasi ketentuan 

dalam Undang-undang No. 14/ 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, melalui 

terbitnya Peraturan Daerah No. 11 tahun 2011 tentang Transparansi, Akuntabilitas, 

Partisipasi, yang dalam pelaksanaanya telah turut diatur didalam Peraturan Gubernur 

Nomor 30 tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Transparansi dalam 
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BAB I. PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 
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Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 

Didalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi, Komisi Informasi Provinsi Jawa 

Barat dan Sub-bagian pelayanan Informasi Biro Humas dan Keprotokolan Pemerintah 

Provinsi Jawa Barat turut melibatkan tim penilai independen (TPI) dalam 

memberikan masukan, saran dan pertimbangan atas kegiatan evaluasi yang 

dilaksanakan, sesuai pada ketentuan Peraturak Komisi Informasi Nomor 5 tahun 

2016 tentang Metoda dan Teknik Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik, dan 

selanjutnya di atur kedalam Surat Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat  Nomor 

100.05/Kep.454-Humaspro/2019 tentang Tim Penilai Independen Penilaian 

Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah. 

 
 

2. Dasar Hukum dan Landasan Operasional 

Adapun dasar hukum dan landasan operasional kegiatan monitoring dan 

evaluasi keterbukaan informasi dilaksanakan, diantaranya merujuk pada ketentuan-

ketentuan berikut ini; 

a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik ( lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 610; 

b. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( 

lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 58, tambahan 

lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) 

c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 99; 

tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149) 

d. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman 

Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri 

dan Pemerintahan Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
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nomor 157) 

e. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan 

Informasi Publik ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 272); 

f. Peraturan Komisi Informasi Nomor 5 tahun 2016 tentang Metode dan Teknik 

evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik ( tambahan Berita Negara 

Republik InfonesiaTahun 2016 Nomor 1309); 

g. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 tahun 2011 tentang Transparansi, 

Akuntabilitas dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( 

Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2011 nomor 11 seri E, Tambahan 

Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 104); 

h. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 tahun 2017 tentang 

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat ( Lembaran 

daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah 

Provinsi Jawa Barat Nomor 211); 

i. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 30 tahun 2014 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Transparansi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Berita 

Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 30 Seri E); 

j. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 489/Kep.487-Diskominfo/2010 Tentang 

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Organisasi Perangkat Daerah 

di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, tanggal 18 Maret 2010. 

k. Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 100.05/Kep.454-Humaspro/2019 

Tentang Tim Penilai Independen Penilaian Transparansi, Partisipasi dan 

Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, tanggal 27 Juni 2019. 

 
3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Tim Penilai Independen 

Kedudukan Tim Penilai Independen bersifat ad-hoc untuk memperkuat 

independensi pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi. Adapun tugas dari Tim 

Penilai Independen adalah melakukan monitoting dan evaluasi terhadap badan 

publik di Daerah Provinsi Jawa Barat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, 
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3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Tim Penilai Independen 
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independensi pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi. Adapun tugas dari Tim 
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dan mempunyai fungsi dalam; 

a. Perumusan criteria penilaian pelaksanaan transparansi, partisipasi dan 

akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan; 

b. Penilaian pelaksanaan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dalam 

penyelenggaraan pemerintahan; 

c. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan penilaian pelaksanaan transparansi, 

partisipasi, dan akuntabilitas; 

d. Pemberian masukan dan saran dalam upaya pengembangan program 

percepatan penerapan pelaksanaan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas 

dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh badan publik di Daerah 

Provinsi Jawa Barat dalam melakukan pembinaan dan pengendalian 

pelaksanaan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. 

 
4. Ruang Lingkup Kegiatan dan Batasan Laporan 

Ruang lingkup kegiatan monitoring dan evaluasi Penerapan Transparansi, 

Akuntabilitas dan Partisipasi di Daerah Provinsi Jawa Barat, meliputi  

1. Badan Publik yang terdiri dari: 

a. Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Jawa Barat. 

b. Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten/kota di Jawa Barat. 

c. Kantor Wilayah/Instansi Vertikal di wilayah Provinsi Jawa Barat. 

d. Badan Usaha Milik Daerah di Jawa Barat. 

2. Materi Monitoring dan Evaluasi 

Monitoring dan evaluasi dilakukan terhadap penerapan 5 (lima) jenis 

kewajiban yang diamanatkan peraturan perundangan terkait keterbukaan informasi 

publik, yaitu: 

a. kewajiban menyediakan dan mengumumkan informasi publik yang wajib 
diumumkan secara berkala, 

b. kewajiban menyediakan informasi publik yang wajib disediakan setiap saat, 

c. kewajiban membentuk dan mendukung keberadaan pejabat pengelola 
informasi dan dokumentasi (PPID), 
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d. kewajiban menyusun dan menerapkan standar operasional  pelayanan 
informasi publik, dan 

e. kewajiban menyusun Laporan Pelayanan Informasi Publik. 

 
3. Batasan Laporan Pra-Evaluasi 

 

Batasan laporan pra-evaluasi ini berfokus pada siklus kegiatan yang telah 

dilakukan oleh Tim Penilai Independen, merujuk pada jadwal rencana kegiatan dan 

tahapan sebagaimana diatur dalam Perki 5/2016 pasal 6, dan terfokus pada aspek 

pelaksanaan transparansi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat 

Nomor 30 tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Transparansi Dalam 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 

 

Dengan demikian, laporan pra-evaluasi ini sebatas mengulas tugas dari Tim 

Penilai Independen dalam memberikan catatan-catatan terhadap indikator yang 

perlu menjadi perhatian untuk ditingkatkan oleh Badan Publik dan setelah terdapat 

hasil pemeringkatan sementara terhadap 10 (sepuluh) besar badan publik di 

lingkungan organisasi perangkat daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan 10 

(sepuluh) Kabupaten/Kota di daerah provinsi jawa barat, berdasarkan hasil dari 

verifikasi lapangan dan visitasi oleh tim verifikasi Komisi Informasi Daerah. 
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BAB II. PERKEMBANGAN PELAKSANAAN TRANSPARANSI 

2.1 Gambaran Umum Peringkat Sementara Badan Publik 

Sebagaimana telah dikemukakan pada Bab sebelumnya, bahwasannya tim 

verifikasi Komisi Informasi Daerah telah menentukan hasil pemeringkatan sementara 

terhadap 2 (dua) kategori badan publik, yang memiliki peringkat 10 ( sepuluh ) besar.  

Adapun hasil pemeringkatan sementara yang dihasilkan, antara lain 10 Badan 

Publik dari Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Provinsi Jawa Barat dan 10 

(sepuluh)  Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat. Dengan gambaran hasil 

sementara sebagai berikut; 

Tabel-1. Peringkat Sementara 10 Badan Publik Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat 2019. 

No Badan Publik SLIP SS Nilai (Rata-Rata) 

1 Badan Pendapatan Daerah 84.29% 43.75% 64.02% 

2 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil  67.14% 60.00% 63.57% 

3 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 78.57% 38.75% 58.66% 

4 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu 82.86% 32.50% 57.68% 

5 Dinas Sosial 65.71% 46.25% 55.98% 

6 
Dinas Pemberdaan Perempuan Perlindungan 
Anak dan Keluarga Berencana  80.00% 31.25% 55.63% 

7 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura  75.71% 20.00% 47.86% 

8 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 71.43% 23.75% 47.59% 

9 Badan Kepegawaian Daerah 71.43% 20.00% 45.72% 

10 Dinas Perhubungan 52.86% 37.50% 45.18% 

Sumber: Hasil Verifikasi Lapangan Tim Verifikator KID 2019. 

Hasil sementara yang ditunjukkan pada Tabel-1, dari kegiatan evaluasi yang 

dinilai pada 10 (sepuluh) badan publik di tingkat perangkat daerah Provinsi Jawa 

Barat antara lain adalah (1) Standar Layanan Informasi Publik (SLIP), merujuk pada 

ketentuan pasal 17 dan (2) Jenis informasi yang wajib disediakan dan diumumkan 

setiap saat oleh perangkat daerah, merujuk pada ketentuan dalam BAB 3, pasal 6 ayat 

1 butir ke (3) dan pasal 9, dalam Peraturan Gubernur Nomor 30 tahun 2014. 

Sementara, hasil sementara yang ditunjukkan pada Tabel-2, merupakan 

penilaian sementara pada 10 (sepuluh) badan publik di tingkat kabupaten/kota di 
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daerah provinsi Jawa Barat, dengan indikator penilaian meliputi (1) Jenis Informasi 

Publik yang wajib disediakan dan diumumkan, sesuai pada Pasal 6 ayat 1 butir (a) 

dan (b); (2) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), sesuai pasal 12 ; 

13; 14 dan 15 ; (3) Standar Layanan Informasi Publik (SLIP) atau  Standar 

Operasional Prosedur Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, sesuai 

pada pasal 17; dan (4) Laporan Layanan Informasi Publik atau Laporan dan Evaluasi 

sebagaimana diatur dalam pasal 29 Peraturan Gubernur Nomor 30 tahun 2014 

tentang Petunjuk Pelaksanaan Transparansi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah. 

Tabel-2. Peringkat Sementara 10 Badan Publik Tingkat Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi 

Jawa Barat 2019. 

No Badan Publik Berkala 
  

LLIP 
  

PPID 
  

SLIP 
  

SS 
  

SS NILAI 
 (Rata-
Rata) (PPID 

Pembantu)  
1 Kab. Kuningan 50.53% 40.00% 100.00% 67.50% 20.00% 20.00% 49.67% 
2 Kab. Subang 48.42% 82.22% 66.67% 55.00% 37.50% 20.00% 51.63% 
3 Kab. Bandung 74.74% 68.89% 100.00% 83.75% 25.00% 51.25% 67.27% 
4 Kota Bandung 75.79% 66.67% 100.00% 81.25% 27.50% 32.50% 63.95% 
5 Kab. Bogor 62.11% 86.67% 100.00% 75.00% 33.75% 20.00% 62.92% 
6 Kab. Garut 35.79% 77.78% 73.33% 61.25% 37.50% 20.00% 50.94% 
7 Kab. Karawang 66.32% 66.67% 86.67% 57.50% 56.25% 20.00% 58.90% 
8 Kab. Sumedang 36.84% 68.89% 86.67% 58.75% 20.00% 20.00% 48.52% 
9 Kota Bekasi 64.21% 88.89% 93.33% 80.00% 76.25% 20.00% 70.45% 

10 Kota Depok 68.42% 88.89% 63.33% 65.00% 25.00% 20.00% 55.11% 

Sumber: Hasil Verifikasi Lapangan Tim Verifikator KID 2019. 

2.2 Temuan Kunci dan Justifikasi Badan Publik di Lingkungan Pemerintahan 

Provinsi Jawa Barat 

Pada hasil penilaian sementara, terdapat nilai rata-rata dari setiap badan 

publik yang belum dapat mencapai nilai optimal. Hasil pengamatan pada dokumen 

fisik serta observasi pada saluran informasi, menunjukkan masih terdapat 

kelengkapan yang belum tersedia atau belum sesuai dengan yang telah diatur dalam 

ketentuan yang berlaku. 
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Secara umum, terdapat beberapa temuan kunci yang menyebabkan badan 

publik mempunyai nilai kurang dari nilai rata-rata, dan kondisi tersebut hampir 

dialami oleh 10 (sepuluh) badan publik tingkat perangkat daerah di lingkungan 

pemerintah Jawa Barat. Salah satu yang paling signifikan diantaranya  

1. belum tersedianya standar operasional layanan informasi publik;  

2. pelaksanaan teknis uji konsekuensi; 

3. penentuan informasi yang dikecualikan;  

4. standar biaya perolehan informasi publik, serta  

5. jenis-jenis informasi yang secara wajib diumumkan, belum sepenuhnya 
dapat dipenuhi. 

Temuan kunci tersebut, merupakan hasil dari pengkajian antara kondisi actual 

dengan ketentuan atau aturan yang telah tercantum dalam peraturan gubernur 

nomor 30 tahun 2014. Yang diantaranya menegaskan bahwa, setiap organisasi 

perangkat daerah  berkewajiban untuk menyediakn aksesibilitas informais publik, 

diantaranya; 

a. Membangun dan mengembangkan system informasi dan dokumentasi 
untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien; 

b. Menggunakan pembiayaan secara memadai bagi pelayanan informasi 
publik sesuai ketentuan peraturan perundangan; 

c. Menyediakan sarana dan prasarana layanan informasi publik, termasuk 
papan pengumuman, meja kerja, dan situs resmi di setiap kantor OPD; 

d. Menetapkan standar biaya perolehan salinan informasi; 

e. Menetapkan dan memuktahirkan secara berkala dafta informasi publik 
atas seluruh informasi publik yang dikelola; 

f. Menyediakan dan memberikan informasi publik; 

g. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon 
informasi publik yang mengajukan keberatan; serta 

h. Membuat dan mengumumkan laporan tentang layanan informasi publik, 
serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi Daerah dan 
Gubernur. 

 

Secara terperinci, beberapa temuan kunci yang diperoleh dari hasil 
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pengamatan tim verifikasi Komisi Informasi Daerah, diantaranya diuraikan pada 

Tabel-3, berikut ini:  

Tabel-3. Temuan Kunci dan Justifikasi Badan Publik. 

No. 
Lembaga/ Perangkat 

Daerah Provinsi 
Jabar 

Standar Layanan 
Informasi Publik 

Jenis Informasi Setiap Saat 

1.  Badan Kesatuan 
Bangsa dan Politik 

Standar Operasional 
Pelayanan Informasi 
Publik sesuai Lampiran 
Permendagri No: 3/2017; 
Papan Pengumuman  di 
Kantor; Sarana khusus; 
Standar biaya 
memperoleh informasi 
publik 

Agenda kerja pimpinan ;Informasi 
tentang Kegiatan Pelayanan 
Informasi; Informasi tentang 
Kegiatan Pelayanan Informasi 
(lanjutan); Informasi tentang 
Penelitian yang dilakukan Badan 
Publik; Informasi Publik lain yang 
dinyatakan terbuka ;Informasi 
tentang Tata Cara Pengumuman 
Informasi Publik yang 
diumumkan serta merta; 
Informasi yang disampaikan 
Pejabat Badan Publik dalam 
Pertemuan terbuka 

2.  
Badan Pendapatan 
Daerah 

Uji konsekuensi; Standar 
biaya memperoleh 
informasi publik; Sistem 
informasi dan dokumentasi 
publik  

Agenda kerja pimpinan;Informasi 
tentang Kegiatan Pelayanan 
Informasi; Informasi tentang 
Kegiatan Pelayanan Informasi 
(lanjutan); Informasi tentang 
Penelitian yang dilakukan Badan 
Publik; Informasi Publik lain yang 
dinyatakan terbuka ;Informasi 
tentang Tata Cara Pengumuman 
Informasi Publik yang 
diumumkan serta merta; 
Informasi yang disampaikan 
Pejabat Badan Publik dalam 
Pertemuan terbuka 

3.  
Badan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset 
Daerah 

semua bernilai (1) tidak 
ada kelengkapan sama 
sekali 

semua bernilai (1) tidak ada 
kelengkapan sama sekali 

4.  
Dinas Perhubungan Tanda bukti permohonan 

Informasi Publik; 
Pemberitahuan tertulis 
yang merupakan jawaban 
Badan Publik atas 
permohonan Informasi 

Agenda kerja pimpinan;Informasi 
tentang Kegiatan Pelayanan 
Informasi;Informasi tentang 
Kegiatan Pelayanan Informasi 
(lanjutan); Informasi tentang 
Penelitian yang dilakukan Badan 
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pengamatan tim verifikasi Komisi Informasi Daerah, diantaranya diuraikan pada 

Tabel-3, berikut ini:  

Tabel-3. Temuan Kunci dan Justifikasi Badan Publik. 

No. 
Lembaga/ Perangkat 

Daerah Provinsi 
Jabar 

Standar Layanan 
Informasi Publik 

Jenis Informasi Setiap Saat 

1.  Badan Kesatuan 
Bangsa dan Politik 

Standar Operasional 
Pelayanan Informasi 
Publik sesuai Lampiran 
Permendagri No: 3/2017; 
Papan Pengumuman  di 
Kantor; Sarana khusus; 
Standar biaya 
memperoleh informasi 
publik 

Agenda kerja pimpinan ;Informasi 
tentang Kegiatan Pelayanan 
Informasi; Informasi tentang 
Kegiatan Pelayanan Informasi 
(lanjutan); Informasi tentang 
Penelitian yang dilakukan Badan 
Publik; Informasi Publik lain yang 
dinyatakan terbuka ;Informasi 
tentang Tata Cara Pengumuman 
Informasi Publik yang 
diumumkan serta merta; 
Informasi yang disampaikan 
Pejabat Badan Publik dalam 
Pertemuan terbuka 

2.  
Badan Pendapatan 
Daerah 

Uji konsekuensi; Standar 
biaya memperoleh 
informasi publik; Sistem 
informasi dan dokumentasi 
publik  

Agenda kerja pimpinan;Informasi 
tentang Kegiatan Pelayanan 
Informasi; Informasi tentang 
Kegiatan Pelayanan Informasi 
(lanjutan); Informasi tentang 
Penelitian yang dilakukan Badan 
Publik; Informasi Publik lain yang 
dinyatakan terbuka ;Informasi 
tentang Tata Cara Pengumuman 
Informasi Publik yang 
diumumkan serta merta; 
Informasi yang disampaikan 
Pejabat Badan Publik dalam 
Pertemuan terbuka 

3.  
Badan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset 
Daerah 

semua bernilai (1) tidak 
ada kelengkapan sama 
sekali 

semua bernilai (1) tidak ada 
kelengkapan sama sekali 

4.  
Dinas Perhubungan Tanda bukti permohonan 

Informasi Publik; 
Pemberitahuan tertulis 
yang merupakan jawaban 
Badan Publik atas 
permohonan Informasi 

Agenda kerja pimpinan;Informasi 
tentang Kegiatan Pelayanan 
Informasi;Informasi tentang 
Kegiatan Pelayanan Informasi 
(lanjutan); Informasi tentang 
Penelitian yang dilakukan Badan 

 
 

 

No. 
Lembaga/ Perangkat 

Daerah Provinsi 
Jabar 

Standar Layanan 
Informasi Publik Jenis Informasi Setiap Saat 

Publik sesuai Pasal 26 ayat 
(2) Peraturan Komisi 
Informasi  Nomor; Standar 
biaya memperoleh 
informasi publik; Maklumat 
pelayanan informasi 
publik; Sistem informasi 
dan dokumentasi publik 

Publik; Informasi Publik lain yang 
dinyatakan terbuka ;Informasi 
tentang Tata Cara Pengumuman 
Informasi Publik yang 
diumumkan serta merta; 
Informasi yang disampaikan 
Pejabat Badan Publik dalam 
Pertemuan terbuka 

5.  
Dinas Perpustakaan 
dan Kearsipan 

Standar biaya memperoleh 
informasi publik; Maklumat 
pelayanan informasi 
publik; Sistem informasi 
dan dokumentasi publik  

Agenda kerja pimpinan;Informasi 
tentang Kegiatan Pelayanan 
Informasi; Informasi tentang 
Kegiatan Pelayanan Informasi 
(lanjutan); Informasi tentang 
Penelitian yang dilakukan Badan 
Publik; Informasi Publik lain yang 
dinyatakan terbuka; Informasi 
tentang Tata Cara Pengumuman 
Informasi Publik yang 
diumumkan serta merta; 
Informasi yang disampaikan 
Pejabat Badan Publik dalam 
Pertemuan terbuka 

6.  
Dinas Pemberdaan 
Perempuan 
Perlindungan Anak 
dan Keluarga 
Berencana  

Tanda bukti permohonan 
Informasi Publik; Standar 
biaya memperoleh 
informasi publik; Maklumat 
pelayanan informasi 
publik; Sistem informasi 
dan dokumentasi publik  

semua bernilai (1) tidak ada 
kelengkapan sama sekali 

7.  
Badan Kepegawaian 
Daerah 

Sarana khusus; Standar 
biaya memperoleh 
informasi publik; Maklumat 
pelayanan informasi 
publik; Sistem informasi 
dan dokumentasi publik  

Agenda kerja pimpinan;Informasi 
tentang Kegiatan Pelayanan 
Informasi; Informasi tentang 
Kegiatan Pelayanan Informasi 
(lanjutan); Informasi tentang 
Penelitian yang dilakukan Badan 
Publik;Informasi Publik lain yang 
dinyatakan terbuka; Informasi 
tentang Tata Cara Pengumuman 
Informasi Publik yang 
diumumkan serta merta; 
Informasi yang disampaikan 
Pejabat Badan Publik dalam 
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No. 
Lembaga/ Perangkat 

Daerah Provinsi 
Jabar 

Standar Layanan 
Informasi Publik Jenis Informasi Setiap Saat 

Pertemuan terbuka 

8.  
Dinas Tanaman 
Pangan dan 
Hortikultura  

semua sarana layanan 
belum tersedia; Standar 
biaya memperoleh 
informasi publik; Maklumat 
pelayanan informasi publik 

Agenda kerja pimpinan;Informasi 
tentang Kegiatan Pelayanan 
Informasi; Informasi tentang 
Kegiatan Pelayanan Informasi 
(lanjutan);Informasi tentang 
Penelitian yang dilakukan Badan 
Publik; Informasi Publik lain yang 
dinyatakan terbuka; Informasi 
tentang Tata Cara Pengumuman 
Informasi Publik yang 
diumumkan serta merta; 
Informasi yang disampaikan 
Pejabat Badan Publik dalam 
Pertemuan terbuka 

9.  
Dinas Koperasi dan 
Usaha Kecil  

Sarana khusus ; Buku 
registrasi  pencatatan 
permohonan Informasi 
Publik sesuai Pasal 24 ayat 
(7) Peraturan Komisi 
Informasi  Nomor 1 Tahun 
2010; Standar biaya 
memperoleh informasi 
publik; Maklumat 
pelayanan informasi publik 
; Sistem informasi dan 
dokumentasi publik  

Agenda kerja pimpinan;Informasi 
tentang Kegiatan Pelayanan 
Informasi; Informasi tentang 
Kegiatan Pelayanan Informasi 
(lanjutan); Informasi tentang 
Penelitian yang dilakukan Badan 
Publik; Informasi Publik lain yang 
dinyatakan terbuka; Informasi 
tentang Tata Cara Pengumuman 
Informasi Publik yang 
diumumkan serta merta; 
Informasi yang disampaikan 
Pejabat Badan Publik dalam 
Pertemuan terbuka 

10.  
Dinas Sosial Papan Pengumuman  di 

Kantor;Ruangan untuk 
melihat Informasi Publik ; 
Sarana khusus; Standar 
biaya memperoleh 
informasi publik; Maklumat 
pelayanan informasi publik 
; Sistem informasi dan 
dokumentasi publik  

Agenda kerja pimpinan;Informasi 
tentang Kegiatan Pelayanan 
Informasi; Informasi tentang 
Kegiatan Pelayanan Informasi 
(lanjutan); Informasi tentang 
Penelitian yang dilakukan Badan 
Publik; Informasi Publik lain yang 
dinyatakan terbuka ;Informasi 
tentang Tata Cara Pengumuman 
Informasi Publik yang 
diumumkan serta merta; 
Informasi yang disampaikan 
Pejabat Badan Publik dalam 
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No. 
Lembaga/ Perangkat 

Daerah Provinsi 
Jabar 

Standar Layanan 
Informasi Publik Jenis Informasi Setiap Saat 

Pertemuan terbuka 

8.  
Dinas Tanaman 
Pangan dan 
Hortikultura  

semua sarana layanan 
belum tersedia; Standar 
biaya memperoleh 
informasi publik; Maklumat 
pelayanan informasi publik 

Agenda kerja pimpinan;Informasi 
tentang Kegiatan Pelayanan 
Informasi; Informasi tentang 
Kegiatan Pelayanan Informasi 
(lanjutan);Informasi tentang 
Penelitian yang dilakukan Badan 
Publik; Informasi Publik lain yang 
dinyatakan terbuka; Informasi 
tentang Tata Cara Pengumuman 
Informasi Publik yang 
diumumkan serta merta; 
Informasi yang disampaikan 
Pejabat Badan Publik dalam 
Pertemuan terbuka 

9.  
Dinas Koperasi dan 
Usaha Kecil  

Sarana khusus ; Buku 
registrasi  pencatatan 
permohonan Informasi 
Publik sesuai Pasal 24 ayat 
(7) Peraturan Komisi 
Informasi  Nomor 1 Tahun 
2010; Standar biaya 
memperoleh informasi 
publik; Maklumat 
pelayanan informasi publik 
; Sistem informasi dan 
dokumentasi publik  

Agenda kerja pimpinan;Informasi 
tentang Kegiatan Pelayanan 
Informasi; Informasi tentang 
Kegiatan Pelayanan Informasi 
(lanjutan); Informasi tentang 
Penelitian yang dilakukan Badan 
Publik; Informasi Publik lain yang 
dinyatakan terbuka; Informasi 
tentang Tata Cara Pengumuman 
Informasi Publik yang 
diumumkan serta merta; 
Informasi yang disampaikan 
Pejabat Badan Publik dalam 
Pertemuan terbuka 

10.  
Dinas Sosial Papan Pengumuman  di 

Kantor;Ruangan untuk 
melihat Informasi Publik ; 
Sarana khusus; Standar 
biaya memperoleh 
informasi publik; Maklumat 
pelayanan informasi publik 
; Sistem informasi dan 
dokumentasi publik  

Agenda kerja pimpinan;Informasi 
tentang Kegiatan Pelayanan 
Informasi; Informasi tentang 
Kegiatan Pelayanan Informasi 
(lanjutan); Informasi tentang 
Penelitian yang dilakukan Badan 
Publik; Informasi Publik lain yang 
dinyatakan terbuka ;Informasi 
tentang Tata Cara Pengumuman 
Informasi Publik yang 
diumumkan serta merta; 
Informasi yang disampaikan 
Pejabat Badan Publik dalam 

 
 

 

No. 
Lembaga/ Perangkat 

Daerah Provinsi 
Jabar 

Standar Layanan 
Informasi Publik Jenis Informasi Setiap Saat 

Pertemuan terbuka 

Dari beberapa temuan kunci yang telah diuraikan pada tabel-3. Dari 10 badan 

publik di lingkungan pemerintahan provinsi Jawa Barat, sebanyak 8 (delapan) badan 

publik memberikan penjelasan/ alasan atas faktor penyebab belum tersedianya 

kelengkapan daya dukung pelayanan informasi, sementara dua badan publik, yaitu 

Dinas Perhubungan dan Dinas Pengelolan Keuangan Daerah tidak berkenan hadir 

pada waktu wawancara. 

Disamping itu, terdapat temuan-temuan kunci yang baik dari setiap perangkat 

daerah, dalam rangka melakukan langkah perbaikan di masa mendatang dalam 

memberikan pelayanan informasi publik. Tim Penilai Independen menentukan 5 

(lima) temuan kunci yang signifikan, berikut dengan justifikasi perangkat daerah atas 

temuan tersebut, antara lain; 

Tabel-4. Temuan Kunci dan Justifikasi Badan Publik. 

Temuan Kunci ( negative) Justifikasi/Alasan Perangkat Daerah 

1. Tidak tersedianya Informasi Dikecualikan 
dan Pelaksanaan Uji Konsekuensi 

Berkaitan dengan komitimen 
atasan/pimpinan dalam menentukan jenis 
informasi yang dikecualikan, membutuhka 
waktu serta pertimbangan. Kondisi tersebut 
mengakibatkan pelaksanaan uji konsekuensi 
atas informasi publik yang dikecualikan 
terhambat, disertai dengan jumlah pemohon 
pada jenis informasi publik yang dimohonkan 
relative sedikit. 

2.  Tidak tersedianya Standar Biaya 
perolehan salinan Informasi; 

Standar biaya perolehan tidak dibuat, karena 
anggapan perangkat daerah, pelayanan 
informasi publik merupakan bagian dari 
pelayanan publik, sehingga tidak ada beban 
biaya yang dikenakan terhadap pemohon. 
Beban biaya masih dibebankan pada badan 
publik, dan sebagian dibebankan secara 
mandiri pada pemohon, khususnya untuk 
kegiatan penggandaan data dan informasi 
dalam bentuk cetak. 
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Temuan Kunci ( negative) Justifikasi/Alasan Perangkat Daerah 

3. Inkontinuitas pemuktahiran informasi 
secara berkala dan setiap saat; 

Rencana kegiatan setiap perangkat daerah 
amat beragam, dan adakalanya setiap 
kegiatan terdapat yang bersifat incidental 
atau diluar rencana. Pemuhtakhirang 
sebagian besar telah dilakukan dan 
diumumkan melalui saluran website 
perangkat daerah, namun demikian lingkup 
informasi yang dikuasai oleh perangkat 
daerah, bergantung pada lingkup wewenang 
dan tugas setiap perangkat daerah. 

4. Pendokumentasikan Tanggapan atas 
keberatan pemohon dan perkembangan 
penyelesaian 

Jumlah pemohon yang relative sedikit, dan 
terbatas, serta sebagian besar tidak 
melakukan keberatan. Sehingga dalam laoran 
pelayanan informasi tidak sepenuhnya 
terlaporkan/terinformasikan secara baik. 

5. Keterbatasan sarana dan prasarana 
pendukung pelayanan informasi publik 

Faktor anggaran merupakan kendala untuk 
pemenuhan daya dukung infrastruktur 
layanan informasi, berikut juga dengan 
komitmen PPID terkait dengan pengetahuan 
tentang informasi publik terkendala akibat 
proses transformasi pengetahuan tidak 
terjadi, apabila terjadi pergantian pimpinan/ 
atau rotasi pegawai. 

Sumber: Hasil Kompilasi Wawancara Tim Penilai Independen, 2019. 

Dari temuan dan justifikasi perangkat daerah secara umum, terdapat pula 

upaya-upaya posistif yang telah dan tengah dilakukan oleh perangkat daerah di 

Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Salah satu yang paling menonjol dan 

signifikan antara lain Badan Pendapatan Daerah, Dinas Perpustakaan Daerah dan 

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat. Secara eksplisit dan terperinci 

justifikasi setiap perangkat daerah dapat dilihat pada Lampiran-1, dalam laporan ini. 

2.3 Temuan Kunci dan Justifikasi Badan Publik di Tingkat Kabupaten/Kota, 

Provinsi Jawa Barat. 

Hasil penilaian sementara terdapat nilai rata-rata dari setiap badan publik di 

tingkat kabupaten/kota menunjukkan hasil yang bervariasi, meski sepenuhnya belum 
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Temuan Kunci ( negative) Justifikasi/Alasan Perangkat Daerah 

3. Inkontinuitas pemuktahiran informasi 
secara berkala dan setiap saat; 

Rencana kegiatan setiap perangkat daerah 
amat beragam, dan adakalanya setiap 
kegiatan terdapat yang bersifat incidental 
atau diluar rencana. Pemuhtakhirang 
sebagian besar telah dilakukan dan 
diumumkan melalui saluran website 
perangkat daerah, namun demikian lingkup 
informasi yang dikuasai oleh perangkat 
daerah, bergantung pada lingkup wewenang 
dan tugas setiap perangkat daerah. 

4. Pendokumentasikan Tanggapan atas 
keberatan pemohon dan perkembangan 
penyelesaian 

Jumlah pemohon yang relative sedikit, dan 
terbatas, serta sebagian besar tidak 
melakukan keberatan. Sehingga dalam laoran 
pelayanan informasi tidak sepenuhnya 
terlaporkan/terinformasikan secara baik. 

5. Keterbatasan sarana dan prasarana 
pendukung pelayanan informasi publik 

Faktor anggaran merupakan kendala untuk 
pemenuhan daya dukung infrastruktur 
layanan informasi, berikut juga dengan 
komitmen PPID terkait dengan pengetahuan 
tentang informasi publik terkendala akibat 
proses transformasi pengetahuan tidak 
terjadi, apabila terjadi pergantian pimpinan/ 
atau rotasi pegawai. 

Sumber: Hasil Kompilasi Wawancara Tim Penilai Independen, 2019. 

Dari temuan dan justifikasi perangkat daerah secara umum, terdapat pula 

upaya-upaya posistif yang telah dan tengah dilakukan oleh perangkat daerah di 

Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Salah satu yang paling menonjol dan 

signifikan antara lain Badan Pendapatan Daerah, Dinas Perpustakaan Daerah dan 

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat. Secara eksplisit dan terperinci 

justifikasi setiap perangkat daerah dapat dilihat pada Lampiran-1, dalam laporan ini. 

2.3 Temuan Kunci dan Justifikasi Badan Publik di Tingkat Kabupaten/Kota, 

Provinsi Jawa Barat. 

Hasil penilaian sementara terdapat nilai rata-rata dari setiap badan publik di 

tingkat kabupaten/kota menunjukkan hasil yang bervariasi, meski sepenuhnya belum 

 
 

 

mencapai nilai optimal. Hasil verifikasi lapangan yang disertai peninjauan atas bukti 

dokumen fisik serta observasi pada saluran informasi, menunjukkan masih terdapat 

kelengkapan yang belum tersedia atau belum sesuai dengan yang telah diatur dalam 

ketentuan yang berlaku. 

Indikator penilaian pada badan publik di tingkat Kabupaten/Kota di Provinsi 

Jawa Barat, berbeda dengan indikator penilaian pada tingkat perangkat daerah di 

pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Namun keduanya, terdapat indikator penilaian 

yang diprioritaskan untuk dinilai pada kegiatan Monitoring dan Evaluasi tahun 2019, 

diantaranya adalah Standar Layanan Informasi Publik (SLIP) dan Informasi yang 

diumumkan setiap saat (SS). 

Dari 10 (sepuluh) kabupaten/kota yang telah dipilih dan ditentukan oleh tim 

verifikasi lapangan Komisi Informasi Daerah. Hasil pengamatan Tim Penilai 

Independen masih terdapat kekurangan dalam hal pemenuhan kelengkapan guna 

mendukung pelayanan informasi publik yang lebih baik, beberapa temuan yang 

umum terjadi oleh Badan Publik, berikut dengan alasannya antara lain; 

1. Pembaharuan kebijakan pada tataran pengelolaan data dan informasi, 
serta tupoksi setiap pelaksanaan pelayanan informasi belum 
termuktahirkan; 

2. Penetapan klasifikasi informasi yang belum tersedia; 

3. Sarana dan prasarana pendukung layanan informasi publik belum 
memadai; 

4. Daya dukung sumberdaya manusia yang terbatas; 

5. belum tersedianya standar operasional layanan informasi publik;  

6. pelaksanaan teknis uji konsekuensi;  

7. penentuan informasi yang dikecualikan;  

8. standar biaya perolehan informasi publik, serta  

9. jenis-jenis informasi yang secara wajib diumumkan, belum sepenuhnya 
dapat dipenuhi. 

10. Sistematika laporan pelayanan informasi publik yang beragam, dan 
berdiri sendiri, tidak menjadi bagian bahan masukan bagi laporan 
penyelenggaraan daerah maupun laporan kinerja pemerintahan daerah 
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Kabupaten/Kota.  

Dari sejumlah temuan umum yang didapati, beberapa justifikasi / alasan 

umum dari setiap badan publik adalah; 

1. Pergantian dan rotasi pejabat pengelola dan struktur pelaksana 
dibawahnya, menghambat berjalannya pengelolaan dan pelayanan 
informasi publik, hal tersebut akibat dari tidak adanya proses transfer 
pengalaman dan pengetahuan bagi pejabat baru ataupun pengurus baru 
dalam menangani pelayanan informasi; 

2. Kebijakan terkait penentuan klasifikasi informasi dan informasi yang 
dikecualikan, membutuhkan waktu yang relatif panjang dan kebijakan 
bersama di setiap perangkat daerah di tingkat kabupaten/kota. Kondisi 
tersebut mengakibatkan pelaksanaan uji konsekuensi terhambat 
dilaksanakan, bukan hanya pada aspek kebijakan yang dirumuskan dan 
ditetapkan, melainkan juga akibat dari minimnya jumlah pemohon atas 
informasi yang dimohonkan. 

3. Komitmen atas anggaran yang rendah mengakibatnya tidak tersedianya 
daya dukung sarana dan prasarana layanan informasi publik, termasuk 
untuk merekrut dan peningkatan sumberdaya manusia dalam 
mendukung manajemen pengelolaan pelayanan informasi publik. Kasus 
Kabupaten Subang, merupakan hal yang memprihatinkan, alokasi 
anggaran yang minim dan bahkan tidak ada sama sekali merupakan 
salah satu wujud komitmen yang buruk atas keterbukaan informasi 
publik. 

4. Jenis informasi berkala dan setiap saat hanya dipenuhi pada saat diminta 
dan dilaporkan, tidak menjadi rutinitas dari setiak rencana kerja setiap 
badan publik dalam penyelenggaraan daerah secara umum. 
Penyebabnya antara lain, adalah sumberdaya manusia yang dalam hal 
pengurusan dan pengelolaannya amat terbatas, dan bergantung untuk 
mengoptimalkan aparatur yang ada, sehingga mengakibatkan rangkap 
tugas dan fungsi. 

5. Standar perolehan informasi publik dan standar operasional lainnya, 
terlambat disusun diakibatkan alokasi anggaran yang terbatas, belum 
adanya prioritas layanan informasi mana yang hendak diperkuat, jumlah 
pemohon yang sedikit, dan koordinasi lintas OPD di tingkat 
kabupaten/kota yang belum memiliki kesepahaman yang sama, serta 
tugas dan wewenangan yang berbeda. 

6. Terkait laporan pelayanan informasi publik  (LLIP) yang beragam, serta 
belum menjadi bagian dari laporan penyelenggaran daerah atau kinerja 
penyelenggaraan daerah, disebabkan karena tidak adanya 
pedoman/acuan yang mengatur tentang tatacara penyusunan, muatan 
informasi yang perlu disampaikan, berikut dengan sistematika yang 
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Kabupaten/Kota.  

Dari sejumlah temuan umum yang didapati, beberapa justifikasi / alasan 

umum dari setiap badan publik adalah; 

1. Pergantian dan rotasi pejabat pengelola dan struktur pelaksana 
dibawahnya, menghambat berjalannya pengelolaan dan pelayanan 
informasi publik, hal tersebut akibat dari tidak adanya proses transfer 
pengalaman dan pengetahuan bagi pejabat baru ataupun pengurus baru 
dalam menangani pelayanan informasi; 

2. Kebijakan terkait penentuan klasifikasi informasi dan informasi yang 
dikecualikan, membutuhkan waktu yang relatif panjang dan kebijakan 
bersama di setiap perangkat daerah di tingkat kabupaten/kota. Kondisi 
tersebut mengakibatkan pelaksanaan uji konsekuensi terhambat 
dilaksanakan, bukan hanya pada aspek kebijakan yang dirumuskan dan 
ditetapkan, melainkan juga akibat dari minimnya jumlah pemohon atas 
informasi yang dimohonkan. 
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daya dukung sarana dan prasarana layanan informasi publik, termasuk 
untuk merekrut dan peningkatan sumberdaya manusia dalam 
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Kabupaten Subang, merupakan hal yang memprihatinkan, alokasi 
anggaran yang minim dan bahkan tidak ada sama sekali merupakan 
salah satu wujud komitmen yang buruk atas keterbukaan informasi 
publik. 
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mengoptimalkan aparatur yang ada, sehingga mengakibatkan rangkap 
tugas dan fungsi. 

5. Standar perolehan informasi publik dan standar operasional lainnya, 
terlambat disusun diakibatkan alokasi anggaran yang terbatas, belum 
adanya prioritas layanan informasi mana yang hendak diperkuat, jumlah 
pemohon yang sedikit, dan koordinasi lintas OPD di tingkat 
kabupaten/kota yang belum memiliki kesepahaman yang sama, serta 
tugas dan wewenangan yang berbeda. 

6. Terkait laporan pelayanan informasi publik  (LLIP) yang beragam, serta 
belum menjadi bagian dari laporan penyelenggaran daerah atau kinerja 
penyelenggaraan daerah, disebabkan karena tidak adanya 
pedoman/acuan yang mengatur tentang tatacara penyusunan, muatan 
informasi yang perlu disampaikan, berikut dengan sistematika yang 

 
 

 

baku. 

Hasil-hasil temuan dan justifikasi perangkat daerah atupun badan publik 

tingkat kabupaten/kota, terlampir secara terperinci pada laporan ini. ( Lampiran-2) 

Disamping dari temuan-temuan serta alasan dari badan publik terhadap 

belum lengkapnya daya dukung pelayanan informasi publik, untuk menunjang upaya 

transparansi dalam penyelenggaraan daerah Kabupaten/Kota. Temuan positif yang 

menarik adalah hampir sebagian besar kabupaten/kota ( 10 kabupaten/kota), telah 

menggunakan teknologi informasi berbasis telepon seluler, yang bertujuan tidak 

semata-mata pada layanan informasi, melainkan terkait dengan pelayanan publik, 

salah satunya terkait dengan pelayanan pengaduan masyarakat dan respon cepat, dan 

telah terintegrasi dengan system berbasis teknologi digital lain pada tingkatan 

provinsi maupun pemerintahan pusat, seperti LAPOR, SP4N, dan lainnya. 

Beberapa jenis inovasi berbasis teknologi digital yang telah dibangun dan 

dijalankan oleh setiap badan publik di daerah Kabupaten/Kota diantaranya adalah; 

1. Kabupaten Garut: Aplikasi SIDOGAR ( Sistem Informasi dan Dokumentasi 
Garut) 

2. Kota Bekasi: Patriot Operation Center (POC) dan SIKEPO yang telah 
terintegrasi dengan system pengaduan pelayanan publik nasional (SP4N), 
serta quick response. 

3. Kabupaten Sumedang: City of Think (CoT) untuk memfasilitasi layanan 
Wifi di tingkat kecamatan, serta Sumedang Quick Response yang telah 
terintegrasi dengan system LAPOR dan SP4N. 

4. Kabupaten Kawarang: Aplikasi TANGKAR (Tanggap Karawang), yang telah 
terintegrasi dengan 76 admin pada perangkat daerah untuk penyampaian 
informasi dan pengaduan masyarakat. 

5.  Kabupaten Kuningan: Aplikasi yang mengadopsi Kota Bandung, Bandung 
Command Center. 

6. Kabupaten Bogor: Aplikasi LARAS ONLINE berbasis androin untuk 
pelayanan informasi dan pengaduan masyarakat, dan terintegral dengan 
system LAPOR dan SP4N. 

7. Kota Depok: Aplikasi SIGAP!, layanan call center 112 dan 119, dan Depok 
City Information Room, memadukan system layanan informasi, 
pengaduan masyarakat dan pelayanan publik per sector layanan. 
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8. Kota Bandung: Pengembangan aplikasi E-Monev mandiri dan Mall 
Informasi Publik dan One Stop Services untuk pelayanan informasi publik. 

9. Kabupaten Bandung: One Stop Services pelayanan informasi publik, dan 
penyediaan website di setiap desa. 

10. Kabupaten Subang: Tidak memiliki anggaran dan tidak berkenan hadir. 
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8. Kota Bandung: Pengembangan aplikasi E-Monev mandiri dan Mall 
Informasi Publik dan One Stop Services untuk pelayanan informasi publik. 

9. Kabupaten Bandung: One Stop Services pelayanan informasi publik, dan 
penyediaan website di setiap desa. 

10. Kabupaten Subang: Tidak memiliki anggaran dan tidak berkenan hadir. 

 
 

 

BAB III. KESIMPULAN SEMENTARA DAN SARAN MASUKAN 

Dari data dan informasi yang diperoleh dari serangkaian verifikasi dokumen, 

lapangan, diskusi dan wawawancara. Adapun kesimpulan sementara yang dapat 

diambil oleh tim penilai independen, terhadap penilaian atas pemenuhan pelayanan 

informasi publik guna mendukung upaya transparansi dalam penyelenggaraan 

pemerintahan daerah tingkat provinsi maupun kabupaten/ kota, diantaranya adalah: 

Kesimpulan: 

1. Peringkat nilai sementara dari setiap perangkat daerah di lingkungan 
Provinsi Jawa Barat ataupun pemerintahan daerah kabupatenkota relative 
merepresentasikan kemajuan atas pemenuhan aspek-aspek pelaksanaan 
transparansi penyelenggaraan daerah. 

2. Dari 10 (sepuluh) perangkat daerah di lingkungan Pemerintahan provinsi 
Jawa Barat ataupun kabupaten/kota, masih memiliki kekurangan dari segi 
kelengkapan daya dukung pelayanan informasi sebagaimana diatur dalam 
Pergub 30 tahun 2014. Dan telah memunculkan upaya perbaikan di tahun 
berikutnya. 

3. Klasifikasi Informasi, Daftar Informasi yang dikecualikan serta 
pelaksanaan uji konsekuensi, standar perolehan salinan informasi dan 
kontinuitas pemuktahiran informasi merupakan kendala terbesar yang 
dihadapi, dan belum menemukan solusi terbaik oleh badan publik di 
tingkat perangkat daerah provinsi Jawa Barat maupun tingkat 
Kabupaten/kota. 

4. Perubahan pada struktur kepegawaian atau jabatan yang mengisi PPID 
berikut dengan struktur pelaksanaan dibawahnya, akibat rotasi dan 
mutasi berdampak terhambatnya pelayanan informasi publik di beberapa 
perangkat daerah maupun ditingkat Kabupaten/kota. 

5. Rendahnya komitmen atas pengalokasian anggaran berdampak signifikan 
dalam pengelolaan pelayanan informasi publik, salah satunya sarana 
prasarana yang minim dan sumberdaya manusia yang terbatas, 
mendorong manajemen pengelolaan data, dokumentasi, pemuktahiran 
informasi terkendala. 

6. Laporan pelayanan informasi publik (LLIP) sering terlambat disampaikan, 
dan belum terintegrasi sebagai bagian dari laporan penyelenggaraan 
pemerintahan daerah atau laporan akuntabilitas dan kinerja 
pemerintahan daerah. 

7. Tata pendokumentasikan pemohon, keberatan, tanggapan keberatan 
sampai pada proses sengketa belum terdokumentasikan dengan baik, 
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akibat jumlah pemohon yang relative sedikit, dan keliru penempatan 
dalam pengarsipan. 

8. Sosialisasi berkala tentang keterbukaan informasi kepada publik terbatas, 
kondisi tersebut mengakibatkan jumlah permohonan yang minim, 
sehingga menyulitkan dalam penyusunan standar operasional prosedur 
ataupun dalam hal melakukan uji konsekuensi atas jenis informasi yang 
terbuka dan yang terkecualikan. 

9. Inovasi dan integrasi telah dilakukan melalui pendekatan teknologi 
komunikasi berbasis digital, untuk mempermudah aksesibilitas terhadap 
informasi, saluran dialogis pada pengaduan masyarakat yang terkait 
dengan pelayanan publik. 

 

3.1.  Saran dan Masukan: 

Dari beberapa kesimpulan sementara yang telah diambil, adapun beberapa 

saran dan masukan Tim Penilai Independen untuk mendorong upaya perbaikan bagi 

badan publik di lingkungan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat ataupun Pemerintahan 

Daerah Kabupaten/Kota, diantaranya; 

1. Perlunya membuat kebijakan turunan baru yang mengakomodasi tentang 
petunjuk pelaksanaan akuntabilitas dan partisipasi publik dalam 
penyelenggaraan pemerintahan daerah kedalam bentuk peraturan 
Gubernur. Mengingat, kontek peraturan daerah Nomor 11/2011 dan 
peraturan gubernur Nomor 30/2014 masih terbatas pada aspek 
Transparansi, sedangkan kendala yang dialami adalah partisipasi publik 
dalam mengakses informasi masih minim. 

2. Mendorong terbentuknya Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi (TPPI) 
untuk memberikan pertimbangan pelaksanaan uji konsekuansi atas 
informasi yang dikecualikan ditingkat perangkat daerah Provinsi Jawa 
Barat, dengan melibatkan unsur keterwakilan masyarakat. 

3. Memperkuat keberadaan Forum Komunikasi PPID (FKPPID) yang 
berpadu dengan unsure masyarakat sebagai sarana publik untuk 
menyelesaikan isu pelayanan informasi publik, peningkatan kapasitas, 
mediasi dan konsultasi. 

4. Perlunya menyusun pedoman tentang Monitoring dan Evaluasi yang 
komprehensif menyangkut pada aspek dan muatan dalam Peraturan 
Daerah Nomor 11 tahun 2011 tentang Transparansi, Akuntabilitas, dan 
Partisipasi dan Pelayanan Publik, untuk kepentingan pembinaan dan 
pengawasan pemerintahan provinsi Jawa Barat maupun Kabupaten/Kota 
secara mandiri. 
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5. Perlu adanya panduan khusus tentang tata cara mengevaluasi penerapan 
dan efektifitas penggunaan teknologi berbasis digital dari segi dampaknya 
terhadap masyarakat luas. 

6. Perlunya memperkuat upaya-upaya sosialisasi kepada masyarakat luas 
tentang keterbukaan informasi publik sebagai upaya untuk meningkatkan 
literasi masyarakat dan kredibilitas pemerintahan daerah memberikan 
informasi yang valid dan terpercaya. 

7. Mendukung upaya-upaya kreatif dan inovatif bagi perangkat daerah 
ataupun badan publik untuk memperkuat pada aspek pelibatan 
masyarakat/ partisipasi masyarakat dalam pelayanan informasi publik. 

8. Merekomendasikan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat sebagai 
model rujukan yang baik dalam tata pengelolaan pelayanan informasi 
publik dan ruang partisipasi publik, serta Kota Bandung dalam 
pengembangan inovasi teknologi pelayanan informasi publik.  
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BAB IV. PENUTUP 

   Demikian laporan ini disusun dan dibuat, untuk digunakan sebagai 

bukti pelaksanaan atas tugas dan fungsi Tim Penilai Independen, yang dapat 

digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan atau 

kebijakan, dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang 

terbuka, transparans dan akuntabel. 

 

Bandung, ……. 

Ketua TPI 

 

 

Dedy Djamaluddin Malik 



77

 
 

 

BAB IV. PENUTUP 

   Demikian laporan ini disusun dan dibuat, untuk digunakan sebagai 

bukti pelaksanaan atas tugas dan fungsi Tim Penilai Independen, yang dapat 

digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan atau 

kebijakan, dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang 

terbuka, transparans dan akuntabel. 

 

Bandung, ……. 

Ketua TPI 

 

 

Dedy Djamaluddin Malik 

 
 

 

LAPORAN PRA-EVALUASI PENILAIAN BADAN PUBLIK DALAM PENERAPAN 
STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS 
DAN PARTISIPASI DI PROVINSI JAWA BARAT 

LAMPIRAN-1. Kumpulan Penilaian Wawancara Badan Publik Tingkat Kabupaten/Kota 
Provinsi Jawa Barat 

 
No. Lembaga/ 

Perangkat 
Daerah 

Provinsi Jabar 

Justifikasi / Alasan Badan Publik Arah Perencanaan ( Yang Akan 
Dilakukan) 

1 Badan Kesatuan 
Bangsa dan 
Politik 

b. komitmen terkait anggaran untuk 
PPID tahun berjalan masih nihil 
(Nol). dukungan besaran anggaran 
pelaksanaan pengelolaan 
pengaduan pelayanan publik tahun 
2018 - 2019, yang sebesar Rp 
94.321.154, yang dialokasikan untuk 
honor tenaga front office 

c. Sekretaris Badan yang secara ex 
officio merupakan PPID Pembantu, 
baru menjabat selama satu minggu, 
sehingga belum sepenuhnya 
terlibat dalam pengelolaan PPID, 
sehari-hari. 

d. Narasumber juga menyampaikan 
koimtmen pelayanan prima dalam 
pelayanan informasi dan 
pengaduan dalam waktu 
penyelesaian permohonan, dari 
sebelumnya satu minggu menjadi 
satu hari, dan dari yang sebelumnya 
satu hari menjadi satu jam  

e. Terkait standar biaya, menurut 
narasumber permohonan 
pengajuan informasi dan 
pengaduan ke kesbangpol tidak 
dipungut biaya/gratis. Ini sebagai 
komitmen integritas, dan bukti 
tidak adanya pungutan liar dalam 
pelayanan permohonan informasi 
dan pengaduan. 

f. Terkait informasi serta merta, 
menurut narasumber, Badan 
Kesbangpol terus berupaya untuk 
meningkatkan pelayanan izin 
penelitian, dan pelayanan Surat 
Keterangan Terdaftar (SKT) untuk 

1. Menyediakan fitur chat pada 
website Badan Kesbangpol 
Prov. Jawa Barat sehingga 
masyarakat dapat 
bertinteraksi secara langsung 
untuk mempermudah 
permintaan informasi 

2. Mencantumkan daftar ormas 
yang sudah memiliki SKT 
(Surat Keterangan Terdaftar) 
secara online 

3. Meningkatkan pelayanan 
secara online dengan 
memperkaya fitur untuk 
mempermudah prosedur izin 
penelitian, dan permohonan 
rekomendasi penelitian 
secara online.  

4. Dalam hal pengelolaan dan 
pengaduan layanan publik, 
Badan Kesbangpol berencana 
membuat formulir pengaduan 
yang terintegrasi dengan 
SP4N- LAPOR 

5. Secara aktif melakukan 
sosialisasi dengan RT/RW di 
kabupaten/Kota di Jawa 
Barat agar warga dapat 
menyampaikan aspirasi 
mereka melalui LAPOR 

6. Meningkatkan kompeteni 
aparatur yang memiliki 
kecakapan dalam mengelola 
kegiatan PPID, khususnya 
dalam pelayanan informasi 
dan pengaduan. 
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No. Lembaga/ 
Perangkat 

Daerah 
Provinsi Jabar 

Justifikasi / Alasan Badan Publik Arah Perencanaan ( Yang Akan 
Dilakukan) 

organisasi 
kemasyarakatan/Lembaga 
Swadaya Masyarakat 

g. Urusan pelayanan informasi dan 
pengaduan terkesan cukup 
dipegang oleh pejabat setingkat 
Kasubag, dan teknisnya dibantu 
oleh tenaga alih daya (non-asn 

h.  Adanya ketidakjelasan rencana 
penambahan anggaran untuk 
pengadaan komputer sebanyak 10 
unit dan penambahan jumah SDM 
untuk pranata Humas. 

i. Pelayanan informasi di Badan 
Kesbangpol dilayani oleh tiga 
orang, yang terdiri dari satu orang 
ASN dan dua orang non ASN yang 
ditugaskan sebagai penata 
komputer dan admin. 

 

 
2 Badan 

Pendapatan 
Daerah 

- Uji konsekuansi belum dilakukan, 
hanya saya lebih focus pada 
pemberikan edukasi kepada 
masyarakat. 

- Standar perolehan informasi, 
tidak diberlakukan karena 
dipandang sebagai bentuk 
pelayanan publik, sehingga lebih 
mengedepankan untuk discover 
oleh PPID, secara infrastruktur 
adanya mesin fotocopy 
merupakan salah satu bentuk 
daya dukung pelayanan bagi 
masyarakat yang hendak 
membutuhkan informasi publik. 

- Sistem pendokumentasikan, 
secara prinsip telah di jalankan 
optimal dan dapat ditunjukkan, 
dengan mengedepakan aspek 
informasi, teknologi dan 
komunikasinya. 

- Pembuatan maklumat pelayanan 

Motto baru adalah “Kudu Nepi Saacan 
Indit” merupakan motto dalam kontek 
pelayanan informasi yang berpadu 
dengan fungsi dan tugas Badan Publik 
dalam pelayanan publik. Wujud 
komitmen dudukung juga dengan 
bukti yang nampak, diantaranya; 
 
Jenis Layanan: 
Jenis informasi, jadwal kegiatan 
harian, tupoksi BAPENDA dapat 
diakses penuh dalam saluran website 
Badan Publik. 
 
Komitmen Mobilisasi Sumberdaya 
Manusia. 
Secara struktur kelembagaan, telah 
mengadopsi ketentuan dalam 
Permendagri No. 3/2017, dan telah 
memadai dalam mobilisasi SDM (i.e 
adanya Kader Penggerak Pajak di 34 
P3D, Setiap penanggungjawab telah 
tersertifikasi oleh pihak Ketiga 
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memadai dalam mobilisasi SDM (i.e 
adanya Kader Penggerak Pajak di 34 
P3D, Setiap penanggungjawab telah 
tersertifikasi oleh pihak Ketiga 
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telah diselesaikan, serta 
laporannya, berikut pembuatan 
dafat informasi telah diselesaikan 
pada rentang tahun 2018-2019. 

- Informasi sebagian besar telah 
terjadwal dan terus 
terperbaharui. 

- Adanya Rencana Kegiatan harian, 
yang selanjutnya ditampilkan 
kedalam saluran YouTube channel 
untuk dapat diakses melalui situs 
resmi melalui fitur “PPID” 
merupakan salah satu bukti 
bahwa informasi dapat diakses 
secara mudah dan terjangkau. 

- Beberapa kelengkapan daya 
dukung bukti informasi hanya 
dapat buktikan dengan menelusur 
jenis konten informasi yang 
tersemat disetiap fitur pada 
jendela/layar situs resmi, 
termasuk didalamnya tentang tata 
cara memperoleh informais 
publik. 

- Informasi yang dinyatakan 
terbuka secara tidak langsung 
merupakan informasi yang telah 
ditayangkan pada situs resmi, 
meski informasi terkecualikan 
belum tersedia. 

 

sebagai Lembaga Sertifikasi Profesi 
(LSP=Markpulus) dan BNSP., adanya 
perpaduan struktur Humas dan PPID. 
 
Komitmen Daya Dukung 
Infrastruktur 
- Tersedianya saluran 

komunikasi/kanal informasi 
yang beragam, mulai TV, billboar, 
spandung, Video tron, Bioskop 
dan Booth event, mascot,dll, dan 
sosial media (Fb, Instagam dan 
twiters, dan call center) 

- Tersedianya aspek teknologi 
berbasis aplikasi ponsel bernama 
“Sambara” yang dapat diakses 
publik untuk mengetahui ragam 
informasi terkati perpajakan 
daerah termasuk layanan 
pengaduan masyarakat. 

- Adanya pola kemitraan dengan 
Pihak Telekom untuk 
meningkatkan pemasukan ke 
daerah sebesar 19.9 persan dari 
aplikasi yang dibuat. 

- Adanya ruang Transformasi 
(Transparansi, Invovasi, dan 
Informasi) yang digunakan 
sebagai sarana publik untuk 
berdialog dan berkonsultasi 
terkait perpajakan. 

- Setiap tahun adanya 
peningakatan anggaran untuk 
peruntukan kemudahan akses 
bagi masyarakat, khususnya para 
kontribusi pendapatan daerah. 

- adanya pola-pola kerjasama yang 
dibangun melalui pelibatan 
masyarakat, dan pelibatan 
pemerintahan daerah tingkat 
Kabupaten/Kota sampai dengan 
ke tingkat kecamatan, dengan 
skema reward yang jelas, dan 
mekanisme penilaian yang 
dilakukan secara independen 
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melalui adanya tim ahli 
independent. 

- Adanya mekanisme perencanaan, 
Survey index kepuasan 
masyarakat dan pelaksanaan, 
yang dilakukan secara 
independent oleh pihak ketiga. 

- Layanan informasi dilakukan 
setiap hari kerja, akan tetapi 
setiap hari libur pun tetap dapat 
menghasilkan suatu produk, 
yang prinsipnya terkait dengan 
informasi perpajakan. 

 
3 Badan 

Pengelolaan 
Keuangan dan 
Aset Daerah 

 Tidak Datang 

4 Dinas 
Perhubungan 

 Tidak datang 

5 Dinas 
Perpustakaan 
dan Kearsipan 

1. Ketidaklengkapan dalam 
informasi yang setiap saat 
disusulkan namun sudah 
melewati batas waktu. 

2. Ada indikasi tumbuhnya 
semangat untuk memenuhi 
kelengkapan informasi, 
namun belum memenuhi 
sesuai jadwal. 

 

1. Mengoptimalkan digital 
marketing dengan menambah 
SDM dari sudut jumlah dan 
kompetensi. 

2. Rencana 
mengdokumentasikan hasil-
hasil riset badan public 
dengan resumenya. 

3. Membuat laporan pengguna 
perpus dan kearsifan 
berdasarkan kategori 
pekerjaan. 

4. Inovasi program e-book via 
online agar makin mudah 
diakses pengguna. 

 
6 Dinas 

Pemberdaan 
Perempuan 
Perlindungan 
Anak dan 
Keluarga 
Berencana  

- Meja layanan informasi publik dan 
kelengkapannya seperti baliho kini 
sudah tersedia. 

- Tidak memperlihatkan kelengkapan. 

- Anggaran informasi publik menyatu 

- Komitmen atasan terlihat 
nyataditunjukkan dengan kehadiran 
Sekdis mendampingi staf pengelola 
informasi publik. Sekdis, yang baru 
dilantik tanggal 1 Juli 2018.  
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4. Inovasi program e-book via 
online agar makin mudah 
diakses pengguna. 
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- Meja layanan informasi publik dan 
kelengkapannya seperti baliho kini 
sudah tersedia. 
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- Komitmen atasan terlihat 
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atau dititipkan pada sektor lainnya, 
sehingga peruntukannya tidak jelas 
dan tergantung pada anggaran 
lainnya. 

- SDM yang ada merangkap untuk 
mengurusi kehumasan dan 
kepegawaian. Dalam kondisi 
memiliki beban bertumpuk seperti 
ini, otomatis yang didahulukan 
adalah urusan kepegawaian serta 
kehumasan. 

- pengadaan infrastruktur pelayanan 
informasi publik tidak terlihat 
dikarenakan yang memohon 
informasi publik di jajarannya 
hanya sedikit. 

- Komitmen dalam Koordinasi 
dengan PPID Utama juga tidak 
terlihat 

-  

 

7 Badan 
Kepegawaian 
Daerah 

- Beberapa aspek standar pelayanan 
informasi publik, belum 
sepenuhnya dapat 
diperbaharui/terpenuhi saat 
wawancara dilakukan. Kendati 
demikian, arah perencanaan yang 
dalam waktu dekat akan 
dilaksanakan secara umum telah 
mengakomodasi kebutuhan 
standar-standar pelayanan 
informasi yang akan 
diimplementasikan.  

- Standar yang paling siginifikan 
telah diakomodasi antara lain, 
terkait sarana khusus untuk 
penyandang disabilitas, dan 
pemilahan pemohon yang berasal 
dari ASN maupun Non-ASN. 

- Aspek-aspek informasi telah masuk 
dalam arah perencanaan kedepan, 
yang telah dirancang dan telah 
teralokasikan anggarannya untuk 

Hasil presentasi menunjukkan bahwa; 
1. Secara struktur organisasi 

telah tersedia 
2. Beberapa informasi terkait 

agenda rapat atau yang 
diumumkan serta merta telah 
terbaharui 

Komitmen Infrastruktur: 
- Saluran komunikasi/kanal 

penyebarluasan informasi telah 
tersedia yang mudah untuk 
diakses 

- Beberapa infrastruktur lainnya 
seperti sarana layanan, belum 
memadai, Akan tetapi telah 
masuh dalam perencanaan yang 
akan diimplementasikan pada 
tahun 2019. 

- Pendekatan aspek teknologi 
digital, system pelayanan 
informasi akan dikembangkan “ 
one gate system services” 
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dilaknsakan pada tahun 2019. 
Sampai dengan, dilaksanakannya 
wawancara, ragam informasi yang 
ada telah diperbaharui kedalam 
situs resmi BKD. 

Komitmen Anggaran 
- Anggaran telah dialokasikan dan 

siap dieksekusi untuk rencana dan 
konsep pengembangan pelayanan 
informasi yang terintegrasi dengan 
pelayan publik, dengan sasaran 
pemohon ASN dan Non-ASN. 
Pelaksanaan akan dilaksanakan 
pada tahun 2019. 

Komitmen Dalam memobilisasi SDM 
- Tenaga manusia yang 

diberdayakan lebih 
mengoptimalkan ketersediaan ASN 
yang ada. PPID terkendala tidak 
dapat merekrut tenaga dari luar 
dengan skema kontrak, sesuai 
ketentuan yang berlaku secara 
internal. 

 
8 Dinas Tanaman 

Pangan dan 
Hortikultura  

Dalam presentasi, hal-hal yang 
dipertanyakan telah tersedia. Bahkan, 
terdapat dua ruang pelayanan publik 
untuk menghadapi pemohon individu 
dan kolektif.  

Kendati demikian, fasilitas-fasilitas 
tersebut tersedia SETELAH laporan 
dikumpulkan. 

Informasi tentang Kegiatan Pelayanan 
Publik: ada 

Informasi tentang Penelitian: ada 

Informasi Publik lain yang dinyatakan 
terbuka: ada 

Informasi tentang tata cara 
pengumuman informasi publik: ada 

Informasi yang disampaikan Pejabat 
BP dalam pertemuan terbuka: ada 

Namun, semua ini baru bisa 
ditunjukkan SETELAH laporan 
dikumpulkan.  

Komitmen atasan terlihat nyata, ini 
terbukti dari upaya meningkatkan 
performa layanan informasi publik 
setelah mendapatkan masukan 
berdasarkan penilaian monev. Hal-hal 
yang ‘miss’ dari pelayanan publik 
kemudian direvisi dengan cepat 
sehingga pada saat presentasi sudah 
bisa diperlihatkan bukti 
peningkatannya. 

Komitmen mobilisasi anggaran 
tergambar melalui laporan di atas. 
Demikian pula dengan komitmen 
mobilisasi infrastruktur (melalui 
pengadaan ruang, peningkatan 
kapasitas pengolah data IT, jaringan, 
dan lain-lain), serta mobilisasi 
sumberdaya (selain dilengkapi 
struktur staf yang lengkap, juga 
mendapatkan tambahan SDM baru 
yang mampu mengelola konten media 
sosial dan memproduksi informasi 
dalam bentuk teks maupun 
audiovisual). 

Koordinasi berlangsung dengan baik. 
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dilaknsakan pada tahun 2019. 
Sampai dengan, dilaksanakannya 
wawancara, ragam informasi yang 
ada telah diperbaharui kedalam 
situs resmi BKD. 

Komitmen Anggaran 
- Anggaran telah dialokasikan dan 

siap dieksekusi untuk rencana dan 
konsep pengembangan pelayanan 
informasi yang terintegrasi dengan 
pelayan publik, dengan sasaran 
pemohon ASN dan Non-ASN. 
Pelaksanaan akan dilaksanakan 
pada tahun 2019. 

Komitmen Dalam memobilisasi SDM 
- Tenaga manusia yang 

diberdayakan lebih 
mengoptimalkan ketersediaan ASN 
yang ada. PPID terkendala tidak 
dapat merekrut tenaga dari luar 
dengan skema kontrak, sesuai 
ketentuan yang berlaku secara 
internal. 

 
8 Dinas Tanaman 

Pangan dan 
Hortikultura  

Dalam presentasi, hal-hal yang 
dipertanyakan telah tersedia. Bahkan, 
terdapat dua ruang pelayanan publik 
untuk menghadapi pemohon individu 
dan kolektif.  

Kendati demikian, fasilitas-fasilitas 
tersebut tersedia SETELAH laporan 
dikumpulkan. 

Informasi tentang Kegiatan Pelayanan 
Publik: ada 

Informasi tentang Penelitian: ada 

Informasi Publik lain yang dinyatakan 
terbuka: ada 

Informasi tentang tata cara 
pengumuman informasi publik: ada 

Informasi yang disampaikan Pejabat 
BP dalam pertemuan terbuka: ada 

Namun, semua ini baru bisa 
ditunjukkan SETELAH laporan 
dikumpulkan.  

Komitmen atasan terlihat nyata, ini 
terbukti dari upaya meningkatkan 
performa layanan informasi publik 
setelah mendapatkan masukan 
berdasarkan penilaian monev. Hal-hal 
yang ‘miss’ dari pelayanan publik 
kemudian direvisi dengan cepat 
sehingga pada saat presentasi sudah 
bisa diperlihatkan bukti 
peningkatannya. 

Komitmen mobilisasi anggaran 
tergambar melalui laporan di atas. 
Demikian pula dengan komitmen 
mobilisasi infrastruktur (melalui 
pengadaan ruang, peningkatan 
kapasitas pengolah data IT, jaringan, 
dan lain-lain), serta mobilisasi 
sumberdaya (selain dilengkapi 
struktur staf yang lengkap, juga 
mendapatkan tambahan SDM baru 
yang mampu mengelola konten media 
sosial dan memproduksi informasi 
dalam bentuk teks maupun 
audiovisual). 

Koordinasi berlangsung dengan baik. 
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Agenda Kerja Pimpinan: aspek ini 
tampaknya tak dipahami oleh tim 
Distan. Agenda Kerja Pimpinan 
dianggapnya sebagai ‘ajakan rapat via 
WA yang diupdate setiap saat’. 

9 Dinas Koperasi 
dan Usaha Kecil  

1).Komitmen Pimpinan/Atasan PPID  
atau kepala daerah, secara informal 
dianggap cukup tinggi, misalnya Kadis 
dianggap “dekat” dengan stakeholders 
seperti wartawan, Koperasi-koperasi. 
Pimpinan punya WA Grup yang cepat 
menginformasikan sesuatu dan 
menyelesaikan masalah yg spontan. 
Namun secara formal belum memadai, 
spt pengakuan secara 
struktur,anggaran dll 
2). Komitmen Besaran Anggaran relatif 
kecil, 300 juta untuk mengolah dan 
menyebarluaskan informasi di 
bidangnya 
3). Sekretaris kepala dinas baru 
diangkat 6 bulan 
Jadi sedang mempelajari tentang 
eksistensi keterbukaan informasi 
public di dinasnya. 
4).Komitmen Mobilisasi Sumberdaya 
Manusia, masih sangat rendah, karena 
instruksi belum datang dari pucuk 
pimpinan. Ada 7 orang yang 
melaksanakan fungsi PPID dan itupun 
belum ada Surat Keputusan  
5).Komitmen Kelengkapan 
Infrastruktur, belum optimal 
6).Koordinasi dengan PPID Utama 
dirasakan cukup intens oleh PPID 
Pembantu, seperti sering diundang 
dalam pelatihan, bimtek, sharing 
informasi, dll 
 
Kendala yang dihadapi : masing-
masing bidang punya tupoksi sendiri 
sehingga sulit untuk koordinasinya, 
diatasi sementara dengan WAG. 

- Ingin memiliki SOTK yang 
lebih mapan untuk 
menjalankan tupoksi dinas 
Koperasi dan Usaha Kecil 

- Ingin mengkoordinir 
informasi tentang lembaga 
koperasi yang tersebar di 
Jawa Barat dan memberikan 
edukasi pada masyarakat 
misalnya tentang pendirian 
koperasi, harus punya badan 
hukum dulu.   
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Selama tahun 2018/2019 ada 30 
pemohon informasi dan 3 pengaduan 
langsung 

Aplikasi data yang terus berubah, 
cukup menyulitkan, karena harus 
belajar lagi/penyesuaian dan itu perlu 
waktu. Juga kementerian, kominfo 
minta data yang berbeda-beda 
formatnya, walaupun secara substansi 
sama, sehingga menyulitkan. 

SDM kominfo di dinas ini banyak yang 
pension, jadi saat ini praktis hanya 1 
kasi, 1 staf, sedang kaderisasi. 

10 Dinas Sosial 1. Menurut Narasumber, Dinas 
Sosial Provinsi Jawa Barat 
tidak mencantumkan LHKPN 
pimpinan, karena 
menurutnya ia tidak memiliki 
kewenangan terkait hal 
tersebut. 

2. Sedangkan terkait Data 
Pengelolaan Anggaran (DPA), 
menurut narasumber, tidak 
dicantumkan seluruhnya, dan 
hanya rekapannya saja. 

3. Terkait standar biaya, 
menurut narasumber 
permohonan pengajuan 
informasi dan pengaduan ke 
Dinas Sosial tidak dipungut 
biaya/gratis.  

4. Penanganan terhadap 
pengajuan layanan informasi 
dan pengaduan, menurut 
narasumber diselesaikan 
sesuai SOP, yaitu tidak lebih 
dari 10 hari. Namun tidak 
terdapat SOP terkait hal ini 
dalam SAQ maupun website 
Dinas Sosial Prov. Jabar.  

5. Narasumber sebagai 
pengelola PPID Pembantu 
Dinas Sosial, juga secara aktif 

Tidak datang 
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Selama tahun 2018/2019 ada 30 
pemohon informasi dan 3 pengaduan 
langsung 

Aplikasi data yang terus berubah, 
cukup menyulitkan, karena harus 
belajar lagi/penyesuaian dan itu perlu 
waktu. Juga kementerian, kominfo 
minta data yang berbeda-beda 
formatnya, walaupun secara substansi 
sama, sehingga menyulitkan. 

SDM kominfo di dinas ini banyak yang 
pension, jadi saat ini praktis hanya 1 
kasi, 1 staf, sedang kaderisasi. 
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menurutnya ia tidak memiliki 
kewenangan terkait hal 
tersebut. 

2. Sedangkan terkait Data 
Pengelolaan Anggaran (DPA), 
menurut narasumber, tidak 
dicantumkan seluruhnya, dan 
hanya rekapannya saja. 

3. Terkait standar biaya, 
menurut narasumber 
permohonan pengajuan 
informasi dan pengaduan ke 
Dinas Sosial tidak dipungut 
biaya/gratis.  

4. Penanganan terhadap 
pengajuan layanan informasi 
dan pengaduan, menurut 
narasumber diselesaikan 
sesuai SOP, yaitu tidak lebih 
dari 10 hari. Namun tidak 
terdapat SOP terkait hal ini 
dalam SAQ maupun website 
Dinas Sosial Prov. Jabar.  

5. Narasumber sebagai 
pengelola PPID Pembantu 
Dinas Sosial, juga secara aktif 

Tidak datang 
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berkordinasi dengan PPID 
Utama (Humas Pemprof 
Jabar), dan berkonsultasi 
dalam urusan pengelolaan 
PPID. 

6. Menurut Narasumber, Dinas 
Sosial turut menyampaikan 
informasi serta merta dengan 
menyampaikan program-
program Dinas Sosial dalam 
acara/kegiatan di lingkungan 
Setda Provinsi Jawa Barat di 
Gd. Sate. 

1. Penunjukan Narasumber 
dalam kapasitas sebagai 
Pengelola PPID Pembantu, 
yang mengelola PPID sehari-
hari, menunjukan kurangnya 
perhatian dan komitmen dari 
pimpinan Dinas Sosial, 
terlepas dari alasan bahwa 
PPID Pembantu (Sekretaris 
Dinas Sosial), adalah pejabat 
baru yang baru saja 
mendapat promosi/mutasi. 
(Aspek Kredibilitas dan 
Mobilisasi Sumber Daya)  

2. Demikian juga terkait tidak 
tersedianya informasi 
komitmen anggaran untuk 
PPID yang menurut 
pengakuan narasumber lebih 
banyak dialokasikan untuk 
honor staf non-ASN. Tidak 
juga tersedia alokasi 
anggaran untuk 
meningkatkan Standar 
Kualitas Layanan Informasi 
dan peningkatan 
kompetensi/kapabiitas 
pengelola PPID. (Komitmen 
anggaran) 

3. Tidak juga terlihat inovasi, 
gagasan, dan rencana 
kebijakan untuk 
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meningkatkan kinerja PPID 
Pembantu di Dinas Sosial, 
khususnya dalam pelayanan 
permohonan informasi dan 
pengaduan.  

4. Narasumber menyampaikan 
bahwa pelayanan informasi di 
Dinas Sosial dilayani oleh tiga 
orang, yang terdiri dari satu 
orang ASN (narasumber) dan 
dua orang non ASN yang 
ditugaskan sebagai penata 
komputer dan  admin. Namun 
hingga saat ini menurut 
narasumber, belum ada 
rencana menambah SDM 
untuk meningkatkan kinerja 
PPID di Dinas Sosial 

5. Narasumber 
menginformasikan bahwa 
sesuai dengan apa yang 
disampaikan dalam SAQ, 
Dinas Sosial Prov. Jabar telah 
memiliki ruangan pelayanan 
dan pengaduan informasi. 

6. Namun terkait ketersediaan 
buku register yang mencatat 
permohonan pengajuan 
informasi dan pengaduan, 
menurut narasumber. Tidak 
disediakan buku terpisah, 
melainkan digabungkan 
dalam buku Surat Masuk dan 
Keluar. Namun, Dinas Sosial 
sudah mengintegrasikan 
permohonan pengaduan 
melalui SP4N-LAPOR. 

7. Komitmen Pimpinan Dinas 
Sosial menurut narasumber 
terhadap keberadaan PPID 
cukup baik. Pimpinan Dinas 
Sosial mendukung penuh 
keberadaan PPID Pembantu 
di Dinas Sosial.  

8. Komitmen pimpinan menurut 
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No. Lembaga/ 
Perangkat 

Daerah 
Provinsi Jabar 

Justifikasi / Alasan Badan Publik Arah Perencanaan ( Yang Akan 
Dilakukan) 

meningkatkan kinerja PPID 
Pembantu di Dinas Sosial, 
khususnya dalam pelayanan 
permohonan informasi dan 
pengaduan.  

4. Narasumber menyampaikan 
bahwa pelayanan informasi di 
Dinas Sosial dilayani oleh tiga 
orang, yang terdiri dari satu 
orang ASN (narasumber) dan 
dua orang non ASN yang 
ditugaskan sebagai penata 
komputer dan  admin. Namun 
hingga saat ini menurut 
narasumber, belum ada 
rencana menambah SDM 
untuk meningkatkan kinerja 
PPID di Dinas Sosial 

5. Narasumber 
menginformasikan bahwa 
sesuai dengan apa yang 
disampaikan dalam SAQ, 
Dinas Sosial Prov. Jabar telah 
memiliki ruangan pelayanan 
dan pengaduan informasi. 

6. Namun terkait ketersediaan 
buku register yang mencatat 
permohonan pengajuan 
informasi dan pengaduan, 
menurut narasumber. Tidak 
disediakan buku terpisah, 
melainkan digabungkan 
dalam buku Surat Masuk dan 
Keluar. Namun, Dinas Sosial 
sudah mengintegrasikan 
permohonan pengaduan 
melalui SP4N-LAPOR. 

7. Komitmen Pimpinan Dinas 
Sosial menurut narasumber 
terhadap keberadaan PPID 
cukup baik. Pimpinan Dinas 
Sosial mendukung penuh 
keberadaan PPID Pembantu 
di Dinas Sosial.  

8. Komitmen pimpinan menurut 

 
 

 

No. Lembaga/ 
Perangkat 

Daerah 
Provinsi Jabar 

Justifikasi / Alasan Badan Publik Arah Perencanaan ( Yang Akan 
Dilakukan) 

narasumber ditunjukan 
dengan tersedianya 
pelayanan informasi di Dinas 
Sosial, dan pembuatan WA 
Group untuk memudahkan 
kordinasi dan pengambilan 
keputusan terkait pengajuan 
permohonan layanan 
informasi, pengaduan, 
sekaligus pengajuan bantuan 
untuk kegiatan rehabilitasi 
sosial.  

9. Dinas sosial juga memiliki 
akun media sosial (Instagram, 
twitter, facebook) yang 
digunakan sebagai kanal 
pelayanan informasi dan 
pengaduan. 

10. Narasumber tidak cukup jelas 
menggambarkan komitmen 
anggaran yang khusus 
dialokasikan untuk 
pengelolaan PPID. 
Menurutnya, alokasi 
anggaran untuk PPID, 
dialokasikan terutama untuk 
honor tenaga penata 
komputer dan admin website. 
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LAPORAN PRA-EVALUASI PENILAIAN BADAN PUBLIK DALAM PENERAPAN 
STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS 
DAN PARTISIPASI DI PROVINSI JAWA BARAT 

LAMPIRAN-2. 

PPID
 O

PD
 

  
 

: K
O

TA BAN
D

U
N

G 
Tanggal/Lokasi Penilaian 

: SEN
IN

, 15 JULI 2019 
Tem

pat Penilaian 
 

: Surya Kencana Boutique Guest H
ouse, Jl. Suryakencana N

o. 11A, Coblong – Kota Bandung 
N

am
a Penilai Independen 

: Prof.Dr. Atie Rachm
iatie 

 H
asil Penilaian 

Verifikasi dan 
Laporan Pelayanan 
Inform

asi Publi 
bersum

ber 
Pem

eriksanaan fisik 
kelengkapan dan 
terkait dengan 
PPID

,LLIP,SS dan 
Berkala 
 

Tem
uan-

tem
uan 

Kunci hasil  
Verifikasi ( 
B) – lihat 
lam

piran 
pendukung 

 Penjelasan D
eskriptif /Justifikasi PPID

  terhadap Tem
uan Kunci , 

dan aspek pertanyaan ( C ) 
W

aw
ancara dengan Kadiskom

info Kota Bandung, Bpk Anton ( 
Pejabat Baru), Bu Ahyani pejabat lam

a (transisi baru 6 bulan 
dipindahkan), Bu Susi dan Staf 2 orang 
1). Kom

itm
en Pim

pinan/Atasan PPID atau kepala daerah, sangat tinggi, 
terbukti pejabat lam

a dan pejabat baru, m
elaksanakan transisi yang 

baik dan terencana. Pim
pinan baru m

au “belajar” tentang KIP. 
Pim

pinan m
em

aham
i dasar filosofis KIP karena yang dihadapinya 

m
asyarakat ibu kota propinsi yang dianggap sudah “m

ature” dalam
 

inform
asi, m

edia literasinya tinggi. Untuk itu m
ereka bekerja dengan 

terus m
elakukan inovasi dan sesuai norm

a. 
 2). Kom

itm
en Besaran Anggaran : dirasakan cukup m

em
adai, m

elekat 
pada tupoksi yang ada dan bersifat terpusat. 
 3). Kom

itm
en M

obilisasi Sum
berdaya M

anusia : Cukup tinggi dengan 
m

elakukan koordinasi, kom
unikasi dan integrasi penyediaan data 

dengan para PPID Pem
bantu dan PPID Sub Pem

bantu. SDM
 yang 

m
enjalankan fungsi PPID saat ini (pejabat lam

a) sangat dinam
is, 

m
em

iliki pengalam
an yang cukup dan bekerja secara professional. 

 4). Kom
itm

en Kelengkapan Infrastruktur : Sudah m
em

adai dan sangat 
lengkap juga representative. 
 5). Koordinasi PPID Utam

a dan PPID Pem
bantu  dan ada PPID

 Sub 
Pem

bantu  (sebagai sebuah inovasi)  berjalan baik m
elalui 

berbagai kanal-kanal inform
asi digital : youtube, kanal m

edia 
sosial juga pertem

uan offline. 

 Penjelasan/Justifikasi 
PPID

 Kota Bandung 
sangat realistik/ 
Relevant dengan 
kriteria 
Penjelasan PPID sangat 
m

em
adai M

em
adai.  
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LAPORAN PRA-EVALUASI PENILAIAN BADAN PUBLIK DALAM PENERAPAN 
STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS 
DAN PARTISIPASI DI PROVINSI JAWA BARAT 

LAMPIRAN-2. 

PPID
 O

PD
 

  
 

: K
O

TA BAN
D

U
N

G 
Tanggal/Lokasi Penilaian 

: SEN
IN

, 15 JULI 2019 
Tem

pat Penilaian 
 

: Surya Kencana Boutique Guest H
ouse, Jl. Suryakencana N

o. 11A, Coblong – Kota Bandung 
N

am
a Penilai Independen 

: Prof.Dr. Atie Rachm
iatie 

 H
asil Penilaian 

Verifikasi dan 
Laporan Pelayanan 
Inform

asi Publi 
bersum

ber 
Pem

eriksanaan fisik 
kelengkapan dan 
terkait dengan 
PPID

,LLIP,SS dan 
Berkala 
 

Tem
uan-

tem
uan 

Kunci hasil  
Verifikasi ( 
B) – lihat 
lam

piran 
pendukung 

 Penjelasan D
eskriptif /Justifikasi PPID

  terhadap Tem
uan Kunci , 

dan aspek pertanyaan ( C ) 
W

aw
ancara dengan Kadiskom

info Kota Bandung, Bpk Anton ( 
Pejabat Baru), Bu Ahyani pejabat lam

a (transisi baru 6 bulan 
dipindahkan), Bu Susi dan Staf 2 orang 
1). Kom

itm
en Pim

pinan/Atasan PPID atau kepala daerah, sangat tinggi, 
terbukti pejabat lam

a dan pejabat baru, m
elaksanakan transisi yang 

baik dan terencana. Pim
pinan baru m

au “belajar” tentang KIP. 
Pim

pinan m
em

aham
i dasar filosofis KIP karena yang dihadapinya 

m
asyarakat ibu kota propinsi yang dianggap sudah “m

ature” dalam
 

inform
asi, m

edia literasinya tinggi. Untuk itu m
ereka bekerja dengan 

terus m
elakukan inovasi dan sesuai norm

a. 
 2). Kom

itm
en Besaran Anggaran : dirasakan cukup m

em
adai, m

elekat 
pada tupoksi yang ada dan bersifat terpusat. 
 3). Kom

itm
en M

obilisasi Sum
berdaya M

anusia : Cukup tinggi dengan 
m

elakukan koordinasi, kom
unikasi dan integrasi penyediaan data 

dengan para PPID Pem
bantu dan PPID Sub Pem

bantu. SDM
 yang 

m
enjalankan fungsi PPID saat ini (pejabat lam

a) sangat dinam
is, 

m
em

iliki pengalam
an yang cukup dan bekerja secara professional. 

 4). Kom
itm

en Kelengkapan Infrastruktur : Sudah m
em

adai dan sangat 
lengkap juga representative. 
 5). Koordinasi PPID Utam

a dan PPID Pem
bantu  dan ada PPID

 Sub 
Pem

bantu  (sebagai sebuah inovasi)  berjalan baik m
elalui 

berbagai kanal-kanal inform
asi digital : youtube, kanal m

edia 
sosial juga pertem

uan offline. 

 Penjelasan/Justifikasi 
PPID

 Kota Bandung 
sangat realistik/ 
Relevant dengan 
kriteria 
Penjelasan PPID sangat 
m

em
adai M

em
adai.  

Kota Bandung m
em

ililki 77 Perangkat Daerah dengan UPT yang sangat 
banyak (274 SD, 57 SM

P, 80 Puskesm
as dll) sebagai PPID Sub Pem

bantu. 
 

Standar Layanan 
Inform

asi Publik 
(SLIP) 

 

SLIP berdasarkan norm
a dasar, norm

a um
um

 dan ada norm
a 

(peraturan) teknis yaitu Perw
al Bandung no. 1340/2017 tentang 

pedom
an PPID

 di Lingkungan Pem
kot Nandung dan Keputusan 

W
alikota Bandung nom

or 480/kep.021-D
iskom

info/2018 tentang 
penetapan Pejabat PPID

 di Lingkungan Pem
kot Bandung. 

D
aftar Akses Inform

asi Publik Kota Bandung ada di : 
- 

ppid.bandung.go.id (W
ebsite) 

- 
 PPID

 Kota Bandung (Facebook) 
- 

@
ppidkotabandung (Tw

itter) 
- 

PPID
 Kota Bandung 

- 
Ppidkotabandung 

- 
Com

m
ent center yang sedang disusun standarnya  

 

 

Inform
asi Serta 

M
erta 

 

Koordinasi dengan PPID
 Pem

bantu, karena yang m
enjadi sengketa 

inform
asi m

enjadi sangat spesifik, m
isalnya m

enanyakan hasil 
Am

dal untuk seluruh w
ilayah kota Bandung 

 

 

Arah Rencana 
Kedepan ( inovasi, 
gagasan, 
kebijakan,dll) 

Presentasi 5-
10 m

enit 
PPID

 -O
PD

 

Sebagai bentuk inovasi Kota Bandung adalah : 
1. 

M
em

iliki PPID
 sub Pem

bantu, yang m
enggerakan berbagai 

disem
inasi inform

asi sem
akin m

assif dan m
em

beri solusi 
atas perm

asalahan di tingkat lokal 
2. 

Selain PPID
 Kota Bandung di m

onev, lem
baga ini juga 

m
elakukan m

onev terhadap PPID
 pem

bantu dan PPID
 Sub 

Pem
bantu  

3. 
M

em
buat Aplikasi M

onev khusus  
4. 

M
elakukan kolaborasi dengan m

asyarakat (Kelom
pok 

Inform
asi M

asyarakat), dengan Perguruan Tinggi dll 
5. 

Akan m
em

buat “M
all Inform

asi Publik” sem
acam

 “O
ne Stop 

Service Inform
ation” , segala m

acam
 inform

asi yang 
dibutuhkan m

asyarakat ada di satu tem
pat, sehingga 
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sangat m
em

udahkan  m
asyarakat m

engakses inform
asi. 

6. 
M

erencanakan pem
bentukan Kom

isi Inform
asi D

aerah Kota 
Bandung, untuk m

em
udahkan penyelesaian perm

asalahan 
7. 

Selalu m
enjadi rujukan bagi PPID

 Pem
erintah 

Kota/Kabupaten di seluruh Indonesia, dengan seringnya 
tam

u yang berkunjung untuk studi banding. 
8. 

Ingin m
em

bentuk PPID
 sam

pai tingkat Kelurahan, karena 
dari 151 kelurahan m

ereka m
engelola dana desa, jadi perlu 

di m
onev. 
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sangat m
em

udahkan  m
asyarakat m

engakses inform
asi. 

6. 
M

erencanakan pem
bentukan Kom

isi Inform
asi D

aerah Kota 
Bandung, untuk m

em
udahkan penyelesaian perm

asalahan 
7. 

Selalu m
enjadi rujukan bagi PPID

 Pem
erintah 

Kota/Kabupaten di seluruh Indonesia, dengan seringnya 
tam

u yang berkunjung untuk studi banding. 
8. 

Ingin m
em

bentuk PPID
 sam

pai tingkat Kelurahan, karena 
dari 151 kelurahan m

ereka m
engelola dana desa, jadi perlu 

di m
onev. 

 

 
                      PPID

 O
PD

 
  

 
: K

ABU
PATEN

 BAN
D

U
N

G 
Tanggal/Lokasi Penilaian 

: SEN
IN

, 15 JULI 2019 
Tem

pat Penilaian 
 

: Surya Kencana Boutique Guest H
ouse, Jl. Suryakencana N

o. 11A, Coblong – Kota Bandung 
N

am
a Penilai Independen 

: Prof.Dr. Atie Rachm
iatie 

 H
asil Penilaian 

Verifikasi dan 
Laporan Pelayanan 
Inform

asi Publi 
bersum

ber 
Pem

eriksanaan fisik 
kelengkapan dan 
terkait dengan 
PPID

,LLIP,SS dan 
Berkala 
 

Tem
uan-

tem
uan 

Kunci hasil  
Verifikasi ( B) 
– lihat 
lam

piran 
pendukung 

 Penjelasan D
eskriptif /Justifikasi PPID

  terhadap Tem
uan Kunci , 

dan aspek pertanyaan ( C ) 
W

aw
ancara dengan  Kabid H

um
as/PPID

 Kab Bandung, Kasi dan 
staf 
1). Kom

itm
en Pim

pinan/Atasan PPID  atau kepala daerah, cukup tinggi 
dari Bupati karena ingin m

enyebarluaskan visi,m
isi kab Bandung 

m
elalui 79 PPID pem

bantu di setiap perangkat daerah, diantaranya di 
Rum

ah –rum
ah sakit, kecam

atan. 
 2).Kom

itm
en Besaran Anggaran, berdasarkan keterangan 1%

 dari 
APBD Kab Bandung. Jabatan fungsional PPID m

em
peroleh tunjangan 

Rp. 4.000.000,- per bulan. Jadi dinilai cukup tinggi 
 3). Kom

itm
en M

obilisasi Sum
berdaya M

anusia, cukup tinggi, dengan 
m

em
buat SK yang terkait dengan struktur dan tatakerja serta 

pem
bentukan PPID pem

bantu, m
em

buat liputan khusus dan talkshow
 di 

m
edia elektronik secara interaktif.  

M
elibatkan SDM

 dari perguruan tinggi (Tel-U) seperti Pengabdia kpd 
m

asyarakat, m
agang, dll. 

 4). Kom
itm

en Kelengkapan Infrastruktur, dinilai sangat m
em

adai, 
ruangan dan fasilitas lengkap dan representative 
 5). Koordinasi PPID Utam

a dan PPID Pem
bantu sangat baik, karena 

seing m
engadakan rapat koordinasi, ada w

orkshop untuk PPID 
Pem

bantu dari m
ulai yang m

endasar sam
pai teknis im

plem
entasinya, 

 Penjelasan/Justifikasi 
Pejabat PPID

, yang 
hadir cukup realistik/ 
Relevan. 
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m
enyusun integrasi inform

asi, penguatan SDM
 PPID Pem

bantu. 
Ada Koordinasi secara inform

al juga, m
elalui W

AG. 
 

KInform
asi Publik 

(SLIP) 
 

- 
Ada regulasi dalam

 pem
bentukan dan keberadaan PPID

 
pem

kab Bandung berbentuk SK Bupati no. 
487/Kep.277-Kom

info/2017. PPID
 Utam

a m
elekat pada 

jabatan structural Kadisinfo &
 statistic kab Bandung 

- 
Ada Sistem

 layanan pengaduan  public secara online 
yaitu : 
a. 

SM
S bandungkab isi aduan/laporan kirim

 ke 1708 
b. 

Tw
itter : @

LAPO
R1708 

c. 
Facebook : Layanan Aspirasi dan Pengaduan O

nline 
Rakyat 

- 
Sudah ada Standar O

perasional Prosedur (SO
P) D

IP, 
SO

P Pelayanan Inform
asi PUblik, SO

P Uji Konsekuensi, 
SO

P Penanganan keberatan dan SO
P Fasilitas Sengketa 

Inform
asi. 

 

 

Inform
asi Serta 

M
erta 

 
Tidak ada penjelasan tam

bahan 
 

 

Arah Rencana 
Kedepan ( inovasi, 
gagasan, 
kebijakan,dll) 

Presentasi 5-
10 m

enit 
PPID

 –O
PD

 

-PPID
 punya w

eb sendiri berbeda dengan w
eb kabupaten Bandung 

-Punya e-lapor dengan w
eb yang di link an, jadi inovasinya satu 

pintu, yang disam
bungkan ke link O

PD
  

-Tiap desa punya w
eb sendiri, karena program

 “Sabilulungan 
m

em
bangun 1000 desa”, sudah ada 270 desa yang terdaftar di 

W
eb. 

-Ada lom
ba tentang pentingnya keterbukaan inform

asi public 
antar PPID

 pem
bantu, sehingga m

ereka aw
are ttg hal ini. 

Selanjutnya ada dam
pak bagi Pem

enang, m
isalnya m

endapat 
bentuan-bantuan. 
-PPID

 Kab Bandung m
enyebarluaskan inform

asi m
elalui 

broadcasting, radio sendiri seperti “Kandaga” atau di Televisi 
lokal. 
-Sudah m

em
iliki Inform

asi yang dikecualikan dan sudah m
elalui 
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m
enyusun integrasi inform

asi, penguatan SDM
 PPID Pem

bantu. 
Ada Koordinasi secara inform

al juga, m
elalui W

AG. 
 

KInform
asi Publik 

(SLIP) 
 

- 
Ada regulasi dalam

 pem
bentukan dan keberadaan PPID

 
pem

kab Bandung berbentuk SK Bupati no. 
487/Kep.277-Kom

info/2017. PPID
 Utam

a m
elekat pada 

jabatan structural Kadisinfo &
 statistic kab Bandung 

- 
Ada Sistem

 layanan pengaduan  public secara online 
yaitu : 
a. 

SM
S bandungkab isi aduan/laporan kirim

 ke 1708 
b. 

Tw
itter : @

LAPO
R1708 

c. 
Facebook : Layanan Aspirasi dan Pengaduan O

nline 
Rakyat 

- 
Sudah ada Standar O

perasional Prosedur (SO
P) D

IP, 
SO

P Pelayanan Inform
asi PUblik, SO

P Uji Konsekuensi, 
SO

P Penanganan keberatan dan SO
P Fasilitas Sengketa 

Inform
asi. 

 

 

Inform
asi Serta 

M
erta 

 
Tidak ada penjelasan tam

bahan 
 

 

Arah Rencana 
Kedepan ( inovasi, 
gagasan, 
kebijakan,dll) 

Presentasi 5-
10 m

enit 
PPID

 –O
PD

 

-PPID
 punya w

eb sendiri berbeda dengan w
eb kabupaten Bandung 

-Punya e-lapor dengan w
eb yang di link an, jadi inovasinya satu 

pintu, yang disam
bungkan ke link O

PD
  

-Tiap desa punya w
eb sendiri, karena program

 “Sabilulungan 
m

em
bangun 1000 desa”, sudah ada 270 desa yang terdaftar di 

W
eb. 

-Ada lom
ba tentang pentingnya keterbukaan inform

asi public 
antar PPID

 pem
bantu, sehingga m

ereka aw
are ttg hal ini. 

Selanjutnya ada dam
pak bagi Pem

enang, m
isalnya m

endapat 
bentuan-bantuan. 
-PPID

 Kab Bandung m
enyebarluaskan inform

asi m
elalui 

broadcasting, radio sendiri seperti “Kandaga” atau di Televisi 
lokal. 
-Sudah m

em
iliki Inform

asi yang dikecualikan dan sudah m
elalui 

 

uji konsekuensi. 
 

     PPID Kab/Kota  
 

: KABUPATEN
 GARUT 

Tanggal/Lokasi Penilaian 
: SEN

IN
, 15 JULI 2019 

Tem
pat Penilaian 

 
: Surya Kencana Boutique Guest H

ouse, Jl. Suryakencana N
o. 11A, Coblong – Kota Bandung 

N
am

a Penilai Independen 
: Prof. Dr. H

j. Atie Rachm
iatie,M

,Si. 
 H

asil Penilaian 
Verifikasi dan 
Laporan Pelayanan 
Inform

asi Publi 
bersum

ber 
Pem

eriksanaan fisik 
kelengkapan dan 
terkait dengan 
PPID

,LLIP,SS dan 
Berkala 
 

Tem
uan-

tem
uan Kunci 

hasil  Verifikasi 
( B) – lihat 
lam

piran 
pendukung 

 Penjelasan D
eskriptif /Justifikasi PPID

  terhadap Tem
uan Kunci , 

dan aspek pertanyaan ( C ) 
(W

aw
ancara) 

- 
Kom

itm
en Pim

pinan/Atasan PPID  atau kepala daerah 
- 

Kom
itm

en Besaran Anggaran 
- 

Kom
itm

en M
obilisasi Sum

berdaya M
anusia 

- 
Kom

itm
en Kelengkapan Infrastruktur 

- 
Koordinasi PPID Utam

a dan PPID Pem
bantu 

 

 Apakah 
Penjelasan/Justifikasi 
PPID

, apakah 
realistik/relevan 
atau tidak. Beri 
penilaian m

enurut 
kriteria 
( M

em
adai, Cukup 

M
em

adai, Tidak 
M

em
adai)  

Pejabat Pelayanan 
Inform

asi dan 
D

okum
entasi ( PPID

) 
 

Surat Pengangkatan Petugas Inform
asi/pejabat fungsional yang 

m
em

bantu PPID dalam
 m

em
berikan Layanan Inform

asi Publik  
Perm

asalahan terletak pada SKPD ybs dalam
 m

elakukan 
pem

baruan. 
Laporan Kegiatan PPID khusus Peningkatan Kapasitas Layanan 
Inform

asi Publik 
Peningkatan Kapasitas Layanan Inform

asi Publik baru akan 

Cukup m
em

adai 
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dilaksanakan setelah SIDOGAR (Sistem
 Inform

asi dan Dokum
entasi 

Garut) dirilis secara resm
i pada bulan Agustus 2019. 

Standar Layanan 
Inform

asi Publik 
(SLIP) 

 

Uji Konsekuensi m
em

ang belum
 dilakukan. Dijadw

alkan bulan 
Agustus 2019. 
Tidak dikenai pem

bayaran kecuali jika m
em

fotokopi m
ateri yang 

cukup tebal/cukup banyak. Belum
 diatur dalam

 regulasi.  

Cukup m
em

adai 
untuk uji 
konsekuensi. 
Kurang m

em
adai. 

Inform
asi Berkala 

 

Pengum
um

an LH
KPN

 m
engacu pada KPK (karena dari situ bisa 

diakses/ dium
um

kan kepada publik). 
Poin 2 sd 5 akan ditam

pilkan dalam
 SIDOGAR nanti (dalam

 proses 
pengisian konten) 
Poin 6, karena SKPD-nya tidak m

enyerahkan w
alaupun telah 

dihim
bau untuk m

enyerahkan.  

Cukup m
em

adai 

Inform
asi Serta 

M
erta 

 
Poin 1 s.d. 7 akan ditam

pilkan versi update-nya pada SIDOGAR 
 

Kurang m
em

adai 

Laporan Layanan 
Inform

asi Publik 
(LLIP) 

 

Dalam
 w

aw
ancara dapat m

engidentifikasi kendala internal dan 
eksternal, dengan rekom

endasi yang relevan plus rencana tindak 
lanjut yang rinci. Dapat m

enganalisis perm
asalahan dan m

enarik 
kesim

pulan yang tajam
 dan m

enjelaskan sem
ua perm

asalahan, 
sehingga tergam

barkan tingginya kom
itm

en pim
pinan/atasan 

terhadap pelayanan inform
asi publik, yang berim

bas pada 
m

obilisasi anggaran, m
obilisasi sum

berdaya m
anusia, serta 

kom
itm

en kelengkapan infrastruktur dan koordinasi yang baik di 
antara PPID  utam

a dan PPID Pem
bantu.  

M
em

adai 
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dilaksanakan setelah SIDOGAR (Sistem
 Inform

asi dan Dokum
entasi 

Garut) dirilis secara resm
i pada bulan Agustus 2019. 

Standar Layanan 
Inform

asi Publik 
(SLIP) 

 

Uji Konsekuensi m
em

ang belum
 dilakukan. Dijadw

alkan bulan 
Agustus 2019. 
Tidak dikenai pem

bayaran kecuali jika m
em

fotokopi m
ateri yang 

cukup tebal/cukup banyak. Belum
 diatur dalam

 regulasi.  

Cukup m
em

adai 
untuk uji 
konsekuensi. 
Kurang m

em
adai. 

Inform
asi Berkala 

 

Pengum
um

an LH
KPN

 m
engacu pada KPK (karena dari situ bisa 

diakses/ dium
um

kan kepada publik). 
Poin 2 sd 5 akan ditam

pilkan dalam
 SIDOGAR nanti (dalam

 proses 
pengisian konten) 
Poin 6, karena SKPD-nya tidak m

enyerahkan w
alaupun telah 

dihim
bau untuk m

enyerahkan.  

Cukup m
em

adai 

Inform
asi Serta 

M
erta 

 
Poin 1 s.d. 7 akan ditam

pilkan versi update-nya pada SIDOGAR 
 

Kurang m
em

adai 

Laporan Layanan 
Inform

asi Publik 
(LLIP) 

 

Dalam
 w

aw
ancara dapat m

engidentifikasi kendala internal dan 
eksternal, dengan rekom

endasi yang relevan plus rencana tindak 
lanjut yang rinci. Dapat m

enganalisis perm
asalahan dan m

enarik 
kesim

pulan yang tajam
 dan m

enjelaskan sem
ua perm

asalahan, 
sehingga tergam

barkan tingginya kom
itm

en pim
pinan/atasan 

terhadap pelayanan inform
asi publik, yang berim

bas pada 
m

obilisasi anggaran, m
obilisasi sum

berdaya m
anusia, serta 

kom
itm

en kelengkapan infrastruktur dan koordinasi yang baik di 
antara PPID  utam

a dan PPID Pem
bantu.  

M
em

adai 

                      PPID Kab/Kota  
 

: KABUPATEN
 KUN

IN
GAN

 
Tanggal/Lokasi Penilaian 

: SEN
IN

, 15 JULI 2019 
Tem

pat Penilaian 
 

: Surya Kencana Boutique Guest H
ouse, Jl. Suryakencana N

o. 11A, Coblong – Kota Bandung 
N

am
a Penilai Independen 

: Santi Indra Astuti., S.Sos.,M
.Si 

 H
asil Penilaian 

Verifikasi dan 
Laporan Pelayanan 
Inform

asi Publi 
bersum

ber 
Pem

eriksanaan fisik 
kelengkapan dan 
terkait dengan 
PPID

,LLIP,SS dan 
Berkala 
 

Tem
uan-

tem
uan Kunci 

hasil  Verifikasi 
( B) – lihat 
lam

piran 
pendukung 

 Penjelasan D
eskriptif /Justifikasi PPID

  terhadap Tem
uan Kunci , 

dan aspek pertanyaan ( C ) 
(W

aw
ancara) 

- 
Kom

itm
en Pim

pinan/Atasan PPID  atau kepala daerah 
- 

Kom
itm

en Besaran Anggaran 
- 

Kom
itm

en M
obilisasi Sum

berdaya M
anusia 

- 
Kom

itm
en Kelengkapan Infrastruktur 

- 
Koordinasi PPID Utam

a dan PPID Pem
bantu 

 

 Apakah 
Penjelasan/Justifikasi 
PPID

, apakah 
realistik/relevan 
atau tidak. Beri 
penilaian m

enurut 
kriteria 
( M

em
adai, Cukup 

M
em

adai, Tidak 
M

em
adai)  

Pejabat Pelayanan 
Inform

asi dan 
D

okum
entasi ( PPID

) 
 

M
em

iliki 15 staf yang m
elek IT, dan berencana m

em
perkuat jaringan 

operator IT sam
pai ke tingkat kecam

atan. 
Kom

itm
en pim

pinan dalam
 m

em
obilisasi SDM

 terlihat jelas. 

M
em

adai 

Standar Layanan 
Inform

asi Publik 
 

SLIP yang dipertanyakan sudah tersedia (dari foto), bahkan 
diupgrade.  

M
em

adai 
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(SLIP) 
Ada ruang dan fasilitas yang m

eniru Bandung Com
m

and Control 
untuk m

engecek situasi kota dan m
em

antau traffic data.  
Kom

itm
en pim

pinan dalam
 penyediaan infrastruktur terlihat jelas. 

Inform
asi Berkala 

 

Telah dilengkapi. 
Ada kesulitan m

endapatkan data dari SKPD lain, sehingga tidak bisa 
m

elengkapi data-data anggaran dan program
 kegiatan. Telah 

m
elakukan strategi jem

put bola, tetapi hasilnya belum
 m

aksim
al 

karena sam
pai batas w

aktu pengum
pulan berkas m

onev, dinas yang 
didatangi belum

 juga m
enyerahkan datanya. 

Cukup M
em

adai 

Inform
asi Serta 

M
erta 

 

 
1. 

Daftar Inform
asi Publik 

 sudah ada di aplikasi 
2. 

Inform
asi tentang Peraturan, Keputusan dan/atau kebijakan 

Badan Publik;Inform
asi tentang Peraturan, Keputusan 

dan/atau kebijakan Badan Publik; 
 sudah ada di aplikasi 

3. 
Dokum

en lengkap dari Inform
asi Publik yang W

ajib 
Disediakan dan Dium

um
kan secara Berkala ;Dokum

en 
lengkap dari Inform

asi Publik yang W
ajib Disediakan dan 

Dium
um

kan secara Berkala  (lanjutan; 
 belum

 lengkap 
4. 

Inform
asi tentang Organisasi, Adm

initrasi, Kepegaw
aian dan 

Keuangan;Inform
asi tentang Organisasi, Adm

initrasi, 
Kepegaw

aian dan Keuangan (lanjutan); 
 belum

 lengkap 
5. 

Surat-surat Badan Publik 
 tidak paham

 
6. 

Inform
asi m

engenai perizinan; 
 sudah ada di aplikasi 

7. 
Inform

asi perbendaharaan/ inventaris 
 belum

 ada. 
8. 

Inform
asi m

engenai rencana strategis dan rencana kerja 
 

ada 
9. 

Agenda kerja pim
pinan 

 ybs tidak paham
  

10. Inform
asi tentang Kegiatan Pelayanan Inform

asi; 
 ada 

11. Inform
asi tentang Pelanggaran dan Pengaw

asan Internal 
Badan Publik dalam

 DIP; 
 tidak ada 

12. Inform
asi tentang Pelanggaran yang dilaporkan oleh 

M
asyarakat; 

 tidak ada laporannya karena tidak ada 
m

asyarakat yang m
elaporkan. 

13. Inform
asi tentang Penelitian yang dilakukan Badan Publik; 

 

Cukup m
em

adai, 
tetapi kelengkapan 
inform

asi baru 
ditunjukkan di app  



97

(SLIP) 
Ada ruang dan fasilitas yang m

eniru Bandung Com
m

and Control 
untuk m

engecek situasi kota dan m
em

antau traffic data.  
Kom

itm
en pim

pinan dalam
 penyediaan infrastruktur terlihat jelas. 

Inform
asi Berkala 

 

Telah dilengkapi. 
Ada kesulitan m

endapatkan data dari SKPD lain, sehingga tidak bisa 
m

elengkapi data-data anggaran dan program
 kegiatan. Telah 

m
elakukan strategi jem

put bola, tetapi hasilnya belum
 m

aksim
al 

karena sam
pai batas w

aktu pengum
pulan berkas m

onev, dinas yang 
didatangi belum

 juga m
enyerahkan datanya. 

Cukup M
em

adai 

Inform
asi Serta 

M
erta 

 

 
1. 

Daftar Inform
asi Publik 

 sudah ada di aplikasi 
2. 

Inform
asi tentang Peraturan, Keputusan dan/atau kebijakan 

Badan Publik;Inform
asi tentang Peraturan, Keputusan 

dan/atau kebijakan Badan Publik; 
 sudah ada di aplikasi 

3. 
Dokum

en lengkap dari Inform
asi Publik yang W

ajib 
Disediakan dan Dium

um
kan secara Berkala ;Dokum

en 
lengkap dari Inform

asi Publik yang W
ajib Disediakan dan 

Dium
um

kan secara Berkala  (lanjutan; 
 belum

 lengkap 
4. 

Inform
asi tentang Organisasi, Adm

initrasi, Kepegaw
aian dan 

Keuangan;Inform
asi tentang Organisasi, Adm

initrasi, 
Kepegaw

aian dan Keuangan (lanjutan); 
 belum

 lengkap 
5. 

Surat-surat Badan Publik 
 tidak paham

 
6. 

Inform
asi m

engenai perizinan; 
 sudah ada di aplikasi 

7. 
Inform

asi perbendaharaan/ inventaris 
 belum

 ada. 
8. 

Inform
asi m

engenai rencana strategis dan rencana kerja 
 

ada 
9. 

Agenda kerja pim
pinan 

 ybs tidak paham
  

10. Inform
asi tentang Kegiatan Pelayanan Inform

asi; 
 ada 

11. Inform
asi tentang Pelanggaran dan Pengaw

asan Internal 
Badan Publik dalam

 DIP; 
 tidak ada 

12. Inform
asi tentang Pelanggaran yang dilaporkan oleh 

M
asyarakat; 

 tidak ada laporannya karena tidak ada 
m

asyarakat yang m
elaporkan. 

13. Inform
asi tentang Penelitian yang dilakukan Badan Publik; 

 

Cukup m
em

adai, 
tetapi kelengkapan 
inform

asi baru 
ditunjukkan di app  

tidak ada penelitiannya. 
14. Inform

asi Publik lain yang dinyatakan terbuka 
 tidak ada 

15. Inform
asi tentang Tata Cara Pengum

um
an Inform

asi Publik 
yang dium

um
kan serta m

erta 
 ada 

16. Inform
asi yang disam

paikan Pejabat Badan Publik dalam
 

Pertem
uan terbuka 

 tidak ada dari SKPD lain 

Laporan Layanan 
Inform

asi Publik 
(LLIP) 

 
Tidak m

em
berikan jaw

aban yang m
em

uaskan.  
K

urang m
em

adai 

    PPID Kab/Kota  
 

: KABUPATEN
 KARAW

AN
G 

Tanggal/Lokasi Penilaian 
: SEN

IN
, 15 JULI 2019 

Tem
pat Penilaian 

 
: Surya Kencana Boutique Guest H

ouse, Jl. Suryakencana N
o. 11A, Coblong – Kota Bandung 

N
am

a Penilai Independen 
: Rizki Estrada 

 H
asil Penilaian 

Verifikasi dan 
Laporan Pelayanan 
Inform

asi Publi 
bersum

ber 
Pem

eriksanaan fisik 
kelengkapan dan 
terkait dengan 
PPID

,LLIP,SS dan 
Berkala 
 

Tem
uan-tem

uan Kunci hasil  
Verifikasi ( B) – lihat 
lam

piran pendukung 

 Penjelasan D
eskriptif /Justifikasi PPID

  terhadap 
Tem

uan Kunci , dan aspek pertanyaan ( C ) 
(W

aw
ancara) 

- 
Kom

itm
en Pim

pinan/Atasan PPID  atau kepala 
daerah 

- 
Kom

itm
en Besaran Anggaran 

- 
Kom

itm
en M

obilisasi Sum
berdaya M

anusia 
- 

Kom
itm

en Kelengkapan Infrastruktur 
- 

Koordinasi PPID Utam
a dan PPID Pem

bantu 
 

 Apakah 
Penjelasan/Justifikasi 
PPID

, apakah 
realistik/relevan 
atau tidak. Beri 
penilaian m

enurut 
kriteria 
( M

em
adai, Cukup 

M
em

adai, Tidak 
M

em
adai)  



98

Pejabat Pelayanan 
Inform

asi dan 
D

okum
entasi ( PPID

) 

Surat Pengangkatan Petugas 
Inform

asi/pejabat fungsional 
yang m

em
bantu PPID dalam

 
m

em
berikan Layanan 

Inform
asi Publik 

 - 
Surat pengangkatan petugas fungsional dan lainnya 
telah terperbaharui m

elalui Surat Keputusan Atasan 
PPID akibat dari adanya perubahan kebijakan 
dalam

 perm
endagri 3/2017. 

- 
Secara struktur kelem

bagaan telah m
engadopsi, 

yang telah diatur dalam
 perm

endagri. 
- 

Secara kualitas dan kuantitas SDM
 m

asih belum
 

m
em

adai, selam
a ini m

engoptim
alkan tenaga yang 

ada dari ASN
, dan serta pendayagunaakn tenaga 

harian lepas ( TH
L). 

M
em

adai 

Standar Layanan 
Inform

asi Publik 
(SLIP) 

Sarana khusus 
Tanda bukti perm

ohonan 
Inform

asi Publik 
Tanggapan keberatan sesuai 
Berdasarkan Pasal 34 ayat (2 )  
Peraturan Kom

isi Inform
asi  

N
om

or 1 Tahun 2010 
Uji konsekuensi 

- 
Terkait sarana khusus belum

 tersedia, akan tetapi 
telah m

asuk dalam
 arah rencana kedepan. H

al ini 
terjadi, akibat kondisi infrastruktur yang belum

 
m

em
ungkinkan m

enyedisakan sarana layanan 
secara khusus. Kondisi Ruang kerja saat ini relative 
kecil, dan dalam

 rencana untuk pem
indahan ruang 

kerja. 
- 

Tanda-tanda bukti dan lainnya, telah m
asuk dalam

 
perencanaan setelah dilakukannya pem

indangan 
ruang kerja di gedung baru. Sam

pai dengan saat 
w

aw
ancara, bukti-bukti keberatan perm

ohonan 
belum

 sepenuhnya dapat diperlihatkan. 
- 

Uji konsekuansi belum
 dilakukan, karena daftar 

inform
asi dikecualikan belum

 tersusun dan 
diputuskan, dan m

em
erlukan m

asukan dari lintas 
perangkat daerah. 

 

CUKUP M
EM

AD
AI 

Inform
asi Berkala 

1. 
Pengum

um
an laporan 

harta kekayaan (LH
KPN

) 
seluruh pejabat di 
kabupaten/kota  yang 
dikirim

kan oleh Kom
isi 

- Laporan LH
K tidak dipublihs secara terperinci, m

asih 
kesulitan dari sisi kew

enangan KI atau KPK atau 
peran pem

erintahan daerah sejauhm
ana untuk 

m
em

publikasikan hal tersebut. Secara garis besar, 
rekapitulasi penyam

paian LKH
PN

 pejabat telah 100%
 

M
em

adai 
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Pejabat Pelayanan 
Inform

asi dan 
D

okum
entasi ( PPID

) 

Surat Pengangkatan Petugas 
Inform

asi/pejabat fungsional 
yang m

em
bantu PPID dalam

 
m

em
berikan Layanan 

Inform
asi Publik 

 - 
Surat pengangkatan petugas fungsional dan lainnya 
telah terperbaharui m

elalui Surat Keputusan Atasan 
PPID akibat dari adanya perubahan kebijakan 
dalam

 perm
endagri 3/2017. 

- 
Secara struktur kelem

bagaan telah m
engadopsi, 

yang telah diatur dalam
 perm

endagri. 
- 

Secara kualitas dan kuantitas SDM
 m

asih belum
 

m
em

adai, selam
a ini m

engoptim
alkan tenaga yang 

ada dari ASN
, dan serta pendayagunaakn tenaga 

harian lepas ( TH
L). 

M
em

adai 

Standar Layanan 
Inform

asi Publik 
(SLIP) 

Sarana khusus 
Tanda bukti perm

ohonan 
Inform

asi Publik 
Tanggapan keberatan sesuai 
Berdasarkan Pasal 34 ayat (2)  
Peraturan Kom

isi Inform
asi  

N
om

or 1 Tahun 2010 
Uji konsekuensi 

- 
Terkait sarana khusus belum

 tersedia, akan tetapi 
telah m

asuk dalam
 arah rencana kedepan. H

al ini 
terjadi, akibat kondisi infrastruktur yang belum

 
m

em
ungkinkan m

enyedisakan sarana layanan 
secara khusus. Kondisi Ruang kerja saat ini relative 
kecil, dan dalam

 rencana untuk pem
indahan ruang 

kerja. 
- 

Tanda-tanda bukti dan lainnya, telah m
asuk dalam

 
perencanaan setelah dilakukannya pem

indangan 
ruang kerja di gedung baru. Sam

pai dengan saat 
w

aw
ancara, bukti-bukti keberatan perm

ohonan 
belum

 sepenuhnya dapat diperlihatkan. 
- 

Uji konsekuansi belum
 dilakukan, karena daftar 

inform
asi dikecualikan belum

 tersusun dan 
diputuskan, dan m

em
erlukan m

asukan dari lintas 
perangkat daerah. 

 

CUKUP M
EM

AD
AI 

Inform
asi Berkala 

1. 
Pengum

um
an laporan 

harta kekayaan (LH
KPN

) 
seluruh pejabat di 
kabupaten/kota  yang 
dikirim

kan oleh Kom
isi 

- Laporan LH
K tidak dipublihs secara terperinci, m

asih 
kesulitan dari sisi kew

enangan KI atau KPK atau 
peran pem

erintahan daerah sejauhm
ana untuk 

m
em

publikasikan hal tersebut. Secara garis besar, 
rekapitulasi penyam

paian LKH
PN

 pejabat telah 100%
 

M
em

adai 

Pem
berantasan Korupsi ke 

Badan Publik untuk 
dium

um
kan;  

2. 
Dalam

 w
ebsite terdapat 

inform
asi sekurang-

kurangnya terdiri atas: 
proses perencanaan 
program

, proses; 
pem

buatan anggaran, 
agenda dan proses 
pem

buatan peraturan 
perundang-undangan 
serta w

aktu untuk 
m

em
beri m

asukan, 
3. 

1. daftar rancangan  
peraturan dan 2. tahap 
pem

bentukannya yang 
sedang dalam

 proses 
pem

buatan; Dalam
 

w
ebsite terdapat 

inform
asi yang sekurang-

kurangnya m
em

uat:   
4. 

Dalam
 w

ebsite terdapat 
inform

asi yang sekurang-
kurangnya m

em
uat:  

Tidak ada inform
asi biaya 

dan tata cara pem
bayaran 

dalam
 m

em
peroleh 

Inform
asi Publik; 

5. 
tidak ada Inform

asi 
tentang tata cara 
pengaduan 
penyalahgunaan 

di tahun 2019. Akan tetapi terkait pendetailan, PPID 
kesulitan untuk m

engetahui inform
asi tersebut dan 

pada aras kew
enangannya. 

- Standar biaya pelayanan dibebankan kepada 
pem

ohon, dihitung dari jenis inform
asi yang 

dim
ohonkan. Tidak ada standar tertentu yang 

m
engatur hal tersebut, ataupun pengenaan biaya 

khusus dalam
 pelayanan inform

asi, karena terkait 
dengan aspek pelayanan publik. 

- Pada fitur “Transparansi” beberapa laporan terkait 
anggaran, pada situs resm

i karaw
angkab. Telah 

dium
um

kan, m
eski tidak secara terperinci.  
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w
ew

enang atau 
pelanggaran 

6. 
Tidak ada terdapat  
inform

asi prosedur 
peringatan dini dan 
prosedur evakuasi 
keadaan darurat di setiap 
kantor di lingkup Badan 
Publik 

Inform
asi Serta 

M
erta 

17. Surat-surat Badan Publik 
18. Inform

asi m
engenai 

perizinan 
19. Inform

asi 
perbendaharaan/ 
inventaris;  

20. Inform
asi tentang 

Pelanggaran dan 
Pengaw

asan Internal 
Badan Publik dalam

 DIP; 
21. Inform

asi tentang 
Pelanggaran yang 
dilaporkan oleh 
M

asyarakat 
22. Inform

asi tentang 
Penelitian yang dilakukan 
Badan Publik 

23. Inform
asi Publik lain yang 

dinyatakan terbuka 
24. Inform

asi tentang Tata 
Cara Pengum

um
an 

Inform
asi Publik yang 

dium
um

kan serta m
erta 

25.  Inform
asi yang 

 Karaw
ang telah m

em
iliki teknologi berbasis seluler 

berupa “Tangkar”/Tanggap Karaw
ang, dengan 76 

adm
in dari pernagkat daerah. Yang m

elayanai inform
asi 

pubik, pengaduan m
asyrakat dan edukasi m

asyarakat 
terkait pem

banguan dan lainnya. M
ekanism

e tindak 
lanjut penanganan secara otom

atis dilakukan oleh tiap-
tiap adm

in yang m
elekat di OPD. 

         

M
em

adai 
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w
ew

enang atau 
pelanggaran 

6. 
Tidak ada terdapat  
inform

asi prosedur 
peringatan dini dan 
prosedur evakuasi 
keadaan darurat di setiap 
kantor di lingkup Badan 
Publik 

Inform
asi Serta 

M
erta 

17. Surat-surat Badan Publik 
18. Inform

asi m
engenai 

perizinan 
19. Inform

asi 
perbendaharaan/ 
inventaris;  

20. Inform
asi tentang 

Pelanggaran dan 
Pengaw

asan Internal 
Badan Publik dalam

 DIP; 
21. Inform

asi tentang 
Pelanggaran yang 
dilaporkan oleh 
M

asyarakat 
22. Inform

asi tentang 
Penelitian yang dilakukan 
Badan Publik 

23. Inform
asi Publik lain yang 

dinyatakan terbuka 
24. Inform

asi tentang Tata 
Cara Pengum

um
an 

Inform
asi Publik yang 

dium
um

kan serta m
erta 

25. Inform
asi yang 

 Karaw
ang telah m

em
iliki teknologi berbasis seluler 

berupa “Tangkar”/Tanggap Karaw
ang, dengan 76 

adm
in dari pernagkat daerah. Yang m

elayanai inform
asi 

pubik, pengaduan m
asyrakat dan edukasi m

asyarakat 
terkait pem

banguan dan lainnya. M
ekanism

e tindak 
lanjut penanganan secara otom

atis dilakukan oleh tiap-
tiap adm

in yang m
elekat di OPD. 

         

M
em

adai 

disam
paikan Pejabat 

Badan Publik dalam
 

Pertem
uan terbuka 

Laporan Layanan 
Inform

asi Publik 
(LLIP) 

Tidak m
em

uat kendala 
internal dan ekternal didalam

 
Laporan Layanan Inform

asi 
Publik, asum

sinya m
em

ang 
tidak m

em
iliki banyak 

kendala. Akan tetapi, 
rekom

endasi dan rencana 
tidak lanjut dinyatakan dalam

 
laporan, yang boleh jadi 
rekom

endasi dan tindak 
lanjut am

bigu karena tidak 
m

enjaw
ab kendala dan 

ham
batan internal dan 

ekternal. 
Sem

entara, Total alokasi 
anggaran yang digunakan 
m

encapai Alokasi PPID 445 
juta , belanja pengadaan jasa 
415 juta, belanja m

oda 30 
juta. 

Kendala dan ham
batan tidak tercatat didalam

 laporan 
m

em
ang secara factual tidak ada. Kondisi existing 

tentang infrastruktur yang belum
 m

em
adai m

erupakan 
salah satu kendala yang dihadapi. 
Aspek lain, terkait struktur laporan pelayanan yang 
belum

 m
em

iliki struktur penulisan yang jelas, belum
 ada 

aturan baku yang m
engatur tentang tata cara penulisan 

laporan layanan inform
asi yang perlu dim

uat dalam
 

satu laporan. 
Secara anggaran, terdapat peningkatan di tahun 2019, 
dari sebelum

nya di tahun anggaran 2018. Kendati 
dem

ikian, penggunaan angaran diarahkan pada skala 
prioritas untuk m

eningkatkan pelayanan inform
asi 

publik. Salah satunya Infrastruktur pelayanan. 
     

M
em

adai 

     PPID Kab/Kota  
 

: KABUPATEN
 SUM

EDAN
G 

Tanggal/Lokasi Penilaian 
: SEN

IN
, 15 JULI 2019 



102

Tem
pat Penilaian 

 
: Surya Kencana Boutique Guest H

ouse, Jl. Suryakencana N
o. 11A, Coblong – Kota Bandung 

N
am

a Penilai Independen 
: Rizki Estrada. 

 H
asil Penilaian 

Verifikasi dan 
Laporan 
Pelayanan 
Inform

asi Publi 
bersum

ber 
Pem

eriksanaan 
fisik kelengkapan 
dan terkait 
dengan 
PPID

,LLIP,SS dan 
Berkala 
 

Tem
uan-tem

uan Kunci hasil  
Verifikasi ( B)  

 Penjelasan D
eskriptif /Justifikasi PPID

  
terhadap Tem

uan Kunci , dan aspek pertanyaan 
( C ) 
(W

aw
ancara) 

- 
Kom

itm
en Pim

pinan/Atasan PPID  atau kepala 
daerah 

- 
Kom

itm
en Besaran Anggaran 

- 
Kom

itm
en M

obilisasi Sum
berdaya M

anusia 
- 

Kom
itm

en Kelengkapan Infrastruktur 
- 

Koordinasi PPID Utam
a dan PPID Pem

bantu 
 

 Apakah 
Penjelasan/Justifikasi 
PPID

, apakah 
realistik/relevan 
atau tidak. Beri 
penilaian m

enurut 
kriteria 
( M

em
adai, Cukup 

M
em

adai, Tidak 
M

em
adai)  

Pejabat 
Pelayanan 
Inform

asi dan 
D

okum
entasi ( 

PPID
) 

Lengkap  

Bentuk kom
itm

en pim
pinan salah satunya telah 

diatur kedalam
 aturan-aturan internal . dan dapat 

ditunjukkan dan diperlihatkan. 
Salah  satunya terkait pengaturan terkait SOP, Cara 
keberatan, dan m

aklum
at pelayaan telah diatur 

didalam
 

Perbug 
97/2017 

atas 
perubahan 

dari 
52/2018. 
Terkait 

ketentuan 
lainnya 

di 
atur 

oleh 
surat 

keputusan Atasan PPID, yang bersifat m
engatur 

kedalam
 

m
anajerial 

dan 
operasional 

pelayanan 
inform

asi publik. 

M
em

adai 
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Tem
pat Penilaian 

 
: Surya Kencana Boutique Guest H

ouse, Jl. Suryakencana N
o. 11A, Coblong – Kota Bandung 

N
am

a Penilai Independen 
: Rizki Estrada. 

 H
asil Penilaian 

Verifikasi dan 
Laporan 
Pelayanan 
Inform

asi Publi 
bersum

ber 
Pem

eriksanaan 
fisik kelengkapan 
dan terkait 
dengan 
PPID

,LLIP,SS dan 
Berkala 
 

Tem
uan-tem

uan Kunci hasil  
Verifikasi ( B)  

 Penjelasan D
eskriptif /Justifikasi PPID

  
terhadap Tem

uan Kunci , dan aspek pertanyaan 
( C ) 
(W

aw
ancara) 

- 
Kom

itm
en Pim

pinan/Atasan PPID  atau kepala 
daerah 

- 
Kom

itm
en Besaran Anggaran 

- 
Kom

itm
en M

obilisasi Sum
berdaya M

anusia 
- 

Kom
itm

en Kelengkapan Infrastruktur 
- 

Koordinasi PPID Utam
a dan PPID Pem

bantu 
 

 Apakah 
Penjelasan/Justifikasi 
PPID

, apakah 
realistik/relevan 
atau tidak. Beri 
penilaian m

enurut 
kriteria 
( M

em
adai, Cukup 

M
em

adai, Tidak 
M

em
adai)  

Pejabat 
Pelayanan 
Inform

asi dan 
D

okum
entasi ( 

PPID
) 

Lengkap  

Bentuk kom
itm

en pim
pinan salah satunya telah 

diatur kedalam
 aturan-aturan internal . dan dapat 

ditunjukkan dan diperlihatkan. 
Salah  satunya terkait pengaturan terkait SOP, Cara 
keberatan, dan m

aklum
at pelayaan telah diatur 

didalam
 

Perbug 
97/2017 

atas 
perubahan 

dari 
52/2018. 
Terkait 

ketentuan 
lainnya 

di 
atur 

oleh 
surat 

keputusan Atasan PPID, yang bersifat m
engatur 

kedalam
 

m
anajerial 

dan 
operasional 

pelayanan 
inform

asi publik. 

M
em

adai 

Standar Layanan 
Inform

asi Publik 
(SLIP) 

- 
Standar Operasional Pelayanan 
Inform

asi Publik sesuai Lam
piran 

Perm
endagri N

o: 3/2017 
- 

Uji konsekuensi 

 - 
Standar operasional pelayaan publik telah diatur 
dalam

 ketentuan peraturan atasan PPID. Salah 
satu hal yang kongrit telah terpadunya dengan 
system

 
LAPOR, 

SP4N
 

dan 
Sum

edang 
Quick 

Response, dan telah diatur didalam
 SK 01/2016. 

- 
Uji konsekuensi belum

 dilakukan, dengan alasan 
tidak adanya perm

intaan/pem
ohon yang relative 

sedikit. Sebagai solusi, PPID akan m
enginisiasi 

untuk m
elakukan Uji Konsekuensi kepada Publik, 

sebagai bagian dar uji publik di tahun 2019 

 M
em

adai 

Inform
asi Berkala 

7. 
Pengum

um
an laporan harta 

kekayaan (LH
KPN

) seluruh 
pejabat di kabupaten/kota  
yang dikirim

kan oleh Kom
isi 

Pem
berantasan Korupsi ke 

Badan Publik untuk 
dium

um
kan; 

8. 
Daftar aset dan investaris  

9. 
Daftar Regulasi Badan Publik 
yang m

asih berupa 
rancangan/draft  Tahun 2018-
2019 

10. 
Biaya dan tata cara 
pem

bayaran perolehan salinan 
Inform

asi Publik 

 Telah 
terbangunnya 

1 
(satu) 

w
ebsite 

yang 
terintegrasi di Kabupaten Sum

edang.go.id. 
Daftar 

inform
asi 

telah 
diperbaharuhi 

dan 
disebarluaskan. 

H
am

batan 
belum

 
terpublikasikannya akibat dari adanya perubahan 
peraturan 

perm
endagri 

3/2017. 
Dan 

kini 
telah 

diaktualisasikan kedalam
 Perbup 97/2017. 

Inform
asi sebagian besar di kuasai oleh perangkat 

daerah, peran PPID m
enjadi kendala dalam

 hal 
penyebarluasan 

akibat 
dari 

penggunaan 
jasa 

hosting 
dan 

dom
ain. 

Artinya, 
kew

enangan 
pengelolaan server, dom

ain dan hosting berada di 
OPD 

lain. 
Jika 

terjadi 
band/atau 

turunnya 
bandw

idth 
akibat 

belum
 

bayar, 
m

engakibatkan 
inform

asi tidak dapat diunggah. 
Terkait 

laporan 
LH

K, 
m

asih 
kesulitan 

dalam
 

m
em

andang antara keterpautannya antara KOm
isi 

Infom
rasi 

dengan 
KPK. 

Selam
a 

ini, 
pejabat 

Sum
edang 

belum
 

sem
ua 

m
elaporkan, 

dan 
hal 

tersebut 
m

enjadi 
kendala 

PPID 
untuk 

m
erekapitulasi perkem

bangan dan kem
ajuannya. 

Tekait 
SDM

: 
M

asih 
terbatas, 

dan 
dukungan 

anggaran belum
 sepenuhnya dapat m

em
berikan 

M
em

adai 
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kesem
patan untuk m

erekrut tenaga-tenaga baru 
untuk 

m
em

bantu 
proses 

pelayanan 
inform

asi 
publik. 

Proses 
M

utasi 
dan 

Rotasi 
Pejabat 

m
erupakan kendala paling utam

a, akibatnya proses 
transfer 

pengetahuan 
tidak 

terjadi, 
sehingga 

perlunya pengulangan- pengulangan pada pejabat 
baru atau SDM

 baru. 
Terkait Koordinasi: Kegiatan m

asih berpusat di 
PPID 

Utam
a, 

kecilnya 
anggaran 

belum
 

m
am

pu 
m

em
berikan pelayanan dan peningkatankapasitas 

dan 
koordinasi 

sam
pai 

pada 
tingkatan 

PPID 
Pem

bantu yang m
elekat pada organisasi perangkat 

daerah. 

Inform
asi Serta 

M
erta 

26. Daftar Inform
asi Publik 

27. Inform
asi tentang Peraturan, 

Keputusan dan/atau kebijakan 
Badan Publik;Inform

asi tentang 
Peraturan, Keputusan dan/atau 
kebijakan Badan Publik; 

28. Dokum
en lengkap dari Inform

asi 
Publik yang W

ajib Disediakan dan 
Dium

um
kan secara Berkala 

;Dokum
en lengkap dari Inform

asi 
Publik yang W

ajib Disediakan dan 
Dium

um
kan secara Berkala  

(lanjutan; 
29. Inform

asi tentang Organisasi, 
Adm

initrasi, Kepegaw
aian dan 

Keuangan;Inform
asi tentang 

Organisasi, Adm
initrasi, 

Kepegaw
aian dan Keuangan 

(lanjutan); 
30. Surat-surat Badan Publik 
31. Inform

asi m
engenai perizinan; 

Telah terbaharui terkait agenda rapat, m
eski 

sepenuh aspek kelengkapan inform
asi belum

 
terbaharui sepenuhnya. Upaya yang telah 
dilakukan, salah satunya adalam

 m
em

fasilitasi 
pelatihan jurnalistik, dengan harapan saluran input 
pem

beritaan dan inform
asi lainnya dapat 

disem
atkan secara berkala dan serta m

erta 
kedalam

 situs resm
i pem

kab. 

Cukup M
em

adai 
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kesem
patan untuk m

erekrut tenaga-tenaga baru 
untuk 

m
em

bantu 
proses 

pelayanan 
inform

asi 
publik. 

Proses 
M

utasi 
dan 

Rotasi 
Pejabat 

m
erupakan kendala paling utam

a, akibatnya proses 
transfer 

pengetahuan 
tidak 

terjadi, 
sehingga 

perlunya pengulangan-pengulangan pada pejabat 
baru atau SDM

 baru. 
Terkait Koordinasi: Kegiatan m

asih berpusat di 
PPID 

Utam
a, 

kecilnya 
anggaran 

belum
 

m
am

pu 
m

em
berikan pelayanan dan peningkatankapasitas 

dan 
koordinasi 

sam
pai 

pada 
tingkatan 

PPID 
Pem

bantu yang m
elekat pada organisasi perangkat 

daerah. 

Inform
asi Serta 

M
erta 

26. Daftar Inform
asi Publik 

27. Inform
asi tentang Peraturan, 

Keputusan dan/atau kebijakan 
Badan Publik;Inform

asi tentang 
Peraturan, Keputusan dan/atau 
kebijakan Badan Publik; 

28. Dokum
en lengkap dari Inform

asi 
Publik yang W

ajib Disediakan dan 
Dium

um
kan secara Berkala 

;Dokum
en lengkap dari Inform

asi 
Publik yang W

ajib Disediakan dan 
Dium

um
kan secara Berkala  

(lanjutan; 
29. Inform

asi tentang Organisasi, 
Adm

initrasi, Kepegaw
aian dan 

Keuangan;Inform
asi tentang 

Organisasi, Adm
initrasi, 

Kepegaw
aian dan Keuangan 

(lanjutan); 
30. Surat-surat Badan Publik 
31. Inform

asi m
engenai perizinan; 

Telah terbaharui terkait agenda rapat, m
eski 

sepenuh aspek kelengkapan inform
asi belum

 
terbaharui sepenuhnya. Upaya yang telah 
dilakukan, salah satunya adalam

 m
em

fasilitasi 
pelatihan jurnalistik, dengan harapan saluran input 
pem

beritaan dan inform
asi lainnya dapat 

disem
atkan secara berkala dan serta m

erta 
kedalam

 situs resm
i pem

kab. 

Cukup M
em

adai 

32. Inform
asi perbendaharaan/ 

inventaris 
33. Inform

asi m
engenai rencana 

strategis dan rencana kerja 
34. Agenda kerja pim

pinan 
35. Inform

asi tentang Kegiatan 
Pelayanan Inform

asi; 
36. Inform

asi tentang Pelanggaran 
dan Pengaw

asan Internal Badan 
Publik dalam

 DIP; 
37. Inform

asi tentang Pelanggaran 
yang dilaporkan oleh M

asyarakat; 
38. Inform

asi tentang Penelitian yang 
dilakukan Badan Publik; 

39. Inform
asi Publik lain yang 

dinyatakan terbuka 
40. Inform

asi tentang Tata Cara 
Pengum

um
an Inform

asi Publik 
yang dium

um
kan serta m

erta 
41. Inform

asi yang disam
paikan 

Pejabat Badan Publik dalam
 

Pertem
uan terbuka 

Laporan Layanan 
Inform

asi Publik 
(LLIP) 

Tidak ada kendala dan ham
batan 

internal dan ekternal, tetapi 
rekom

endasi dan RTL tercantum
kan. 

Pelaksanaan anggaran tahun 2018 
sebesar rp. 320.937.350, Belanja 
Langsung. Belanja pegaw

ai 
228.000.000( anggota 6 orang, adm

in 
lapor 6 , quick respon 2 orang, tim

 
verifikasi lapor quickrespon 2+4), 
belanja Barang dan Jasa 92.937.850, ( 
jasa kantor, publikasi, kit pelatihan, 

 Secara um
um

, kom
itm

en anggaran tahun 2019 
m

eningkat dari tahun 2018. Yang diarahkan untuk 
peningkatan kapasitas SDM

 dan layanan, m
eski 

belum
 m

enjangkau keseluruhan PPID pem
bantu. 

Kom
itm

en Lain, adanya inovasi tentang City of 
Think yang m

em
fasilitasi infrastruktur W

iFi di 
setiap kecam

atan akan m
em

bantu pelayanan 
inform

asi, m
eski dari segi kew

enangan tidak berada 
di PPID atau kehum

asan, m
elainkan dikelola oleh 

perangkat daerah lain. 
Terkait SDM

: Keberadaan jenjang H
UM

AS seakan 

Cukup M
em

adai. 
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penggandaan, m
am

in, perjalanan 
dinas,tidak ada porsi belanja m

odal. 
tidak diakom

odasi dengan baik, padahal 
keterbukaan inform

asi m
erupakan bagian dari 

pelayanan dasar, perlu m
em

pertim
bangkan juga di 

daerah terkait dengan ketentuan Perm
endagri 

13/2011 tentang Kehum
asan di pem

da. 
PPID Kab/Kota  

 
: KOTA BEKASI 

Tanggal/Lokasi Penilaian 
: SEN

IN
, 15 JULI 2019 

Tem
pat Penilaian 

 
: Surya Kencana Boutique Guest H

ouse, Jl. Suryakencana N
o. 11A, Coblong – Kota Bandung 

N
am

a Penilai Independen 
: Dr. Dedy Djam

aluddin M
alik.,M

.Si 
 H

asil Penilaian 
Verifikasi dan 
Laporan Pelayanan 
Inform

asi Publi 
bersum

ber 
Pem

eriksanaan fisik 
kelengkapan dan 
terkait dengan 
PPID

,LLIP,SS dan 
Berkala 
 

Tem
uan-

tem
uan Kunci 

hasil  Verifikasi 
( B) – lihat 
lam

piran 
pendukung 

 Penjelasan D
eskriptif /Justifikasi PPID

  terhadap Tem
uan Kunci , 

dan aspek pertanyaan ( C ) 
(W

aw
ancara) 

- 
Kom

itm
en Pim

pinan(W
ali Kota,cukup m

em
adai 

- 
Kom

itm
en Besaran Anggaran: 1,5 m

iliar (2018) dan 2,5 m
iliar 

(2019); khusus anggaran PPID: 150 jt (2018) dan 200 jt (2019). 
- 

Kom
itm

en M
obilisasi Sum

berdaya M
anusia (cukup tapi m

asih 
perlu ditam

bah) 
- 

Kom
itm

en Kelengkapan Infrastruktur, cukup m
em

adai 
- 

Koordinasi PPID Utam
a dan PPID Pem

bantu, cukup baik 
 

 Penilaian Um
um

 
setelah w

aw
ancara 

Kota Bekasi m
asuk 

dalam
 kategori:  

 M
em

adai 

Pejabat Pelayanan 
Inform

asi dan 
D

okum
entasi ( PPID

) 
 

   
1. 

D
ra. Sayekti Rubiah K

abag H
um

as (PPID
 U

tam
a) 

2. 
Sudarsono, K

abag Internal dan 4 orang pengelola PPID
 

3. 
Sem

ua dokum
en tersedia lengkap 

 

    

 PPID
 Utam

a 
tam

pak m
enguasai 

perm
asalahan 

karena sejak 
diim

plem
entasikan 

UU KIP, yang 
bersangkutan 
terlibat aktif. 
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penggandaan, m
am

in, perjalanan 
dinas,tidak ada porsi belanja m

odal. 
tidak diakom

odasi dengan baik, padahal 
keterbukaan inform

asi m
erupakan bagian dari 

pelayanan dasar, perlu m
em

pertim
bangkan juga di 

daerah terkait dengan ketentuan Perm
endagri 

13/2011 tentang Kehum
asan di pem

da. 
PPID Kab/Kota  

 
: KOTA BEKASI 

Tanggal/Lokasi Penilaian 
: SEN

IN
, 15 JULI 2019 

Tem
pat Penilaian 

 
: Surya Kencana Boutique Guest H

ouse, Jl. Suryakencana N
o. 11A, Coblong – Kota Bandung 

N
am

a Penilai Independen 
: Dr. Dedy Djam

aluddin M
alik.,M

.Si 
 H

asil Penilaian 
Verifikasi dan 
Laporan Pelayanan 
Inform

asi Publi 
bersum

ber 
Pem

eriksanaan fisik 
kelengkapan dan 
terkait dengan 
PPID

,LLIP,SS dan 
Berkala 
 

Tem
uan-

tem
uan Kunci 

hasil  Verifikasi 
( B) – lihat 
lam

piran 
pendukung 

 Penjelasan D
eskriptif /Justifikasi PPID

  terhadap Tem
uan Kunci , 

dan aspek pertanyaan ( C ) 
(W

aw
ancara) 

- 
Kom

itm
en Pim

pinan(W
ali Kota,cukup m

em
adai 

- 
Kom

itm
en Besaran Anggaran: 1,5 m

iliar (2018) dan 2,5 m
iliar 

(2019); khusus anggaran PPID: 150 jt (2018) dan 200 jt (2019). 
- 

Kom
itm

en M
obilisasi Sum

berdaya M
anusia (cukup tapi m

asih 
perlu ditam

bah) 
- 

Kom
itm

en Kelengkapan Infrastruktur, cukup m
em

adai 
- 

Koordinasi PPID Utam
a dan PPID Pem

bantu, cukup baik 
 

 Penilaian Um
um

 
setelah w

aw
ancara 

Kota Bekasi m
asuk 

dalam
 kategori:  

 M
em

adai 

Pejabat Pelayanan 
Inform

asi dan 
D

okum
entasi ( PPID

) 
 

   
1. 

D
ra. Sayekti Rubiah K

abag H
um

as (PPID
 U

tam
a) 

2. 
Sudarsono, K

abag Internal dan 4 orang pengelola PPID
 

3. 
Sem

ua dokum
en tersedia lengkap 

 

    

 PPID
 Utam

a 
tam

pak m
enguasai 

perm
asalahan 

karena sejak 
diim

plem
entasikan 

UU KIP, yang 
bersangkutan 
terlibat aktif. 

  

Standar Layanan 
Inform

asi Publik 
(SLIP) 

 

 
1. 

Inform
asi tentang standar biaya perolehan  inform

asi 
publik belum

 ada. N
am

un pungutan biaya didasarkan 
pada kebutuhan dan volum

e perm
intaan inform

asi.  
2. 

Sarana khusus belum
 ada dan direncanakan dilengkapi  

tahun depan. 

   

 

Inform
asi Berkala 

 

 
1. 

Inform
asi tentang peringatan dini sudah ada (ada bukti 

di online). N
am

un tata cara atau prosedur belum
 dibuat. 

2. 
LH

K
PN

 tidak dim
uat langsung di w

eb tapi delink ke K
PK

. 
3. 

Ada daftar usulan tapi proses yang belum
 dim

uat dalam
 

berkala. 

        

 

Inform
asi Serta 

M
erta 

 

 
1. 

Inventarisasi belum
 ditam

pilkan karena m
sh diproses  di 

BPK
. 

2. 
Agenda Pim

pinan sdh ada via on;line nam
un belum

  
dim

uat dalam
 inform

asi serta m
rta. 

3. 
 Pengaduan online terpadu sudah dilakukan via PO

T dan 
SIK

EPO
. 

4. 
Inform

asi pelanggaran dan pengaw
asan internal 

 



108

m
em

ang belum
 dim

uat dalam
 D

IP. 
5. 

Judul-judul  penelitian sudah dicantum
kan nam

un belum
 

ada resum
e singkat hasil risetnya. 

6. 
Ada kendala SD

M
 ketika ada perubahan rotasi, data base, 

sarana prasarana di PPID
 pem

bantu dan belum
 

tersusunnya inform
asi publik yang lengkap di sebagian 

PPID
 Pem

bantu. 
 

7. 
Perm

intaan inform
asi dari LSM

 atas nam
a kontrol sosial, 

LSM
  

yang berbadan hukum
; perorangan (M

. H
idayat 150 

pem
ohon); w

artaw
an, m

ahasisw
a). N

am
un prosentasi 

kategori pem
ohon belum

 disajikan.  
8. 

Ada quick respons. 
9. 

Jum
lah sengketa 3 dan jum

lah pem
ohon 281 (2018), 21 

(2019). 
10. Jum

lah pengaduan pada 2018 sebanyak 403 dan dapat 
diselesaikan sebanyak 323. Yang tidak terselesaikan 
sebanyak 80 kasus akibat data atau kebijakan belum

 
jelas. 

 

Laporan Layanan 
Inform

asi Publik 
(LLIP) 

 

 
1. 

Penulisan  laporan kendala internal dan eksternal baru 
dibuat setelah tim

 verifikasi lapangan m
elaporkan ke 

tim
 penilai independent. Bukti ditunjukkan pada saat 

w
aw

ancara dgn tim
 independen.  

IN
O

VASI-IN
O

VASI YAN
G AK

AN
 D

ILAK
U

K
AN

: 
1. 

M
engintegrasikan antara pengaduan Patriot O

peration 
Center (PO

C) m
ilik K

ota Bekasi dengan sistem
 

pengelolaan pengaduan pelayanan public nasional 
(SP4N

). 
2. 

M
enam

bah SD
M

 dan anggaran agar data yang belum
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m
em

ang belum
 dim

uat dalam
 D

IP. 
5. 

Judul-judul  penelitian sudah dicantum
kan nam

un belum
 

ada resum
e singkat hasil risetnya. 

6. 
Ada kendala SD

M
 ketika ada perubahan rotasi, data base, 

sarana prasarana di PPID
 pem

bantu dan belum
 

tersusunnya inform
asi publik yang lengkap di sebagian 

PPID
 Pem

bantu. 
 

7. 
Perm

intaan inform
asi dari LSM

 atas nam
a kontrol sosial, 

LSM
  

yang berbadan hukum
; perorangan (M

. H
idayat 150 

pem
ohon); w

artaw
an, m

ahasisw
a). N

am
un prosentasi 

kategori pem
ohon belum

 disajikan.  
8. 

Ada quick respons. 
9. 

Jum
lah sengketa 3 dan jum

lah pem
ohon 281 (2018), 21 

(2019). 
10. Jum

lah pengaduan pada 2018 sebanyak 403 dan dapat 
diselesaikan sebanyak 323. Yang tidak terselesaikan 
sebanyak 80 kasus akibat data atau kebijakan belum

 
jelas. 

 

Laporan Layanan 
Inform

asi Publik 
(LLIP) 

 

 
1. 

Penulisan  laporan kendala internal dan eksternal baru 
dibuat setelah tim

 verifikasi lapangan m
elaporkan ke 

tim
 penilai independent. Bukti ditunjukkan pada saat 

w
aw

ancara dgn tim
 independen.  

IN
O

VASI-IN
O

VASI YAN
G AK

AN
 D

ILAK
U

K
AN

: 
1. 

M
engintegrasikan antara pengaduan Patriot O

peration 
Center (PO

C) m
ilik K

ota Bekasi dengan sistem
 

pengelolaan pengaduan pelayanan public nasional 
(SP4N

). 
2. 

M
enam

bah SD
M

 dan anggaran agar data yang belum
 

 

lengkap bisa dipenuhi. 
3. 

M
em

uat bukan hanya judul riset m
elainkan juga resum

e 
hasil riset agar pengguna inform

asi dapat m
em

anfaat 
hasil riset secara efektif. 
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     PPID
 K

ab/K
ota 

 
: K

AB. BO
GO

R
 

N
arasum

ber 
 

 
: Adang Iw

a (K
abid Pengelola Inform

asi D
inas K

om
info K

ab. Bogor) 
Tanggal 

 
 

: Senin, 15 Juli 2019 
Lokasi Penilaian 

 
: Suryakencana Guess H

ouse, Jl. Suryakencana N
o 11 A K

ota Bandung 
N

am
a Penilai  

 
: M

aulana Yudim
an 

  
Subjek W

aw
ancara/ H

al yang 
dikonfirm

asi 
Jaw

aban dari N
arasum

ber/PPID
 

 
Penilaian 

K
om

itm
en Pim

pinan Terkait PPID
 

Keberadaan PPID Utam
a dan PPID Pem

bantu di 
Kabupaten Bogor, telah dim

ulai pem
bentukannya sejak 

tahun 2011, sejalan dengan disahkannya Undang-Undang 
N

o 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Inform
asi Publik.  

 Kom
itm

en pim
pinan yang tinggi terhadap keberadaan 

PPID dan Keterbukaan Inform
asi publik dibuktikan 

m
elalui dihadirkannya serangkaian kebijakan, 

diantaranya:  Peraturan Daerah Kabupaten Bogor N
om

or 
12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kom

unikasi dan 
Inform

asi; 
Peraturan Bupati Bogor N

om
or 56 Tahun 2013 tentang 

Layanan Inform
asi dan Dokum

entasi Publik di 
Pem

erintah Daerah; 
Keputusan Bupati Bogor N

om
or. 488/602/Kpts/Per-

/UU/2017 tanggal 14 N
ovem

ber 2017, tentang 

 Cukup m
em

adai 
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     PPID
 K

ab/K
ota 

 
: K

AB. BO
GO

R
 

N
arasum

ber 
 

 
: Adang Iw

a (K
abid Pengelola Inform

asi D
inas K

om
info K

ab. Bogor) 
Tanggal 

 
 

: Senin, 15 Juli 2019 
Lokasi Penilaian 

 
: Suryakencana Guess H

ouse, Jl. Suryakencana N
o 11 A K

ota Bandung 
N

am
a Penilai  

 
: M

aulana Yudim
an 

  
Subjek W

aw
ancara/ H

al yang 
dikonfirm

asi 
Jaw

aban dari N
arasum

ber/PPID
 

 
Penilaian 

K
om

itm
en Pim

pinan Terkait PPID
 

Keberadaan PPID Utam
a dan PPID Pem

bantu di 
Kabupaten Bogor, telah dim

ulai pem
bentukannya sejak 

tahun 2011, sejalan dengan disahkannya Undang-Undang 
N

o 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Inform
asi Publik.  

 Kom
itm

en pim
pinan yang tinggi terhadap keberadaan 

PPID dan Keterbukaan Inform
asi publik dibuktikan 

m
elalui dihadirkannya serangkaian kebijakan, 

diantaranya:  Peraturan Daerah Kabupaten Bogor N
om

or 
12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kom

unikasi dan 
Inform

asi; 
Peraturan Bupati Bogor N

om
or 56 Tahun 2013 tentang 

Layanan Inform
asi dan Dokum

entasi Publik di 
Pem

erintah Daerah; 
Keputusan Bupati Bogor N

om
or. 488/602/Kpts/Per-

/UU/2017 tanggal 14 N
ovem

ber 2017, tentang 

 Cukup m
em

adai 

Pem
bentukan Pengelola Layanan Inform

asi dan 
Dokum

entasi di Lingkungan Pem
erintah Kabupaten 

Bogor; 
 Kom

itm
en pim

pinan terhadap keberadaan PPID dan 
Keterbukaan Inform

asi Publik, juga diw
ujudkan m

elalui 
upaya city branding, dengan m

enyosialisasikan beragam
 

program
 pem

bangunan yang dijalankan di Kabupaten 
Bogor m

elalui beragam
 saluran inform

asi. 
   

K
om

itm
en besaran anggaran 

N
arasum

ber m
enyam

paikan bahw
a anggaran untuk 

kegiatan PPID Utam
a tidak berdiri sendiri. N

am
un 

m
erupakan sinergi antara beberapa bagian yang ada di 

Diskom
info Kab. Bogor, tak hanya m

enjadi urusan Seksi 
Pelayanan Inform

asi. Juga m
elibatkan bidang-bidang 

lainnya. Inform
asi ini untuk m

engklarifikasi alokasi 
anggaran yang sebesar Rp 50.738.000 (program

 
pengaduan m

asyrakat), Belanja pegaw
ai (Rp 900.000), 

Belanja Barang &
 Jasa Rp 49.833.000, Peningkatan 

Kapasitas PPID 125.632.00, belanja pegaw
ai Rp 875.000, 

dan belanja barang dan jasa Rp 127.757.00 yang dinilai 
belum

 m
enunjykan proporsi pagu anggaran yang sesuai 

antara penerim
aan Dinas Kom

info dengan total APBD 
Kab. Bogor. 

Tidak m
em

adai 

K
om

itm
en M

obilisasi Sum
ber D

aya 

N
arasum

ber m
enyam

paikan bahw
a pelayanan inform

asi 
di PPID Utam

a di Kab. Bogor dilayani oleh ASN
 

Diskom
info dibantu oleh beberapa orang  non ASN

 yang 
bertugas sebagai Petugas Pelayanan Inform

asi, Petugas 
Pengelola Inform

asi, Tim
 Fasilitasi Sengketa Inform

asi, 
Petugas Adm

inistrasi 
 

Cukup M
em

adai 

K
oordinasi antara PPID

 U
tam

a 
dengan PPID

 Pem
bantu 

M
enurut penuturan narasum

ber, kordinasi antara PPID 
Utam

a dengan PPID pem
bantu belum

 sepenuhnya terjalin 
dengan baik, karena dari 36 SKPD dan 40 Kecam

atan 
struktur organisasi PPID yang sesuai dengan yang dim

iliki 

Tidak M
em

adai 
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PPID Utam
a, baru tersedia di 8 Kecam

atan dan 7 SKPD. 

Pejabat Pelayanan Inform
asi dan 

D
okum

entasi (PPID
) 

M
enurut narasum

ber, PPID Utam
a di Kab Bogor yang 

dijabat oleh Kepala Diskom
info m

em
iliki struktur yang 

sudah ajeg, dibantu Bagian kesekretariatan (Bagian 
Um

um
), Bagian Pelayanan Inform

asi (Seksi Inform
asi 

Publik), Pengelolaan inform
asi dan arsip, dan bagian 

fasilitasi sengketa inform
asi. Struktur ini telah dibakukan 

dan diterapkan di 15 PPID Pem
bantu yang telah ada, dar 

M
em

adai 

Standar Layanan Inform
asi Publik 

1. 
M

enurut N
arasum

ber, sarana dan prasarana yang 
tersedia di PPID Utam

a Kab. Bogor diantaranya 
adalah  
- 

Front Office / M
eja Pelayanan 

- 
Pesaw

at Telepon 
- 

Ruang Tunggu 
- 

Form
ulir Perm

ohonan Inform
asi Publik 

- 
Ruang Untuk M

elihat Dokum
en 

2. 
Sedangkan untuk Layanan Inform

asi Publik, 
dalam

 setiap m
eja pelayanan sudah tersedia:  -   

Form
ulir Perm

ohonan Inform
asi Publik 

-   Form
ulir Perm

ohonan Keberatan 
-   Buku Register 
-   W

ebsite Sistem
 Inform

asi 
-  Jadw

al Pelayanan Inform
asi 

 

Cukup m
em

adai 

Inform
asi Serta M

erta 

Terkait prosedur peringatan dini dan evakuasi keadaan 
darurat di setiap kantor Badan Publik, m

enurut 
narasum

ber pihaknya sudah m
em

inta kepada Badan 
Penanggulangan Bencana Kab. Bogor, nam

un hingga saat 
ini inform

asi yang dim
inta m

asih belum
 tersedia. 

 

Tidak m
em

adai 

Inform
asi Berkala 

1. 
Terkait LH

KPN
, m

enurut narasum
ber LH

KPN
 

PPID Utam
a Kab.Bogor tidak m

encantum
kannya 

karena ada ketidaksesuaian antara keharusan 

M
em

adai 
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PPID Utam
a, baru tersedia di 8 Kecam

atan dan 7 SKPD. 

Pejabat Pelayanan Inform
asi dan 

D
okum

entasi (PPID
) 

M
enurut narasum

ber, PPID Utam
a di Kab Bogor yang 

dijabat oleh Kepala Diskom
info m

em
iliki struktur yang 

sudah ajeg, dibantu Bagian kesekretariatan (Bagian 
Um

um
), Bagian Pelayanan Inform

asi (Seksi Inform
asi 

Publik), Pengelolaan inform
asi dan arsip, dan bagian 

fasilitasi sengketa inform
asi. Struktur ini telah dibakukan 

dan diterapkan di 15 PPID Pem
bantu yang telah ada, dar 

M
em

adai 

Standar Layanan Inform
asi Publik 

1. 
M

enurut N
arasum

ber, sarana dan prasarana yang 
tersedia di PPID Utam

a Kab. Bogor diantaranya 
adalah  
- 

Front Office / M
eja Pelayanan 

- 
Pesaw

at Telepon 
- 

Ruang Tunggu 
- 

Form
ulir Perm

ohonan Inform
asi Publik 

- 
Ruang Untuk M

elihat Dokum
en 

2. 
Sedangkan untuk Layanan Inform

asi Publik, 
dalam

 setiap m
eja pelayanan sudah tersedia:  -   

Form
ulir Perm

ohonan Inform
asi Publik 

-   Form
ulir Perm

ohonan Keberatan 
-   Buku Register 
-   W

ebsite Sistem
 Inform

asi 
-  Jadw

al Pelayanan Inform
asi 

 

Cukup m
em

adai 

Inform
asi Serta M

erta 

Terkait prosedur peringatan dini dan evakuasi keadaan 
darurat di setiap kantor Badan Publik, m

enurut 
narasum

ber pihaknya sudah m
em

inta kepada Badan 
Penanggulangan Bencana Kab. Bogor, nam

un hingga saat 
ini inform

asi yang dim
inta m

asih belum
 tersedia. 

 

Tidak m
em

adai 

Inform
asi Berkala 

1. 
Terkait LH

KPN
, m

enurut narasum
ber LH

KPN
 

PPID Utam
a Kab.Bogor tidak m

encantum
kannya 

karena ada ketidaksesuaian antara keharusan 

M
em

adai 

untuk m
encantum

kan dalam
 laporan berkala, 

sesuai Peraturan KPK N
o. 07 tahun 2016 tentang 

tatacara pendaftaran, pengum
um

an, dan 
pem

eriksaan H
KPN

, dengan Peraturan Kom
isi 

Inform
asi N

om
o 1 tahun 2010 tentang standar 

layanan inform
asi. M

enurut narasum
ber, 

sebaiknya terkait pengum
um

am
 LH

KPN
 ini, ada 

dorongan dari Gubernur Provinsi Jaw
a Barat, agar 

para Kepala Daerah m
encantum

kan inform
asi 

terkait LH
KPN

, sehingga dapat diketahui publik 
2. 

Laporan terkait DPA, sebelum
nya dincantum

kan 
dalam

 inform
asi berkala di w

ebsite PPID Kab 
Bogor, nam

un berdasarkan beberapa 
pertim

banga, yang dim
unculkan hanya 

ringkasannya saja. 
3. 

Daftar regulasi Badan Publik yang m
asih berupa 

rancangan/draft tahun 2018, tidak dicantum
kan 

dalam
 laporan berkala, karena dinilai sebelum

nya 
telah disosialisasikan dalam

 uji publik. 
 

Inform
asi Setiap Saat 

1. 
Inform

asi tentang peraturan, keputusan dan atau 
kebijakan badan publik, sudah tersedia dalam

 
w

ebsite PPID Kab. Bogor yang terhubung dengan 
lam

an Jaringan Data dan Inform
asi H

ukum
 (JDIH

) 
2. 

Dokum
en lengkap dari Inform

asi Publik, tertera 
dalam

 kanal Daftar Inform
asi Publik, nam

un 
hanya m

em
uat daftarnya saja, tidak tersedia 

dokum
en lengkap Daftar Inform

asi Publik.  
3. 

Inform
asi tentang organisasi, adm

inistrasi 
kepegaw

aian dan lanjutannya, terhubung dengan 
lam

an struktur organisasi Badan Kepegaw
aian, 

Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kab. Bogor 
4. 

Surat-surat Badan Publik terhubung dengan 
lam

an Sekretariat Daerah Kab. Bogor dan 
m

enam
pilkan Perjajian Kinerja Tahun 2017, yang 

Tidak M
em

adai 
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berisi inform
asi “Perubahan Rencana Aksi Kinerja 

Sasaran Tahun 2017 Sekretariat Daerah Kab. 
Bogor” 

5. 
Inform

asi m
engenai perijinan terhubung dengan 

lam
an Dinas Penanam

an M
odal Terpadu Satu 

Pintu 
6. 

Inform
asi Perbendaharan inventaris, terhubung 

ke lam
an BPKAD Bogor, nam

un tak bisa diakses 
7. 

Inform
asi tekait rencana strategis dan rencana 

kinerja, terhubung ke lam
an Bappeda Kab.Bogor, 

bappeda.bogorkab.go,id nam
un tak bisa diakses 

8. 
Agenda Kerja Pim

pinan terhubung ke lam
an 

http://bogorkab.go.id/index.php/show
_event  

nam
un hanya berupa pencantum

an daftar 
kegiatan di lingkungan pem

erintah Kab. Bogor 
dan tidak bisa diakses. Agenda terakhir yang 
tertulis adalah tanggal 13 Juli 2019 

9. 
Kegiatan Pelayanan Inform

asi tersedia dalam
 

form
at PDF berbentuk Laporan Layanan 

Inform
asi Publik Tahun 2017 (tidak diperbaharui) 

10. Inform
asi jenis pelanggaran  dan pengaw

asan 
internal badan publik, terhubung ke lam

an BKPP, 
nam

un hanya berisi publikasi kinerja BKPP tahun 
2017 
 

Arah Rencana K
e D

epan (Inovasi, 
Gagasan, K

ebijakan dll) 

1. 
Pem

erintah Kabupaten Bogor berencana 
m

engem
bangkan aplikasi e-inform

asi publik yang 
m

erupakan pelayanan inform
asi pengaduan 

berbasis elektronik 

2. 
Pem

erintah Kabupaten Bogor sudah m
eluncurkan 

LARAS 
ON

LIN
E 

yang 
m

erupakan 
aplikasi 

pelayanan 
inform

asi 
dan 

pengaduan 
berbasis 

aplikasi 
android 

yang 
direncanakan 

dapat 
bersinergi dengan SP4N

 – LAPOR. H
anya saja, 

Cukup M
em

adai 
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berisi inform
asi “Perubahan Rencana Aksi Kinerja 

Sasaran Tahun 2017 Sekretariat Daerah Kab. 
Bogor” 

5. 
Inform

asi m
engenai perijinan terhubung dengan 

lam
an Dinas Penanam

an M
odal Terpadu Satu 

Pintu 
6. 

Inform
asi Perbendaharan inventaris, terhubung 

ke lam
an BPKAD Bogor, nam

un tak bisa diakses 
7. 

Inform
asi tekait rencana strategis dan rencana 

kinerja, terhubung ke lam
an Bappeda Kab.Bogor, 

bappeda.bogorkab.go,id nam
un tak bisa diakses 

8. 
Agenda Kerja Pim

pinan terhubung ke lam
an 

http://bogorkab.go.id/index.php/show
_event  

nam
un hanya berupa pencantum

an daftar 
kegiatan di lingkungan pem

erintah Kab. Bogor 
dan tidak bisa diakses. Agenda terakhir yang 
tertulis adalah tanggal 13 Juli 2019 

9. 
Kegiatan Pelayanan Inform

asi tersedia dalam
 

form
at PDF berbentuk Laporan Layanan 

Inform
asi Publik Tahun 2017 (tidak diperbaharui) 

10. Inform
asi jenis pelanggaran  dan pengaw

asan 
internal badan publik, terhubung ke lam

an BKPP, 
nam

un hanya berisi publikasi kinerja BKPP tahun 
2017 
 

Arah Rencana K
e D

epan (Inovasi, 
Gagasan, K

ebijakan dll) 

1. 
Pem

erintah Kabupaten Bogor berencana 
m

engem
bangkan aplikasi e-inform

asi publik yang 
m

erupakan pelayanan inform
asi pengaduan 

berbasis elektronik 

2. 
Pem

erintah Kabupaten Bogor sudah m
eluncurkan 

LARAS 
ON

LIN
E 

yang 
m

erupakan 
aplikasi 

pelayanan 
inform

asi 
dan 

pengaduan 
berbasis 

aplikasi 
android 

yang 
direncanakan 

dapat 
bersinergi dengan SP4N

 – LAPOR. H
anya saja, 

Cukup M
em

adai 

karena 
perm

intaan 
untuk 

bersinergi 
dengan 

platform
 

SP4N
 

– 
LAPOR 

harus 
berkordinasi 

dengan Kantor Staf Presiden (KSP), m
aka upaya 

sinergi ini belum
 dapat direalisasikan. 

 

  Catatan Penilaian: 
 

1. 
Kabupaten Bogor adalah peringkat pertam

a e-m
onev Keterbukaan Inform

asi Publik tahun 2017 dan 2018, nam
un hal ini tidak 

tergam
bar dalam

 e-m
onev tahun 2019 ini. 

2. 
H

asil verifikasi yang dilakukan oleh Tim
 Verifikator KI m

enem
ukan beberapa tem

uan seperti tidak dicantum
kannya beberapa 

inform
asi penting seperti Laporan Keuangan pem

erintah, rencana kerja yang tidak tercantum
 dalam

 lam
an PPID Kab. Bogor di 

http://ppid.bogorkab.go.id dem
ikian juga dengan isian SAQ SS-nya yang beberapa diantaranya adalah copy paste dari tahun-

tahun sebelum
nya dan inform

asinya tidak diperbaharui 
3. 

N
am

un, PPID Utam
a Kab Bogor m

em
berikan beberapa data m

enarik terkait data perm
ohonan inform

asi publik:  
 U

raian 
Tahun 2018 

Tahun 2019 

Pem
ohon Inform

asi 
35 

18 

W
aktu rata-rata pelayanan Inform

asi (M
enit) 

671 
856 

Jum
lah Inform

asi yang dim
inta 

1036 
26 

Jum
lah Pem

ohon inform
asi yang dikabulkan 

21 
15 

Jum
lah Pem

ohon Inform
asi yang ditolak 

12 
3 

Jum
lah Pem

ohon yang dikabulkan sebagian 
2 

- 

 
4. 

Sedangkan terkait Sengketa Inform
asi Publik, m

enurut narasum
ber terjadi penurunan yang cukup signifikan 

U
raian 

Tahun 2018 
Tahun 2019 
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Jum
lah Keberatan 

7 
- 

Tanggapan atas PPID
 

7 
- 

Penyelesaian Sengketa Inform
asi 

14 
- 

H
asil M

ediasi ajudikasi non ligitasi 
8 

- 

Status Putusan Kom
isi Inform

asi Ditolak 
6 

- 

 
5. 

Beberapa terobosan/inovasi yang digagas oleh pem
erintah Kab. Bogor sepertinya juga telah dilakukan oleh beberapa 

kabupaten/kota lain, seperti penggunaan aplikasi pelayanan inform
asi berbasis adroid, sehingga sepertinya telah m

enjadi hal 
yang sudah seharusnya dilakukan oleh pem

erintah kabupaten kota jika ingin m
eningkatkan pelayanan inform

asi dan pengadua.  
     PPID

 K
ab/K

ota 
 

: K
O

TA D
EPO

K
 

N
arasum

ber 
 

 
: Tinte Rosm

iati (Sekretaris D
inas K

om
info K

ota D
epok – K

oordinator PPID
 K

ota D
epok) 

Tanggal 
 

 
: Senin, 15 Juli 2019 

Lokasi Penilaian 
 

: Suryakencana Guess H
ouse, Jl. Suryakencana N

o 11 A K
ota Bandung 

N
am

a Penilai  
 

: M
aulana Yudim

an 
  

Subjek W
aw

ancara/ H
al yang 

dikonfirm
asi 

Jaw
aban dari N

arasum
ber/PPID

 
 

Penilaian 

K
om

itm
en Pim

pinan Terkait PPID
 

Kom
itm

en yang diberikan oleh pim
pinan kepada PPID, 

m
enurut narasum

ber cukup tinggi, dibukatikan dalam
 

bentuk adanya regulasi yang m
endukung PPID. Kondisi 

 Cukup m
em

adai 
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Jum
lah Keberatan 

7 
- 

Tanggapan atas PPID
 

7 
- 

Penyelesaian Sengketa Inform
asi 

14 
- 

H
asil M

ediasi ajudikasi non ligitasi 
8 

- 

Status Putusan Kom
isi Inform

asi Ditolak 
6 

- 

 
5. 

Beberapa terobosan/inovasi yang digagas oleh pem
erintah Kab. Bogor sepertinya juga telah dilakukan oleh beberapa 

kabupaten/kota lain, seperti penggunaan aplikasi pelayanan inform
asi berbasis adroid, sehingga sepertinya telah m

enjadi hal 
yang sudah seharusnya dilakukan oleh pem

erintah kabupaten kota jika ingin m
eningkatkan pelayanan inform

asi dan pengadua.  
     PPID

 K
ab/K

ota 
 

: K
O

TA D
EPO

K
 

N
arasum

ber 
 

 
: Tinte Rosm

iati (Sekretaris D
inas K

om
info K

ota D
epok – K

oordinator PPID
 K

ota D
epok) 

Tanggal 
 

 
: Senin, 15 Juli 2019 

Lokasi Penilaian 
 

: Suryakencana Guess H
ouse, Jl. Suryakencana N

o 11 A K
ota Bandung 

N
am

a Penilai  
 

: M
aulana Yudim

an 
  

Subjek W
aw

ancara/ H
al yang 

dikonfirm
asi 

Jaw
aban dari N

arasum
ber/PPID

 
 

Penilaian 

K
om

itm
en Pim

pinan Terkait PPID
 

Kom
itm

en yang diberikan oleh pim
pinan kepada PPID, 

m
enurut narasum

ber cukup tinggi, dibukatikan dalam
 

bentuk adanya regulasi yang m
endukung PPID. Kondisi 

 Cukup m
em

adai 

ini tidak lepas dari tingkat partipasi m
asyarakat dalam

 
pem

bangunan di Kota Depok, yang dalam
 hal pengaduan 

um
um

nya adalah adanya ketidakpuasan 
w

arga/m
asyarakat Kota Depok terhadap pelayanan yang 

diberikan pem
erintah Kota Depok. 

 Sebagai kota besar yang didukung tingkat dan 
pem

aham
an serta partisipasi w

arga yang cukup tinggi, 
m

aka Pem
erintah Kota Depok selain m

em
iliki lam

an 
khusus PPID, juga m

em
buka kanal pelayanan inform

asi di 
m

edia sosial serta call center 112, serta 119 untuk 
perm

intaan am
bulan/pelayanan kesehatan 

 Depok juga m
em

iliki Depok City Inform
ation Room

 yang 
sekaligus berfungsi sebagai com

m
and center, dim

ana 
seluruh kegiatan dan aktifitas di Kota Depok dapat 
terpantau, term

asuk beragam
 pengaduan dan keluhan 

yang disam
paikan w

arga. 
   

K
om

itm
en besaran anggaran 

N
arasum

ber m
enyam

paikan bahw
a anggaran untuk 

kegiatan PPID tidak berdiri sendiri. N
am

un m
erupakan 

gabungan dalam
 satu kesatuan anggaran yang 

dialokasikan untuk Dinas, dalam
 hal ini Dinas Kom

info, 
yang dibagi ke dalam

 anggaran bidang. N
am

un sem
uanya 

bersinergi untuk agenda pengelolaan PPID. 

Tidak m
em

adai 

K
om

itm
en M

obilisasi Sum
ber D

aya 

N
arasum

ber m
enyam

paikan bahw
a pelayanan inform

asi 
di PPID Utam

a di Kota Depok, dan di beberapa PPID 
pem

bantu di Kota Depok, dikelola oleh ASN
. Bahkan dapat 

m
enurut narasum

ber, dapat dipastikan bahw
a setiap 

m
eja pelayanan inform

asi di badan publik yang ada di 
Kota Depok, senantiasa didam

pingi oleh ASN
 yang 

bertugas/bertanggung jaw
ab.  

Cukup M
em

adai 

K
oordinasi antara PPID

 U
tam

a 
dengan PPID

 Pem
bantu 

M
enurut penuturan narasum

ber, kordinasi antara PPID 
Utam

a dengan PPID pem
bantu dilaksanakan secara rutin 

setiap tiga bulan sekali. 

M
em

adai 



118

Pejabat Pelayanan Inform
asi dan 

D
okum

entasi (PPID
) 

N
arasum

ber dapat m
enjelaskan dengan baik struktur 

PPID di Kota Depok, yang juga term
uat dalam

 w
ebsite 

PPID Kota Depok 

M
em

adai 

Standar Layanan Inform
asi Publik 

3. 
M

enurut N
arasum

ber, m
eja layanan inform

asi 
publik tersedia di PPID Utam

a dan beberapa PPID 
pem

bantu di Kota Depok. Sebagai bagian dari 
kom

itm
en sum

ber daya m
anusia, untuk 

penguatan PPID, setiap m
eja pelayanan inform

asi 
senantiasa didam

pingi oleh ASN
 untuk 

m
em

berikan pelayanan inform
asi dan 

penerim
aan pengaduan. 

4. 
Papan pengum

um
an dijelaskan N

arasum
ber juga 

tersedia di kantor badan publik, baik di PPID 
utam

a m
aupun PPID Pem

bantu 
5. 

Ruangan untuk m
elihat inform

asi publik juga 
tersedia di PPID Utam

a.  
6. 

M
enurut N

arasum
ber, untuk pem

ohon inform
asi 

dan pengaduan dari kalangan penyadang 
disabilitas, sudah tersedia sarana khusus, bahkan 
disiapkan kursi roda, dan peugas yang akan 
m

em
bantu m

endorong kursi roda dan 
m

em
fasilitasi proses pengaduan 

 

Cukup m
em

adai 

Inform
asi Serta M

erta 

Tersedianya e-book Panduan penanggulangan 
bencana dan kebakaran yang dapat diunduh dari 
w

ebsite PPID Kota Depok 

Cukup m
em

adai 

Inform
asi Berkala 

4. 
Terkait LH

KPN
, m

enurut narasum
ber LH

KPN
 

Pim
pinan daerah m

em
ang tidak m

encantum
kan 

karena sudah tersedia di KPK 
5. 

Laporan Akses inform
asi Publik TA 2018 – 2019, 

dijelaskan narasum
ber sudah tersedia di w

ebsite 
PPID 

6. 
Daftar regulasi Badan Publik yang m

asih berupa 
rancangan/draft tahun 2018, m

enurut 

M
em

adai 
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Pejabat Pelayanan Inform
asi dan 

D
okum

entasi (PPID
) 

N
arasum

ber dapat m
enjelaskan dengan baik struktur 

PPID di Kota Depok, yang juga term
uat dalam

 w
ebsite 

PPID Kota Depok 

M
em

adai 

Standar Layanan Inform
asi Publik 

3. 
M

enurut N
arasum

ber, m
eja layanan inform

asi 
publik tersedia di PPID Utam

a dan beberapa PPID 
pem

bantu di Kota Depok. Sebagai bagian dari 
kom

itm
en sum

ber daya m
anusia, untuk 

penguatan PPID, setiap m
eja pelayanan inform

asi 
senantiasa didam

pingi oleh ASN
 untuk 

m
em

berikan pelayanan inform
asi dan 

penerim
aan pengaduan. 

4. 
Papan pengum

um
an dijelaskan N

arasum
ber juga 

tersedia di kantor badan publik, baik di PPID 
utam

a m
aupun PPID Pem

bantu 
5. 

Ruangan untuk m
elihat inform

asi publik juga 
tersedia di PPID Utam

a.  
6. 

M
enurut N

arasum
ber, untuk pem

ohon inform
asi 

dan pengaduan dari kalangan penyadang 
disabilitas, sudah tersedia sarana khusus, bahkan 
disiapkan kursi roda, dan peugas yang akan 
m

em
bantu m

endorong kursi roda dan 
m

em
fasilitasi proses pengaduan 

 

Cukup m
em

adai 

Inform
asi Serta M

erta 

Tersedianya e-book Panduan penanggulangan 
bencana dan kebakaran yang dapat diunduh dari 
w

ebsite PPID Kota Depok 

Cukup m
em

adai 

Inform
asi Berkala 

4. 
Terkait LH

KPN
, m

enurut narasum
ber LH

KPN
 

Pim
pinan daerah m

em
ang tidak m

encantum
kan 

karena sudah tersedia di KPK 
5. 

Laporan Akses inform
asi Publik TA 2018 – 2019, 

dijelaskan narasum
ber sudah tersedia di w

ebsite 
PPID 

6. 
Daftar regulasi Badan Publik yang m

asih berupa 
rancangan/draft tahun 2018, m

enurut 

M
em

adai 

narasum
ber tersedia dalam

 tautan ke w
ebsite 

JDIH
 Kota Depok. Selain itu, sebelum

 m
enjadi 

regulasgi, m
enurut narasum

ber biasanya draft 
regulasi tersebut sudah m

elalui tahapan FGD dan 
uji publik. 

7. 
H

ak m
em

peroleh inform
asi publik, juga tersedia 

dalam
 w

ebsite PPID. 

Inform
asi Setiap Saat 

11. Inform
asi tentang peraturan, dan atau ekbijakan 

badan publik, inform
asi tentang peraturan atau 

kebijakan badan publik, tersedia dalam
 tautan di 

situs JDIH
 Kota Depok 

12. Dokum
en lengkap dari inform

asi publik yang 
w

ajib tersedi dand ium
um

kans ecara berkala, 
tersedia dalam

 w
ebsite PPID. 

13. Inform
asi tentang organisasi, adm

inistrasi, 
kepegaw

aian dan keuangan, juga tersedia dalam
 

w
ebsite PPID 

14. Surat-surat Badan Publik, terkait kerjasam
a 

ditautkan ke LPSE Kota Depok. 
15. Agenda Kerja Pim

pinan, tersedia tautan nam
un 

tidak bisa diakses 
16. Inform

asi yang disam
paikan pejabat badan publik 

secara terbuka, tersedia dalam
 w

ebsite. 

Cukup M
em

adai 

Arah Rencana K
e D

epan (Inovasi, 
Gagasan, K

ebijakan dll) 

3. 
Tersedianya 

SIGAP! 
(Sistem

 
Terintegrai 

untuk 
pengaduan 

dan 
Aspirasi) 

yang 
m

erupakan 
aplikasi 

berbasis 
android 

yang 
m

em
udahkan 

m
asyarakat 

Kota 
Depok 

dalam
 

penyam
paian 

pengaduan, 
aspirasi, 

dan 
saran 

kepada 
Pem

erintah Kota Depok secara real-tim
e. M

elalui 
Aplikasi 

Sigap!, 
m

asyarakat 
dapat 

m
em

antau 
segala 

pengaduan 
dan 

aspirasi 
yang 

sudah 
disam

paikan dan dapat berkom
unikasi langsung 

dengan Pem
erintah Kota Depok. 

4. 
Pem

erintah Kota Depok m
enerbitkan Peraturan 

Daerah 
(PERDA) 

“Depok 
Kota 

Cerdas”, 
satu-

Cukup M
em

adai 
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satunya perda terkait sm
art city yang ada di 

provinsi Jaw
a Barat. 

5. 
Depok Single W

indow
s, aplikasi berbasis android 

yang w
arga untuk dapat m

engurus pelayanan di 
berbagai 

bidang, 
seperti 

pajak, 
laporan 

kegaw
atdaruratan, daftar berobat secara online di 

rum
ah sakit um

um
 daerah (RSUD) dan puskesm

as 
di Depok, dan lainnya. 

 Catatan Penilaian: 
 

1. 
N

arasum
ber dalam

 kapasitas sebagai Koordinator PPID Kota Depok, sangat m
em

aham
i peran dan fungsi PPID Kota Depok. 

Beberapa hasil tem
uan tim

 verifikasi lapangan, dapat dijaw
ab dan dijelaskan dengan m

engacu kepada inform
asi yang tersedia 

dalam
 w

ebsite PPID kota Depok di lam
an http://ppid.depok.go.id  

2. 
Lam

an PPID Kota Depok, dapat dinilai sebagai lam
an PPID yang lengkap, dibanding dengan beberapa lam

an PPID Kabupaten/Kota 
lainnya di Jaw

a Barat, yang m
enam

pilkan inform
asi berkala, inform

asi setiap saat, serta inform
asi serta m

erta dengan navigasi 
yang m

udah, dan user friendly. 
3. 

Terkait kom
itm

en anggaran untuk PPID, narasum
ber m

enyam
paikan bahw

a alokasi anggaran untuk Dinas Kom
info Kota Depok 

tahun ini adalahs ekitar Rp 28 m
iliar, term

asuk belanja pegaw
ai. Dalam

 anggaran ini, term
asuk alokasi anggaran untuk PPID, 

nam
un tidak dijelaskan berapa besarannya. 

4. 
Kota Depok, cukup dapat m

enjadi m
odel untuk pengelolaan PPID, khususnya dalam

 hal pelayanan inform
asi dan pengaduan yang 

disam
paikan m

elalui beragam
 aplikasi berbasis teknologi inform

asi dan kom
unikasi.  
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satunya perda terkait sm
art city yang ada di 

provinsi Jaw
a Barat. 

5. 
Depok Single W

indow
s, aplikasi berbasis android 

yang w
arga untuk dapat m

engurus pelayanan di 
berbagai 

bidang, 
seperti 

pajak, 
laporan 

kegaw
atdaruratan, daftar berobat secara online di 

rum
ah sakit um

um
 daerah (RSUD) dan puskesm

as 
di Depok, dan lainnya. 

 Catatan Penilaian: 
 

1. 
N

arasum
ber dalam

 kapasitas sebagai Koordinator PPID Kota Depok, sangat m
em

aham
i peran dan fungsi PPID Kota Depok. 

Beberapa hasil tem
uan tim

 verifikasi lapangan, dapat dijaw
ab dan dijelaskan dengan m

engacu kepada inform
asi yang tersedia 

dalam
 w

ebsite PPID kota Depok di lam
an http://ppid.depok.go.id  

2. 
Lam

an PPID Kota Depok, dapat dinilai sebagai lam
an PPID yang lengkap, dibanding dengan beberapa lam

an PPID Kabupaten/Kota 
lainnya di Jaw

a Barat, yang m
enam

pilkan inform
asi berkala, inform

asi setiap saat, serta inform
asi serta m

erta dengan navigasi 
yang m

udah, dan user friendly. 
3. 

Terkait kom
itm

en anggaran untuk PPID, narasum
ber m

enyam
paikan bahw

a alokasi anggaran untuk Dinas Kom
info Kota Depok 

tahun ini adalahs ekitar Rp 28 m
iliar, term

asuk belanja pegaw
ai. Dalam

 anggaran ini, term
asuk alokasi anggaran untuk PPID, 

nam
un tidak dijelaskan berapa besarannya. 

4. 
Kota Depok, cukup dapat m

enjadi m
odel untuk pengelolaan PPID, khususnya dalam

 hal pelayanan inform
asi dan pengaduan yang 

disam
paikan m

elalui beragam
 aplikasi berbasis teknologi inform

asi dan kom
unikasi.  

  

 
 

 

LAPORAN PRA-EVALUASI PENILAIAN BADAN PUBLIK DALAM PENERAPAN 
STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS 
DAN PARTISIPASI DI PROVINSI JAWA BARAT 

LAMPIRAN-3. 

N
am

a PPID
  

 
 

: B
adan K

esatuan B
angsa dan Politik (K

esbangpol)  
A

sal K
ab/K

ota/ 
 

: Provinsi Jaw
a B

arat 
N

am
a PPID

/pelaku 
 

: D
rs. O

ha H
erm

aw
an (Sekr. PPID

 Pem
bantu – K

epala Sub B
agian U

m
um

 dan K
epegaw

aian) 
T

anggal/L
okasi Penilaian 

: Senin, 15 Juli 2019 – Suryakencana G
uess H

ouse, Jl. Suryakencana N
o 11 A

 K
ota B

andung 
N

am
a Penilai 

 
 

: M
aulana Y

udim
an 

  
Subjek W

aw
ancara/ H

al yang 
dikonfirm

asi 
Jaw

aban dari N
arasum

ber/PPID
 

 
Penilaian 

K
om

itm
en Pim

pinan T
erkait PPID

 

K
om

itm
en Pim

pinan (K
epala B

adan K
esbangpol) m

enurut 
narasum

ber terhadap keberadaan PPID
 cukup baik. Salah 

satunya dibuktikan dengan m
em

berikan kepercayaan penuh 
kepada narasum

ber untuk m
engelola kegiatan PPID

 sehari-
sehari.  
 Pada w

aktu bersam
aan, Sekretaris B

adan yang secara ex 
officio m

erupakan PPID
 Pem

bantu, baru m
enjabat selam

a 
satu m

inggu, sehingga belum
 sepenuhnya terlibat dalam

 
pengelolaan PPID

, sehari-hari. 
 Pendelegasian kew

enangan secara penuh dari pim
pinan 

kepada narasum
ber inilah yang diartikan oleh narasum

ber 
sebagai kom

itm
en yang tinggi dari pim

pinan kepada PPID
 

   

 C
ukup m

em
adai 

K
om

itm
en besaran anggaran 

N
arasum

ber m
enyam

paikan bahw
a kom

itm
en terkait 

anggaran untuk PPID
 tahun berjalan m

asih nihil (N
ol). Ini 

juga sesuai dengan bukti yang dilam
pirkan dalam

 kuesioner 
terkait dukungan besaran anggaran pelaksanaan pengelolaan 
pengaduan pelayanan publik tahun 2018 - 2019, yang sebesar 
Rp 94.321.154, yang dialokasikan untuk honor tenaga front 
office 

T
idak m

em
adai 

K
om

itm
en M

obilisasi Sum
ber D

aya 
N

arasum
ber m

enyam
paikan bahw

a pelayanan inform
asi di 

B
adan K

esbangpol dilayani oleh tiga orang, yang terdiri dari 
satu orang A

SN
 dan dua orang non A

SN
 yang ditugaskan 

T
idak m

em
adai 
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sebagai penata kom
puter dan  adm

in. N
am

un hingga saat ini 
m

enurut narasum
ber, belum

 ada rencana m
enam

bah SD
M

 
untuk m

em
bantu PPID

 

K
om

itm
en kelengkapan Infrastruktur 

N
arasum

ber m
enyam

paikan bahw
a alham

dulillah, pada tahun 
anggaran m

endatang, pim
pinan K

esbangpol telah m
enyetujui 

untuk m
enam

bah perangkat kom
puter sebanyak 10 unit untuk 

m
em

perlancar pelayanan inform
asi dan pengaduan 

T
idak m

em
adai 

Standar L
ayanan Inform

asi Publik 

1. 
M

enurut N
arasum

ber, B
adan K

esbangpol sudah 
m

em
iliki ruangan pelayanan inform

asi dan 
pengaduan yang lokasinya berdekatan dengan 
ruangan narasum

ber, sehingga narasum
ber sebagai 

pejabat yang ditunjuk dan bertanggung jaw
ab dalam

 
pengelolaan PPID

 dapat secara langsung m
elayani 

jika ada pem
ohon pengaduan/inform

asi.Inform
asi ini 

sesuai dengan bukti foto yang dilam
pirkan dalam

 
kuesioner dan telah diverifikasi oleh tim

 verfikator 
dari K

I 
2. 

N
arasum

ber juga m
enyam

paikan koim
tm

en 
pelayanan prim

a dalam
 pelayanan inform

asi dan 
pengaduan dalam

 w
aktu penyelesaian perm

ohonan, 
dari sebelum

nya satu m
inggu m

enjadi satu hari, dan 
dari yang sebelum

nya satu hari m
enjadi satu jam

  
3. 

Terkait standar biaya, m
enurut narasum

ber 
perm

ohonan pengajuan inform
asi dan pengaduan ke 

kesbangpol tidak dipungut biaya/gratis. Ini sebagai 
kom

itm
en integritas, dan bukti tidak adanya 

pungutan liar dalam
 pelayanan perm

ohonan 
inform

asi dan pengaduan. 
 

C
ukup m

em
adai 

Inform
asi Serta M

erta 

Terkait inform
asi serta m

erta, m
enurut narasum

ber, B
adan 

K
esbangpol terus berupaya untuk m

eningkatkan pelayanan 
izin penelitian, dan pelayanan Surat K

eterangan Terdaftar 
(SK

T) untuk organisasi kem
asyarakatan/Lem

baga Sw
adaya 

M
asyarakat 

T
idak M

em
adai 

A
rah R

encana K
e D

epan (Inovasi, 
G

agasan, K
ebijakan dll) 

1. 
M

enyediakan fitur chat pada w
ebsite B

adan 
K

esbangpol Prov. Jaw
a B

arat sehingga m
asyarakat 

C
ukup M

em
adai 
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sebagai penata kom
puter dan  adm

in. N
am

un hingga saat ini 
m

enurut narasum
ber, belum

 ada rencana m
enam

bah SD
M

 
untuk m

em
bantu PPID

 

K
om

itm
en kelengkapan Infrastruktur 

N
arasum

ber m
enyam

paikan bahw
a alham

dulillah, pada tahun 
anggaran m

endatang, pim
pinan K

esbangpol telah m
enyetujui 

untuk m
enam

bah perangkat kom
puter sebanyak 10 unit untuk 

m
em

perlancar pelayanan inform
asi dan pengaduan 

T
idak m

em
adai 

Standar L
ayanan Inform

asi Publik 

1. 
M

enurut N
arasum

ber, B
adan K

esbangpol sudah 
m

em
iliki ruangan pelayanan inform

asi dan 
pengaduan yang lokasinya berdekatan dengan 
ruangan narasum

ber, sehingga narasum
ber sebagai 

pejabat yang ditunjuk dan bertanggung jaw
ab dalam

 
pengelolaan PPID

 dapat secara langsung m
elayani 

jika ada pem
ohon pengaduan/inform

asi.Inform
asi ini 

sesuai dengan bukti foto yang dilam
pirkan dalam

 
kuesioner dan telah diverifikasi oleh tim

 verfikator 
dari K

I 
2. 

N
arasum

ber juga m
enyam

paikan koim
tm

en 
pelayanan prim

a dalam
 pelayanan inform

asi dan 
pengaduan dalam

 w
aktu penyelesaian perm

ohonan, 
dari sebelum

nya satu m
inggu m

enjadi satu hari, dan 
dari yang sebelum

nya satu hari m
enjadi satu jam

  
3. 

Terkait standar biaya, m
enurut narasum

ber 
perm

ohonan pengajuan inform
asi dan pengaduan ke 

kesbangpol tidak dipungut biaya/gratis. Ini sebagai 
kom

itm
en integritas, dan bukti tidak adanya 

pungutan liar dalam
 pelayanan perm

ohonan 
inform

asi dan pengaduan. 
 

C
ukup m

em
adai 

Inform
asi Serta M

erta 

Terkait inform
asi serta m

erta, m
enurut narasum

ber, B
adan 

K
esbangpol terus berupaya untuk m

eningkatkan pelayanan 
izin penelitian, dan pelayanan Surat K

eterangan Terdaftar 
(SK

T) untuk organisasi kem
asyarakatan/Lem

baga Sw
adaya 

M
asyarakat 

T
idak M

em
adai 

A
rah R

encana K
e D

epan (Inovasi, 
G

agasan, K
ebijakan dll) 

1. 
M

enyediakan fitur chat pada w
ebsite B

adan 
K

esbangpol Prov. Jaw
a B

arat sehingga m
asyarakat 

C
ukup M

em
adai 

dapat bertinteraksi secara langsung untuk 
m

em
perm

udah perm
intaan inform

asi 
2. 

M
encantum

kan daftar orm
as yang sudah m

em
iliki 

SK
T (Surat K

eterangan Terdaftar) secara online 
3. 

M
eningkatkan pelayanan secara online dengan 

m
em

perkaya fitur untuk m
em

perm
udah prosedur izin 

penelitian, dan perm
ohonan rekom

endasi penelitian 
secara online.  

4. 
D

alam
 hal pengelolaan dan pengaduan layanan 

publik, B
adan K

esbangpol berencana m
em

buat 
form

ulir pengaduan yang terintegrasi dengan SP4N
- 

LA
PO

R
 

5. 
Secara aktif m

elakukan sosialisasi dengan R
T/R

W
 di 

kabupaten/K
ota di Jaw

a B
arat agar w

arga dapat 
m

enyam
paikan aspirasi m

ereka m
elalui LA

PO
R

 
6. 

M
eningkatkan kom

peteni aparatur yang m
em

iliki 
kecakapan dalam

 m
engelola kegiatan PPID

, 
khususnya dalam

 pelayanan inform
asi dan 

pengaduan.  
 C

atatan Penilaian: 
 

1. 
Penunjukan N

arasum
ber dalam

 kapasitas sebagai Sekretaris PPID
 Pem

bantu, sebagai pengelola harian PPID
, m

enunjukan kurangnya 
perhatian dan kom

itm
en dari pim

pinan K
esbangpol, karena boleh jadi urusan pelayanan inform

asi dan pengaduan terkesan cukup 
dipegang oleh pejabat setingkat K

asubag, dan teknisnya dibantu oleh tenaga alih daya (non-asn). (A
spek K

redibilitas dan M
obilisasi 

Sum
ber D

aya)  
2. 

D
em

ikian juga terkait kom
itm

en anggaran untuk PPID
 yang m

enurut pengakuan narasum
ber m

asih nol, juga m
enunjukan kom

itm
en 

anggaran di B
adan K

esbangpol untuk PPID
 yang m

inim
 

3. 
M

eskipun narasum
ber m

enyebutkan rencana penam
bahan anggaran untuk pengadaan kom

puter sebanyak 10  unit dan penam
bahan jum

ah 
SD

M
untuk pranata H

um
as, pada tahun anggaran m

endatang, m
asih belum

 jelas apakah alokasi 10 unit kom
puter dan SD

M
 ini 

dialokasikan secara khusus untuk pengelolaan PPID
,atau juga untuk kegiatan yang lain. 

4. 
Inovasi yang dilakukan, lebih pada m

eningkatkan kinerja tupoksi B
adan K

esbangpol, yang seharusnya sudah m
enjadi keharusan, dan tidak 

m
enjadi nilai tam

bah yang cukup dalam
 pengajuan perm

ohonan inform
asi publik dan pengaduan.  
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N
am

a PPID
  

 
 

: D
inas Sosial  

A
sal K

ab/K
ota/ 

 
: Provinsi Jaw

a B
arat 

N
am

a PPID
/pelaku 

 
: Y

aya Zaenal (Pengelola PPID
 – A

nalis SD
M

 pada B
agian U

m
um

 dan K
epegaw

aian) 
T

anggal/L
okasi Penilaian 

: Senin, 15 Juli 2019 – Suryakencana G
uess H

ouse, Jl. Suryakencana N
o 11 A

 K
ota B

andung 
N

am
a Penilai 

 
 

: M
aulana Y

udim
an 

  
Subjek W

aw
ancara/ H

al yang 
dikonfirm

asi 
Jaw

aban dari N
arasum

ber/PPID
 

 
Penilaian 

K
om

itm
en Pim

pinan T
erkait PPID

 

K
om

itm
en Pim

pinan D
inas Sosial m

enurut narasum
ber 

terhadap keberadaan PPID
 cukup baik. Pim

pinan D
inas 

Sosial m
endukung penuh keberadaan PPID

 Pem
bantu di 

D
inas Sosial.  

 K
om

itm
en pim

pinan m
enurut narasum

ber ditunjukan dengan 
tersedianya pelayanan inform

asi di D
inas Sosial, dan 

pem
buatan W

A
 G

roup untuk m
em

udahkan kordinasi dan 
pengam

bilan keputusan terkait pengajuan perm
ohonan 

layanan inform
asi, pengaduan, sekaligus pengajuan bantuan 

untuk kegiatan rehabilitasi sosial.  
 D

inas sosial juga m
em

iliki akun m
edia sosial (Instagram

, 
tw

itter, facebook) yang digunakan sebagai kanal pelayanan 
inform

asi dan pengaduan. 
 

 C
ukup m

em
adai 

K
om

itm
en besaran anggaran 

N
arasum

ber tidak cukup jelas m
enggam

barkan kom
itm

en 
anggaran yang khusus dialokasikan untuk pengelolaan PPID

. 
M

enurutnya, alokasi anggaran untuk PPID
, dialokasikan 

terutam
a untuk honor tenaga penata kom

puter dan adm
in 

w
ebsite. 

T
idak m

em
adai 

K
om

itm
en M

obilisasi Sum
ber D

aya 

N
arasum

ber m
enyam

paikan bahw
a pelayanan inform

asi di 
D

inas Sosial dilayani oleh tiga orang, yang terdiri dari satu 
orang A

SN
 (narasum

ber) dan dua orang non A
SN

 yang 
ditugaskan sebagai penata kom

puter dan  adm
in. N

am
un 

hingga saat ini m
enurut narasum

ber, belum
 ada rencana 

T
idak m

em
adai 
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N
am

a PPID
  

 
 

: D
inas Sosial  

A
sal K

ab/K
ota/ 

 
: Provinsi Jaw

a B
arat 

N
am

a PPID
/pelaku 

 
: Y

aya Zaenal (Pengelola PPID
 – A

nalis SD
M

 pada B
agian U

m
um

 dan K
epegaw

aian) 
T

anggal/L
okasi Penilaian 

: Senin, 15 Juli 2019 – Suryakencana G
uess H

ouse, Jl. Suryakencana N
o 11 A

 K
ota B

andung 
N

am
a Penilai 

 
 

: M
aulana Y

udim
an 

  
Subjek W

aw
ancara/ H

al yang 
dikonfirm

asi 
Jaw

aban dari N
arasum

ber/PPID
 

 
Penilaian 

K
om

itm
en Pim

pinan T
erkait PPID

 

K
om

itm
en Pim

pinan D
inas Sosial m

enurut narasum
ber 

terhadap keberadaan PPID
 cukup baik. Pim

pinan D
inas 

Sosial m
endukung penuh keberadaan PPID

 Pem
bantu di 

D
inas Sosial.  

 K
om

itm
en pim

pinan m
enurut narasum

ber ditunjukan dengan 
tersedianya pelayanan inform

asi di D
inas Sosial, dan 

pem
buatan W

A
 G

roup untuk m
em

udahkan kordinasi dan 
pengam

bilan keputusan terkait pengajuan perm
ohonan 

layanan inform
asi, pengaduan, sekaligus pengajuan bantuan 

untuk kegiatan rehabilitasi sosial.  
 D

inas sosial juga m
em

iliki akun m
edia sosial (Instagram

, 
tw

itter, facebook) yang digunakan sebagai kanal pelayanan 
inform

asi dan pengaduan. 
 

 C
ukup m

em
adai 

K
om

itm
en besaran anggaran 

N
arasum

ber tidak cukup jelas m
enggam

barkan kom
itm

en 
anggaran yang khusus dialokasikan untuk pengelolaan PPID

. 
M

enurutnya, alokasi anggaran untuk PPID
, dialokasikan 

terutam
a untuk honor tenaga penata kom

puter dan adm
in 

w
ebsite. 

T
idak m

em
adai 

K
om

itm
en M

obilisasi Sum
ber D

aya 

N
arasum

ber m
enyam

paikan bahw
a pelayanan inform

asi di 
D

inas Sosial dilayani oleh tiga orang, yang terdiri dari satu 
orang A

SN
 (narasum

ber) dan dua orang non A
SN

 yang 
ditugaskan sebagai penata kom

puter dan  adm
in. N

am
un 

hingga saat ini m
enurut narasum

ber, belum
 ada rencana 

T
idak m

em
adai 

m
enam

bah SD
M

 untuk m
eningkatkan kinerja PPID

 di D
inas 

Sosial 

K
om

itm
en kelengkapan Infrastruktur 

1. 
N

arasum
ber m

enginform
asikan bahw

a sesuai dengan 
apa yang disam

paikan dalam
 SA

Q
, D

inas Sosial 
Prov. Jabar telah m

em
iliki ruangan pelayanan dan 

pengaduan inform
asi. 

2. 
N

am
un terkait ketersediaan buku register yang 

m
encatat perm

ohonan pengajuan inform
asi dan 

pengaduan, m
enurut narasum

ber. Tidak disediakan 
buku terpisah, m

elainkan digabungkan dalam
 buku 

Surat M
asuk dan K

eluar. N
am

un, D
inas Sosial sudah 

m
engintegrasikan perm

ohonan pengaduan m
elalui 

SP4N
-LA

PO
R

. 

T
idak m

em
adai 

Standar L
ayanan Inform

asi Publik 

4. 
M

enurut N
arasum

ber, D
inas Sosial Provinsi Jaw

a 
B

arat tidak m
encantum

kan LH
K

PN
 pim

pinan, karena 
m

enurutnya ia tidak m
em

iliki kew
enangan terkait hal 

tersebut. 
5. 

Sedangkan terkait D
ata Pengelolaan A

nggaran 
(D

PA
), m

enurut narasum
ber, tidak dicantum

kan 
seluruhnya, dan hanya rekapannya saja. 

6. 
Terkait standar biaya, m

enurut narasum
ber 

perm
ohonan pengajuan inform

asi dan pengaduan ke 
D

inas Sosial tidak dipungut biaya/gratis.  
7. 

Penanganan terhadap pengajuan layanan inform
asi 

dan pengaduan, m
enurut narasum

ber diselesaikan 
sesuai SO

P, yaitu tidak lebih dari 10 hari. N
am

un 
tidak terdapat SO

P terkait hal ini dalam
 SA

Q
 m

aupun 
w

ebsite D
inas Sosial Prov. Jabar.  

8. 
N

arasum
ber sebagai pengelola PPID

 Pem
bantu D

inas 
Sosial, juga secara aktif berkordinasi dengan PPID

 
U

tam
a (H

um
as Pem

prof Jabar), dan berkonsultasi 
dalam

 urusan pengelolaan PPID
. 

 

T
idak M

em
adai 

Inform
asi Serta M

erta 
M

enurut N
arasum

ber, D
inas Sosial turut m

enyam
paikan 

inform
asi serta m

erta dengan m
enyam

paikan program
-

program
 D

inas Sosial dalam
 acara/kegiatan di lingkungan 

T
idak M

em
adai 
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Setda Provinsi Jaw
a B

arat di G
d. Sate. 

Inform
asi Y

ang D
ikecualikan 

1. 
Inform

asi terkait A
B

H
 (A

nak B
erhadapan 

H
ukum

), dengan tujuan untuk m
elindungi privasi 

anak 
2. 

Inform
asi terkait Penyandang M

asalah 
K

esejahteraan Sosial, khususnya PSK
 yang 

sedang dibina di Panti R
ehabilitasi, agar nantinya 

dapat dengan m
udah kem

bali berbaur di 
m

asyarakat 

C
ukup M

em
adai 

 C
atatan Penilaian: 

 
5. 

Penunjukan N
arasum

ber dalam
 kapasitas sebagai Pengelola PPID

 Pem
bantu, yang m

engelola PPID
 sehari-hari, m

enunjukan kurangnya 
perhatian dan kom

itm
en dari pim

pinan D
inas Sosial, terlepas dari alasan bahw

a PPID
 Pem

bantu (Sekretaris D
inas Sosial), adalah pejabat 

baru yang baru saja m
endapat prom

osi/m
utasi. (A

spek K
redibilitas dan M

obilisasi Sum
ber D

aya)  
6. 

D
em

ikian juga terkait tidak tersedianya inform
asi kom

itm
en anggaran untuk PPID

 yang m
enurut pengakuan narasum

ber lebih banyak 
dialokasikan untuk honor staf non-A

SN
. Tidak juga tersedia alokasi anggaran untuk m

eningkatkan Standar K
ualitas Layanan Inform

asi 
dan peningkatan kom

petensi/kapabiitas pengelola PPID
. (K

om
itm

en anggaran) 
7. 

Tidak juga terlihat inovasi, gagasan, dan rencana kebijakan untuk m
eningkatkan kinerja PPID

 Pem
bantu di D

inas Sosial, khususnya dalam
 

pelayanan perm
ohonan inform

asi dan pengaduan.  
 

        



127

Setda Provinsi Jaw
a B

arat di G
d. Sate. 

Inform
asi Y

ang D
ikecualikan 

1. 
Inform

asi terkait A
B

H
 (A

nak B
erhadapan 

H
ukum

), dengan tujuan untuk m
elindungi privasi 

anak 
2. 

Inform
asi terkait Penyandang M

asalah 
K

esejahteraan Sosial, khususnya PSK
 yang 

sedang dibina di Panti R
ehabilitasi, agar nantinya 

dapat dengan m
udah kem

bali berbaur di 
m

asyarakat 

C
ukup M

em
adai 

 C
atatan Penilaian: 

 
5. 

Penunjukan N
arasum

ber dalam
 kapasitas sebagai Pengelola PPID

 Pem
bantu, yang m

engelola PPID
 sehari-hari, m

enunjukan kurangnya 
perhatian dan kom

itm
en dari pim

pinan D
inas Sosial, terlepas dari alasan bahw

a PPID
 Pem

bantu (Sekretaris D
inas Sosial), adalah pejabat 

baru yang baru saja m
endapat prom

osi/m
utasi. (A

spek K
redibilitas dan M

obilisasi Sum
ber D

aya)  
6. 

D
em

ikian juga terkait tidak tersedianya inform
asi kom

itm
en anggaran untuk PPID

 yang m
enurut pengakuan narasum

ber lebih banyak 
dialokasikan untuk honor staf non-A

SN
. Tidak juga tersedia alokasi anggaran untuk m

eningkatkan Standar K
ualitas Layanan Inform

asi 
dan peningkatan kom

petensi/kapabiitas pengelola PPID
. (K

om
itm

en anggaran) 
7. 

Tidak juga terlihat inovasi, gagasan, dan rencana kebijakan untuk m
eningkatkan kinerja PPID

 Pem
bantu di D

inas Sosial, khususnya dalam
 

pelayanan perm
ohonan inform

asi dan pengaduan.  
 

        PPID
 O

PD
 

  
 

: D
IN

A
S K

O
PE

R
A

SI &
 U

SA
H

A
 K

E
C

IL
 PR

O
V

IN
SI JA

B
A

R
 

Tanggal/Lokasi Penilaian 
: SEN

IN
, 15 JU

LI 2019 
Tem

pat Penilaian 
 

: Surya K
encana B

outique G
uest H

ouse, Jl. Suryakencana N
o. 11A

, C
oblong – K

ota B
andung 

N
am

a Penilai Independen 
:  Prof.D

r. A
tie R

achm
iatie 

 H
asil Penilaian 

V
erifikasi dan 

Laporan Pelayanan 
Inform

asi Publik 
bersum

ber 
Pem

eriksanaan fisik 
kelengkapan dan 
terkait dengan 
PPID

,LLIP,SS dan 
B

erkala 
 

Tem
uan-tem

uan K
unci hasil  

V
erifikasi ( B

)  
Sarana khusus ; B

uku 
registrasi  pencatatan 
perm

ohonan Inform
asi 

Publik, Standar biaya 
m

em
peroleh inform

asi 
publik; M

aklum
at pelayanan 

inform
asi publik ;Sistem

 
inform

asi dan dokum
entasi 

publik 

Penjelasan D
eskriptif /Justifikasi PPID

  terhadap 
Tem

uan K
unci , dan aspek pertanyaan ( C

 ) 
W

aw
ancara dengan : 

 B
u E

rna- K
asubbag Perencanaan dan Pelaporan dan 

B
u A

de, Staf K
ehum

asan  
1).K

om
itm

en Pim
pinan/Atasan PPID

  atau kepala 
daerah, secara inform

al dianggap cukup tinggi, 
m

isalnya K
adis dianggap “dekat” dengan stakeholders 

seperti w
artaw

an, K
operasi-koperasi. Pim

pinan punya 
W

A G
rup yang cepat m

enginform
asikan sesuatu dan 

m
enyelesaikan m

asalah yg spontan. N
am

un secara 
form

al belum
 m

em
adai, spt pengakuan secara 

struktur,anggaran dll 
2). K

om
itm

en Besaran Anggaran relatif kecil, 300 juta 
untuk m

engolah dan m
enyebarluaskan inform

asi di 
bidangnya 
3). Sekretaris kepala dinas baru diangkat 6 bulan 
Jadi sedang m

em
pelajari tentang eksistensi keterbukaan 

inform
asi public di dinasnya. 

4).K
om

itm
en M

obilisasi Sum
berdaya M

anusia, m
asih 

sangat rendah, karena instruksi belum
 datang dari 

pucuk pim
pinan. Ada 7 orang yang m

elaksanakan fungsi 
PPID

 dan itupun belum
 ada Surat K

eputusan  
5).K

om
itm

en K
elengkapan Infrastruktur, belum

 optim
al 

6).K
oordinasi dengan PPID

 U
tam

a dirasakan cukup 
intens oleh PPID

 Pem
bantu, seperti sering diundang 

dalam
 pelatihan, bim

tek, sharing inform
asi, dll 

 

 Penjelasan  K
urang  

M
em

adai, karena yang 
datang eselon “baw

ah”, 
yang hanya m

enceritakan 
tentang program

 yang akan 
dan telah dilaksanakan. Akan 
tetapi tentang arah kebijakan 
ke depan, yang terkait 
dengan keterbukaan 
inform

asi public, bukan 
kew

enangan dan 
kapasitasnya. 

Standar Layanan 
Inform

asi Publik 
(SLIP) 

A
genda kerja 

pim
pinan;Inform

asi tentang 
K

egiatan Pelayanan 

K
endala yang dihadapi : m

asing-m
asing bidang punya 

tupoksi sendiri sehingga sulit untuk koordinasinya, 
diatasi sem

entara dengan W
A

G
. 
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Inform
asi;Inform

asi tentang 
K

egiatan Pelayanan 
Inform

asi 
(lanjutan);Inform

asi tentang 
Penelitian yang dilakukan 
B

adan Publik;Inform
asi 

Publik lain yang dinyatakan 
terbuka ;Inform

asi tentang 
Tata C

ara Pengum
um

an 
Inform

asi Publik yang 
dium

um
kan serta 

m
erta;Inform

asi yang 
disam

paikan Pejabat B
adan 

Publik dalam
 Pertem

uan 
terbuka 

Selam
a tahun 2018/2019 ada 30 pem

ohon inform
asi 

dan 3 pengaduan langsung 
A

plikasi data yang terus berubah, cukup m
enyulitkan, 

karena harus belajar lagi/penyesuaian dan itu perlu 
w

aktu. Juga kem
enterian, kom

info m
inta data yang 

berbeda-beda form
atnya, w

alaupun secara substansi 
sam

a, sehingga m
enyulitkan. 

SD
M

 kom
info di dinas ini banyak yang pension, jadi 

saat ini praktis hanya 1 kasi, 1 staf, sedang kaderisasi 
 

Inform
asi Serta 

M
erta 

 
B

elum
 pernah m

engum
um

kan inform
asi serta m

erta 
 

 

A
rah R

encana 
K

edepan ( inovasi, 
gagasan, 
kebijakan,dll) 

D
irencanakan m

em
iliki 

pelayanan inform
asi data 

berbasis digital terpusat di 
kehum

asan/PPID
  

- 
Ingin m

em
iliki SO

TK
 yang lebih m

apan untuk 
m

enjalankan tupoksi dinas K
operasi dan 

U
saha K

ecil 
- 

Ingin m
engkoordinir inform

asi tentang 
lem

baga koperasi yang tersebar di Jaw
a B

arat 
dan m

em
berikan edukasi pada m

asyarakat 
m

isalnya tentang pendirian koperasi, harus 
punya badan hukum

 dulu.   
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Inform
asi;Inform

asi tentang 
K

egiatan Pelayanan 
Inform

asi 
(lanjutan);Inform

asi tentang 
Penelitian yang dilakukan 
B

adan Publik;Inform
asi 

Publik lain yang dinyatakan 
terbuka ;Inform

asi tentang 
Tata C

ara Pengum
um

an 
Inform

asi Publik yang 
dium

um
kan serta 

m
erta;Inform

asi yang 
disam

paikan Pejabat B
adan 

Publik dalam
 Pertem

uan 
terbuka 

Selam
a tahun 2018/2019 ada 30 pem

ohon inform
asi 

dan 3 pengaduan langsung 
A

plikasi data yang terus berubah, cukup m
enyulitkan, 

karena harus belajar lagi/penyesuaian dan itu perlu 
w

aktu. Juga kem
enterian, kom

info m
inta data yang 

berbeda-beda form
atnya, w

alaupun secara substansi 
sam

a, sehingga m
enyulitkan. 

SD
M

 kom
info di dinas ini banyak yang pension, jadi 

saat ini praktis hanya 1 kasi, 1 staf, sedang kaderisasi 
 

Inform
asi Serta 

M
erta 

 
B

elum
 pernah m

engum
um

kan inform
asi serta m

erta 
 

 

A
rah R

encana 
K

edepan ( inovasi, 
gagasan, 
kebijakan,dll) 

D
irencanakan m

em
iliki 

pelayanan inform
asi data 

berbasis digital terpusat di 
kehum

asan/PPID
  

- 
Ingin m

em
iliki SO

TK
 yang lebih m

apan untuk 
m

enjalankan tupoksi dinas K
operasi dan 

U
saha K

ecil 
- 

Ingin m
engkoordinir inform

asi tentang 
lem

baga koperasi yang tersebar di Jaw
a B

arat 
dan m

em
berikan edukasi pada m

asyarakat 
m

isalnya tentang pendirian koperasi, harus 
punya badan hukum

 dulu.   

 

 

     PPID
 O

PD
 

  
 

:  D
inas Pertanian dan H

ortikultura 
Tanggal/Lokasi Penilaian 

: SEN
IN

, 15 JU
LI 2019 

Tem
pat Penilaian 

 
: Surya K

encana B
outique G

uest H
ouse, Jl. Suryakencana N

o. 11A
, C

oblong – K
ota B

andung 
N

am
a Penilai Independen 

: Santi Indra A
stuti., S.Sos.,M

.Si 
 H

asil Penilaian 
V

erifikasi dan Laporan 
Pelayanan Inform

asi 
Publi bersum

ber 
Pem

eriksanaan fisik 
kelengkapan dan 
terkait dengan 
PPID

,LLIP,SS dan 
B

erkala 
 

Tem
uan-tem

uan 
K

unci hasil  
V

erifikasi ( B
) – 

lihat lam
piran 

pendukung 

 Penjelasan D
eskriptif /Justifikasi PPID

  terhadap Tem
uan K

unci , dan 
aspek pertanyaan ( C

 ) 
(W

aw
ancara) 

- 
K

om
itm

en Pim
pinan/Atasan PPID

  atau kepala daerah 
- 

K
om

itm
en Besaran Anggaran 

- 
K

om
itm

en M
obilisasi Sum

berdaya M
anusia 

- 
K

om
itm

en K
elengkapan Infrastruktur 

- 
K

oordinasi PPID
 U

tam
a dan PPID

 Pem
bantu 

 

 A
pakah 

Penjelasan/Justifikasi 
PPID

, apakah 
realistik/relevan atau 
tidak. B

eri penilaian 
m

enurut kriteria 
( M

em
adai, C

ukup 
M

em
adai, Tidak 

M
em

adai)  

Standar Layanan 
Inform

asi Publik 
(SLIP) 

Sem
ua standar 

layanan belum
 

tersedia, standar 
biaya 
m

em
peroleh 

inform
asi publik, 

m
aklum

at 
pelayanan 
inform

asi publik 

D
alam

 presentasi, hal-hal yang dipertanyakan telah tersedia. B
ahkan, 

terdapat dua ruang pelayanan publik untuk m
enghadapi pem

ohon 
individu dan kolektif.  
K

endati dem
ikian, fasilitas-fasilitas tersebut tersedia SETELA

H
 laporan 

dikum
pulkan.  

M
E

M
A

D
A

I 

Inform
asi Serta M

erta 
 

Inform
asi tentang K

egiatan Pelayanan Publik: ada 
Inform

asi tentang Penelitian: ada 
Inform

asi Publik lain yang dinyatakan terbuka: ada 
Inform

asi tentang tata cara pengum
um

an inform
asi publik: ada 

Inform
asi yang disam

paikan Pejabat B
P dalam

 pertem
uan terbuka: ada 

N
am

un, sem
ua ini baru bisa ditunjukkan SETELA

H
 laporan 

dikum
pulkan.  

A
genda K

erja Pim
pinan: aspek ini tam

paknya tak dipaham
i oleh tim

 
D

istan. A
genda K

erja Pim
pinan dianggapnya sebagai ‘ajakan rapat via 

W
A

 yang diupdate setiap saat’. 

M
E

M
A

D
A

I 

A
rah R

encana ke 
 

K
om

itm
en atasan terlihat nyata, ini terbukti dari upaya m

eningkatkan 
M

E
M

A
D

A
I 
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D
epan 

perform
a layanan inform

asi publik setelah m
endapatkan m

asukan 
berdasarkan penilaian m

onev. H
al-hal yang ‘m

iss’ dari pelayanan publik 
kem

udian direvisi dengan cepat sehingga pada saat presentasi sudah bisa 
diperlihatkan bukti peningkatannya. 
K

om
itm

en m
obilisasi anggaran tergam

bar m
elalui laporan di atas. 

D
em

ikian pula dengan kom
itm

en m
obilisasi infrastruktur (m

elalui 
pengadaan ruang, peningkatan kapasitas pengolah data IT, jaringan, dan 
lain-lain), serta m

obilisasi sum
berdaya (selain dilengkapi struktur staf 

yang lengkap, juga m
endapatkan tam

bahan SD
M

 baru yang m
am

pu 
m

engelola konten m
edia sosial dan m

em
produksi inform

asi dalam
 bentuk 

teks m
aupun audiovisual). 

K
oordinasi berlangsung dengan baik. 
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D
epan 

perform
a layanan inform

asi publik setelah m
endapatkan m

asukan 
berdasarkan penilaian m

onev. H
al-hal yang ‘m

iss’ dari pelayanan publik 
kem

udian direvisi dengan cepat sehingga pada saat presentasi sudah bisa 
diperlihatkan bukti peningkatannya. 
K

om
itm

en m
obilisasi anggaran tergam

bar m
elalui laporan di atas. 

D
em

ikian pula dengan kom
itm

en m
obilisasi infrastruktur (m

elalui 
pengadaan ruang, peningkatan kapasitas pengolah data IT, jaringan, dan 
lain-lain), serta m

obilisasi sum
berdaya (selain dilengkapi struktur staf 

yang lengkap, juga m
endapatkan tam

bahan SD
M

 baru yang m
am

pu 
m

engelola konten m
edia sosial dan m

em
produksi inform

asi dalam
 bentuk 

teks m
aupun audiovisual). 

K
oordinasi berlangsung dengan baik. 

             PPID
 O

PD
 

  
 

: D
P3A

K
B

 
Tanggal/Lokasi Penilaian 

: SEN
IN

, 15 JU
LI 2019 

Tem
pat Penilaian 

 
: Surya K

encana B
outique G

uest H
ouse, Jl. Suryakencana N

o. 11A
, C

oblong – K
ota B

andung 
N

am
a Penilai Independen 

: Santi Indra A
stuti., S.Sos.,M

.Si 
 H

asil Penilaian 
V

erifikasi dan Laporan 
Pelayanan Inform

asi 
Publi bersum

ber 
Pem

eriksanaan fisik 
kelengkapan dan 
terkait dengan 
PPID

,LLIP,SS dan 
B

erkala 
 

Tem
uan-tem

uan 
K

unci hasil  
V

erifikasi ( B
) – 

lihat lam
piran 

pendukung 

 Penjelasan D
eskriptif /Justifikasi PPID

  terhadap Tem
uan K

unci , dan 
aspek pertanyaan ( C

 ) 
(W

aw
ancara) 

- 
K

om
itm

en Pim
pinan/Atasan PPID

  atau kepala daerah 
- 

K
om

itm
en Besaran Anggaran 

- 
K

om
itm

en M
obilisasi Sum

berdaya M
anusia 

- 
K

om
itm

en K
elengkapan Infrastruktur 

- 
K

oordinasi PPID
 U

tam
a dan PPID

 Pem
bantu 

 

 A
pakah 

Penjelasan/Justifikasi 
PPID

, apakah 
realistik/relevan atau 
tidak. B

eri penilaian 
m

enurut kriteria 
( M

em
adai, C

ukup 
M

em
adai, Tidak 

M
em

adai)  
Standar Layanan 
Inform

asi Publik 
(SLIP) 

 
M

eja layanan inform
asi publik dan kelengkapannya seperti baliho kini 

sudah tersedia. 

C
U

K
U

P M
E

M
A

D
A

I 

Inform
asi Serta M

erta 
 

Tidak m
em

perlihatkan kelengkapan. 
T

ID
A

K
 M

E
M

A
D

A
I 

A
rah R

encana ke 
D

epan 
 

K
om

itm
en atasan terlihat nyata, ini terbukti dari kehadiran Sekdis 

m
endam

pingi staf pengelola inform
asi publik. Sekdis, yang baru dilantik 

tanggal 1 Juli 2018, beruaha  
K

om
itm

en dalam
 pengadaan anggaran, tidak terlihat. A

nggaran inform
asi 

publik m
enyatu atau dititipkan pada sektor lainnya, sehingga 

peruntukannya tidak jelas dan tergantung pada anggaran lainnya. 
K

om
itm

en dalam
 m

obilisasi SD
M

 juga tidak nyata. SD
M

 yang ada 
m

erangkap untuk m
engurusi kehum

asan dan kepegaw
aian. D

alam
 

kondisi m
em

iliki beban bertu m
puk seperti ini, otom

atis yang didahulukan 
adalah urusan kepegaw

aian serta kehum
asan. M

enurut k Sekdis, 
penam

bahan SD
M

 pengelola inform
asi publik saat ini belum

 bisa 
diakom

odasi karena berdam
pak pada anggaran. 

K
om

itm
en dalam

 pengadaan infrastruktur pelayanan inform
asi publik 

tidak terlihat. M
enurut Sekdis ini dikarenakan yang m

em
ohon inform

asi 
publik di jajarannya hanya sedikit. 
K

oordinasi dengan PPID
 U

tam
a juga tidak terlihat 

T
ID

A
K

 M
E

M
A

D
A

I 
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PPID
 O

PD
 

  
 

: K
EA

R
SIPA

N
 D

A
N

 PER
PU

STA
K

A
A

N
 PR

O
V

IN
SI 

Tanggal/Lokasi Penilaian 
: SEN

IN
, 15 JU

LI 2019 
Tem

pat Penilaian 
 

: Surya K
encana B

outique G
uest H

ouse, Jl. Suryakencana N
o. 11A

, C
oblong – K

ota B
andung 

N
am

a Penilai Independen 
: D

r. D
edy D

jam
aluddin M

alik, M
S 

 H
asil Penilaian 

V
erifikasi dan Laporan 

Pelayanan Inform
asi 

Publi bersum
ber 

Pem
eriksanaan fisik 

kelengkapan dan 
terkait dengan 
PPID

,LLIP,SS dan 
B

erkala 
 

Tem
uan-tem

uan 
K

unci hasil  
V

erifikasi ( B
) – 

lihat lam
piran 

pendukung 

 Penjelasan D
eskriptif /Justifikasi PPID

  terhadap Tem
uan K

unci , dan 
aspek pertanyaan ( C

 ) 
(W

aw
ancara) 

- 
K

om
itm

en Pim
pinan/Atasan PPID

  atau kepala daera, m
em

adai 
- 

K
om

itm
en Besaran Anggaran cukup m

em
adai, 175 juta 

- 
K

om
itm

en M
obilisasi Sum

berdaya M
anusia, cukup m

em
adai 

- 
K

om
itm

en K
elengkapan Infrastruktur, belum

 cukup lengkap, 
terutam

a jum
lah buku, dan kendaraan keliling baru 7 unit unt 27 

kab/kota. 
- 

K
oordinasi PPID

 U
tam

a dan PPID
 Pem

bantu, cukup m
em

adai. 
 

 Penjelasan/Justifikasi 
PPID

, cukup 
m

em
adai dan 

realistik  

Standar Layanan 
Inform

asi Publik 
(SLIP) 

 

 
1. 

Standar biaya iuntuk m
em

peroleh nform
asi publik belum

 
dibuat  

2. 
M

aklum
at pelayanan inform

asi publik belum
 lengkap 

3. 
Sistm

 inform
asi dan dokum

entasi public belum
 lengkap 

        

 

Inform
asi Setiap Saat 

 

 
1. 

Jum
lah pengguna 2016 750 org; 1000 org (2017); 2018? 

2. 
U

m
um

nya yg datang m
ahasisw

a . N
am

un jum
lah 

pengunjung tidak dikategorikan berdasarkan status 
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PPID
 O

PD
 

  
 

: K
EA

R
SIPA

N
 D

A
N

 PER
PU

STA
K

A
A

N
 PR

O
V

IN
SI 

Tanggal/Lokasi Penilaian 
: SEN

IN
, 15 JU

LI 2019 
Tem

pat Penilaian 
 

: Surya K
encana B

outique G
uest H

ouse, Jl. Suryakencana N
o. 11A

, C
oblong – K

ota B
andung 

N
am

a Penilai Independen 
: D

r. D
edy D

jam
aluddin M

alik, M
S 

 H
asil Penilaian 

V
erifikasi dan Laporan 

Pelayanan Inform
asi 

Publi bersum
ber 

Pem
eriksanaan fisik 

kelengkapan dan 
terkait dengan 
PPID

,LLIP,SS dan 
B

erkala 
 

Tem
uan-tem

uan 
K

unci hasil  
V

erifikasi ( B
) – 

lihat lam
piran 

pendukung 

 Penjelasan D
eskriptif /Justifikasi PPID

  terhadap Tem
uan K

unci , dan 
aspek pertanyaan ( C

 ) 
(W

aw
ancara) 

- 
K

om
itm

en Pim
pinan/Atasan PPID

  atau kepala daera, m
em

adai 
- 

K
om

itm
en Besaran Anggaran cukup m

em
adai, 175 juta 

- 
K

om
itm

en M
obilisasi Sum

berdaya M
anusia, cukup m

em
adai 

- 
K

om
itm

en K
elengkapan Infrastruktur, belum

 cukup lengkap, 
terutam

a jum
lah buku, dan kendaraan keliling baru 7 unit unt 27 

kab/kota. 
- 

K
oordinasi PPID

 U
tam

a dan PPID
 Pem

bantu, cukup m
em

adai. 
 

 Penjelasan/Justifikasi 
PPID

, cukup 
m

em
adai dan 

realistik  

Standar Layanan 
Inform

asi Publik 
(SLIP) 

 

 
1. 

Standar biaya iuntuk m
em

peroleh nform
asi publik belum

 
dibuat  

2. 
M

aklum
at pelayanan inform

asi publik belum
 lengkap 

3. 
Sistm

 inform
asi dan dokum

entasi public belum
 lengkap 

        

 

Inform
asi Setiap Saat 

 

 
1. 

Jum
lah pengguna 2016 750 org; 1000 org (2017); 2018? 

2. 
U

m
um

nya yg datang m
ahasisw

a . N
am

un jum
lah 

pengunjung tidak dikategorikan berdasarkan status 

 

pekerjaan tapi yang ditunjukkan berdasar usia. 
3. 

Perpustakaan keliling dim
ulai 2018 ke kab/kota 102 (2017) 

jadi 157 (2018). K
e pesantren, sekolah, ke L

em
baga 

pem
asyarakatan. 

4. 
2019 program

 kotak leterasi cerdas atas kebijakan G
ubernur 

ke 27 kab/kota. 
5. 

Program
 C

andil (M
aca D

ina D
igtal L

ibrary). Program
 

m
em

baca di sm
artphone. 

6. 
Program

 perpustakaan di K
ertajati. 

7. 
D

ana kearsifan dan perpustakaan 32 m
iliar (60%

 perpus). 
H

um
as perpus/kearsifan 175 juta.  

8. 
T

am
bahan dana m

asih diperlukan karena perlu SD
M

 yang 
lebih professional dan jum

lah (SD
M

)nya harus sem
akin 

m
em

adai.  
9. 

B
iaya publikasi 1 m

iliar ke depan. 

C
atatan:  

1. 
K

etidaklengkapan dalam
 inform

asi yang serta m
erta 

disusulkan nam
un sudah m

elew
ati batas w

aktu. 
2. 

A
da indikasi tum

buhnya sem
angat untuk m

em
enuhi 

kelengkapan inform
asi, nam

un belum
 m

em
enuhi sesuai 

jadw
al. 

  

A
rah R

encana 
K

edepan ( inovasi, 
gagasan, kebijakan,dll) 

Presentasi 5-10 
m

enit PPID
 -

O
PD

 

   IN
O

V
A

SI K
E

 D
E

PA
N

: 
1. 

M
ngoptim

alkan digital m
arketing dengan m

enam
bah SD

M
 

dari sudut jum
lah dan kom

petensi. 
2. 

R
encana m

engdokum
entasikan hasil-hasil riset badan public 

dengan resum
enya. 

3. 
M

em
buat laporan pengguna perpus dan kearsifan 

berdasarkan kategori pekerjaan. 
4. 

Inovasi program
 e-book via online agar m

akin m
udah 
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diakses pengguna. 
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diakses pengguna. 

      
               PPID

 O
PD

 
  

 
: B

A
D

A
N

 PEN
D

A
PA

TA
N

 D
A

ER
A

H
- JA

B
A

R
 

Tanggal/Lokasi Penilaian 
: SEN

IN
, 15 JU

LI 2019 
Tem

pat Penilaian 
 

: Surya K
encana B

outique G
uest H

ouse, Jl. Suryakencana N
o. 11A

, C
oblong – K

ota B
andung 

N
am

a Penilai Independen 
: R

izki Estrada 
U

tusan H
adir 

- 
B

pk. W
ahyu ( sekretariaT/PPID

) 
- 

B
pk. R

am
os ( B

id. Logistik) 
- 

Ibu A
sti 

 H
asil Penilaian 

V
erifikasi dan 

Laporan Pelayanan 
Inform

asi Publi 
bersum

ber 
Pem

eriksanaan fisik 
kelengkapan dan 
terkait dengan 
PPID

,LLIP,SS dan 
B

erkala 
 

Tem
uan-tem

uan 
K

unci hasil  
V

erifikasi ( B
) – 

lihat lam
piran 

pendukung 

 Penjelasan D
eskriptif /Justifikasi PPID

  terhadap Tem
uan K

unci , dan 
aspek pertanyaan ( C

 ) 
(W

aw
ancara) 

- 
K

om
itm

en Pim
pinan/Atasan PPID

  atau kepala daerah 
- 

K
om

itm
en Besaran Anggaran 

- 
K

om
itm

en M
obilisasi Sum

berdaya M
anusia 

- 
K

om
itm

en K
elengkapan Infrastruktur 

- 
K

oordinasi PPID
 U

tam
a dan PPID

 Pem
bantu 

 

 A
pakah 

Penjelasan/Justifikasi 
PPID

, apakah 
realistik/relevan atau 
tidak. B

eri penilaian 
m

enurut kriteria 
( M

em
adai, C

ukup 
M

em
adai, Tidak 

M
em

adai)  

Standar Layanan 
Inform

asi Publik 
(SLIP) 

U
ji konsekuensi 

;Standar biaya 
m

em
peroleh 

inform
asi 

publik;Sistem
 

inform
asi dan 

dokum
entasi publik 

- 
U

ji konsekuansi belum
 dilakukan, hanya saya lebih focus pada 

pem
berikan edukasi kepada m

asyarakat. 
- 

Standar perolehan inform
asi, tidak diberlakukan karena dipandang 

sebagai bentuk pelayanan publik, sehingga lebih m
engedepankan 

untuk discover oleh PPID
, secara infrastruktur adanya m

esin 
fotocopy m

erupakan salah satu bentuk daya dukung pelayanan bagi 
m

asyarakat yang hendak m
em

butuhkan inform
asi publik. 

- 
Sistem

 pendokum
entasikan, secara prinsip telah di jalankan optim

al 
dan dapat ditunjukkan, dengan m

engedepakan aspek inform
asi, 

teknologi dan kom
unikasinya. 

- 
Pem

buatan m
aklum

at pelayanan telah diselesaikan, serta laporannya, 
berikut pem

buatan dafat inform
asi telah diselesaikan pada rentang 

tahun 2018-2019. 

M
E

M
A

D
A

I 
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Inform
asi Serta M

erta 

A
genda kerja 

pim
pinan;Inform

asi 
tentang K

egiatan 
Pelayanan 
Inform

asi;Inform
asi 

tentang K
egiatan 

Pelayanan 
Inform

asi 
(lanjutan);Inf orm

asi 
tentang Penelitian 
yang dilakukan 
B

adan 
Publik;Inform

asi 
Publik lain yang 
dinyatakan terbuka 
;Inform

asi tentang 
Tata C

ara 
Pengum

um
an 

Inform
asi Publik 

yang dium
um

kan 
serta 
m

erta;Inform
asi 

yang disam
paikan 

Pejabat B
adan 

Publik dalam
 

Pertem
uan terbuka 

Inform
asi sebagian besar telah terjadw

al dan terus terperbaharui. 
A

danya R
encana K

egiatan harian, yang selanjutnya ditam
pilkan kedalam

 
saluran Y

ouTube channel untuk dapat diakses m
elalui situs resm

i 
m

elalui fitur “PPID
” m

erupakan salah satu bukti bahw
a inform

asi dapat 
diakses secara m

udah dan terjangkau. 
B

eberapa kelengkapan daya dukung bukti inform
asi hanya dapat 

buktikan dengan m
enelusur jenis konten inform

asi yang tersem
at 

disetiap fitur pada jendela/layar situs resm
i, term

asuk didalam
nya 

tentang tata cara m
em

peroleh inform
ais publik. 

Inform
asi yang dinyatakan terbuka secara tidak langsung m

erupakan 
inform

asi yang telah ditayangkan pada situs resm
i, m

eski inform
asi 

terkecualikan belum
 tersedia. 

         

M
E

M
A

D
A

I 

A
rah R

encana 
K

edepan ( inovasi, 
gagasan, 
kebijakan,dll) 

Presentasi 5-10 
m

enit PPID
 -O

PD
 

M
otto baru adalah “K

udu N
epi Saacan Indit” m

erupakan m
otto dalam

 
kontek pelayanan inform

asi yang berpadu dengan fungsi dan tugas 
B

adan Publik dalam
 pelayanan publik. W

ujud kom
itm

en dudukung juga 
dengan bukti yang nam

pak, diantaranya; 
 Jenis L

ayanan: 
Jenis inform

asi, jadw
al kegiatan harian, tupoksi B

A
PEN

D
A

 dapat 
diakses penuh dalam

 saluran w
ebsite B

adan Publik. 
 K

om
itm

en M
obilisasi Sum

berdaya M
anusia. 

 SA
N

G
A

T 
M

E
M

A
D

A
I 
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Inform

asi Serta M
erta 

A
genda kerja 

pim
pinan;Inform

asi 
tentang K

egiatan 
Pelayanan 
Inform

asi;Inform
asi 

tentang K
egiatan 

Pelayanan 
Inform

asi 
(lanjutan);Inform

asi 
tentang Penelitian 
yang dilakukan 
B

adan 
Publik;Inform

asi 
Publik lain yang 
dinyatakan terbuka 
;Inform

asi tentang 
Tata C

ara 
Pengum

um
an 

Inform
asi Publik 

yang dium
um

kan 
serta 
m

erta;Inform
asi 

yang disam
paikan 

Pejabat B
adan 

Publik dalam
 

Pertem
uan terbuka 

Inform
asi sebagian besar telah terjadw

al dan terus terperbaharui. 
A

danya R
encana K

egiatan harian, yang selanjutnya ditam
pilkan kedalam

 
saluran Y

ouTube channel untuk dapat diakses m
elalui situs resm

i 
m

elalui fitur “PPID
” m

erupakan salah satu bukti bahw
a inform

asi dapat 
diakses secara m

udah dan terjangkau. 
B

eberapa kelengkapan daya dukung bukti inform
asi hanya dapat 

buktikan dengan m
enelusur jenis konten inform

asi yang tersem
at 

disetiap fitur pada jendela/layar situs resm
i, term

asuk didalam
nya 

tentang tata cara m
em

peroleh inform
ais publik. 

Inform
asi yang dinyatakan terbuka secara tidak langsung m

erupakan 
inform

asi yang telah ditayangkan pada situs resm
i, m

eski inform
asi 

terkecualikan belum
 tersedia. 

         

M
E

M
A

D
A

I 

A
rah R

encana 
K

edepan ( inovasi, 
gagasan, 
kebijakan,dll) 

Presentasi 5-10 
m

enit PPID
 -O

PD
 

M
otto baru adalah “K

udu N
epi Saacan Indit” m

erupakan m
otto dalam

 
kontek pelayanan inform

asi yang berpadu dengan fungsi dan tugas 
B

adan Publik dalam
 pelayanan publik. W

ujud kom
itm

en dudukung juga 
dengan bukti yang nam

pak, diantaranya; 
 Jenis L

ayanan: 
Jenis inform

asi, jadw
al kegiatan harian, tupoksi B

A
PEN

D
A

 dapat 
diakses penuh dalam

 saluran w
ebsite B

adan Publik. 
 K

om
itm

en M
obilisasi Sum

berdaya M
anusia. 

 SA
N

G
A

T 
M

E
M

A
D

A
I 

Secara struktur kelem
bagaan, telah m

engadopsi ketentuan dalam
 

Perm
endagri N

o. 3/2017, dan telah m
em

adai dalam
 m

obilisasi SD
M

 (i.e 
adanya K

ader Penggerak Pajak di 34 P3D
, Setiap penanggungjaw

ab 
telah tersertifikasi oleh pihak K

etiga sebagai Lem
baga Sertifikasi Profesi 

(LSP=M
arkpulus) dan B

N
SP., adanya perpaduan struktur H

um
as dan 

PPID
. 

 K
om

itm
en D

aya D
ukung Infrastruktur 

- 
Tersedianya saluran kom

unikasi/kanal inform
asi yang beragam

, 
m

ulai TV
, billboar, spandung, V

ideo tron, B
ioskop dan B

ooth 
event, m

ascot,dll, dan sosial m
edia (Fb, Instagam

 dan tw
iters, dan 

call center) 
- 

Tersedianya aspek teknologi berbasis aplikasi ponsel bernam
a “ 

Sam
bara” yang dapat diakses publik untuk m

engetahui ragam
 

inform
asi terkati perpajakan daerah term

asuk layanan pengaduan 
m

asyarakat. 
- 

A
danya pola kem

itraan dengan Pihak Telekom
 untuk m

eningkatkan 
pem

asukan ke daerah sebesar 19.9 persan dari aplikasi yang dibuat. 
- 

A
danya ruang Transform

asi ( Transparansi, Invovasi, dan 
Inform

asi) yang digunakan sebagai sarana publik untuk berdialog 
dan berkonsultasi terkait perpajakan. 

 K
om

itm
en D

aya A
nggaran 

Setiap tahun adanya peningakatan anggaran untuk peruntukan 
kem

udahan akses bagi m
asyarakat, khususnya para kontribusi 

pendapatan daerah. 
 K

om
itm

en lainnya,  
adalah adanya pola-pola kerjasam

a yang dibangun m
elalui pelibatan 

m
asyarakat, dan pelibatan pem

erintahan daerah tingkat K
abupaten/K

ota 
sam

pai dengan ke tingkat kecam
atan, dengan skem

a rew
ard yang jelas, 

dan m
ekanism

e penilaian yang dilakukan secara independen m
elalui 

adanya tim
 ahli independent. 

A
danya m

ekanism
e perencanaan, Survey index kepuasan m

asyarakat 
dan pelaksanaan, yang dilakukan secara independent oleh pihak ketiga. 
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Layanan inform
asi dilakukan setiap hari kerja, akan tetapi setiap hari 

libur pun tetap dapat m
enghasilkan suatu produk, yang prinsipnya terkait 

dengan inform
asi perpajakan. 

  

K
esim

pulan A
khir 

 

Indikator verifikasi pada aspek SLIP dan SS sebagian besar m
em

iliki 
kekurangan, nam

un dem
ikian hasil w

aw
ancara dan tatap m

uka. Secara 
m

endasar bandan publik secara um
um

 telah m
am

pu m
em

buktikan upaya 
perbaikan, dan lebih daripada itu secara m

anajerial dan kesistem
an telah 

telah m
em

adukan secara integral perpaduan antara aspek inform
asi, 

teknologi 
dan 

kom
unikasi 

yang 
telah 

terkelola 
secara 

baik, 
untuk 

m
eningkatan 

pelayanan 
publik, 

dan 
m

em
berikan 

ruang 
pelibatan 

m
asyarakat secara luas untuk dapat berpartisipasi, dengan adanya kader 

penggerak pajak dan ruang Transform
asi. 

 Faktor penyebab baiknya m
anajem

en tersebut tidak luput dari dukungan 
kom

itm
en 

pim
pinan 

serta 
dukungan 

anggaran 
, 

serta 
dukungan 

peningkatan kapasitas SD
M

 yang baik ( adanya sertifikasi). 

SA
N

G
A

T M
E

M
A

D
A

I 
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Layanan inform
asi dilakukan setiap hari kerja, akan tetapi setiap hari 

libur pun tetap dapat m
enghasilkan suatu produk, yang prinsipnya terkait 

dengan inform
asi perpajakan. 

  

K
esim

pulan A
khir 

 

Indikator verifikasi pada aspek SLIP dan SS sebagian besar m
em

iliki 
kekurangan, nam

un dem
ikian hasil w

aw
ancara dan tatap m

uka. Secara 
m

endasar bandan publik secara um
um

 telah m
am

pu m
em

buktikan upaya 
perbaikan, dan lebih daripada itu secara m

anajerial dan kesistem
an telah 

telah m
em

adukan secara integral perpaduan antara aspek inform
asi, 

teknologi 
dan 

kom
unikasi 

yang 
telah 

terkelola 
secara 

baik, 
untuk 

m
eningkatan 

pelayanan 
publik, 

dan 
m

em
berikan 

ruang 
pelibatan 

m
asyarakat secara luas untuk dapat berpartisipasi, dengan adanya kader 

penggerak pajak dan ruang Transform
asi. 

 Faktor penyebab baiknya m
anajem

en tersebut tidak luput dari dukungan 
kom

itm
en 

pim
pinan 

serta 
dukungan 

anggaran 
, 

serta 
dukungan 

peningkatan kapasitas SD
M

 yang baik ( adanya sertifikasi). 

SA
N

G
A

T M
E

M
A

D
A

I 

               PPID
 O

PD
 

  
 

: B
A

D
A

N
 K

EPEG
A

W
A

IA
N

 D
A

ER
A

H
- JA

B
A

R
 

Tanggal/Lokasi Penilaian 
: SEN

IN
, 15 JU

LI 2019 
Tem

pat Penilaian 
 

: Surya K
encana B

outique G
uest H

ouse, Jl. Suryakencana N
o. 11A

, C
oblong – K

ota B
andung 

N
am

a Penilai Independen 
: R

izki Estrada 
U

tusan H
adir 

- 
B

pk. A
sep R

ukm
ana ( sekretaris/PPID

) 
- 

B
pk. N

urkholis 
 H

asil Penilaian 
V

erifikasi dan 
Laporan Pelayanan 
Inform

asi Publi 
bersum

ber 
Pem

eriksanaan fisik 
kelengkapan dan 
terkait dengan 
PPID

,LLIP,SS dan 
B

erkala 
 

Tem
uan-tem

uan 
K

unci hasil  
V

erifikasi ( B
) – 

lihat lam
piran 

pendukung 

 Penjelasan D
eskriptif /Justifikasi PPID

  terhadap Tem
uan K

unci , dan 
aspek pertanyaan ( C

 ) 
(W

aw
ancara) 

- 
K

om
itm

en Pim
pinan/Atasan PPID

  atau kepala daerah 
- 

K
om

itm
en Besaran Anggaran 

- 
K

om
itm

en M
obilisasi Sum

berdaya M
anusia 

- 
K

om
itm

en K
elengkapan Infrastruktur 

- 
K

oordinasi PPID
 U

tam
a dan PPID

 Pem
bantu 

 

 A
pakah 

Penjelasan/Justifikasi 
PPID

, apakah 
realistik/relevan atau 
tidak. B

eri penilaian 
m

enurut kriteria 
( M

em
adai, C

ukup 
M

em
adai, Tidak 

M
em

adai)  

Standar Layanan 
Inform

asi Publik 
(SLIP) 

Sarana khusus 
;Standar biaya 
m

em
peroleh 

inform
asi 

publik;M
aklum

at 
pelayanan 
inform

asi publik 
;Sistem

 inform
asi 

dan dokum
entasi 

publik 

B
eberapa aspek standar pelayanan inform

asi publik, belum
 sepenuhnya 

dapat diperbaharui/terpenuhi saat w
aw

ancara dilakukan. K
endati 

dem
ikian, arah perencanaan yang dalam

 w
aktu dekat akan dilaksankan 

secara um
um

 telah m
engakom

odasi kebutuhan standar-standar 
pelayanan inform

asi yang akan diim
plem

entasikan. Standar yang paling 
siginifikan telah diakom

odasi antara lain, terkait sarana khusus untuk 
penyandang disabilitas, dan pem

ilahan pem
ohon yang berasal dari A

SN
 

m
aupun N

on-A
SN

. 

C
U

K
U

P M
E

M
A

D
A

I 

Inform
asi Serta M

erta 

A
genda kerja 

pim
pinan;Inform

asi 
tentang K

egiatan 
Pelayanan 
Inform

asi;Inform
asi 

tentang K
egiatan 

 A
spek-aspek inform

asi telah m
asuk dalam

 arah perencanaan kedepan, 
yang telah dirancang dan telah teralokasikan anggarannya untuk 
dilaknsakan pada tahun 2019. Sam

pai dengan, dilaksanakannya 
w

aw
ancara, ragam

 inform
asi yang ada telah diperbaharui kedalam

 situs 
resm

i B
K

D
. 

C
U

K
U

P M
E

M
A

D
A

I 
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Pelayanan 
Inform

asi 
(lanjutan);Inform

asi 
tentang Penelitian 
yang dilakukan 
B

adan 
Publik;Inform

asi 
Publik lain yang 
dinyatakan terbuka 
;Inform

asi tentang 
Tata C

ara 
Pengum

um
an 

Inform
asi Publik 

yang dium
um

kan 
serta 
m

erta;Inform
asi 

yang disam
paikan 

Pejabat B
adan 

Publik dalam
 

Pertem
uan terbuka 

A
rah R

encana 
K

edepan ( inovasi, 
gagasan, 
kebijakan,dll) 

Presentasi 5-10 
m

enit PPID
 -O

PD
 

H
asil presentasi m

enunjukkan bahw
a; 

1. 
Secara struktur organisasi telah tersedia 

2. 
B

eberapa inform
asi terkait agenda rapat atau yang dium

um
kan 

serta m
erta telah terbaharui 

K
om

itm
en Infrastruktur: 
- 

Saluran kom
unikasi/kanal penyebarluasan inform

asi telah 
tersedia yang m

udah untuk diakses 
- 

B
eberapa infrastruktur lainnya seperti sarana layanan, belum

 
m

em
adai, akan tetapi telah m

asuh dalam
 perencanaan yang 

akan diim
plem

entasikan pada tahun 2019. 
- 

Pendekatan aspek teknologi digital, system
 pelayanan 

inform
asi akan dikem

bangkan “ one gate system
 services” 

K
om

itm
en A

nggaran 
- 

A
nggaran telah dialokasikan dan siap dieksekusi untuk 

rencana dan konsep pengem
bangan pelayanan inform

asi 
yang terintegrasi dengan pelayan publik, dengan sasaran 

 M
E

M
A

D
A

I 
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Pelayanan 
Inform

asi 
(lanjutan);Inform

asi 
tentang Penelitian 
yang dilakukan 
B

adan 
Publik;Inform

asi 
Publik lain yang 
dinyatakan terbuka 
;Inform

asi tentang 
Tata C

ara 
Pengum

um
an 

Inform
asi Publik 

yang dium
um

kan 
serta 
m

erta;Inform
asi 

yang disam
paikan 

Pejabat B
adan 

Publik dalam
 

Pertem
uan terbuka 

A
rah R

encana 
K

edepan ( inovasi, 
gagasan, 
kebijakan,dll) 

Presentasi 5-10 
m

enit PPID
 -O

PD
 

H
asil presentasi m

enunjukkan bahw
a; 

1. 
Secara struktur organisasi telah tersedia 

2. 
B

eberapa inform
asi terkait agenda rapat atau yang dium

um
kan 

serta m
erta telah terbaharui 

K
om

itm
en Infrastruktur: 
- 

Saluran kom
unikasi/kanal penyebarluasan inform

asi telah 
tersedia yang m

udah untuk diakses 
- 

B
eberapa infrastruktur lainnya seperti sarana layanan, belum

 
m

em
adai, akan tetapi telah m

asuh dalam
 perencanaan yang 

akan diim
plem

entasikan pada tahun 2019. 
- 

Pendekatan aspek teknologi digital, system
 pelayanan 

inform
asi akan dikem

bangkan “ one gate system
 services” 

K
om

itm
en A

nggaran 
- 

A
nggaran telah dialokasikan dan siap dieksekusi untuk 

rencana dan konsep pengem
bangan pelayanan inform

asi 
yang terintegrasi dengan pelayan publik, dengan sasaran 

 M
E

M
A

D
A

I 

pem
ohon A

SN
 dan N

on-A
SN

. Pelaksanaan akan 
dilaksanakan pada tahun 2019. 

K
om

itm
en D

alam
 m

em
obilisasi SD

M
 

- 
Tenaga m

anusia yang diberdayakan lebih m
engoptim

alkan 
ketersediaan A

SN
 yang ada. PPID

 terkendala tidak dapat 
m

erekrut tenaga dari luar dengan skem
a kontrak, sesuai 

ketentuan yang berlaku secara internal. 
 

K
esim

pulan A
khir 

 

K
ekurangan 

dari 
hasil 

verifikasi 
terhadap 

Standar 
Layanan 

dan 
Inform

asi 
Serta 

m
erta, 

secara 
um

um
 

belum
 

dapat 
diperbaharui 

sepenuhnya. K
endati dem

ikian, telah ada usaha yang kom
prehensif 

untuk m
elakukan upaya perbaikan dan arah pengem

bangan, dan telah 
dibuktikan 

dengan 
adanya 

paparan 
tentang 

konsep 
pengem

bangan 
layanan inform

asi yang m
em

adai. D
an secara kebijakan anggaran telah 

siap dilaksanakan pada pertengahan tahun 2019. 

C
U

K
U

P M
E

M
A

D
A

I 
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LAMPIRAN V 

Dokumentasi Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penerapan UU KIP di Jawa Barat 

Tahun 2019 

1. Rapat Tim Penilai Independen Monitoring dan Evaluasi 

 

2. Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi  

 

 

3. Sosialisasi Hasil Sementara dan Masa Sanggah 

 

4. Verifikasi Lapangan 

 

 

5. Presentasi Badan Publik 

 

6. Penganugerahan 

 

 

7. Seminar Hasil Monitoring dan Evaluasi 

 

8. Audiensi Hasil Monitoring dan Evaluasi 

 

 

21 Februari 2019, Ruang Rapat Papandayan, Gedung Sate

 
 

 

LAMPIRAN V 

Dokumentasi Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penerapan UU KIP di Jawa Barat 

Tahun 2019 

1. Rapat Tim Penilai Independen Monitoring dan Evaluasi 

 

2. Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi  

 

 

3. Sosialisasi Hasil Sementara dan Masa Sanggah 

 

4. Verifikasi Lapangan 

 

 

5. Presentasi Badan Publik 

 

6. Penganugerahan 

 

 

7. Seminar Hasil Monitoring dan Evaluasi 

 

8. Audiensi Hasil Monitoring dan Evaluasi 
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LAMPIRAN V 

Dokumentasi Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penerapan UU KIP di Jawa Barat 

Tahun 2019 

1. Rapat Tim Penilai Independen Monitoring dan Evaluasi 

 

2. Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi  

 

 

3. Sosialisasi Hasil Sementara dan Masa Sanggah 

 

4. Verifikasi Lapangan 

 

 

5. Presentasi Badan Publik 

 

6. Penganugerahan 

 

 

7. Seminar Hasil Monitoring dan Evaluasi 

 

8. Audiensi Hasil Monitoring dan Evaluasi 

 

 

 
 

 

LAMPIRAN V 

Dokumentasi Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penerapan UU KIP di Jawa Barat 

Tahun 2019 

1. Rapat Tim Penilai Independen Monitoring dan Evaluasi 

 

2. Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi  

 

 

3. Sosialisasi Hasil Sementara dan Masa Sanggah 

 

4. Verifikasi Lapangan 

 

 

5. Presentasi Badan Publik 

 

6. Penganugerahan 

 

 

7. Seminar Hasil Monitoring dan Evaluasi 

 

8. Audiensi Hasil Monitoring dan Evaluasi 

 

 

27-28 Maret 2019, Hotel InterContinental, Bandung
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LAMPIRAN V 

Dokumentasi Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penerapan UU KIP di Jawa Barat 

Tahun 2019 

1. Rapat Tim Penilai Independen Monitoring dan Evaluasi 

 

2. Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi  

 

 

3. Sosialisasi Hasil Sementara dan Masa Sanggah 

 

4. Verifikasi Lapangan 

 

 

5. Presentasi Badan Publik 

 

6. Penganugerahan 

 

 

7. Seminar Hasil Monitoring dan Evaluasi 

 

8. Audiensi Hasil Monitoring dan Evaluasi 

 

 

16 Mei 2019 di Ruang Rapat Sanggabuana, Gedung Sate

 
 

 

LAMPIRAN V 

Dokumentasi Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penerapan UU KIP di Jawa Barat 

Tahun 2019 

1. Rapat Tim Penilai Independen Monitoring dan Evaluasi 

 

2. Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi  

 

 

3. Sosialisasi Hasil Sementara dan Masa Sanggah 

 

4. Verifikasi Lapangan 

 

 

5. Presentasi Badan Publik 

 

6. Penganugerahan 

 

 

7. Seminar Hasil Monitoring dan Evaluasi 

 

8. Audiensi Hasil Monitoring dan Evaluasi 

 

 



145

 
 

 

LAMPIRAN V 

Dokumentasi Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penerapan UU KIP di Jawa Barat 

Tahun 2019 

1. Rapat Tim Penilai Independen Monitoring dan Evaluasi 

 

2. Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi  

 

 

3. Sosialisasi Hasil Sementara dan Masa Sanggah 

 

4. Verifikasi Lapangan 

 

 

5. Presentasi Badan Publik 

 

6. Penganugerahan 

 

 

7. Seminar Hasil Monitoring dan Evaluasi 

 

8. Audiensi Hasil Monitoring dan Evaluasi 

 

 
 
 

 

LAMPIRAN V 

Dokumentasi Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penerapan UU KIP di Jawa Barat 

Tahun 2019 

1. Rapat Tim Penilai Independen Monitoring dan Evaluasi 

 

2. Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi  

 

 

3. Sosialisasi Hasil Sementara dan Masa Sanggah 

 

4. Verifikasi Lapangan 

 

 

5. Presentasi Badan Publik 

 

6. Penganugerahan 

 

 

7. Seminar Hasil Monitoring dan Evaluasi 

 

8. Audiensi Hasil Monitoring dan Evaluasi 

 

 

19 Juni – 9 Juli 2019

Verifikasi Lapangan di Pemerintah Kabupaten Kuningan

Verifikasi Lapangan di Pemerintah Kota Bandung
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LAMPIRAN V 

Dokumentasi Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penerapan UU KIP di Jawa Barat 

Tahun 2019 

1. Rapat Tim Penilai Independen Monitoring dan Evaluasi 

 

2. Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi  

 

 

3. Sosialisasi Hasil Sementara dan Masa Sanggah 

 

4. Verifikasi Lapangan 

 

 

5. Presentasi Badan Publik 

 

6. Penganugerahan 

 

 

7. Seminar Hasil Monitoring dan Evaluasi 

 

8. Audiensi Hasil Monitoring dan Evaluasi 

 

 

15 Juli, Surya Kencana Guest House, Bandung
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LAMPIRAN V 

Dokumentasi Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penerapan UU KIP di Jawa Barat 

Tahun 2019 

1. Rapat Tim Penilai Independen Monitoring dan Evaluasi 

 

2. Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi  

 

 

3. Sosialisasi Hasil Sementara dan Masa Sanggah 

 

4. Verifikasi Lapangan 

 

 

5. Presentasi Badan Publik 

 

6. Penganugerahan 

 

 

7. Seminar Hasil Monitoring dan Evaluasi 

 

8. Audiensi Hasil Monitoring dan Evaluasi 

 

 
 
 

 

LAMPIRAN V 

Dokumentasi Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penerapan UU KIP di Jawa Barat 

Tahun 2019 

1. Rapat Tim Penilai Independen Monitoring dan Evaluasi 

 

2. Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi  

 

 

3. Sosialisasi Hasil Sementara dan Masa Sanggah 

 

4. Verifikasi Lapangan 

 

 

5. Presentasi Badan Publik 

 

6. Penganugerahan 

 

 

7. Seminar Hasil Monitoring dan Evaluasi 

 

8. Audiensi Hasil Monitoring dan Evaluasi 

 

 

9 Agustus 2019, The Trans Luxury Hotel



148

 
 

 

LAMPIRAN V 

Dokumentasi Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penerapan UU KIP di Jawa Barat 

Tahun 2019 

1. Rapat Tim Penilai Independen Monitoring dan Evaluasi 

 

2. Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi  

 

 

3. Sosialisasi Hasil Sementara dan Masa Sanggah 

 

4. Verifikasi Lapangan 

 

 

5. Presentasi Badan Publik 

 

6. Penganugerahan 

 

 

7. Seminar Hasil Monitoring dan Evaluasi 

 

8. Audiensi Hasil Monitoring dan Evaluasi 
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LAMPIRAN V 

Dokumentasi Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penerapan UU KIP di Jawa Barat 

Tahun 2019 

1. Rapat Tim Penilai Independen Monitoring dan Evaluasi 

 

2. Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi  

 

 

3. Sosialisasi Hasil Sementara dan Masa Sanggah 

 

4. Verifikasi Lapangan 

 

 

5. Presentasi Badan Publik 

 

6. Penganugerahan 

 

 

7. Seminar Hasil Monitoring dan Evaluasi 

 

8. Audiensi Hasil Monitoring dan Evaluasi 

 

 

29 Agustus 2019, Ruang Rapat Papandayan, Gedung Sate
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LAMPIRAN V 

Dokumentasi Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penerapan UU KIP di Jawa Barat 

Tahun 2019 

1. Rapat Tim Penilai Independen Monitoring dan Evaluasi 

 

2. Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi  

 

 

3. Sosialisasi Hasil Sementara dan Masa Sanggah 

 

4. Verifikasi Lapangan 

 

 

5. Presentasi Badan Publik 

 

6. Penganugerahan 

 

 

7. Seminar Hasil Monitoring dan Evaluasi 

 

8. Audiensi Hasil Monitoring dan Evaluasi 

 

 

Tahap Audiensi Hasil dilakukan kepada pemerintah Kabupaten/Kota yang tidak 
lolos tahap verifikasi lapangan

Audiensi Hasil Monev di Kabupaten Bandung Barat

Audiensi Hasil Monev di Kota Sukabumi

 
 

 

LAMPIRAN VI 

Kuesioner Monitoring dan Evaluasi Penerapan UU KIP di Jawa Barat Tahun 2019 

1. Lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat 

 

2. Lingkup Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat 

 

 

3. Lingkup DPD/ DPW Partai Politik di Jawa Barat 

 

4. Lingkup BUMD di Jawa Barat 
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LAMPIRAN V 

Dokumentasi Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penerapan UU KIP di Jawa Barat 

Tahun 2019 

1. Rapat Tim Penilai Independen Monitoring dan Evaluasi 

 

2. Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi  

 

 

3. Sosialisasi Hasil Sementara dan Masa Sanggah 

 

4. Verifikasi Lapangan 

 

 

5. Presentasi Badan Publik 

 

6. Penganugerahan 

 

 

7. Seminar Hasil Monitoring dan Evaluasi 

 

8. Audiensi Hasil Monitoring dan Evaluasi 

 

 

 
 

 

LAMPIRAN VI 

Kuesioner Monitoring dan Evaluasi Penerapan UU KIP di Jawa Barat Tahun 2019 

1. Lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat 

 

2. Lingkup Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat 

 

 

3. Lingkup DPD/ DPW Partai Politik di Jawa Barat 

 

4. Lingkup BUMD di Jawa Barat 

 

 

 

KUESIONER  
KETERSEDIAAN INFORM

ASI W
AJIB DISEDIAKAN DAN DIUM

UM
KAN SECARA BERKALA 

Nom
or 

: 
 

Nam
a Badan Publik 

: 
 

Tanggal Pengisian 
: 

 
Nam

a PPID Utam
a 

: 
 

Jabatan 
: 

 

 

NO. 
INFORM

ASI 

PENILAIAN KELENGKAPAN 

Link /Bukti 
Ada & 

Lengkap 
(Nilai: 5) 

Ada tapi Tidak Lengkap 
Tidak 

Ada 
(Nilai: 1) 

(Nilai: 4) 
(Nilai: 3) 

(Nilai: 2) 

 
Jenis inform

asi 
Indikator kelengkapan 

 
 

 
 

 
 

A 
Ringkasan Inform

asi m
engenai Profil Badan Publik 

1. 
Informasi tentang kedudukan atau 
domisili beserta alamat lengkap, ruang 
lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, 
tugas dan fungsi Badan Publik beserta 
kantor unit-unit di bawahnya 

Dalam website terdapat informasi sekurang-
kurangnya terdiri atas:  

1. kedudukan atau domisili beserta alamat 
lengkap Badan Publik  beserta kantor 
unit-unit di baw

ahnya 
2. Ruang lingkup kegiatan, maksud dan 

tujuan, tugas dan fungsi Badan Publik  
beserta kantor unit-unit di baw

ahnya 

 
 

 
 

 
 

2. 
Struktur organisasi, gambaran umum 
setiap satuan kerja, dan profil singkat 
pejabat struktural yang dimutahirkan 

Dalam website terdapat informasi sekurang-
kurangnya terdiri atas:  

1. 
struktur organisasi setiap satuan 
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N
O

. 
IN

FO
RM

ASI 

PEN
ILAIAN

 K
ELEN

GK
APAN

 

Link /Bukti 
Ada &

 
Lengkap 
(Nilai: 5) 

Ada tapi Tidak Lengkap 
Tidak 

Ada 
(Nilai: 1) 

(Nilai: 4) 
(Nilai: 3) 

(Nilai: 2) 

 
Jenis inform

asi 
Indikator kelengkapan 

 
 

 
 

 
 

pada tahun 2018.  
kerja terbaru 

2. 
gam

baran um
um

 setiap satuan kerja 
3. 

profil singkat pejabat struktural 
yang m

encakup nam
a, nom

or telepon 
unit kerja; latar belakang pendidikan; 
dan penghargaan yang pernah 
diterim

a pejabat yang dim
utahirkan 

3. 
Laporan harta kekayaan bagi Pejabat 
Negara yang wajib m

elakukannya  
Dalam

 website terdapat inform
asi sekurang-

kurangnya terdiri atas:  
1. pengum

um
an laporan harta kekayaan 

(LHKPN) seluruh pejabat di 
kabupaten/kota yang dikirim

kan oleh 
K

om
isi Pem

berantasan K
orupsi  ke 

Badan Publik untuk dium
um

kan 

 
 

 
 

 
 

B 
Ringkasan inform

asi tentang program
 dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan  

1. 
Nam

a Program
 dan kegiatan yang 

sedang dijalankan TA 2018- 2019 di 
lingkup B

adan Publik dan unit kerja di 
baw

ahnya 
 

Dalam
 website terdapat inform

asi sekurang-
kurangnya terdiri atas: 
1. nam

a program
 dan/atau kegiatan 

yang sedang dijalankan di lingkup 
Badan Publik dan unit kerja di 
baw

ahnya 
2. penanggungjaw

ab, pelaksana program
 

dan kegiatan serta nom
or telepon 

dan/atau alam
at yang dapat dihubungi 

3. target dan/atau capaian program
 dan 

kegiatan di lingkup Badan Publik 
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N
O

. 
IN

FO
RM

ASI 

PEN
ILAIAN

 K
ELEN

GK
APAN

 

Link /Bukti 
Ada &

 
Lengkap 
(Nilai: 5) 

Ada tapi Tidak Lengkap 
Tidak 

Ada 
(Nilai: 1) 

(Nilai: 4) 
(Nilai: 3) 

(Nilai: 2) 

 
Jenis inform

asi 
Indikator kelengkapan 

 
 

 
 

 
 

4. jadw
al pelaksanaan program

 dan 
kegiatan di lingkup Badan Publik 

2. 
A

nggaran program
 dan kegiatan yang 

m
eliputi sum

ber dan jum
lah TA

 2018-
2019 

Dalam
 website terdapat inform

asi sekurang-
kurangnya terdiri atas: 
ringkasan inform

asi D
aftar Isian 

Penggunaan Anggaran (D
IPA) atau 

dokum
en anggaran lainnya seperti rincian 

DIPA, rincian Daftar Pelaksanaan Anggaran 
di Daerah, rencana kerja anggaran, proposal, 
dll 

 
 

 
 

 
 

3. 
Agenda penting terkait pelaksanaan 
tugas Badan Publik TA 2018 

Dalam
 website terdapat inform

asi sekurang-
kurangnya terdiri atas: 
proses perencanaan program

, proses 
pem

buatan anggaran, agenda dan proses 
pem

buatan peraturan perundang-
undangan serta w

aktu untuk m
em

beri 
m

asukan, agenda, (seperti: pem
buatan 

R
encana Tata R

uang W
ilayah (R

TR
W

), 
w

aktu distribusi, dana B
antuan O

perasional 
Sekolah (B

O
S), dan sebagainya) 

 
 

 
 

 
 

4. 
Inform

asi pelayanan khusus tentang 
Hak M

asyarakat TA 2018-2019 
Dalam

 website terdapat inform
asi sekurang-

kurangnya terdiri atas:  pelayanan khusus 
kepada m

asyarakat tertentu, (m
isalnya 

hak m
asyarakat atas beras m

iskin, Bantuan 
Operasional Sekolah, Asuransi Kesehatan 
bagi m

asyarakat m
iskin, atau dana khusus 

bagi peternak/petani di suatu daerah) 
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N
O

. 
IN

FO
RM

ASI 

PEN
ILAIAN

 K
ELEN

GK
APAN

 

Link /Bukti 
Ada &

 
Lengkap 
(Nilai: 5) 

Ada tapi Tidak Lengkap 
Tidak 

Ada 
(Nilai: 1) 

(Nilai: 4) 
(Nilai: 3) 

(Nilai: 2) 

 
Jenis inform

asi 
Indikator kelengkapan 

 
 

 
 

 
 

5. 
Inform

asi Penerim
aan Pegaw

ai 
(Pendaftaran dan Hasil Seleksi) yang 
dilakukan TA 2018-2019  

Dalam
 website terdapat inform

asi sekurang-
kurangnya terdiri atas: Tata Cara 
Pendaftaran pegaw

ai, biaya yang berkaitan 
dengan penerim

aan pegawai, daftar posisi 
yang disediakan, jum

lah form
asi yang 

dibutuhkan, tahapan seleksi, serta 
persyaratan dan kualifikasinya, Tahapan dan 
waktu proses rekrutm

en pegaw
ai, 

Kom
ponen dan standar nilai kelulusan 

pegaw
ai, dan daftar calon pegaw

ai yang telah 
lulus pada tahapan seleksi. 

 
 

 
 

 
 

C 
ringkasan inform

asi tentang kinerja dalam
 lingkup Badan Publik 

1. 
R

ingkasan inform
asi tentang kinerja 

dalam
 lingkup B

adan Publik berupa 
narasi tentang realisasi kegiatan yang 
telah m

aupun sedang dijalankan 
beserta capaiannya TA

 2018-2019. 
 

Dalam
 website terdapat inform

asi sekurang-
kurangnya berisi: 
1. capaian kinerja B

adan Publik dalam
 

target yang ditetapkan dalam
 tahun 

2018; 
2. dukungan sum

ber daya m
anusia dan 

realisasi anggaran untuk m
encapai 

target tertentu dalam
 kurun w

aktu satu 
tahun ke depan; dan 

3. inform
asi lain yang m

enggam
barkan 

akuntabilitas program
 dan/atau K

egiatan 
dalam

 bentuk Laporan A
kuntablitas 

K
inerja Instansi Pem

erintah (LA
K

IP) 
Tahun 2018-2019.  
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N
O

. 
IN

FO
RM

ASI 

PEN
ILAIAN

 K
ELEN

GK
APAN

 

Link /Bukti 
Ada &

 
Lengkap 
(Nilai: 5) 

Ada tapi Tidak Lengkap 
Tidak 

Ada 
(Nilai: 1) 

(Nilai: 4) 
(Nilai: 3) 

(Nilai: 2) 

 
Jenis inform

asi 
Indikator kelengkapan 

 
 

 
 

 
 

D
 

Ringkasan Inform
asi m

engenai Laporan K
euangan 

1. 
R

ingkasan laporan keuangan   
Pem

erintah D
aerah dan Perangkat 

D
aerah TA

 2017-2018 

Dalam
 website terdapat inform

asi laporan 
keuangan dari Pem

erintah D
aerah dan 

Perangkat D
aerah yang sekurang-kurangnya 

m
em

uat: 
1. 

R
encana dan realisasi A

nggaran TA
  

tahun 2018   
2. 

N
eraca TA

 2018 
3. 

Laporan A
rus K

as dan C
atatan A

tas 
Laporan K

euangan TA
 2018  

 
 

 
 

 
 

2. 
D

aftar aset dan investaris 
Dalam

 website terdapat inform
asi yang 

sekurang-kurangnya m
em

uat rekaptulsasi 
aset dan investaris TA 2018. 

 
 

 
 

 
 

E. 
Ringkasan laporan akses Inform

asi Publik 

1. 
Laporan akses inform

asi publik TA
 

2018-2019 
Dalam

 website terdapat inform
asi laporan 

akses inform
asi publik yang sekurang-

kurangnya m
em

uat: 
1. jum

lah perm
ohonan Inform

asi Publik 
yang diterim

a Tahun 2018 
2. w

aktu yang diperlukan dalam
 

m
em

enuhi setiap perm
ohonan 

Inform
asi Publik Tahun 2018 

3. jum
lah perm

ohonan Inform
asi Publik 

yang dikabulkan baik sebagian atau 
seluruhnya dan perm

ohonan Inform
asi 
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N
O

. 
IN

FO
RM

ASI 

PEN
ILAIAN

 K
ELEN

GK
APAN

 

Link /Bukti 
Ada &

 
Lengkap 
(Nilai: 5) 

Ada tapi Tidak Lengkap 
Tidak 

Ada 
(Nilai: 1) 

(Nilai: 4) 
(Nilai: 3) 

(Nilai: 2) 

 
Jenis inform

asi 
Indikator kelengkapan 

 
 

 
 

 
 

Publik yang ditolak Tahun 2018 

4. alasan penolakan perm
ohonan 

Inform
asi Publik Tahun 2018 

F 
Ringkasan Inform

asi m
engenai Regulasi 

1. 
Daftar Regulasi Badan Publik yang 
m

asih berupa rancangan/draft  Tahun 
2018-2019 

Dalam
 w

ebsite terdapat inform
asi yang 

sekurang-kurangnya m
em

uat: 
1. 

daftar rancangan  
2. 

tahap pem
bentukannya yang sedang 

dalam
 proses pem

buatan 

 
 

 
 

 
 

2. 
Daftar Regulasi yang sudah ditetapkan 
Badan Publik Tahun 2018 

Dalam
 w

ebsite terdapat inform
asi yang 

sekurang-kurangnya m
em

uat: daftar 
Peraturan Perundang-undangan, K

eputusan, 
dan/atau K

ebijakan yang telah disahkan 
atau ditetapkan 

 
 

 
 

 
 

G 
Ringkasan H

ak dan Tata Cara M
em

peroleh Inform
asi Publik 

1. 
Hak m

em
peroleh inform

asi publik  
Dalam

 w
ebsite terdapat inform

asi yang 
sekurang-kurangnya m

em
uat: 

1. Tata Cara M
em

peroleh Inform
asi Publik 

2. Tata Cara M
engajukan Keberatan 

3. Tata cara penyelesaian sengketa 
inform

asi 
4. Kontak Penanggungjaw

ab pelayanan 
inform

asi publik 
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N
O

. 
IN

FO
RM

ASI 

PEN
ILAIAN

 K
ELEN

GK
APAN

 

Link /Bukti 
Ada &

 
Lengkap 
(Nilai: 5) 

Ada tapi Tidak Lengkap 
Tidak 

Ada 
(Nilai: 1) 

(Nilai: 4) 
(Nilai: 3) 

(Nilai: 2) 

 
Jenis inform

asi 
Indikator kelengkapan 

 
 

 
 

 
 

 
 

5. Daftar inform
asi publik dari seluruh unit 

kerja/Satuan Kerja Perangkat Daerah di 
badan publiknya 

 
 

 
 

 
 

2. 
B

iaya dan tata cara pem
bayaran 

perolehan salinan Inform
asi Publik  

Dalam
 w

ebsite terdapat inform
asi yang 

sekurang-kurangnya m
em

uat: biaya dan tata 
cara pem

bayaran dalam
 m

em
peroleh 

Inform
asi Publik 

 
 

 
 

 
 

H
 

Inform
asi tentang tata cara pengaduan 

1. 
Inform

asi tentang tata cara pengaduan 
penyalahgunaan w

ew
enang atau 

pelanggaran 

Dalam
 w

ebsite terdapat inform
asi yang 

sekurang-kurangnya m
em

uat: 
1. inform

asi tentang tata cara pengaduan 
penyalahgunaan w

ew
enang atau 

pelanggaran yang dilakukan pejabat 
Badan Publik  

2. inform
asi tentang tata cara pengaduan 

pelanggaran yang dilakukan pihak yang 
m

endapatkan izin atau perjanjian kerja 
dari Badan Publik yang bersangkutan 

 
 

 
 

 
 

I 
Ringkasan Inform

asi Lain yang D
iatur dalam

 Perundang-undangan 

1. 
Pengadaan Barang dan Jasa TA 2018 

Dalam
 w

ebsite terdapat inform
asi yang 

rencana pengadaan barang dan jasa TA 
2018-2019 yang sekurang-kurangnya 
m

em
uat: 

1. nam
a dan alam

at Pengguna Anggaran; 
2. paket pekerjaan yang akan 
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N
O

. 
IN

FO
RM

ASI 

PEN
ILAIAN

 K
ELEN

GK
APAN

 

Link /Bukti 
Ada &

 
Lengkap 
(Nilai: 5) 

Ada tapi Tidak Lengkap 
Tidak 

Ada 
(Nilai: 1) 

(Nilai: 4) 
(Nilai: 3) 

(Nilai: 2) 

 
Jenis inform

asi 
Indikator kelengkapan 

 
 

 
 

 
 

dilaksanakan; 
3. lokasi pekerjaan; dan 
4. perkiraan besaran biaya. 

2. 
Prosedur peringatan dini dan prosedur 
evakuasi keadaan darurat di setiap 
kantor Badan Publik 

Dalam
 website/ papan pengum

um
an 

terdapat  inform
asi prosedur peringatan dini 

dan prosedur evakuasi keadaan darurat di 
setiap kantor di lingkup Badan Publik  

 
 

 
 

 
 

JU
M

LAH
 N

ILAI 
 

 
 

 
 

 

TO
TAL 
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K
U

ESIO
N

ER  
STAN

D
AR LAPO

RAN
 PELAYAN

AN
 IN

FO
RM

ASI PU
BLIK

 

N
om

or 
: 

 
N

am
a Badan Publik 

: 
 

Tanggal Pengisian 
: 

 
N

am
a PPID

 U
tam

a 
: 

 
  N
O

. 
IN

FO
RM

ASI 

STATU
S 

Link/bukti 
Ada &

 
Lengkap 
(Nilai: 5) 

Ada tapi Tidak Lengkap 
Tidak 

Ada 
(Nilai: 1) 

(Nilai: 4) 
(Nilai: 3) 

(Nilai: 2) 

 
Jenis Inform

asi 
Indikator K

elengkapan 
 

 
 

 
 

 

A 
M

em
buat dan m

enyediakan laporan layanan Inform
asi Publik 

1. 
M

em
buat dan m

enyediakan 
laporan layanan Inform

asi 
Publik 

Badan publik dapat m
enunjukkan  

1. Laporan layanan Inform
asi Publik 

Tahun 2018 paling lam
bat 3 (tiga) 

bulan setelah tahun pelaksanaan 
anggaran berakhir. 

2. Bukti penyam
paian salinan laporan 

kepada Kom
isi Inform

asi Provinsi Jaw
a 

Barat. 

 
 

 
 

 
 

B 
Gam

baran um
um

 kebijakan pelayanan Inform
asi Publik 
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NO
. 

INFO
RM

ASI 

STATUS 

Link/bukti 
Ada &

 
Lengkap 
(Nilai: 5) 

Ada tapi Tidak Lengkap 
Tidak 

Ada 
(Nilai: 1) 

(Nilai: 4) 
(Nilai: 3) 

(Nilai: 2) 

 
Jenis Inform

asi 
Indikator K

elengkapan 
 

 
 

 
 

 

1. 
Gam

baran um
um

 
putusan/kebijakan terkait 
pelayanan inform

asi publik 
Badan publik dapat m

enunjukkan laporan 
pelayanan inform

asi publik m
em

uat:  
 

 
 

 
 

D
iisi berdasarkan penilaian 

terhadap kelengkapan 
Nom

or 1-4 

 
 

1. 
Peraturan tentang SOP terkait 
pelayanan publik 

 
 

 
 

 
 

2. 
Penunjukan dan Pengangkatan PPID 

 
 

 
 

 
 

3. 
Penetapan tentang Standar Biaya 
tentang Inform

asi Publik 
 

 
 

 
 

 

4. 
Pem

bangunan sistem
 inform

asi dan 
dokum

entasi  
 

 
 

 
 

 

C 
Gam

baran um
um

 pelaksanaan pelayanan Inform
asi Publik 

1. 
Gam

baran um
um

 
pelaksanaan pelayanan 
inform

asi publik 

Badan publik dapat m
enunjukkan laporan 

pelayanan inform
asi publik m

em
uat: 

 
 

 
 

 
D

iisi berdasarkan penilaian 
terhadap kelengkapan 
Nom

or 1-3 

1. 
Sarana dan prasarana pelayanan 
Inform

asi Publik yang dim
ilki beserta 

kondisinya 

 
 

 
 

 
 

2. 
Sum

ber daya m
anusia yang m

enangani 
pelayanan Inform

asi Publik beserta 
kualifikasinya 

 
 

 
 

 
 

3. 
Anggaran pelayanan inform

asi serta 
laporan penggunannya 
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N
O

. 
IN

FO
RM

ASI 

STATU
S 

Link/bukti 
Ada &

 
Lengkap 
(Nilai: 5) 

Ada tapi Tidak Lengkap 
Tidak 

Ada 
(Nilai: 1) 

(Nilai: 4) 
(Nilai: 3) 

(Nilai: 2) 

 
Jenis Inform

asi 
Indikator K

elengkapan 
 

 
 

 
 

 

D
 

Rincian pelayanan Inform
asi Publik 

1. 
Rincian pelayanan Inform

asi 
Publik 

Badan publik dapat m
enunjukkan laporan 

pelayanan inform
asi publik m

em
uat: 

 
 

 
 

 
D

iisi berdasarkan penilaian 
terhadap kelengkapan 
N

om
or 1-4 

1. 
Jum

lah Perm
ohonan Inform

asi Publik 
 

 
 

 
 

 

2. 
W

aktu yang diperlukan dalam
 

m
em

enuhi setiap perm
ohonan 

Inform
asi Publik dengan klasifikasi 

tertentu 

 
 

 
 

 
 

3. 
Jum

lah perm
ohonan Inform

asi Publik 
yang dikabulkan baik sebagian atau 
seluruhnya 

 
 

 
 

 
 

4. 
Jum

lah perm
ohonan Inform

asi Publik 
yang ditolak beserta alasannya 

 
 

 
 

 
 

E 
Rincian penyelesaian sengketa Inform

asi Publik 

1. 
Rincian penyelesaian 
sengketa Inform

asi Publik 
Badan publik dapat m

enunjukkan laporan 
pelayanan inform

asi publik m
em

uat: 
 

 
 

 
 

D
iisi berdasarkan penilaian 

terhadap kelengkapan 
N

om
or 1-5 

 
 

1. Jum
lah keberatan yang diterim

a 
 

 
 

 
 

 

2. Tanggapan atas keberatan yang 
diberikan dan pelaksanaanya oleh 
Badan Publik 
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NO
. 

INFO
RM

ASI 

STATUS 

Link/bukti 
Ada &

 
Lengkap 
(Nilai: 5) 

Ada tapi Tidak Lengkap 
Tidak 

Ada 
(Nilai: 1) 

(Nilai: 4) 
(Nilai: 3) 

(Nilai: 2) 

 
Jenis Inform

asi 
Indikator Kelengkapan 

 
 

 
 

 
 

3. Jum
lah perm

ohonan penyelesaian 
sengketa ke Kom

isi Inform
asi  

 
 

 
 

 
 

4. Hasil m
ediasi dan/atau keputusan 

ajudikasi Kom
isi Inform

asi Provinsi 
Jawa Barat dan pelaksanaannya oleh 
Badan Publik 

 
 

 
 

 
 

5. Hasil putusan pengadilan dan 
pelaksanaan oleh Badan Publik 

 
 

 
 

 
 

F 
Kendala internal dalam

 pelaksanaan layanan inform
asi Publik 

 
 

 
 

 
 

G 
Kendala eksternal dalam

 pelaksanaan layanan inform
asi Publik 

 
 

 
 

 
 

H
 

Rekom
endasi  

 
 

 
 

 
 

I 
Rencana tindak lanjut 

 
 

 
 

 
 

JUM
LAH

 NILAI 
 

 
 

 
 

 

TO
TAL 
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K
U

ESIO
N

ER  
PEM

BEN
TU

K
AN

 D
AN

 K
EBERAD

AAN
 PPID

 

N
om

or 
: 

 
N

am
a Badan Publik 

: 
 

Tanggal Pengisian 
: 

 
N

am
a PPID

 Utam
a 

: 
 

Jabatan 
: 

 

 

N
O

. 
IN

FO
RM

ASI 

PEN
ILAIAN

 K
ELEN

GK
APAN

 

Link /Bukti 
Ada &

 
Lengka 
(Nilai: 5) 

Ada tapi Tidak Lengkap 
Tidak 

Ada 
(Nilai: 1) 

(Nilai: 4) 
(Nilai: 3) 

(Nilai: 2) 

 
Jenis inform

asi 
Indikator kelengkapan 

 
 

 
 

 
 

A 
Penunjukkan dan pengangkatan PPID

   

1. 
Penunjukan dan pengangkatan PPID 
Badan Publik 

Badan Publik dapat m
enunjukkan  

1. 
Surat Keputusan/Penetapan Pim

pinan 
Badan Publik tentang Penunjukan 
Atasan Pejabat Pengelola Inform

asi dan 
Dokum

entasi (PPID) Utam
a pem

erintah 
daerah 

2. 
Surat keputusan pim

pinan Badan Publik 
tentang Susunan Pengelola Layanan 
Inform

asi dan Dokum
entasi (PLID) 

berupa  susunan dan struktur pengelola 
layanan inform

asi dan dokum
entasi 

Pem
erintah Daerah 
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N
O

. 
IN

FO
RM

ASI 

PEN
ILAIAN

 K
ELEN

GK
APAN

 

Link /Bukti 
Ada &

 
Lengka 
(Nilai: 5) 

Ada tapi Tidak Lengkap 
Tidak 

Ada 
(Nilai: 1) 

(Nilai: 4) 
(Nilai: 3) 

(Nilai: 2) 

 
Jenis inform

asi 
Indikator kelengkapan 

 
 

 
 

 
 

2. 
Penetapan m

aupun Struktur PPID 
Pem

bantu 
Badan Publik dapat m

enunjukkan Surat 
Keputusan yang sekurang-kurangnya terdiri 
atas: 

1. Penetapan PPID Pem
bantu di tiap unit 

kerja. 
2. Struktur PPID Pem

bantu di tiap unit 
kerja. 

 
 

 
 

 
 

3. 
Standar Prosedur Operasional (SOP) 
PPID 

Badan Publik dapat m
enunjukkan peraturan 

m
engenai standar prosedur operasional 

layanan Inform
asi Publik yang sekurang-

kurangnya m
em

uat:  
1. 

Kejelasan pejabat yang ditunjuk 
sebagai PPID,  

2. 
Kejelasan orang yang ditunjuk sebagai 
pejabat fungsional dan/atau petugas 
inform

asi apabila diperlukan,  
3. 

Pem
bagian tugas, tanggung jaw

ab, dan 
kew

enangan PPID dalam
 hal terdapat 

lebih dari satu PPID,  
4. 

Kejelasan pejabat yang m
enduduki 

posisi sebagai atasan PPID,  
5. 

Standar Layanan Inform
asi, 

6. 
Tata cara pengelolaan keberatan di 
lingkungan internal Badan Publik,  

7. 
Tata cara pem

buatan laporan 
tahunan tentang layanan Inform

asi 
Publik 
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NO
. 

INFO
RM

ASI 

PENILAIAN K
ELENGKAPAN

 

Link /Bukti 
Ada &

 
Lengka 
(Nilai: 5) 

Ada tapi Tidak Lengkap 
Tidak 

Ada 
(Nilai: 1) 

(Nilai: 4) 
(Nilai: 3) 

(Nilai: 2) 

 
Jenis inform

asi 
Indikator kelengkapan 

 
 

 
 

 
 

B 
D

ukungan tupoksi PPID
 

1. 
Surat Pengangkatan Petugas 
Inform

asi/pejabat fungsional yang 
m

em
bantu PPID

 dalam
 m

em
berikan 

Layanan Inform
asi Publik  

Badan Publik dapat m
enunjukkan surat 

keputusan terkait jabatan fungsional khusus 
seperti pranata com

puter, pranata hum
as, 

dan pranata kearsipan atau m
engangkat tim

 
pendukung yang terdiri dari staff 
honorer/hasil outsourcing/tenaga kontrak 
yang kom

peten di bidang IT/Kehum
asan/ 

Kearsipan. 

 
 

 
 

 
 

2. 
R

encana K
erja A

nggaran tahun 
berjalan untuk peningkatan kapasitas 
PPID

 dan perangkat pendukungnya 

Rencana Kerja Anggaran yang dim
aksud 

term
uat dalam

 D
okum

en Pelaksanaan 
Anggaran (D

PA/RK
A). 

 
 

 
 

 
 

3.  
Laporan K

egiatan PPID
 khusus 

Peningkatan K
apasitas Layanan 

Inform
asi Publik 

Badan Publik secara berkala m
engadakan 

kegiatan untuk m
engem

bangkan kapasitas 
pejabat fungsional dan/atau petugas 
inform

asi dalam
 rangka peningkatan 

kualiatas layanan inform
asi publik yang 

term
uat dalam

 D
okum

en Pelaksanaan 
Anggaran (D

PA) dan Laporan Kegiatan 
Badan Publik tersebut. 

 
 

 
 

 
 

JUM
LAH

 NILAI 
 

 
 

 
 

 

TO
TAL 
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K
UESIO

NER 
K

ELENGKAPAN STAND
AR LAYANAN INFO

RM
ASI PUBLIK 

 Nom
or 

: 
 

Nam
a Badan Publik 

: 
 

Tanggal Pengisian 
: 

 
Nam

a PPID
 Utam

a 
: 

 
Jabatan 

: 
 

 NO
. 

INFO
RM

ASI 

STATUS 

Link/Bukti 
Ada &

 
Lengkap 
(Nilai: 5) 

Ada tapi Tidak Lengkap 
Tidak 

Ada 
(Nilai: 1) 

(Nilai: 4) 
(Nilai: 3) 

(Nilai: 2) 

 
Jenis inform

asi 
Indikator kelengkapan 

 
 

 
 

 
 

A 
Standar O

perasional Pelayanan Inform
asi Publik  

1. 
Standar Operasional 
Pelayanan Inform

asi Publik 
sesuai Lam

piran 
Perm

endagri No: 3/2017 

Badan Publik dapat m
enunjukkan 

keputusan Badan Publik:  
1. SOP Penyusunan Daftar Inform

asi 
Publik; 

2. SOP Pelayanan Inform
asi Publik  

3. SOP Uji Konsekuensi Inform
asi Publik; 

4. SOP Penanganan Keberatan Inform
asi 

Publik;  
5. SOP Fasilitasi Sengketa Inform

asi. 

 
 

 
 

 
 

B 
Sarana layanan inform

asi 



167

N
O

. 
IN

FO
RM

ASI 

STATU
S 

Link/Bukti 
Ada &

 
Lengkap 
(Nilai: 5) 

Ada tapi Tidak Lengkap 
Tidak 

Ada 
(Nilai: 1) 

(Nilai: 4) 
(Nilai: 3) 

(Nilai: 2) 

 
Jenis inform

asi 
Indikator kelengkapan 

 
 

 
 

 
 

1. 
M

eja Pelayanan Inform
asi 

Publik di kantor Badan 
Publik  

Badan Publik dapat m
enunjukkan 

keberadaan m
eja inform

asi publik yang 
m

em
berikan pelayanan inform

asi di PPID 
Utam

a dan seluruh perangkat daerah di 
lingkup Badan Publik.  

 
 

 
 

 
 

2. 
Papan Pengum

um
an  di 

Kantor 
Badan Publik dapat m

enunjukkan 
keberadaan papan pengum

um
an 

inform
asi publik di kantor PPID Utam

a 
dan seluruh perangkat daerah di lingkup 
Badan Publik yang m

udah diakses oleh 
m

asyarakat.  

 
 

 
 

 
 

3. 
Ruangan untuk m

elihat 
Inform

asi Publik  
Badan Publik dapat m

enunjukkan tem
pat 

yang m
em

adai di kantor PPID Utam
a 

dan seluruh perangkat daerah di lingkup 
Badan Publik  bagi Pem

ohon untuk dapat 
m

em
baca dan/atau m

em
eriksa Inform

asi 
Publik yang dim

ohon  

 
 

 
 

 
 

4. 
Sarana khusus  

Badan Publik dapat m
enunjukkan 

Pengum
um

an inform
asi di kantor PPID 

Utam
a dan seluruh perangkat daerah 

yang telah m
em

pergunakan bahasa 
Indonesia yang m

udah dipaham
i, 

penggunaan bahasa yang digunakan 
penduduk setem

pat, dan disam
paikan 

dalam
 bentuk yang m

em
udahkan bagi 

m
asyarakat dengan kem

am
puan 

berbeda untuk m
em

peroleh inform
asi. 
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N
O

. 
IN

FO
RM

ASI 

STATU
S 

Link/Bukti 
Ada &

 
Lengkap 
(Nilai: 5) 

Ada tapi Tidak Lengkap 
Tidak 

Ada 
(Nilai: 1) 

(Nilai: 4) 
(Nilai: 3) 

(Nilai: 2) 

 
Jenis inform

asi 
Indikator kelengkapan 

 
 

 
 

 
 

C 
Layanan Inform

asi m
elalui Perm

ohonan Inform
asi 

1. 
Form

ulir perm
ohonan 

inform
asi sesuai Pasal 23 

ayat (4) Peraturan Kom
isi 

Inform
asi  Nom

or 1 Tahun 
2010  

Badan Publik dapat m
enunjukkan:  

Form
ulir perm

ohonan inform
asi untuk 

m
elayani perm

intaan langsung m
aupun 

m
elalui surat elektronik baik di PPID

 
U

tam
a m

aupun seluruh perangkat 
daerah 

 
 

 
 

 
 

2. 
Buku registrasi  pencatatan 
perm

ohonan Inform
asi 

Publik sesuai Pasal 24 ayat 
(7) Peraturan Kom

isi 
Inform

asi  Nom
or 1 Tahun 

2010 

Badan Publik dapat m
enunjukkan:  

Buku registrasi  pencatatan perm
ohonan 

Inform
asi Publik di PPID

 U
tam

a dan 
seluruh perangkat daerah sesuai 
Lam

piran IV PerKI Nom
or: 1/2010 

 
 

 
 

 
 

3. 
Tanda bukti perm

ohonan 
Inform

asi Publik 
Badan Publik dapat m

enunjukkan:  
1. form

ulir perm
ohonan yang telah 

diberikan nom
or pendaftaran sebagai 

tanda bukti perm
ohonan Inform

asi 
Publik di PPID

 U
tam

a dan seluruh 
perangkat daerah 

 
 

 
 

 
 

4. 
Pem

beritahuan tertulis 
yang m

erupakan jaw
aban 

Badan Publik atas 
perm

ohonan Inform
asi 

Publik sesuai Pasal 26 ayat 
(2) Peraturan Kom

isi 
Inform

asi Nom
or 1 Tahun 

Badan Publik dapat m
enunjukkan:  

1. Form
ulir pem

beritahuan tertulis 
sebagai jaw

aban Badan Publik atas 
perm

ohonan Inform
asi  

2. Form
at Surat Keputusan PPID tentang 

Penolakan Perm
ohonan Inform

asi di 
PPID

 U
tam

a dan seluruh perangkat 
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N
O

. 
IN

FO
RM

ASI 

STATU
S 

Link/Bukti 
Ada &

 
Lengkap 
(Nilai: 5) 

Ada tapi Tidak Lengkap 
Tidak 

Ada 
(Nilai: 1) 

(Nilai: 4) 
(Nilai: 3) 

(Nilai: 2) 

 
Jenis inform

asi 
Indikator kelengkapan 

 
 

 
 

 
 

2010. 
daerah 

5. 
Form

ulir keberatan sesuai 
Pasal 32 ayat (3) 
Peraturan Kom

isi 
Inform

asi Nom
or 1 Tahun 

2010 

Badan Publik dapat m
enunjukkan:  

1. 
Form

ulir Keberatan yang disediakan 
Badan Publik di PPID

 U
tam

a dan 
seluruh perangkat daerah  

 
 

 
 

 
 

6. 
Register keberatan sesuai 
Pasal 32 ayat (3) 
Peraturan Kom

isi 
Inform

asi Nom
or 1 Tahun 

2010 

Badan Publik dapat m
enunjukkan:  

1. Buku/form
at Register Keberatan di 

PPID
 U

tam
a dan seluruh perangkat 

daerah  

 
 

 
 

 
 

7. 
Tanggapan keberatan 
sesuai Berdasarkan Pasal 
34 ayat (2)  Peraturan 
Kom

isi Inform
asi  Nom

or 1 
Tahun 2010 

Badan Publik dapat m
enunjukkan:  

1. 
Form

at putusan tertulis Atasan PPID 
sebagai tanggapan keberatan di PPID

 
U

tam
a dan seluruh perangkat 

daerah  

 
 

 
 

 
 

8. 
Uji konsekuensi  

Badan Publik dapat m
enunjukkan:  

1. 
Surat Penetapan Klasifikasi 

2. 
Hasil pertim

bangan tertulis yang telah 
dilaporkan dan m

endapat persetujuan 
Pim

pinan Badan Publik 

 
 

 
 

 
 

D
 

Standar Biaya M
em

peroleh Biaya 



170

N
O

. 
IN

FO
RM

ASI 

STATU
S 

Link/Bukti 
Ada &

 
Lengkap 
(Nilai: 5) 

Ada tapi Tidak Lengkap 
Tidak 

Ada 
(Nilai: 1) 

(Nilai: 4) 
(Nilai: 3) 

(Nilai: 2) 

 
Jenis inform

asi 
Indikator kelengkapan 

 
 

 
 

 
 

1. 
Standar biaya m

em
peroleh 

inform
asi publik 

Badan Publik dapat m
enunjukkan:  

1. 
Surat Keputusan pim

pinan badan 
publik tentang standar biaya 
m

em
peroleh Inform

asi Publik yang 
sekurang-kurangnya berisi: biaya 
penyalinan Inform

asi Publik; biaya 
pengirim

an Inform
asi Publik; dan 

biaya pengurusan izin pem
berian 

Inform
asi Publik yang di dalam

nya 
terdapat inform

asi pihak ketiga. 
2. 

Surat Penetapan tata cara 
pem

bayaran biaya perolehan salinan 
inform

asi publik yang sekurang-
kurangnya berisi tata caran 
pem

bayaran  langsung kepada Badan 
Publik dan pem

bayaran m
elalui 

rekening resm
i Badan Publik  

 
 

 
 

 
 

E 
M

aklum
at Pelayanan Inform

asi Publik 

1. 
M

aklum
at pelayanan 

inform
asi publik  

 Badan Publik dapat m
enunjukkan:  

1. 
M

aklum
at Badan Publik pelayanan 

Inform
asi Publik  

2. 
Pengum

um
an m

aklum
at pelayanan 

Inform
asi Publik di PPID Utam

a dan 
seluruh perangkat daerah 

 
 

 
 

 
 

F 
Sistem

 Inform
asi dan D

okum
entasi Publik 
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N
O

. 
IN

FO
RM

ASI 

STATU
S 

Link/Bukti 
Ada &

 
Lengkap 
(Nilai: 5) 

Ada tapi Tidak Lengkap 
Tidak 

Ada 
(Nilai: 1) 

(Nilai: 4) 
(Nilai: 3) 

(Nilai: 2) 

 
Jenis inform

asi 
Indikator kelengkapan 

 
 

 
 

 
 

1. 
Sistem

 inform
asi dan 

dokum
entasi publik  

Badan Publik dapat m
enunjukkan Sistem

 
pelayanan inform

asi dan dokum
entasi 

yang terintegrasi untuk m
engelola 

inform
asi publik secara baik dan efisien 

sehingga dapat diakses dengan m
udah. 

 
 

 
 

 
 

JU
M

LAH
 N

ILAI 
 

 
 

 
 

 

TO
TAL 

 
 

*) Bisa ditanyakan langsung m
elalui telepon atau pada saat visitasi. 
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K
U

ESIO
NER  

K
ETERSED

IAAN
 IN

FO
RM

ASI YAN
G W

AJIB TERSED
IA SETIAP SAAT 

N
om

or 
: 

 
N

am
a Badan Publik 

: 
 

Tanggal Pengisian 
: 

 
N

am
a PPID

 U
tam

a 
: 

 
  N
O

. 
IN

FO
RM

ASI 

STATU
S 

Link/bukti 
Ada &

 
Lengkap 
(Nilai: 5) 

Ada tapi Tidak Lengkap 
Tidak  

Ada 
(Nilai: 1) 

(Nilai: 4) 
(Nilai: 3) 

(Nilai: 2) 

 
Jenis Inform

asi 
Indikator K

elengkapan 
 

 
 

 
 

 

A 
D

aftar Inform
asi Publik 

1. 
Gam

baran um
um

 
putusan/kebijakan terkait 
pelayanan inform

asi publik 

Badan Publik dapat m
enunjukkan Daftar 

Inform
asi Publik (DIP) yang m

em
uat 

inform
asi m

engenai 

 
 

 
 

 
D

iisi berdasarkan penilaian 
terhadap kelengkapan N

om
or 

1-7 

 
 

1. 
Nom

or Penetapan DIP 
 

 
 

 
 

 

2. 
Ringkasan Isi Inform

asi 
 

 
 

 
 

 

3. 
Pejabat atau unit/satuan kerja yang 
m

enguasai inform
asi 

 
 

 
 

 
 

4. 
Penanggungjawab pem

buatan 
inform

asi 
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N
O

. 
IN

FO
RM

ASI 

STATU
S 

Link/bukti 
Ada &

 
Lengkap 
(Nilai: 5) 

Ada tapi Tidak Lengkap 
Tidak  

Ada 
(Nilai: 1) 

(Nilai: 4) 
(Nilai: 3) 

(Nilai: 2) 

 
Jenis Inform

asi 
Indikator K

elengkapan 
 

 
 

 
 

 

 
 

5. 
Penanggungjawab penerbitan inform

asi 
 

 
 

 
 

 

6. 
waktu dan tem

pat pem
buatan 

inform
asi 

 
 

 
 

 
 

7. 
jangka w

aktu penyim
panan atau retensi 

arsip 
 

 
 

 
 

 

*jika pertanyaan pada Bagian  A seluruhnya dijaw
ab ‘’Tidak Ada” m

aka PPID
 tidak perlu m

elanjutkan ke pertanyaan selanjutnya.  

B 
Ringkasan Inform

asi dalam
 D

aftar Inform
asi Publik tentang Peraturan, K

eputusan dan/atau kebijakan Badan Publik 

1. 
Inform

asi tentang Peraturan, 
Keputusan dan/atau 
kebijakan Badan Publik 

Badan Publik dapat m
enunjukkan dalam

 
D

aftar Inform
asi Publik tersedia 

inform
asi publik berupa: 

 
 

 
 

 
D

iisi berdasarkan penilaian 
terhadap kelengkapan N

om
or 

1-6 

1. 
Naskah akadem

is, kajian atau 
pertim

bangan yang m
endasari 

peraturan, Keputusan atau kebijakan 

 
 

 
 

 
 

2. 
M

asukan-m
asukan dari berbagai pihak 

atas peraturan, keputusan atau 
kebijakan tersebut 

 
 

 
 

 
 

3. 
Risalah Rapat dari Proses 
pem

bentukan peraturan, keputusan, 
atau kebijakan tersebut 

 
 

 
 

 
 

4. 
Rancangan Peraturan, keputusan atau 
kebijakan tersebut 

 
 

 
 

 
 

5. 
Tahap Perum

usan peraturan, 
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N
O

. 
IN

FO
RM

ASI 

STATU
S 

Link/bukti 
Ada &

 
Lengkap 
(Nilai: 5) 

Ada tapi Tidak Lengkap 
Tidak  

Ada 
(Nilai: 1) 

(Nilai: 4) 
(Nilai: 3) 

(Nilai: 2) 

 
Jenis Inform

asi 
Indikator K

elengkapan 
 

 
 

 
 

 

keputusan atau kebijakan tersebut 

6. 
Peraturan, keputusan atau kebijakan 
tersebut yang telah diterbitkan 

 
 

 
 

 
 

C 
Inform

asi Publik tentang Inform
asi Lengkap yang W

ajib D
isediakan dan D

ium
um

kan secara Berkala 

1. 
Dokum

en lengkap dari 
Inform

asi Publik yang W
ajib 

Disediakan dan Dium
um

kan 
secara Berkala 

Badan Publik dapat m
enunjukkan dalam

 
D

aftar Inform
asi Publik tersedia :  

 
 

 
 

 
D

iisi berdasarkan penilaian 
terhadap kelengkapan N

om
or 

1-10 

1. 
Inform

asi lengkap tentang profil Badan 
Publik  

 
 

 
 

 
 

2. 
Inform

asi lengkap tentang program
 

dan/atau kegiatan yang sedang 
dijalankan dalam

 lingkup Badan Publik. 

 
 

 
 

 
 

3. 
Inform

asi lengkap tentang kinerja 
dalam

 lingkup Badan Publik 
 

 
 

 
 

 

4. 
Inform

asi lengkap laporan keuangan 
 

 
 

 
 

 

5. 
Inform

asi lengkap laporan  akses 
Inform

asi Publik 
 

 
 

 
 

 

6. 
Inform

asi lengkap tentang peraturan, 
keputusan, dan/atau kebijakan 

 
 

 
 

 
 

7. 
Inform

asi lengkap tentang hak dan tata 
cara m

em
peroleh Inform

asi Publik, tata 
cara pengajuan keberatan, serta proses 
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N
O

. 
IN

FO
RM

ASI 

STATU
S 

Link/bukti 
Ada &

 
Lengkap 
(Nilai: 5) 

Ada tapi Tidak Lengkap 
Tidak  

Ada 
(Nilai: 1) 

(Nilai: 4) 
(Nilai: 3) 

(Nilai: 2) 

 
Jenis Inform

asi 
Indikator K

elengkapan 
 

 
 

 
 

 

penyelesaian sengketa Inform
asi 

8. 
Inform

asi lengkap tentang tata cara 
pengaduan penyalahgunaan w

ewenang 
atau pelanggaran 

 
 

 
 

 
 

9. 
Inform

asi lengkap tentang 
pengum

um
an pengadaan barang dan 

jasa 

 
 

 
 

 
 

10. inform
asi lengkap tentang prosedur 

peringatan dini dan prosedur evakuasi 
keadaan darurat 

 
 

 
 

 
 

D
 

Inform
asi tentang O

rganisasi, Adm
initrasi, K

epegaw
aian dan K

euangan  

1. 
Inform

asi tentang 
Organisasi, Adm

initrasi, 
Kepegaw

aian dan Keuangan 

Badan Publik dapat m
enunjukkan dalam

 
D

aftar Inform
asi Publik tersedia : 

 
 

 
 

 
D

iisi berdasarkan penilaian 
terhadap kelengkapan N

om
or 

1-4 

1. Inform
asi lengkap m

engenai Pedom
an 

pengelolaan organisasi, adm
inistrasi, 

personil dan keuangan 

 
 

 
 

 
 

2.  Inform
asi lengkap Profil pim

pinan dan 
pegaw

ai yang m
eliputi nam

a, sejarah 
karir atau posisi, sejarah pendidikan, 
penghargaan dan sanksi berat yang 
pernah diterim

a 

 
 

 
 

 
 

3. Inform
asi lengkap Anggaran Badan 
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N
O

. 
IN

FO
RM

ASI 

STATU
S 

Link/bukti 
Ada &

 
Lengkap 
(Nilai: 5) 

Ada tapi Tidak Lengkap 
Tidak  

Ada 
(Nilai: 1) 

(Nilai: 4) 
(Nilai: 3) 

(Nilai: 2) 

 
Jenis Inform

asi 
Indikator K

elengkapan 
 

 
 

 
 

 

Publik secara um
um

 m
aupun anggaran 

secara khusus unit pelaksana teknis 
serta laporan keuangannya 

4. Inform
asi lengkap data statistik yang 

dibuat dan dikelola oleh Badan Publik; 
 

 
 

 
 

 

E 
Surat-surat Badan Publik dalam

 D
IP 

1. 
Surat-surat Badan Publik 

Badan Publik dapat m
enunjukkan dalam

 
D

aftar Inform
asi Publik tersedia: 

 
 

 
 

 
D

iisi berdasarkan penilaian 
terhadap kelengkapan N

om
or 

1-2 

1. 
Inform

asi m
engenai surat-surat 

Perjanjian dengan pihak ketiga berikut 
dokum

en pendukungnya 

 
 

 
 

 
 

2. 
Inform

asi m
engenai surat-m

enyurat 
Pim

pinan Badan Publik dalam
 rangka 

tugas pokok dan fungsinya 

 
 

 
 

 
 

F 
Inform

asi tentang Perizinan dalam
 D

IP 

1. 
Inform

asi m
engenai 

perizinan  
Badan Publik dapat m

enunjukkan 
dalam

 D
aftar Inform

asi Publik 
tersedia: 

 
 

 
 

 
D

iisi berdasarkan penilaian 
terhadap kelengkapan N

om
or 

1-3 

1. 
Inform

asi syarat-syarat Perizinan 
 

 
 

 
 

 

2. 
Inform

asi lengkap izin yang 
diterbitkan dan /atau dikeluarkan 
berikut dokum

en pendukungnya 
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N
O

. 
IN

FO
RM

ASI 

STATU
S 

Link/bukti 
Ada &

 
Lengkap 
(Nilai: 5) 

Ada tapi Tidak Lengkap 
Tidak  

Ada 
(Nilai: 1) 

(Nilai: 4) 
(Nilai: 3) 

(Nilai: 2) 

 
Jenis Inform

asi 
Indikator K

elengkapan 
 

 
 

 
 

 

3. 
Inform

asi Laporan Penataan izin yang 
diberikan 

 
 

 
 

 
 

G 
D

ata perbendaharaan atau inventaris 

1. 
Inform

asi perbendaharaan/ 
inventaris 

Badan Publik dapat m
enunjukkan dalam

 
D

aftar Inform
asi Publik tersedia : 

 
 

 
 

 
D

iisi berdasarkan penilaian 
terhadap kelengkapan N

om
or 

1-2 

1. 
Data Perbendaharaan Badan Publik 

 
 

 
 

 
 

2. 
Data Inventaris Badan Publik Lainnya 

 
 

 
 

 
 

H
 

R
encana strategis dan rencana kerja B

adan Publik 

1. 
Inform

asi m
engenai rencana 

strategis dan rencana kerja  
Badan Publik dapat m

enunjukkan dalam
 

D
aftar Inform

asi Publik tersedia : 
 

 
 

 
 

D
iisi berdasarkan penilaian 

terhadap kelengkapan N
om

or 
1-2 

1. 
Rencana Strategis Badan Publik 

 
 

 
 

 
 

2. 
Rencana Kerja Badan Publik 

 
 

 
 

 
 

I 
Agenda kerja pim

pinan satuan kerja 

1. 
Agenda kerja pim

pinan  
Badan Publik dapat m

enunjukkan dalam
 

D
aftar Inform

asi Publik tersedia : 
 

 
 

 
 

D
iisi berdasarkan penilaian 

terhadap kelengkapan N
om

or 
1-2 

1. 
Agenda Kerja Pim

pinan Badan Publik  
 

 
 

 
 

 

2. 
Agenda Kerja Pim

pinan Satuan/Unit 
Kerja 
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N
O

. 
IN

FO
RM

ASI 

STATU
S 

Link/bukti 
Ada &

 
Lengkap 
(Nilai: 5) 

Ada tapi Tidak Lengkap 
Tidak  

Ada 
(Nilai: 1) 

(Nilai: 4) 
(Nilai: 3) 

(Nilai: 2) 

 
Jenis Inform

asi 
Indikator K

elengkapan 
 

 
 

 
 

 

J 
Inform

asi tentang K
egiatan Pelayanan Inform

asi Badan Publik dalam
 D

IP 

1. 
Inform

asi tentang Kegiatan 
Pelayanan Inform

asi 
Badan Publik dapat m

enunjukkan dalam
 

D
aftar Inform

asi Publik tersedia : 
 

 
 

 
 

D
iisi berdasarkan penilaian 

terhadap kelengkapan N
om

or 
1-4 

1. 
Kegiatan Pelayanan Inform

asi Publik 
yang dilaksanakan di Badan Publik dan 
Unit Kerja 

 
 

 
 

 
 

2. 
Sarana dan Prasarana yang dim

iliki 
Badan Publik m

aupun Unit Kerjanya 
beserta kondisinya 

 
 

 
 

 
 

3. 
Sum

ber daya M
anusia yang m

enangani 
Layanan Inform

asi Publik beserta 
kualifikasinya di Badan Publik dan 
Unit Kerja 

 
 

 
 

 
 

4. 
Anggaran Layanan Inform

asi Publik 
beserta Penggunaannya 

 
 

 
 

 
 

K
 

Inform
asi tentang Pelanggaran dan Pengaw

asan 

1. 
Inform

asi tentang 
Pelanggaran dan 
Pengawasan Internal Badan 
Publik dalam

 DIP 

Badan Publik dapat m
enunjukkan dalam

 
D

aftar Inform
asi Publik tersedia : 

 
 

 
 

 
D

iisi berdasarkan penilaian 
terhadap kelengkapan N

om
or 

1-2 

1. 
Jum

lah, jenis dan gam
baran Um

um
 

pelanggaran yang ditem
ukan dalam

 
Pengawasan Internal  
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N
O

. 
IN

FO
RM

ASI 

STATU
S 

Link/bukti 
Ada &

 
Lengkap 
(Nilai: 5) 

Ada tapi Tidak Lengkap 
Tidak  

Ada 
(Nilai: 1) 

(Nilai: 4) 
(Nilai: 3) 

(Nilai: 2) 

 
Jenis Inform

asi 
Indikator K

elengkapan 
 

 
 

 
 

 

2. 
Laporan penindakan atas pelanggaran 

 
 

 
 

 
 

2. 
Inform

asi tentang 
Pelanggaran yang dilaporkan 
oleh M

asyarakat 
Badan Publik dapat m

enunjukkan dalam
 

D
aftar Inform

asi Publik tersedia : 
 

 
 

 
 

D
iisi berdasarkan penilaian 

terhadap kelengkapan N
om

or 
1-2 

1. 
Jum

lah, jenis dan gam
baran um

um
 

pelanggaran yang dilaporkan oleh 
M

asyarakat 

 
 

 
 

 
 

2. 
Laporan Penindakannya 

 
 

 
 

 
 

L 
Inform

asi tentang Penelitian 

1. 
Inform

asi tentang Penelitian 
yang dilakukan Badan Publik 

Badan Publik dapat m
enunjukkan dalam

 
D

aftar Inform
asi Publik tersedia : 

 
 

 
 

 
D

iisi berdasarkan penilaian 
terhadap kelengkapan N

om
or 

1-2 

 
 

1. 
Daftar Penelitian yang dilakukan 

 
 

 
 

 
 

2. 
Hasil Penelitian yang dilakukan 

 
 

 
 

 
 

M
 

Inform
asi Publik lain yang dinyatakan terbuka berdasarkan Penyelesaian Sengketa Inform

asi 

1. 
Inform

asi Publik lain yang 
dinyatakan terbuka 

Badan Publik dapat m
enunjukkan dalam

 
D

aftar Inform
asi Publik tersedia : 

 
 

 
 

 
D

iisi berdasarkan penilaian 
terhadap kelengkapan N

om
or 

1-2 

 
 

1. 
Inform

asi yang telah dinyatakan 
terbuka bagi m

asyarakat berdasarkan 
m

ekanism
e keberatan 

 
 

 
 

 
 

 
 

2. 
Inform

asi yang telah dinyatakan 
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N
O

. 
IN

FO
RM

ASI 

STATUS 

Link/bukti 
Ada &

 
Lengkap 
(Nilai: 5) 

Ada tapi Tidak Lengkap 
Tidak  

Ada 
(Nilai: 1) 

(Nilai: 4) 
(Nilai: 3) 

(Nilai: 2) 

 
Jenis Inform

asi 
Indikator K

elengkapan 
 

 
 

 
 

 

terbuka bagi m
asyarakat berdasarkan 

m
ekanism

e penyelesaian sengketa 
inform

asi di Kom
isi Inform

asi 

N
 

Inform
asi tentang Tata Cara Pengum

um
an Inform

asi Publik yang dium
um

kan serta m
erta dan/atau Inform

asi yang berpotensi m
engancam

 hajat hidup 
orang banyak dan ketertiban um

um
  

1. 
Inform

asi tentang Tata Cara 
Pengum

um
an Inform

asi 
Publik yang dium

um
kan 

serta m
erta 

Badan Publik dapat m
enunjukkan dalam

 
D

aftar Inform
asi Publik tersedia 

Inform
asi tentang Standard Pengum

um
an 

serta m
erta dalam

 m
em

berikan  izin dan 
perjanjian kerja yang berpotensi dengan 
pihak lain berpotensi m

engancam
 hajat 

hidup orang banyak dan ketertiban um
um

 

 
 

 
 

 
 

O
 

Inform
asi yang disam

paikan Pejabat Badan Publik dalam
 Pertem

uan terbuka untuk U
m

um
 

1. 
Inform

asi yang disam
paikan 

Pejabat Badan Publik dalam
 

Pertem
uan terbuka 

Badan Publik dapat m
enunjukkan dalam

 
D

aftar Inform
asi Publik tersedia: 

 
 

 
 

 
D

iisi berdasarkan penilaian 
terhadap kelengkapan N

om
or 

1-2 

 
 

1. 
Inform

asi yang disam
paikan pim

pinan 
utam

a Badan Publik 
 

 
 

 
 

 

 
 

2. 
Inform

asi yang disam
paikan pim

pinan 
unit/satuan kerja  

 
 

 
 

 
 

JUM
LAH

 N
ILAI 

 
 

 
 

 
 

TO
TAL 
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K
U

ESIO
NER 

K
O

O
RD

INASI PEN
GELO

LAAN
 PEN

GAD
U

AN
 PELAYAN

AN
 PU

BLIK
 

 
N

om
or 

: 
 

N
am

a Badan Publik 
: 

 
Tanggal Pengisian 

: 
 

N
am

a PPID
/Pengelola 

Pengaduan 
: 

 

Jabatan 
: 

 
 N
O

. 
IN

FO
RM

ASI 

STATU
S 

Link/Bukti 
Ada &

 
Lengkap 
(Nilai: 5) 

Ada tapi Tidak Lengkap 
Tidak 

Ada 
(Nilai: 1) 

(Nilai: 4) 
(Nilai: 3) 

(Nilai: 2) 

 
Jenis inform

asi 
Indikator kelengkapan 

 
 

 
 

 
 

A 
K

oordinasi Pengelolaan Pengaduan  

1. 
Tim

 Koordinasi Pengelolaan 
Pengaduan dan Petugas 
Adm

inistrator pada Satuan 
Kerja Perangkat Daerah  

Pem
erintah Kabupaten/kota dapat 

m
enunjukkan keputusan Bupati/W

alikota 
tentang Tim

 Koordinasi Pengelolaan 
Pengaduan dan Petugas Adm

inistrator 
Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang 
m

em
uat:  

1. Struktur Tim
 Koordinasi; 

2. Uraian tugas setiap pejabat   
3. Nara hubung seluruh SKPD 

 
 

 
 

 
 

2. 
Pengintegrasian dengan 
Sistem

 Pengelolaan 
Pem

erintah Kabupaten/kota dapat 
m

enunjukkan pengintegrasian dengan 
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N
O

. 
IN

FO
RM

ASI 

STATU
S 

Link/Bukti 
Ada &

 
Lengkap 
(Nilai: 5) 

Ada tapi Tidak Lengkap 
Tidak 

Ada 
(Nilai: 1) 

(Nilai: 4) 
(Nilai: 3) 

(Nilai: 2) 

 
Jenis inform

asi 
Indikator kelengkapan 

 
 

 
 

 
 

Pengaduan Pelayanan Publik 
Nasional (SP4N) 

SP4N. 

B 
Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik 

1. 
Anggaran pelaksanaan 
pengelolaan pengaduan 
pelayanan publik 

Pem
erintah Kabupaten/kota dapat 

m
enunjukkan anggaran untuk pem

biayaan 
pelaksanaan pengelolaan pengaduan 
pelayanan publik TA 2018-2019.  

 
 

 
 

 
 

2. 
Sum

ber daya m
anusia 

Pem
erintah Kabupaten/kota dapat 

m
enunjukkan    
1. SDM

 khusus pengelola pengaduan 
pelayanan publik. 

2. penetapan standar kom
petensi SDM

 
pengelola pengaduan pelayanan 
publik. 

3. Program
 peningkatan kapasitas SDM

 
pengelola pengaduan pelayanan 
publik. 

 
 

 
 

 
 

3. 
Sarana pengaduan  

Pem
erintah Kabupaten/kota dapat 

m
enunjukkan  
1. Tem

pat/Ruangan pengaduan; 
2. Kotak Pengaduan; 
3. Form

ulir pengaduan dan alat tulis;  
4. Perangkat Teknologi Inform

asi 
Kom

unikasi (TIK).  
5. Sarana pengelolaan pengaduan 

pelayanan publik yang disediakan 
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N
O

. 
IN

FO
RM

ASI 

STATU
S 

Link/Bukti 
Ada &

 
Lengkap 
(Nilai: 5) 

Ada tapi Tidak Lengkap 
Tidak 

Ada 
(Nilai: 1) 

(Nilai: 4) 
(Nilai: 3) 

(Nilai: 2) 

 
Jenis inform

asi 
Indikator kelengkapan 

 
 

 
 

 
 

m
em

perhatikan kelom
pok 

berkebutuhan khusus 

4 
M

ekanism
e pengaduan   

Pem
erintah Kabupaten/kota dapat 

m
enunjukkan SOP Penerim

aan Pengaduan 
yang m

eliputi pengaduan secara langsung 
yang disam

paikan secara lisan dan 
pengaduan secara tidak langsung 

 
 

 
 

 
D

iisi berdasarkan 
penilaian 
kelengkapan  N

om
or 

1-5 

1. Pengelola penerim
a pengaduan di 

tem
pat Penyelenggara 

 
 

 
 

 
 

2. Catatan setiap pengaduan yang 
m

em
uat sekurang-kurangnya 

identitas pengadu yang terdiri atas 
nam

a dan alam
at lengkap, nom

or 
pengaduan, uraian keluhan atas 
pelayanan, dan tem

pat, w
aktu 

penyam
paian, serta tanda tangan. 

 
 

 
 

 
 

3. Tanda terim
a pengaduan  

 
 

 
 

 
 

4. Standar w
aktu m

enanggapi 
pengaduan dan m

em
eriksa 

kelengkapan m
ateri pengaduan  

 
 

 
 

 
 

5. Solusi penyelesaian pengaduan 
dan/atau rencana perbaikan 
pelayanan. 

 
 

 
 

 
 

6. Akses kepada m
asyarakat untuk 

m
elihat status penyelesaian 

pengaduannya 
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N
O

. 
IN

FO
RM

ASI 

STATU
S 

Link/Bukti 
Ada &

 
Lengkap 
(Nilai: 5) 

Ada tapi Tidak Lengkap 
Tidak 

Ada 
(Nilai: 1) 

(Nilai: 4) 
(Nilai: 3) 

(Nilai: 2) 

 
Jenis inform

asi 
Indikator kelengkapan 

 
 

 
 

 
 

7. W
aktu penyam

paian penyelesaian 
pengaduan kepada pengadu paling 
lam

a 60 hari kalender sejak 
penyelesaian pengaduan 

 
 

 
 

 
 

C 
Pengarsipan dan pengum

um
an pengaduan. 

1. 
Arsip dan data  
Database pengaduan 
 

Pem
erintah Kabupaten/kota dapat 

m
enunjukkan:   
1. Arsip dalam

 bentuk data elektronik 
(softcopy).  

2. Database pengaduan 

 
 

 
 

 
 

2. 
Publikasi pengaduan  
 

Pem
erintah Kabupaten/kota dapat 

m
enunjukkan: 
1. Pengum

um
an yang m

em
uat jum

lah, 
dan status penyelesaian pengaduan 
Tahun 2018; 

2. Pengum
um

an hasil pengawasan 
penyelenggaraan pengaduan yang 
dilaporkan kepada Gubernur/M

enteri 
Tahun 2018. 

 
 

 
 

 
 

D
 

Akuntabilitas dan partisipasi penyelenggaraan   

1. 
Pengum

um
an ketentuan 

penyelenggaraan pengaduan 
Pem

erintah Kabupaten/kota dapat 
m

enunjukkan pengum
um

an atau 
m

aklum
at penyelenggaraan pengaduan 

sesuai dengan ketentuan 
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N
O

. 
IN

FO
RM

ASI 

STATU
S 

Link/Bukti 
Ada &

 
Lengkap 
(Nilai: 5) 

Ada tapi Tidak Lengkap 
Tidak 

Ada 
(Nilai: 1) 

(Nilai: 4) 
(Nilai: 3) 

(Nilai: 2) 

 
Jenis inform

asi 
Indikator kelengkapan 

 
 

 
 

 
 

2. 
Partisipasi m

asyarakat  
 

Pem
erintah Kabupaten/kota dapat 

m
enunjukkan kegiatan keterlibatan 

m
asyarakat dalam

 proses penyusunan 
kebijakan, penyelenggaraan, pem

antauan 
dan evaluasi pengelolaan pengaduan. 

 
 

 
 

 
 

3. 
Pem

bentukan kelom
pok 

Pem
erintah Kabupaten/kota dapat 

m
enunjukkan kegiatan m

em
fasilitasi 

pem
bentukan kelom

pok m
asyarakat yang 

khusus m
engaw

asi pengelolaan pengaduan 

 
 

 
 

 
 

4. 
Peningkatan kapasitas  

Pem
erintah Kabupaten/kota dapat 

m
enunjukkan kegiatan peningkatan 

kapasitas m
asyarakat untuk m

em
aham

i 
hak m

elakukan pengaduan pelayanan 
publik  

 
 

 
 

 
 

JU
M

LAH
 N

ILAI 
 

 
 

 
 

 

TO
TAL 
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LAMPIRAN VI 

Kuesioner Monitoring dan Evaluasi Penerapan UU KIP di Jawa Barat Tahun 2019 

1. Lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat 

 

2. Lingkup Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat 

 

 

3. Lingkup DPD/ DPW Partai Politik di Jawa Barat 

 

4. Lingkup BUMD di Jawa Barat 

 

 

 

K
U

ESIO
NER 

K
ELEN

GK
APAN

 STAN
D

AR LAYAN
AN

 IN
FO

RM
ASI PU

BLIK
 

 
N

om
or 

: 
 

N
am

a Perangkat D
aerah 

: 
 

Tanggal Pengisian 
: 

 
N

am
a PPID

 Pem
bantu 

: 
 

Jabatan 
: 

 
 N
O

. 
IN

FO
RM

ASI 

STATU
S 

Link/bukti 
Ada &

 
Lengkap 
(Nilai: 5) 

Ada tapi Tidak Lengkap 
Tidak 

Ada 
(Nilai: 1) 

 
(Nilai: 4) 

 
(Nilai: 3) 

 
(Nilai: 2) 

 
Jenis inform

asi 
Indikator kelengkapan 

 
 

 
 

 
 

A 
Standar O

perasional Pelayanan Inform
asi Publik  

1. 
Standar Operasional Pelayanan 
Inform

asi Publik sesuai 
Lam

piran Perm
endagri No: 

3/2017 

Perangkat Daerah dapat m
enunjukkan 

keputusan Badan Publik:  
1. SOP Penyusunan Daftar Inform

asi 
Publik 

2. SOP Pelayanan Inform
asi Publik 

 
 

 
 

 
 

B 
Sarana layanan inform

asi 

1 
M

eja Pelayanan Inform
asi 

Publik di kantor Badan Publik  
Perangkat Daerah dapat m

enunjukkan 
keberadaan m

eja inform
asi publik yang 

m
em

berikan pelayanan inform
asi 
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LAMPIRAN VI 

Kuesioner Monitoring dan Evaluasi Penerapan UU KIP di Jawa Barat Tahun 2019 

1. Lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat 

 

2. Lingkup Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat 

 

 

3. Lingkup DPD/ DPW Partai Politik di Jawa Barat 

 

4. Lingkup BUMD di Jawa Barat 

 

 

 

N
O

. 
IN

FO
RM

ASI 

STATU
S 

Link/bukti 
Ada &

 
Lengkap 
(Nilai: 5) 

Ada tapi Tidak Lengkap 
Tidak 

Ada 
(Nilai: 1) 

 
(Nilai: 4) 

 
(Nilai: 3) 

 
(Nilai: 2) 

 
Jenis inform

asi 
Indikator kelengkapan 

 
 

 
 

 
 

2 
Papan Pengum

um
an  di Kantor 

Perangkat Daerah dapat m
enunjukkan 

keberadaan papan pengum
um

an 
inform

asi publik di kantor.  

 
 

 
 

 
 

3 
Ruangan untuk m

elihat 
Inform

asi Publik  
Perangkat Daerah dapat m

enunjukkan 
tem

pat yang m
em

adai di kantor bagi 
Pem

ohon untuk dapat m
em

baca 
dan/atau m

em
eriksa Inform

asi Publik 
yang dim

ohon  

 
 

 
 

 
 

4 
Sarana khusus  

Perangkat Daerah dapat m
enunjukkan 

Pengum
um

an inform
asi di kantor yang 

telah m
em

pergunakan bahasa Indonesia 
yang m

udah dipaham
i, penggunaan 

bahasa yang digunakan penduduk 
setem

pat, dan disam
paikan dalam

 
bentuk yang m

em
udahkan bagi 

m
asyarakat dengan kem

am
puan 

berbeda untuk m
em

peroleh inform
asi. 

 
 

 
 

 
 

C 
Layanan Inform

asi m
elalui Perm

ohonan Inform
asi 

1. 
Form

ulir perm
ohonan 

inform
asi sesuai Pasal 23 ayat 

(4) Peraturan Kom
isi 

Inform
asi  Nom

or 1 Tahun 

Perangkat Daerah dapat m
enunjukkan 

form
ulir perm

ohonan inform
asi untuk 

m
elayani perm

intaan langsung m
aupun 

m
elalui surat elektronik 
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N
O

. 
IN

FO
RM

ASI 

STATU
S 

Link/bukti 
Ada &

 
Lengkap 
(Nilai: 5) 

Ada tapi Tidak Lengkap 
Tidak 

Ada 
(Nilai: 1) 

 
(Nilai: 4) 

 
(Nilai: 3) 

 
(Nilai: 2) 

 
Jenis inform

asi 
Indikator kelengkapan 

 
 

 
 

 
 

2010 

2. 
Buku registrasi  pencatatan 
perm

ohonan Inform
asi Publik 

sesuai Pasal 24 ayat (7) 
Peraturan Kom

isi Inform
asi  

Nom
or 1 Tahun 2010 

Perangkat Daerah dapat m
enunjukkan 

buku registrasi pencatatan perm
ohonan 

Inform
asi Publik sesuai Lam

piran IV 
PerKI Nom

or: 1/2010 

 
 

 
 

 
 

3. 
Tanda bukti perm

ohonan 
Inform

asi Publik 
Perangkat Daerah dapat m

enunjukkan 
form

ulir perm
ohonan yang telah 

diberikan nom
or pendaftaran sebagai 

tanda bukti perm
ohonan Inform

asi 
Publik  

 
 

 
 

 
 

4. 
Pem

beritahuan tertulis yang 
m

erupakan jawaban Badan 
Publik atas perm

ohonan 
Inform

asi Publik sesuai Pasal 
26 ayat (2) Peraturan Kom

isi 
Inform

asi Nom
or 1 Tahun 

2010. 

Perangkat Daerah dapat m
enunjukkan 

form
ulir pem

beritahuan tertulis sebagai 
jawaban Perangkat Daerah atas 
perm

ohonan Inform
asi 

 
 

 
 

 
 

5. 
Form

ulir keberatan sesuai 
Pasal 32 ayat (3) Peraturan 
Kom

isi Inform
asi Nom

or 1 
Tahun 2010 

Perangkat Daerah dapat m
enunjukkan 

form
ulir Keberatan 
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N
O

. 
IN

FO
RM

ASI 

STATU
S 

Link/bukti 
Ada &

 
Lengkap 
(Nilai: 5) 

Ada tapi Tidak Lengkap 
Tidak 

Ada 
(Nilai: 1) 

 
(Nilai: 4) 

 
(Nilai: 3) 

 
(Nilai: 2) 

 
Jenis inform

asi 
Indikator kelengkapan 

 
 

 
 

 
 

6. 
Register keberatan sesuai 
Pasal 32 ayat (3) Peraturan 
Kom

isi Inform
asi Nom

or 1 
Tahun 2010 

Perangkat Daerah dapat m
enunjukkan 

Buku/form
at Register Keberatan 

 
 

 
 

 
 

D
 

Standar Biaya M
em

peroleh Inform
asi 

1. 
Standar biaya m

em
peroleh 

inform
asi publik 

Perangkat Daerah dapat m
enunjukkan:  

1. 
Surat Keputusan pim

pinan badan 
publik tentang standar biaya 
m

em
peroleh Inform

asi Publik yang 
sekurang-kurangnya berisi: biaya 
penyalinan Inform

asi Publik; biaya 
pengirim

an Inform
asi Publik; dan 

biaya pengurusan izin pem
berian 

Inform
asi Publik yang di dalam

nya 
terdapat inform

asi pihak ketiga. 
2. 

Surat Penetapan tata cara 
pem

bayaran biaya perolehan salinan 
inform

asi publik yang sekurang-
kurangnya berisi tata caran 
pem

bayaran  langsung kepada 
Badan Publik dan pem

bayaran 
m

elalui rekening resm
i Badan Publik  

 
 

 
 

 
 

E 
M

aklum
at Pelayanan Inform

asi Publik 
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N
O

. 
IN

FO
RM

ASI 

STATU
S 

Link/bukti 
Ada &

 
Lengkap 
(Nilai: 5) 

Ada tapi Tidak Lengkap 
Tidak 

Ada 
(Nilai: 1) 

 
(Nilai: 4) 

 
(Nilai: 3) 

 
(Nilai: 2) 

 
Jenis inform

asi 
Indikator kelengkapan 

 
 

 
 

 
 

1 
M

aklum
at pelayanan inform

asi 
publik  

 Perangkat Daerah dapat m
enunjukkan:  

1. 
M

aklum
at pelayanan Inform

asi 
Publik 

2. 
Pengum

um
an m

aklum
at pelayanan 

Inform
asi Publik 

 
 

 
 

 
 

F 
Sistem

 Inform
asi dan D

okum
entasi Publik 

1. 
Sistem

 inform
asi dan 

dokum
entasi publik  

Perangkat Daerah dapat m
enunjukkan 

Sistem
 pelayanan inform

asi dan 
dokum

entasi yang terintegrasi untuk 
m

engelola inform
asi publik secara baik 

dan efisien sehingga dapat diakses 
dengan m

udah 

 
 

 
 

 
 

JU
M

LAH
 N

ILAI 
 

 
 

 
 

 

TO
TAL 

 
 

*) Bisa ditanyakan langsung m
elalui telepon atau pada saat visitasi. 
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K
U

ESIO
NER  

K
ETERSED

IAAN
 IN

FO
RM

ASI YAN
G W

AJIB TERSED
IA SETIAP SAAT 

N
om

or 
: 

 
N

am
a Perangkat D

aerah 
: 

 
Tanggal Pengisian 

: 
 

N
am

a PPID
 Pem

bantu 
: 

 
Jabatan 

: 
 

  N
O

. 
IN

FO
RM

ASI 

STATU
S 

Link/bukti 
Ada &

 
Lengkap 
(Nilai: 5) 

Ada tapi Tidak Lengkap 
Tidak  

Ada 
(Nilai: 1) 

(Nilai: 4) 
(Nilai: 3) 

(Nilai: 2) 

 
Jenis Inform

asi 
Indikator K

elengkapan 
 

 
 

 
 

 

A 
D

aftar Inform
asi Publik 

1. 
Gam

baran um
um

 
putusan/kebijakan terkait 
pelayanan inform

asi publik 

Perangkat Daerah dapat m
enunjukkan 

Daftar Inform
asi Publik (DIP) yang 

m
em

uat inform
asi m

engenai 

 
 

 
 

 
D

iisi berdasarkan penilaian 
terhadap kelengkapan N

om
or 

1-7 

 
 

1. 
Nom

or Penetapan DIP 
 

 
 

 
 

 

2. 
Ringkasan Isi Inform

asi 
 

 
 

 
 

 

3. 
Pejabat atau unit/satuan kerja yang 
m

enguasai inform
asi 

 
 

 
 

 
 

4. 
Penanggungjawab pem

buatan 
inform

asi 
 

 
 

 
 

 

 
 

5. 
Penanggungjawab penerbitan inform

asi 
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N
O

. 
IN

FO
RM

ASI 

STATU
S 

Link/bukti 
Ada &

 
Lengkap 
(Nilai: 5) 

Ada tapi Tidak Lengkap 
Tidak  

Ada 
(Nilai: 1) 

(Nilai: 4) 
(Nilai: 3) 

(Nilai: 2) 

 
Jenis Inform

asi 
Indikator K

elengkapan 
 

 
 

 
 

 

6. 
waktu dan tem

pat pem
buatan 

inform
asi 

 
 

 
 

 
 

7. 
jangka w

aktu penyim
panan atau retensi 

arsip 
 

 
 

 
 

 

*jika pertanyaan pada Bagian  A seluruhnya dijaw
ab ‘’Tidak Ada” m

aka PPID
 tidak perlu m

elanjutkan ke pertanyaan selanjutnya.  

B 
Ringkasan Inform

asi dalam
 D

aftar Inform
asi Publik tentang Peraturan, K

eputusan dan/atau kebijakan Perangkat D
aerah 

1. 
Inform

asi tentang Peraturan, 
Keputusan dan/atau 
kebijakan Badan Publik 

Perangkat Daerah dapat m
enunjukkan 

dalam
 D

aftar Inform
asi Publik tersedia 

inform
asi publik berupa: 

 
 

 
 

 
D

iisi berdasarkan penilaian 
terhadap kelengkapan N

om
or 

1-6 

1. 
Naskah akadem

is, kajian atau 
pertim

bangan yang m
endasari 

peraturan, Keputusan atau kebijakan 

 
 

 
 

 
 

2. 
M

asukan-m
asukan dari berbagai pihak 

atas peraturan, keputusan atau 
kebijakan tersebut 

 
 

 
 

 
 

3. 
Risalah Rapat dari Proses 
pem

bentukan peraturan, keputusan, 
atau kebijakan tersebut 

 
 

 
 

 
 

4. 
Rancangan Peraturan, keputusan atau 
kebijakan tersebut 

 
 

 
 

 
 

5. 
Tahap Perum

usan peraturan, 
keputusan atau kebijakan tersebut 

 
 

 
 

 
 

6. 
Peraturan, keputusan atau kebijakan 
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N
O

. 
IN

FO
RM

ASI 

STATU
S 

Link/bukti 
Ada &

 
Lengkap 
(Nilai: 5) 

Ada tapi Tidak Lengkap 
Tidak  

Ada 
(Nilai: 1) 

(Nilai: 4) 
(Nilai: 3) 

(Nilai: 2) 

 
Jenis Inform

asi 
Indikator K

elengkapan 
 

 
 

 
 

 

tersebut yang telah diterbitkan 

C 
Inform

asi Publik tentang Inform
asi Lengkap yang W

ajib D
isediakan dan D

ium
um

kan secara Berkala 

1. 
Dokum

en lengkap dari 
Inform

asi Publik yang W
ajib 

Disediakan dan Dium
um

kan 
secara Berkala 

Perangkat Daerah dapat m
enunjukkan 

dalam
 D

aftar Inform
asi Publik tersedia:  

 
 

 
 

 
D

iisi berdasarkan penilaian 
terhadap kelengkapan N

om
or 

1-10 

1. 
Inform

asi lengkap tentang profil 
Perangkat Daerah 

 
 

 
 

 
 

2. 
Inform

asi lengkap tentang program
 

dan/atau kegiatan yang sedang 
dijalankan dalam

 lingkup Perangkat 
Daerah 

 
 

 
 

 
 

3. 
Inform

asi lengkap tentang kinerja 
dalam

 lingkup Perangkat Daerah 
 

 
 

 
 

 

4. 
Inform

asi lengkap laporan keuangan 
 

 
 

 
 

 

5. 
Inform

asi lengkap laporan  akses 
Inform

asi Publik 
 

 
 

 
 

 

6. 
Inform

asi lengkap tentang peraturan, 
keputusan, dan/atau kebijakan 

 
 

 
 

 
 

7. 
Inform

asi lengkap tentang hak dan tata 
cara m

em
peroleh Inform

asi Publik, tata 
cara pengajuan keberatan, serta proses 
penyelesaian sengketa Inform

asi 

 
 

 
 

 
 



194

N
O

. 
IN

FO
RM

ASI 

STATU
S 

Link/bukti 
Ada &

 
Lengkap 
(Nilai: 5) 

Ada tapi Tidak Lengkap 
Tidak  

Ada 
(Nilai: 1) 

(Nilai: 4) 
(Nilai: 3) 

(Nilai: 2) 

 
Jenis Inform

asi 
Indikator K

elengkapan 
 

 
 

 
 

 

8. 
Inform

asi lengkap tentang tata cara 
pengaduan penyalahgunaan w

ewenang 
atau pelanggaran 

 
 

 
 

 
 

9. 
Inform

asi lengkap tentang 
pengum

um
an pengadaan barang dan 

jasa 

 
 

 
 

 
 

10. inform
asi lengkap tentang prosedur 

peringatan dini dan prosedur evakuasi 
keadaan darurat 

 
 

 
 

 
 

D
 

Inform
asi tentang O

rganisasi, Adm
initrasi, K

epegaw
aian dan K

euangan  

1. 
Inform

asi tentang 
Organisasi, Adm

initrasi, 
Kepegaw

aian dan Keuangan 

Perangkat Daerah dapat m
enunjukkan 

dalam
 D

aftar Inform
asi Publik tersedia: 

 
 

 
 

 
D

iisi berdasarkan penilaian 
terhadap kelengkapan N

om
or 

1-4 

1. Inform
asi lengkap m

engenai Pedom
an 

pengelolaan organisasi, adm
inistrasi, 

personil dan keuangan 

 
 

 
 

 
 

2.  Inform
asi lengkap Profil pim

pinan dan 
pegaw

ai yang m
eliputi nam

a, sejarah 
karir atau posisi, sejarah pendidikan, 
penghargaan dan sanksi berat yang 
pernah diterim

a 

 
 

 
 

 
 

3. Inform
asi lengkap Anggaran Badan 

Publik secara um
um

 m
aupun anggaran 

secara khusus unit pelaksana teknis 
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N
O

. 
IN

FO
RM

ASI 

STATU
S 

Link/bukti 
Ada &

 
Lengkap 
(Nilai: 5) 

Ada tapi Tidak Lengkap 
Tidak  

Ada 
(Nilai: 1) 

(Nilai: 4) 
(Nilai: 3) 

(Nilai: 2) 

 
Jenis Inform

asi 
Indikator K

elengkapan 
 

 
 

 
 

 

serta laporan keuangannya 

4. Inform
asi lengkap data statistik yang 

dibuat dan dikelola oleh Perangkat 
Daerah 

 
 

 
 

 
 

E 
Surat-surat Perangkat D

aerah dalam
 D

IP 

1. 
Surat-surat Perangkat 
Daerah 

Perangkat Daerah dapat m
enunjukkan 

dalam
 D

aftar Inform
asi Publik tersedia: 

 
 

 
 

 
D

iisi berdasarkan penilaian 
terhadap kelengkapan N

om
or 

1-2 

1. 
Inform

asi m
engenai surat-surat 

Perjanjian dengan pihak ketiga berikut 
dokum

en pendukungnya 

 
 

 
 

 
 

2. 
Inform

asi m
engenai surat-m

enyurat 
Pim

pinan Perangkat Daerah dalam
 

rangka tugas pokok dan fungsinya 

 
 

 
 

 
 

F 
Inform

asi tentang Perizinan dalam
 D

IP 

1. 
Inform

asi m
engenai 

perizinan sesuai dengan 
tupoksi Perangkat Daerah 

Perangkat Daerah dapat m
enunjukkan 

dalam
 D

aftar Inform
asi Publik 

tersedia : 

 
 

 
 

 
D

iisi berdasarkan penilaian 
terhadap kelengkapan N

om
or 

1-3 

1. 
Inform

asi syarat-syarat Perizinan 
 

 
 

 
 

 

2. 
Inform

asi lengkap izin yang 
diterbitkan dan /atau dikeluarkan 
berikut dokum

en pendukungnya 

 
 

 
 

 
 

3. 
Inform

asi Laporan Penataan izin yang 
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N
O

. 
IN

FO
RM

ASI 

STATU
S 

Link/bukti 
Ada &

 
Lengkap 
(Nilai: 5) 

Ada tapi Tidak Lengkap 
Tidak  

Ada 
(Nilai: 1) 

(Nilai: 4) 
(Nilai: 3) 

(Nilai: 2) 

 
Jenis Inform

asi 
Indikator K

elengkapan 
 

 
 

 
 

 

diberikan 

G 
D

ata perbendaharaan atau inventaris 

1. 
Inform

asi perbendaharaan/ 
inventaris 

Perangkat Daerah dapat m
enunjukkan 

dalam
 D

aftar Inform
asi Publik tersedia: 

 
 

 
 

 
D

iisi berdasarkan penilaian 
terhadap kelengkapan N

om
or 

1-2 

1. 
Data Perbendaharaan Perangkat 
Daerah 

 
 

 
 

 
 

2. 
Data Inventaris Perangkat Daerah 

 
 

 
 

 
 

H
 

R
encana strategis dan rencana kerja Perangkat D

aerah 

1. 
Inform

asi m
engenai rencana 

strategis dan rencana kerja  
Perangkat Daerah dapat m

enunjukkan 
dalam

 D
aftar Inform

asi Publik tersedia: 
 

 
 

 
 

D
iisi berdasarkan penilaian 

terhadap kelengkapan N
om

or 
1-2 

1. 
Rencana Strategis Perangkat Daerah 

 
 

 
 

 
 

2. 
Rencana Kerja Perangkat Daerah 

 
 

 
 

 
 

I 
Agenda kerja pim

pinan Perangkat D
aerah 

1. 
Agenda kerja pim

pinan  
Perangkat Daerah dapat m

enunjukkan 
dalam

 D
aftar Inform

asi Publik tersedia 
Agenda Kerja Pim

pinan Perangkat Daerah 

 
 

 
 

 
 

J 
Inform

asi tentang K
egiatan Pelayanan Inform

asi Perangkat D
aerah dalam

 D
IP 

1. 
Inform

asi tentang Kegiatan 
Pelayanan Inform

asi 
Perangkat Daerah dapat m

enunjukkan 
dalam

 D
aftar Inform

asi Publik tersedia: 
 

 
 

 
 

D
iisi berdasarkan penilaian 

terhadap kelengkapan N
om

or 
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N
O

. 
IN

FO
RM

ASI 

STATU
S 

Link/bukti 
Ada &

 
Lengkap 
(Nilai: 5) 

Ada tapi Tidak Lengkap 
Tidak  

Ada 
(Nilai: 1) 

(Nilai: 4) 
(Nilai: 3) 

(Nilai: 2) 

 
Jenis Inform

asi 
Indikator K

elengkapan 
 

 
 

 
 

 1-4 

1. 
Kegiatan Pelayanan Inform

asi Publik 
yang dilaksanakan 

 
 

 
 

 
 

2. 
Sarana dan Prasarana yang dim

iliki 
Perangkat Daerah 

 
 

 
 

 
 

3. 
Sum

ber daya M
anusia yang m

enangani 
Layanan Inform

asi Publik beserta 
kualifikasinya di Perangkat Daerah 

 
 

 
 

 
 

4. 
Anggaran Layanan Inform

asi Publik 
beserta Penggunaannya 

 
 

 
 

 
 

K
 

Inform
asi tentang Pelanggaran dan Pengaw

asan 

1. 
Inform

asi tentang 
Pelanggaran dan 
Pengawasan Internal 
Perangkat Daerah dalam

 DIP 

Perangkat Daerah dapat m
enunjukkan 

dalam
 D

aftar Inform
asi Publik tersedia: 

 
 

 
 

 
D

iisi berdasarkan penilaian 
terhadap kelengkapan N

om
or 

1-2 

1. 
Jum

lah, jenis dan gam
baran Um

um
 

pelanggaran yang ditem
ukan dalam

 
Pengawasan Internal  

 
 

 
 

 
 

2. 
Laporan penindakan atas pelanggaran 

 
 

 
 

 
 

2. 
Inform

asi tentang 
Pelanggaran yang dilaporkan 
oleh M

asyarakat 
Perangkat Daerah dapat m

enunjukkan 
dalam

 D
aftar Inform

asi Publik tersedia: 
 

 
 

 
 

D
iisi berdasarkan penilaian 

terhadap kelengkapan N
om

or 
1-2 

1. 
Jum

lah, jenis dan gam
baran um

um
 

pelanggaran yang dilaporkan oleh 
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N
O

. 
IN

FO
RM

ASI 

STATU
S 

Link/bukti 
Ada &

 
Lengkap 
(Nilai: 5) 

Ada tapi Tidak Lengkap 
Tidak  

Ada 
(Nilai: 1) 

(Nilai: 4) 
(Nilai: 3) 

(Nilai: 2) 

 
Jenis Inform

asi 
Indikator K

elengkapan 
 

 
 

 
 

 

M
asyarakat 

2. 
Laporan Penindakannya 

 
 

 
 

 
 

L 
Inform

asi tentang Penelitian 

1. 
Inform

asi tentang Penelitian 
yang dilakukan Perangkat 
Daerah 

Perangkat Daerah dapat m
enunjukkan 

dalam
 D

aftar Inform
asi Publik tersedia: 

 
 

 
 

 
D

iisi berdasarkan penilaian 
terhadap kelengkapan N

om
or 

1-2 

 
 

1. 
Daftar Penelitian yang dilakukan 

 
 

 
 

 
 

2. 
Hasil Penelitian yang dilakukan 

 
 

 
 

 
 

M
 

Inform
asi Publik lain yang dinyatakan terbuka berdasarkan Penyelesaian Sengketa Inform

asi 

1. 
Inform

asi Publik lain yang 
dinyatakan terbuka 

Perangkat Daerah dapat m
enunjukkan 

dalam
 D

aftar Inform
asi Publik tersedia: 

 
 

 
 

 
D

iisi berdasarkan penilaian 
terhadap kelengkapan N

om
or 

1-2 

 
 

1. 
Inform

asi yang telah dinyatakan 
terbuka bagi m

asyarakat berdasarkan 
m

ekanism
e keberatan 

 
 

 
 

 
 

 
 

2. 
Inform

asi yang telah dinyatakan 
terbuka bagi m

asyarakat berdasarkan 
m

ekanism
e penyelesaian sengketa 

inform
asi di Kom

isi Inform
asi 
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N
O

. 
IN

FO
RM

ASI 

STATU
S 

Link/bukti 
Ada &

 
Lengkap 
(Nilai: 5) 

Ada tapi Tidak Lengkap 
Tidak  

Ada 
(Nilai: 1) 

(Nilai: 4) 
(Nilai: 3) 

(Nilai: 2) 

 
Jenis Inform

asi 
Indikator K

elengkapan 
 

 
 

 
 

 

N
 

Inform
asi tentang Tata Cara Pengum

um
an Inform

asi Publik yang dium
um

kan serta m
erta dan/atau Inform

asi yang berpotensi m
engancam

 hajat hidup 
orang banyak dan ketertiban um

um
  

1. 
Inform

asi tentang Tata Cara 
Pengum

um
an Inform

asi 
Publik yang dium

um
kan 

serta m
erta 

Perangkat Daerah dapat m
enunjukkan 

dalam
 D

aftar Inform
asi Publik tersedia 

Inform
asi tentang Standard Pengum

um
an 

serta m
erta dalam

 m
em

berikan izin dan 
perjanjian kerja yang berpotensi dengan 
pihak lain yang berpotensi m

engancam
 

hajat hidup orang banyak dan ketertiban 
um

um
 

 
 

 
 

 
 

O
 

Inform
asi yang disam

paikan Pejabat Perangkat D
aerah dalam

 Pertem
uan terbuka untuk U

m
um

 

1. 
Inform

asi yang disam
paikan 

Pejabat Perangkat Daerah 
dalam

 Pertem
uan terbuka 

Perangkat Daerah dapat m
enunjukkan 

dalam
 D

aftar Inform
asi Publik tersedia 

Inform
asi yang disam

paikan pim
pinan 

Perangkat Daerah 

 
 

 
 

 
 

JU
M

LAH
 N

ILAI 
 

 
 

 
 

 

TO
TAL 
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K
U

ESIO
NER 

K
O

O
RD

INASI PEN
GELO

LAAN
 PEN

GAD
U

AN
 PELAYAN

AN
 PU

BLIK
 

 
N

om
or 

: 
 

N
am

a Perangkat D
aerah 

: 
 

Tanggal Pengisian 
: 

 
N

am
a PPID

 
Pem

bantu/Pengelola 
Pengaduan 

: 
 

Jabatan 
: 

 
  N
O

. 
IN

FO
RM

ASI 

STATU
S 

Link/Bukti 
Ada &

 
Lengkap 
(Nilai: 5) 

Ada tapi Tidak Lengkap 
Tidak 

Ada 
(Nilai: 1) 

 
(Nilai: 4) 

 
(Nilai: 3) 

 
(Nilai: 2) 

 
Jenis inform

asi 
Indikator kelengkapan 

 
 

 
 

 
 

A 
K

oordinasi Pengelolaan Pengaduan  

1. 
Tim

 Koordinasi Pengelolaan 
Pengaduan dan Petugas 
Adm

inistrator pada Satuan 
Kerja Perangkat Daerah  

Perangkat Daerah dapat m
enunjukkan 

keputusan Kepala Perangkat Daerah 
tentang Tim

 Pengelolaan Pengaduan dan 
Petugas Adm

inistrator Pada Satuan Kerja 
Perangkat Daerah yang m

em
uat:  

1. Struktur Tim
 Pengaduan 

2. Uraian tugas Tim
 Pengaduan 

3. Narahubung Tim
 Pengaduan 
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N
O

. 
IN

FO
RM

ASI 

STATU
S 

Link/Bukti 
Ada &

 
Lengkap 
(Nilai: 5) 

Ada tapi Tidak Lengkap 
Tidak 

Ada 
(Nilai: 1) 

 
(Nilai: 4) 

 
(Nilai: 3) 

 
(Nilai: 2) 

 
Jenis inform

asi 
Indikator kelengkapan 

 
 

 
 

 
 

2. 
Pengintegrasian dengan 
Sistem

 Pengelolaan 
Pengaduan Pelayanan Publik 
Nasional (SP4N) 

Perangkat Daerah dapat m
enunjukkan 

peran aktif dalam
 pelaksanaan LAPOR 

SP4N. 

 
 

 
 

 
 

B 
Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik 

1. 
Anggaran pelaksanaan 
pengelolaan pengaduan 
pelayanan publik 

Perangkat Daerah dapat m
enunjukkan 

anggaran untuk dukungan pelaksanaan 
pengelolaan pengaduan pelayanan publik 
TA 2018-2019.  

 
 

 
 

 
 

2. 
Sum

ber daya m
anusia 

Perangkat Daerah dapat m
enunjukkan    

1. SDM
 khusus pengelola pengaduan 

pelayanan publik. 
2. Penetapan standar kom

petensi SDM
 

pengelola pengaduan pelayanan 
publik. 

3. Program
 peningkatan kapasitas SDM

 
pengelola pengaduan pelayanan 
publik. 

 
 

 
 

 
 

3. 
Sarana pengaduan  

Perangkat Daerah dapat m
enunjukkan  

1. Tem
pat/Ruangan pengaduan; 

2. Kotak Pengaduan; 
3. Form

ulir pengaduan dan alat tulis;  
4. Perangkat Teknologi Inform

asi 
Kom

unikasi (TIK).  
5. Sarana pengelolaan pengaduan 

pelayanan publik yang disediakan 
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N
O

. 
IN

FO
RM

ASI 

STATU
S 

Link/Bukti 
Ada &

 
Lengkap 
(Nilai: 5) 

Ada tapi Tidak Lengkap 
Tidak 

Ada 
(Nilai: 1) 

 
(Nilai: 4) 

 
(Nilai: 3) 

 
(Nilai: 2) 

 
Jenis inform

asi 
Indikator kelengkapan 

 
 

 
 

 
 

m
em

perhatikan kelom
pok 

berkebutuhan khusus 

4 
M

ekanism
e pengaduan   

Perangkat Daerah dapat m
enunjukkan SOP 

Penerim
aan Pengaduan yang m

eliputi 
pengaduan secara langsung yang 
disam

paikan secara lisan dan pengaduan 
secara tidak langsung 

 
 

 
 

 
D

iisi berdasarkan penilaian 
kelengkapan  N

om
or 1-5 

1. Pengelola penerim
a pengaduan di 

tem
pat Penyelenggara 

 
 

 
 

 
 

2. Catatan setiap pengaduan yang 
m

em
uat sekurang-kurangnya 

identitas pengadu yang terdiri atas 
nam

a dan alam
at lengkap, nom

or 
pengaduan, uraian keluhan atas 
pelayanan, dan tem

pat, w
aktu 

penyam
paian, serta tanda tangan. 

 
 

 
 

 
 

3. Tanda terim
a pengaduan  

 
 

 
 

 
 

4. Standar w
aktu m

enanggapi 
pengaduan dan m

em
eriksa 

kelengkapan m
ateri pengaduan  

 
 

 
 

 
 

5. Solusi penyelesaian pengaduan 
dan/atau rencana perbaikan 
pelayanan. 
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N
O

. 
IN

FO
RM

ASI 

STATU
S 

Link/Bukti 
Ada &

 
Lengkap 
(Nilai: 5) 

Ada tapi Tidak Lengkap 
Tidak 

Ada 
(Nilai: 1) 

 
(Nilai: 4) 

 
(Nilai: 3) 

 
(Nilai: 2) 

 
Jenis inform

asi 
Indikator kelengkapan 

 
 

 
 

 
 

6. Akses kepada m
asyarakat untuk 

m
elihat status penyelesaian 

pengaduannya 

 
 

 
 

 
 

7. W
aktu penyam

paian penyelesaian 
pengaduan kepada pengadu paling 
lam

a 60 hari kalender sejak 
penyelesaian pengaduan 

 
 

 
 

 
 

C 
Pengarsipan dan pengum

um
an pengaduan. 

1. 
Arsip dan data  
Database pengaduan 
 

Perangkat Daerah dapat m
enunjukkan:   

1. Arsip dalam
 bentuk data elektronik 

(softcopy).  
2. Database pengaduan 

 
 

 
 

 
 

2. 
Publikasi pengaduan  
 

Perangkat dapat m
enunjukkan: 

1. Pengum
um

an yang m
em

uat jum
lah, 

dan status penyelesaian pengaduan 
Tahun 2018; 

2. Pengum
um

an hasil pengawasan 
penyelenggaraan pengaduan yang 
dilaporkan kepada Gubernur/M

enteri 
Tahun 2018. 

 
 

 
 

 
 

D
 

Akuntabilitas dan partisipasi penyelenggaraan   

1. 
Pengum

um
an ketentuan 

penyelenggaraan pengaduan 
Perangkat Daerah dapat m

enunjukkan 
pengum

um
an atau m

aklum
at 

penyelenggaraan pengaduan sesuai 
dengan ketentuan 
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N
O

. 
IN

FO
RM

ASI 

STATU
S 

Link/Bukti 
Ada &

 
Lengkap 
(Nilai: 5) 

Ada tapi Tidak Lengkap 
Tidak 

Ada 
(Nilai: 1) 
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